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SEKAPUR SIRIH

Kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada
masyarakat miskin yang tinggal di sekitar dan di
dalam kawasan hutan sudah mulai tampak pada
awal Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Yaitu kebijakan pelaksanaan Program Perhutanan
Sosial (PS) bagi masyarakat miskin yang tinggal
di sekitar dan di dalam kawasan hutan melalui
penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.83 tentang Perhutanan
Sosial tahun 2016. Kebijakan ini juga diperkuat
dengan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) oleh Menteri Koordinator
Perekonomian pada tahun yang sama. Sehingga percepatan dan perluasan PS
yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) hingga mencapai 12,7 juta ha pada 2019 menemukan pijakan
untuk bergerak maju.

Ditabuhnya genderang Percepatan dan Perluasan PS oleh Pemerintah ini
tentu mendapatkan respon yang beragam dari banyak pihak terutama oleh
pegiat PS dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergelut
dengan isu PS hingga saat ini. Sebagian besar pegiat PS dari LSM menyambut
baik dan dengan rasa optimis 12,7 juta ha PS dapat dicapai hingga akhir
2019.

KpSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) sebagai
organisasi pegiat Perhutanan Sosial beranggapan bahwa Percepatan dan
Perluasan PS ini adalah buah perjuangan para pegiat PS sejak Orde Baru dan
100 persen mendukung program ini. Walau tetap dengan sikap kehati-hatian
dan tetap kritis, karena Pemerintah dan Swasta sektor kehutanan masih
khawatir dan ragu apakah masyakarat yang tinggal di sekitar dan di dalam
kawasan hutan mampu mengelola hutan dengan baik dan lestari. Untuk
menepis kekhawatiran tersebut tentu perlu pembuktian, apakah masyarakat
penerima ijin PS telah mampu mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan
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menuju tingkat hidup yang sejahtera? Apakah pembagian ijin kelola kawasan
hutan kepada masyarakat miskin justru akan menyebabkan kerusakan hutan
secara masif?

Kajian ini telah menguji dan membuktikan peranan Program PS,
khususnya kontribusi program Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap
struktur pendapatan ekonomi rumah tangga petani hutan melalui pengelolaan
lahan HKm, termasuk manfaat dan dampak ekonomi dari program HKm.
Di sisi lain, manfaat dan dampak sosial ditemukenali dan dianalisis melalui
peranannya terhadap penurunan kemiskinan (peningkatan kesejahteraan),
tingkat ketimpangan pendapatan dan penguasaan lahan. Selanjutnya,
diidentifikasi potensi pendapatan dari jasa lingkungan melalui pengukuran
dan penghitungan karbondioksida (CO,) tersimpan (carbon stock) dari
pencegahan deforestasi dan degradasi hutan serta dari reforestasi (penambahan
tanaman baru di lahan HKm). Ketiganya diuji melalui pendekatan dan
metode kuantitatif dari data survey rumah tangga petani hutan, baik terhadap
responden pemegang ljin Usaha Pemanfaatan HKm (baca: responden HKm
ber-IUP,) yakni responden yang telah mempunyai legalitas izin pengelolaan
lahan hutan, maupun responden HKm Non-IUP, yakni bagi mereka yang
dalam pengelolaan HKm belum mendapatkan ijin resmi dari pemerintah.
Untuk lebih memperkuat hasil kajian, maka survey dilakukan juga pada
masyarakat Non-HKm yang diperlakukan sebagai kontrol. Walaupun
terbatas, kajian ini mencoba memaparkan kondisi perbandingan 3 aspek
utama kajian HKm yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan antara sebelum
dan sudah pelaksanaan program HKm yang secara bersamaan menggunakan
analisis “dengan dan tanpa intervensi” atau partisipasi program HKm,
sehingga secara statistik dapat terukur dan disimpulkan.

Dengan menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif),
kajian ini menganalisis persepsi rumah tangga petani terhadap manfaat,
dampak, masalah dan kebutuhan intervensi program HKm. Sebuah proses
kualitatif yang dikuantifikasi melalui analisis presepsi rumah tangga petani.
Hal lain studi ini juga menggunakan Partisipatory Poverty Assessment (PPA),
sebagai pendekatan kualitatif deskriptif, untuk melihat persepsi indikator
penentu tingkat kesejahteraan masyarakat, serta menemukenali manfaat,
dampak, masalah dan harapan masyarakat terhadap pemangku kepentingan,
melalui serangkaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara
mendalam kepada responden.

Vi
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Kajian ini sangat terbatas dari sisi waktu, dimana hanya dilakukan selama
45 hari yaitu 15 hari untuk merancang dan mendesain kajian; 15 hari untuk
melakukan survey, FGD, wawancara dan pemasukan data; serta 15 hari
untuk pengolahan data, analisis dan penulisan hasil kajian. Namun demikian
hasil kajian ini mampu membuktikan kontribusi ekonomi, sosial dan ekologi
program HKm sebagi salah satu skema PS yang bertujuan sesuai dengan
amanat P.83 tentang Perhutanan Sosial yaitu memberdayakan masyarakat
miskin di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan temuan-temuan dalam kajian ini, untuk menjamin
keberhasilan dan keberlanjutan Program PS di masa datang, serta untuk
menjamin tercapainya tujuan HKm yang menyejahterakan masyarakat
dan dalam rangka pelestarian hutan, maka kajian ini memberikan sebuah
catatan kecil tentang “Pengembangan Perhutanan Sosial Berbasis Pendekatan
Penghidupan Berkelanjutan” pada bagian akhir buku ini.

Pemerintah memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat
miskin masihlah belum cukup, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Ada dua prasyarat, yakni
syarat keharusan yakni Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses
perijinan akses kelola kawasan hutan dan syarat kecukupan yaitu Pemerintah
perlu memfasilitasi peningkatan kapasitas (keterampilan dan keahlian) kepada
masyarakat petani hutan. Harapannya agar Perhutanan Sosial dapat segera
menyejahterakan masyarakat dan menjamin kelestarian hutan.

Semoga, sebagai prakarsa awal kajian tentang HKm di 3 lokasi yaitu
Unit HKm Sesaot, Unit HKm Sambelia dan Unit HKm Santong di Lombok,
dapat menjadi proses pembelajaran yang dipertimbangkan oleh para pegiat
Perhutanan Sosial, masyarakat miskin pinggir hutan dan pemerintah.

Direktur KpSHK

Mohammad Djauhari
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MERAJUT BENANG MERAH

Pertanyaan yang selalu diajukan kepada program Per-
hutanan Sosial adalah apakah masyarakat mampu
mengelola hutan, apakah hutan tidak bertambah
rusak, apakah nanti kawasan hutan tidak dikonversi
menjadi lahan pertanian atau penggunaan lain. Bagi
mereka yang hendak mendukung program PS juga
masih mengajukan pertanyaan, seberapa besar per-
tumbuhan ekonomi dapat dibangkitkan dari program
PS, apakah signifikan kontribusi program PS terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian banyak pertanyaan dan
keraguan terhadap program PS. Banyak penelitian maupun laporan perjalan-
an telah memberikan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut dan meyakinkan bahwa masyarakat mampu mengelola hutan yang
memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologis.

Kini kembali hadir buku yang hendak menunjukkan kinerja praktik pen-
gelolaan HKm sebagai salah satu bentuk PS dengan mengakaji tiga kasus,
yaitu praktik HKm Sambelia, HKm Santong, dan HKm Sesaot ketiganya di
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kajian ini mengungkapkan manfaat ekonomi,
sosial dan ekologis dari pengelolaan HKm. Manfaat ekonomi dan sosial dari
HKm ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan rumah tangga peserta HKm
dan pengentasan kemiskinan. Pada aspek ekologi, HKm telah memberikan
manfaat antara lain meningkatkan jumlah dan keragaman jenis satwa liar,
meningkatkan ketersediaan dan kualitas air untuk kebutuhan rumah tangga
maupun pertanian, jasa wisata air terjun, dan peningkatan total karbon ter-
simpan, semua itu sebagai dampak dari perbaikan tutupan kawasan hutan.
Bahkan program HKm berdampak positif bagi rumah tangga Non-HKm.
Penulis menunjukkan peningkatan atau perbaikan ekonomi, sosial dan ekolo-
gis dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah ada praktik HKm
dan membandingkan kondisi dengan dan tanpa praktik HKm.
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Penulis tidak hanya menunjukkan manfaat dan dampak positif dari praktik
HKm, tetapi juga menunjukkan dampak negatifnya khususnya distribusi
penguasaan lahan dan pendapatan rumah tangga. Distribusi penguasaan la-
han antar rumah tangga pengelola HKm lebih timpang dibandingkan den-
gan antar rumah tangga Non-HKm. Distribusi penguasaan lahan pada kedua
kelompok rumah tangga tersebut sangat timpang dengan Indeks Gini 0,9.
Ketimpangan juga terjadi pada distribusi pendapatan antar rumah tangga.
Distribusi pendapatan antar rumah tangga pengelola HKm lebih timpang
dibandingkan dengan antar rumah tangga Non-HKm. Distribusi pendapatan
pada kedua kelompok rumah tangga tersebut sangat timpang dengan Indeks
Gini 0,8. Ketimpangan tersebut bukan akibat dari kesalahan rancangan pro-
gram HKm, tetapi karena perbedaan kemampuan akses antar warga dalam
membuka kawasan hutan di awal-awal. Penataan ulang penguasaan lahan ka-
wasan hutan ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar distribusinya menun-

jukkan keadilan.

Penulis juga menyampaikan permasalahan, kendala-kendala dan kebutuhan-
kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat pengelola HKm. Pada bab-bab
sebelumnya penulis mengungkapkan manfaat dan dampak dari HKm menurut
perspektif etik, sedangkan pada bab ini penulis mencoba menggunakan
perspektif emik. Permasalahan dan kendala tersebut mencakup kelembagaan
kelompok HKm yang lemah, pelayanan pemerintah yang belum baik,
pemasaran hasil hutan yang merugikan masyarakat, keterbatasan infrastrukeur,
serta gangguan hama dan penyakit tanaman. Pada bab akhir penulis
mengajukan beberapa rekomendasi mengacu pada berbagai permasalahan dan
kendala yang masih dihadapi oleh masyarakat pelaku HKm, untuk perbaikan
kinerja praktik HKm ke depan.

Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pelaksanaan program
HKm. Kajian-kajian terhadap praktik HKm di lapangan perlu terus dilakukan
untuk memantau perkembangan di lapangan dan membantu perbaikannya,
pelajaran bagi praktik di lain kasus, maupun untuk input perbaikan
kebijakan.



Merajut Benang Merah

Saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada penulis atas karyanya
yang sangat bermanfaat. Terima kasih saya sampaikan kepada penulis atas
kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyimak isi buku, belajar
darinya, dan memberikan kata pengantar ini. Memproduksi ilmu pengetahuan
dan mengamalkannya yang bermanfaat bagi umat manusia insya Allah akan
menuai pahala yang terus mengalir tanpa henti. Aamiin.

Guru Besar Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

o ; -

Prof. Dr. Didik Suharjito
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PENGANTAR TIM PENELITI

Kajian ini diawali dengan “Menyoal Kebijakan
Perhutanan Sosial”. Sebenarnya, yang dipersoalkan
bukanlah kebijakannya, karena kebijakan ini sangat
berpihak kepada “wong cilik”, dan bahkan merupakan
kebijakan yang “terpadu” yang mampu mewadahi 5
Skema Kebijakan Perhutanan Sosial (PS), yang selama
inikebijakannyadibuatsecara parsial, apalagi didukung
pula oleh Kebijakan Pemerataan Ekonomi, sehingga
percepatan dan perluasan program PS telah “ditabuh
genderangnya’. Yang dipertanyakan justru, bagaimana persiapan dan kesiapan
program implementasinya, yakni Rancangan Teknis Pengelolaan Program
Perhutanan Sosial bagi para pemangku kepentingan dalam menghantarkan
masyarakat untuk “mencapai tujuan mulia”, yakni kesejahteraan masyarakat
dan kelestarian sumberdaya hutan. Yang lebih dipertanyakan lagi adalah
bagaimana Praktik Pengelolaan Program Perhutanan Sosial selama ini? Adakah
bukti bahwa Program Perhutanan Sosial memberikan kontribusi ekonomi
yang nyata bagi ekonomi rumah tangga masyarakat peserta pogram PS?
Adakah bukti bahwa program ini berkontribusi dalam penurunan kemiskinan
atau peningkatan kesejahteraan? Apakah program ini mendorong distribusi
pendapatan dan penguasaan lahan lebih baik? Apakah hutan yang dikelola
masyarakat mengindikasikan pelestarian sumberdaya hutan?

Salah satu Program Perhutanan Sosial, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm),
terbukti memberikan kontribusi pendapatan mencapai 61 persen dari
ekonomi rumah tangga petani HKm. Bahkan semakin miskin masyarakat
petani HKm, kontribusi lahan HKm terhadap pendapatan hingga mencapai
75 persen. Ituah mengapa buku ini diberi judul “Hutan Kemasyarakatan:
Hidup-Matinya Petani Miskin”, bukanlah judul “yang lebai” atau “diada-
adakan”. Selain memberikan manfaat langsung ekonomi yang diterima oleh
petani HKm, ternyata program HKm telah memberikan dampak ekonomi
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rumah tangga Non-HKm hingga 40 persen. Sisi lain, program HKm
terbukti mampu memberikan manfaat menurunkan persentase kemiskinan
hingga persen 31,6 persen terhadap petani HKm dan bahkan memberikan
dampak tidak langsung penurunan kemiskinan sebesar 18,7 persen terhadap
petani Non-HKm. Namun demikian, program HKm masih menyisakan
masalah, yakni mengkontribusi peningkatan ketimpangan penguasaan lahan
dan pendapatan. Ketimpangan tersebut terjadi bukan akibat dari kesalahan
rancangan program HKm, tetapi lebih dikarenakan perbedaan kemampuan
akses antar warga dalam membuka kawasan hutan di awal-awal. Penataan
ulang penguasaan lahan kawasan hutan ini perlu dilakukan oleh pemerintah
agar distribusinya menunjukkan keadilan. Di sisi lain, potensi manfaat
Pendapatan Jasa Lingkungan (PJL) masih belum secara optimal dimanfaatkan
masyarakat. Padahal ini justru akan mendorong pelestarian pengelolaan
sumberdaya hutan yang berkelanjutan, bahkan nilai JPL melalui pengukuran
“carbon stock’saja, dapat memberikan manfaat ekonomi mencapai 14,5 juta

per hektar per tahun.

Bagaimanapun, petani HKm masih menghadapi beberapa masalah dan
kendala, terutama kesulitan untuk mendapatkan legailtas Izin Usaha
Pengelolaan HKm, lemahnya kelembagaan kelompok HKm, pelayanan
pemerintah yang belum baik, keterbatasan infrastruktur, gangguan hama dan
penyakit, serta pemasaran hasil hutan yang merugikan masyarakat. Untuk
menjawab kebutuhan intervensi Program Perhutanan Sosial, maka perlu
memperhatian lima (5) Unsur Utama, yakni [1] Fakta dan Kondisi PS, [2]
Kesiapan Kebijakan Perhutanan Sosial dan Pendukung, [3] Pengembangan
Wilayah Perhutanan Sosial, [4] Pengembangan Program Perhutanan Sosial,
[5] Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial, dan [6] Pengelolaan
Program Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan. Dalam rangka mendorong
Program Perhutanan Sosial sebagai Penghidupan yang Berkelanjutan,
maka masyarakat harus diberikan kapasitas untuk dapat mengakses modal
sumberdaya, modal sosial, modal ekonomi, modal fisik, dan modal sumberdaya
manusia. Dalam program PS ini, Pemerintah harus dapat melakukan peran
dalam regulasi, delivery, dan fasilitasi agar Strategi Pokok Perhutanan Sosial
dapat berjalan optimal, yakni Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan dan
Kelola Usaha. Program Perhutanan Sosial harus mendorong pengembangan
Agroforestry  melalui  pendekatan pengembangan lima (5) sub-sistem
Agribisnis, yakni pengadaan input, budidaya (on-farming), pengolahan (off*

Xiv



Sekapur Sirih

farming), pemasaran dan penunjang. Dengan perkataan lain, tujuan program
PS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesimbangan lingkungan
dan dinamika sosial-budaya, hanya bisa dicapai jika menggunakan Model
Pengelolaan Program Perhutaan Sosial yang Berkelanjutan.

Ketua Tim Peneliti
P ¥ :
/’%«ﬂg P"" (.,r W\ﬁ_.,

Herman Supriyanto

XV






SINGKATAN DAN ISTILAH

AK : Anggota Keluarga

AKPS : Akses Kelola Perhutanan Sosial

ANOVA : Analysis of Variance

BPDAS : Badan Penanganan Daerah Aliran Sungai

BPS : Badan Pusat Statistik

BUMDes : Badan Usaha Milik Desa

CER . Certified Emission Reduction

CDM : Clean Development Mechanisem

CHAID : Chi-square Automatic Interaction Detector

CO; : Carbon dioxide (formula kimia)

CS : Carbon Stock

CSR : Corporate Social Responsibility

DAGS/K : Di Atas Garis Kemiskinan

DAS : Daerah Aliran Sungai

DBGS/K : Di Bawah Garis Kemiskinan

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

FFI-IP : Fauna & Flora International-Indonesia Program

FGD : Focus Group Discussion

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan

GKS : Garis Kemiskinan Sementara

GNRHL : Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau
Gerhan

GR : Gini Ratio

GRK : Gas Rumah Kaca

HA : Hutan Adat
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HD
HHBK
HHK
HKm
HKm IUP

HKm IUP &
Non IUP
HKm Non-IUP

HP
HPH
HPHD
HPT
HR
HTI
HTR
ICRAF
IG
IGR
IGT
IKK
IKP
IMPJL
IPD
IPHPS
IPM
IUP :
IUPHHK HKm :
IUPHKm
IUPHM
IUPHHK-HTR :

JDD

Xviii

: Hutan Desa

: Hasil Hutan Bukan Kayu
: Hasil Hutan Kayu

: Hutan Kemasyarakatan

: HKm yang sudah mendapat Izin resmi dari pemerintah

dalam pengelolaan lahan hutan

: HKm yang mengelola lahan HKm IUP sekaligus HKm

Non-IUP

: HKm yang belum mendapat Izin resmi dari pemerintah

dalam pengelolaan lahan hutan

: Hutan Produksi

: Hak Pengusahaan Hutan

: Hak Pengeloaam Hutan Desa

: Hutan Produksi Terbatas

: Hutan Rakyat

: Hutan Tanaman Industri

: Hutan Tanaman Rakyat

: World Agroforestry Centre

: Indeks Gini

: Indeks Gini Ratio

: Informasi Geospasial Tematik

: Indikator Kinerja Kegiatan

: Indikator Kinerja Program

: Insticut Multi Pihak Jasa Lingkungan
: Indek Pembangunan Desa

: Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial
: Indeks Pelayanan Minimum

: Izin Usaha Pengelolaan

Izin Usaha Pengelola Hasil Hutan Kayu HKm

: Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

: Izin Usaha Pengelola Hutan Masyarakat

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat

: Jumlah Dana Desa



Jasling

KKPH
KLHK
KMPH
km?2

KPHL
KPMNT
KpSHK

KPTS
KTH
KTI
KUPS

LL
LP2B
LP3ES

LSM
m2
MAPP
MBR
MCA
MCAI
MCC
MCK
mdpl
Menhut
MPTS
NCB

Singkatan dan Istilah

: Jasa Lingkungan

: Kebun Bibit Rakyat

: Kepala Keluarga

: Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan

: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

: Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan

: Kilometer persegi

: Kebijakan Pemerataan Ekonomi

: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

: Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara
: Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan
: Kelompok Perhutanan Sosial

: Keputusan dalam peraturan

: Kelompok Tani Hutan

: Krakatau Tirta Industri

: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

: Kelompok Wanita Tani

: Luas Lahan

: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan

Ekonomi dan Sosial

: Lembaga Swadaya Masyarakat

: Meter persegi

: Model Analisis Peraturan Perundang-undangan
: Masyarakat Berpenghasilan Rendah

: Milennium Chalange Account

: Milennium Chalange Account — Indonesia
: Milennium Chalange Corporation

: Mandi Cuci Kakus

: Meter dari Permukaan Laut

: Menteri Kehutanan

: Multipurpose Tree Species

: Net Carbon Benefit

Xix
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NDVI : Normalize Deferential Vegetation Index

NKK : Naskah Kesepakatan Kerjasama

NTB : Nusa Tenggara Barat

OECF : Overseas Economic Cooperation Fund

P3KM : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Masyarakat

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PAK 1 : Penetapan Areal Kerja

PAK 2 : Pencadangan Area Kelola

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum

PER : Persil

PES : Payment for Services

Perda : Peraturan Daerah

Perdirjen : Peraturan Direktur Jenderal

Permen : Peraturan Menteri

PGK : Pendapatan Garis Kemiskinan

PIAPS : Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
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“All our knowledge begins with the senses, proceeds then to the understanding,
and ends with reason; There is nothing higher than ‘reason’”

Immanuel Kant
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1.1 HUTAN DAN KEMISKINAN

Luas Hutan Negara di Indonesia sekitar 120,7 juta hektar atau setara
dengan 63,42 persen luas daratan. Hal ini berarti potensi ekonomi dari sumber
daya hutan (SDH) sangatlah besar. Jumlah penduduk miskin tahun 2017
mencapai 27,8 juta atau sekitar 10,64 persen dari jumlah penduduk. Hal
yang membuat miris adalah jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar
dan di dalam hutan mencapai 10,2 juta jiwa atau sekitar 36,7 persen dari total
jumlah penduduk miskin. Hal ini seharusnya merupakan hal yang tak perlu
terjadi, namun mengapa kemiskinan justru terkonsentrasi pada pusat sumber
daya ekonomi yang terbesar?

Tingginya tingkat kemiskinan penduduk yang tinggal di sekitar dan di
dalam hutan, ternyata sebagai akibatdari: 1) Ketimpangan penguasaan kawasan
hutan produksi yang lebih didominasi oleh perusahaan besar kehutanan
HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri);
2) Rendahnya akses kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan hutan;
dan 3) Tingginya konflik tenurial, sehingga secara makro ekonomi kontribusi
sektor kehutanan terhadap Pendapatan Domenstik Bruto (PDB) pada tahun
2016 berdasarkan harga konstan relatif kecil, yakni hanya mencapai 0,63
persen.

Deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi masalah krusial yang
dihadapi sektor kehutanan hingga saat ini, yakni mencapai 0,9 juta ha/
tahun. Kerusakan hutan yang semakin parah diiringi pula oleh penurunan
potensi atau cadangan tegakan kayu dari hutan alam, sehingga jika dibiarkan
terus-menerus, hal ini akan mengancam keberlanjutan pembangunan sektor
kehutanan. Di sisi lain, realitas kegiatan pengelolaan hutan selama ini yang
lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (baca: diserahkan kepada
perusahaan besar) dan ternyata telah menyebabkan tertutupnya akses kelola
masyarakat pinggir hutan atas kawasan hutan. Konsep pertumbuhan untuk
pemerataan ternyata tidak serta-merta mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Akibatnya, timbul ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada
kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat, khususnya antara masyarakat
yang memiliki akses (penuh) terhadap manfaat hutan (baca: pengusaha hutan
dan elit lokal) dengan masyarakat biasa yang memiliki akses sama sekali atas
manfaat sumberdaya hutan.
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Rendahnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia mengakibatkan
semakin terbatasnya akses masyarakat pinggir hutan terhadap manfaat
ekonomi hutan. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat harus ditingkatkan,
agar akses terhadap sumberdaya hutan meningkat. Sedangkan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, masyarakat terlebih dahulu
harus dientaskan dari kemiskinan dengan cara memperoleh akses terhadap
pendidikan dan informasi. Hal ini merupakan lingkaran setan yang harus
dipecahkan dan diuraikan simpulnya. Simpul dari lingkaran setan ini tidak
lain adalah masalah kemiskinan.!

Pengelolaan hutan yang berbasis industri skala besar belum terbukti
berhasil baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun dalam
mempertahankan kelestarian hutan. Pembaharuan bentuk dan sistem
pengelolaan hutan dengan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat
banyak melalui Program Perhutanan Sosial perlu diapresiasi dan didukung

oleh parapihak.
1.2 KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, maka
pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring
dan saling memperkuat satu sama lainnya. Untuk itu Pemerintah menjaga
stabilitas inflasi berkisar + 3 persen, pertumbuhan ekonomi + 8 persen serta
Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) melalui penurunan kemiskinan,
pengangguran dan ketimpangan pendapatan (Indeks Gini). Realisasi dari
KPE adalah Pemerintah menggulirkan 4 pilar, yakni: 1) Akses terhadap
Lahan; 2) Peningkatan Kesempatan Kerja/Berusaha; 3) Peningkatan Kualitas
Sumberdaya Manusia; 4) Program Bantuan Sosial (Bansos).?

Untuk mempercepat implementasi 3 pilar utama KPE, maka Pemerintah
memiliki target utama yaitu: 1) Peningkatan akses lahan, dengan target
petani dan nelayan miskin; 2) Peningkatan kesempatan berusaha, dengan
target utama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UMKM ritel
perkotaan, dan; 3) Peningkatan kapasitas SDM, dengan target utama adalah
pencari kerja dan pengusaha UMKM.

! DiadoPerhutanan Sosial i dari Buku Sosial Forestry: Menuju Restorasi Pembangunan
Kehutanan yang Berkelenjutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Departemen Kehutanan, 2010.

? Diadatasi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dalam rangka Pengentasan Kemiskinan.
Kementerian Koordinator Perekonomian, Agustus 2017.
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Dari 3 pilar utama tersebut terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi
sumber ketimpangan di masyarakat. Pilar Pertama, berdasarkan lahan
akan mencakup Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial; pertanian dalam
kaitannya dengan isu petani tanpa lahan; perkebunan terkait dengan rendahnya
produktivitas dan nilai tambah komoditas; perumahan yang terjangkau bagi
masyarakat miskin perkotaan, nelayan serta petani budidaya rumput laut.
Pilar Kedua berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem
pajak; manufaktur dan informasi teknologi; perkembangan pasar ritel dan
pasar tradisional; serta pembiayaan dengan dana pemerintah. Pilar Ketiga
yakni peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM), yang ditargetkan
untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

Pilar kebijakan peningkatan akses terhadap lahan dilakukan melalui 5

program utama, yaitu:

[1] Reforma agraria dan Perhutanan Sosial melalui pendekatan kluster dan
berbasis produk unggulan,

N
>

Redistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah,

>
&

Sertifikasi tanah dalam rangka legalisasi aset,

B

Implementasi kebijakan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan

(LP2B), dan
[5] Menyediakan hunian penduduk miskin perkotaan
Khusus untuk percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk
legalisasi lahan transmigrasi, kegiatannya meliputi:
[1] Prona (program nasional) lahan transmigrasi seluas 220.000 ha dan
3.800 ha siap dilegalisasi dari total 4.5 juta ha,

[2] Redistribusi tanah terlantar seluas 23.000 ha dan 707.000 ha dari
pelepasan kawasan hutan dari total 4.5 juta ha.

[3] Kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4.1 juta hektar
dari kawasan hutan dan 4,9 juta hektar di luar kawasan hutan

[4] Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar melalui Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK)



1 - Mensoal Kontribusi Perhutanan Sosial

Reforma Agraria

Gambar 1.1: TORA dan Perhutanan Sosial untuk Mengurangi Ketimpangan
Lahan

Untuk poin 2 dan 3 terkait dengan Asset Land Reform berdasarkan Land
Tenure Right (UUPA No. 5/19600 dan untuk poin 4 terkait dengan Access
Reform Agrarian berdasarkan Forest Tenure Right (UU No. 41/1999 dan UU
No.5/1967).

Berkaitan dengan hal tersebut, sangat besar keberpihakan kebijakan
pemerintah dalam mendukung Progran Perhutanan Sosial, schingga dalam
jangka pendek terdapat indikasi upaya percepatan dan perluasan untuk
Perhutanan Sosial.
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1.3 PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL?

Dalam rangka mengurangi kemiskinan, penggangguran dan ketimpangan
pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, makadiperlukankegiatan Perhutanan
Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa
pengelolaan Hutan Desa (HD), Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm),
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian sumber daya hutan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan
terbaru tentang Perhutanan Sosial yang berupa Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/ 10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang
dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang
dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai
pelaku utama untuk [i] meningkatkan kesejahteraannya, [ii] keseimbangan
lingkungan dan [iii] dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa,
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan
Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Lima skema Perhutanan Sosial adalah:

1. HutanDesaadalah hutan negarayangdikelolaoleh desadan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan masyarakat desa.

2. Hutan Kemasyarakatan atau HKm merupakan hutan negara yang
pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

3. Hutan Tanaman Rakyat atau HTR adalah hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

4. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat
dengan pengelola hutan, pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan/
jasa hutan, ijin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang ijin usaha
industri primer hasil hutan

3 Diadaptasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kechutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

tentang Perhutanan Sosial, tahun 2016.
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5. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat
hukum adat

Maksud diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan
pedoman pemberian hak pengelolaan, perijinan, kemitraan dan pengakuan
Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat
hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka
kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan dengan menggunakan
prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan
bertanggunggugat.

Tabel 1.1: Capaian Pemberian Akses Kelola Hutan, Per November 2017

(Ha)
Skema Luas (Ha)
2007- Okt. 2014 Nov. 2014-2017 Total

HD 78,072.00 413,890.83 491,962.83
HKm 153,725.15 90,709.52 244,434.67
HTR 198,594.87 33,455.54 232,050.41
Kemitraan 18,712.22 52,895.98 71,608.20
Hutan Adat - 8,746.49 8,746.49
IPHPerhutanan
Sosial - 4,674.90 4,674.90
Jumlah 449,104.23 604,373.26  1,053,477.50

Sumber: KLHK, 2017

Implikasi dari kebijakan ini, maka pada masa 3 tahun pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla, yakni sejak November 2014 sampai November 2017,
telah dilaksanakan kegiatan pemberian akses kelola hutan 604,373 hektar,
yang jauh lebih luas dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya untuk
periode 7 tahun terakhir, yakni hanya mencapai 449.104 Hektar, sehingga
pencapaian kumulatif Perhutanan Sosial sudah mencapai 1,05 juta hektar.

Bahkan Presiden Joko Widodo menyediakan 12,7 juta hektar untuk
pelaksanaan Perhutanan Sosial ini. Jika dilihat dari target Peta Indikatf Areal
Perhutanan Sosial (PIAPS) total keseluruhan pencadangan kawasan hutan
untuk Perhutanan Sosial sekitar 13,5 juta hektar. Hal ini berarti bahwa
pemanfaatan potensi PIAPS baru mencapai 7,8 persen.
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1.4 PERCEPATAN DAN PERLUASAN Perhutanan
Sosial :
Apa Kebijakan dan Strategi Utamanya?

Dalam konteks KPE, Perhutanan Sosial dipercaya akan mampu menjawab
pemerataan ekonomi melalui pemberian akses legal kelola kawasan hutan oleh
masyarakat. Oleh karena itu, program Perhutanan Sosial digulirkan dalam
rangka mengurangi: 1) kemiskinan; 2) penggangguran, dan; 2) ketimpangan
pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, untuk kesejahteraan masyarakat
dan kelestarian sumberdaya hutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perangkat kebijakan dan strategi
percepatan Perhutanan Sosial lebih pada percepatan pemberian akses kelola,
padahal dalam rangka pemberdayaan masyarakat hutan diperlukan kegiatan
fasilitasi dan pemberdayaan, agar pengelolaan hutan mengikuti kaidah good
forest governance, sehingga proses peningkatan kemampuan dan kemandirian
masyarakat akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian hutan.

12,7 Juta Ha
Ada di kantong saya

Gambar 1.2: Strategi Percepatan Perhutanan Sosial

Pemerintah untuk pencapaian target Perhutanan Sosial seluas 12, 7
juta ha menjalankan Strategi Percepatan Perhutanan Sosial, yaitu melalui:
1) Penyederhanaan prosedur pengajuan ijin dengan P83 tentang Perhutanan
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Sosial tahun 2016; 2) Penyiapan dan update PIAPS setiap satu semester; 3)
Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)
di tingkat propinsi; 4) Sistem registrasi online Perhutanan Sosial (AKPS -
Akses Kelola Perhutanan Sosial), dan; 5) Mengadakan proyek percontohan
Perhutanan Sosial dan Desa Model Perhutanan Sosial bersama Kementerian
Desa. Selain P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan
Sosial, pada tanggal 25 Oktober 2016, Pemerintah juga menerbitkan P.39/
Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja
Perum Perhutani tanggal 9 Juni 2017 untuk masyarakat di sekitar dan di
dalam kawasan hutan yang dikelola Perhutani di Pulau Jawa.

Gambar 1.3: Skema Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Proses pemberdayaan dalam pengelolaan hutan umumnya dilakukan
melalui: 1) Pengorganisasian kelompok tani dan kelompok perempuan;
2) Pelatihan keterampilan silvikultur dan agroforestri; 3) Penyuluhan
pengelolaan hutan lestari; 4) Bantuan teknis silvikultur, agroforestri,
rehabilitasi lahan, reforestasi dan konservasi air dan tanah; 5) Bantuan
informasi dan media promosi; 6) Pengembangan kelembagaan ekonomi usaha
tani; 7) Pengembangan sumberdaya manusia; 9) Pengembangan jaringan
kemitraan (kerjasama dan pemasaran); 10) Pendampingan sistem administrasi
kelembagaan; 11) Dukungan sistem permodalan, serta: 12) Monitoring dan
evaluasi.

Pertanyaan-pertanyaan penting yang muncul seiring praktik Perhutanan

Sosial selama ini adalah:
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Bagaimanakah pergulatan dan dinamika Program Perhutanan Sosial
selama ini?

Bagaimanakah peran Program Perhutanan Sosial terhadap aspek
ekonomi masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan?

Bagaimanakah peran Program Perhutanan Sosial terhadap aspek sosial
masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan?

Bagaimanakah peran Program Perhutanan Sosial terhadap aspek ekologi
masyarakat di sekitar dan di dalam hutan?

Bagaimana pendapat masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan
terhadap manfaat Program Perhutanan Sosial ?

Bagaimana pendapat masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan
terhadap dampak Program Perhutanan Sosial ?

Bagaimana pendapat masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan
terhadap masalah dan kendala Program Perhutanan Sosial yang mereka

hadapi?

Apa kebutuhan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan agar
dapat mencapai tujuan Program Perhutanan Sosial ?

Bagaimana pengelolaan Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan?

Sembilan (9) pertanyaan tersebut menjadi landasan KpSHK melakukan

kajian Perhutanan Sosial dilihat dari 3 aspek utama yaitu ekonomi, sosial dan

ekologi, sekaligus melakukan swaevaluasi pelaksanaan Program Perhutanan
Sosial di 3 lokasi yaitu Unit HKm Sesaot, Unit HKm Sambelia dan Unit
HKm Santong di Lombok sebagai lokasi kajian.

1.5 MENGUKUR DAN MEMBUKTIKAN APA?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian tersebut, maka secara khusus

tujuan kajian ini sebagai berikut:

1.
2.
3.

10

Mengidentifikasi pergulatan dan dinamika Program Perhutanan Sosial
Mengidentifikasi kontribusi ekonomi Program Perhutanan Sosial
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5.  Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap manfaat Program
Perhutanan Sosial

6. Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap dampak Program
Perhutanan Sosial

7.  Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap masalah dan kendala yang
dihadapi selama menjalankan Program Perhutanan Sosial ?

8. Mengidentifikasi persepsi kebutuhan masyarakat terhadap upaya mereka
mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi selama menjalankan
Program Perhutanan Sosial

9. Mengidentifikasi model pengelolaan Perhutanan = Sosial yang
berkelanjutan

Aspek-aspek yang akan dikaji dalam kegiatan kajian ini meliputi:

1. Aspek ekonomi, khususnya untuk melihat kontribusi pendapatan
Program Perhutanan Sosial dalam pendapatan rumah tangga petani

(RTP)

2. Aspek sosial, khususnya untuk melihat peranan Program Perhutanan
Sosial dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan
mengurangi ketimpangan pendapatan dan penguasaan lahan.

3. Aspek ekologi, khususnya dampak Program Perhutanan Sosial dalam
kesimbangan lingkungan, kelestarian hutan dan perananan terhadap
pengembangan jasa lingkungan dari karbon hutan, dan

4. (Tambahan) Aspek kebijakan, khususnya usulan model pengelolaan
Perhutanan Sosial yang berkelanjutan.

1.6 MENGAPA MENGKAJI HKm?

Presiden Joko Widodo mengarahkan pemberian akses kelola Perhutanan
Sosial harus aman dan tepat sasaran. Penerima sasaran adalah masyarakat
miskin, berlahan sempit atau tidak berlahan, masyarakat yang berada di
sekitar dan di dalam kawasan hutan dan yang potensial mendapatkan fasilitasi
dari hulu hingga hilir.*

4 Diadoptasi dari “Percepatan Perhutanan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Bahan
Presentasi Direktur Penyiapan kawasan Perhutanan Sosial, Ir. Erna Rosdiana, M.Si. Mataram, September

2017
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah
mengeluarkan kebijakan dan menggelar program Hutan Kemasyarakatan
(HKm) sejak 1995, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sejak 2007, dan Hutan
Desa (HD) sejak 2008.  Sebelumnya, nama “Hutan Kemasyarakatan”
pertama kali dijalankan sebagai nama program Departemen Kehutanan pada
tahun 1986 dan dengan sebutan lain “Perhutanan Sosial” digunakan sebagai
pendekatan dan nama program oleh Perum Perhutani tahun 1986. Pada awal
tahun 1990, Perhutanan Sosial dijadikan proyek di luar Jawa, yakni Social
Forestry Development Program (SFDP) di Sanggau-Kalimantan Barat dan
Proyek Percontohan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Sedangkan di
Jawa, Perum Perhutani menggeser pendekatan sosialnya, dari Pembangunan
Masyarakat Desa Hutan (PMDH) menjadi Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM-sebagai varian dari praktik Perhutanan Sosial), sedangkan
di Luar Jawa Departemen Kehutanan mengeluarkan kebijakan Pembinaan
Masyarakat Desa Hutan (PMDH-bina desa hutan) yang harus dijalankan
oleh perusahaan-perusahaan kehutanan. Pada tahun 2003, Departemen
Kehutanan mencanangkan Program Social Forestry sebagai program payung
dari program-program yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan
kehutanan. Konsep Social Forestry ternyata mandeg dari konsep yang ada,
yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm). Istilah-istilah tersebut mengandung
pengertian dan ruang lingkup yang berbeda-beda, dan istilah yang sama
mengandung pengertian dan ruang lingkup berbeda antar waktu. 3

=1 |

Perhutanan Sosial harus
“Aman dan Tepat Sasaran”

"m miskin - berlahan sempit,

tidak berlahan - di dalam/pinggir kawasan
hutan, fasilitasi dari hulu ke hilir

Gambar 1.4: Sasaran Program Perhutanan Sosial

> Diadopsi dari tulsan Prof. Didik Suharjito tentang “Percepatan Pencapaian Target Perhu-
tanan Sosial”, 2017.
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Untuk menguji peranan masing-masing skema dalam Program Perhutanan

Sosial , maka perlu pertimbangan beberapa indikator, yakni:

1.

Pengalaman Skema Perhutanan Sosial sudah lebih dari 10 Tahun,
sechingga cukup kuat untuk dievaluasi programnya dan terdapat proses
pembelajaran yang memadai

Luasan skema yang berpengalaman cukup besar

Pengajuannya melibatkan kelompok, karena Program Perhutanan Sosial
sebagai bagian dari Reforma Agraria tidak hanya masalah akses atau
kepemilikan lahan, namun ada mekanisme kelembagaan yang harus
dijalankan

Skema Perhutanan Sosial  harus menjawab masalah kemiskinan,
pengangguran dan ketimpangan, baik ketimpangan pendapatan maupun
ketimpangan penguasaan lahan

Skema Perhutanan Sosial mempunyai kelengkapan pengelolaan lahan
hutan , yakni ekonomi, sosial dan ekologi

Fokus Skema Perhutanan Sosial ~ berbasis proses pemberdayaan
masyarakat

Pemanfaatan Skema Perhutanan Sosial haruslengkap, yakni menghasilkan
produk Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
dan Jasa Lingkungan (karbon hutan)

Dalam kontek Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) melalui
peningkatan akses pengelolaan lahan, maka Skema Perhutanan
Sosial lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat secara langsung,
pengembangan produk HHBK berbasis produk unggulan dan prioritas
keterlibatan masyarakat miskin.

Berdasarkankedelapanindikatortersebut, makapadaTabel 1.2 dipaparkan

keragaman masing-masing skema berdasarkan kedelapan indikator utama.

Skema HKm paling memenuhi persyaratan seluruh indikator sebagai model

ideal dari Program Perhutanan Sosial yang mengacu kepada tujuan KPE,
serta cukup layak dilakukan studi evaluasi untuk mendapatkan pembelajaran
sebagai dasar pertimbangan percepatan dan perluasan Program Perhutanan

Sosial di masa datang.
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Tabel 1.2: Matrik Kekuatan/Kelemahan Beberapa Skema Program
Perhutanan Sosial

Indikator HD HKm HTR Mitra Adat

Perhutanan Sosial > 10 Tahun

Pengalaman Tdk (2008)  Ya (1995) Ya (2007)  Tdk Tdk

% Luas Saar ini  17.38 34.23 44.22 4.17 -

Pemohon/Pemanfaat Langsung

Pemohon Lembaga Kelompok Perorangan/ Pemegang  Masy. Adat
Desa Kelompok  Izin

PHBM Ya Ya Ya Tdk Ya

Maksud Perhutanan Sosial

Kemiskinan Tdk Ya Ya Ya Tdk

Penganguran Tdk Ya Ya Ya Tdk

Ketimpangan Tdk Ya Ya Tdk Tdk

Tujuan Perhutanan Sosial

Ekonomi Tdk Ya Ya Ya Ya

Ekologi Ya Ya Tdk Ya Ya

Sosial Tdk Ya Ya/Tdk Tdk Ya

Fokus Ekonomi Pemberdayaan Produksi Kesempatan Pemberdayaan
Desa Kayu Kerja

Pemanfaatan Perhutanan Sosial

Lindung Jasling, Jasling, - Jasling, Jasling,
HHBK HHBK HHBK HHBK

Produksi Jasling, Jasling, HHK, HHK Jasling, Jasling, HHK,
HHK, HHBK HHK, HHBK
HHBK HHBK

Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Kelola Langsung Tdk Ya Ya Tdk Tdk

Produk Ya Ya Tdk Ya Ya

Unggulan

Masy. Miskin Tdk Ya Ya Ya Tdk

1.7 MENGAPA NUSA TENGGARA BARAT?

Untuk menjawab pertanyaan kajian di atas, kegiatan penelitian akan
dilaksanakan pada 3 lokasi, di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau
Lombok. Argumentasi pemilihan lokasi ini dikarenakan meliputi 4 alasan,

yakni:

1. Di Wilayah Lombok merupakan tempat prakarsa awal lahirnya praktik
HKm pertama kali di Indonesia
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2. Wilayah Nusa Tenggara merupakan salah satu wilayah yang dikategorikan
wilayah kantong kemiskinan di Indonesia. Di NTB jumlah penduduk
miskin mencapai 793,776 jiwa atau 7,78 persen dari penduduk miskin
di sekitar hutan. Hal ini karena 10,2 juta penduduk miskin sekitar hutan
setara dengan 36,73 persen penduduk miskin di Indonesia.

3. Wilayah Lombok mempunyai banyak terdapat kearifan/pengetahuan
lokal dalam pengelohaan hutan dan sumberdaya alam lainnya.

4. Persentase luas PIAPS di Nusa Tenggara Barat didominasi oleh Skema
HKm, yakni 66 persen; sedangkan Skema HTR dan Kemitraan masing-
masing 15 persen dan 19 persen.

5. Capaian Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat baru mencapai 4,2
persen dari potensial PIAPS.

Tabel 1.3: Realisasi Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Menurut
Skema di Nusa Tenggara Barat

Luas Izin/NKK (Ha)

1 Hutan Desa (HD)

2 Hutan Kemasyarakatan (HKm) 13,475.81
3  Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 3.112,55
4 Kemitraan 3,821.00

Sedangkan pemilihan 3 lokasi kajian, di Unit HKm Sambelia, Santong
dan Sesaot, sebagai berikut:

1. Unit HKm Sesaot merupakan salah satu uji coba Program HKm Pertama
di Indonesia, seluas 25 hektar.

2. Unit HKm Sambelia sebagai lokasi ujicoba dari SK Program HKm oleh
Departemen Kehutanan.

3. Unit HKm Santong merupakan lokasi Proyek Perhutanan Partisipatif
sebagai program kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kanwil Kehutanan,
NTB LSM dan lembaga donor luar negeri.

4. Pada 3 lokasi ini terdapat implementasi Program HKm yang sudah
mempunyai [UP-HKm (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan)
atau mempunyai legalitas ijin dan Program HKm yang belum mempunyai
ITUP-HKm atau belum mempunyai legalitas.
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5. Pada 3 lokasi ini mempunyai karakteristik geografis yang berbeda dari
sisi elevasi, dimana:

a.  Unit HKm Sambelia, Lombok Timur, yang mewakili daerah elevasi
Hutan Dataran Rendah yang dekat dengan garis pantai (100-200
meter dari permukaan laut)

b.  Unit HKm Sesaot, Lombok Barat, yang mewakili daerah elevasi
Hutan Dataran Sedang (300-600 meter dari permukaan laut)

c.  Unit HKm Santong, Lombok Utara, yang mewakili daerah elevasi
Hutan Dataran Tinggi (459-650 meter dari permukaan laut)

6. Unit HKm Sesaot merupakan lokasi hutan fungsi lindung, sedangkan
Unit HKm Sambelia dan Unit HKm Santong merupakan lokasi hutan
fungsi produksi.

1.8 PENDEKATAN DAN METODOLOGI
PILIHAN JENIS STUDI

Target dalam kegiatan kajian ini adalah untuk menjawab permasalahan
implementasi program dan kebijakan Perhutanan Sosial secara telaah
akademis. Oleh karena itu kajian ini menggunakan instrumen penelitian
secara terstruktur dengan melakukan kegiatan survei rumah tangga petani
(RTP), data disajikan dengan analisis statistik, dengan menggunakan analisis
campuran, baik analisis kuantitatif maupun kualitaif. Metodologi yang
digunakan adalah membandingkan populasi masyarakat secara eksperimental
setara kondisinya. Hal ini dilakukan dengan melakukan kajian Program
HKm, baik pada masyarakat penerima manfaat langsung atau petani pengelola
HKm dengan masyarakat Non-HKm di lokasi yang sama. Oleh karena itu,
masyarakat HKm diperlakukan sebagai #reatment sedangkan kelompok
masyarakat Non-HKm diperlakukan sebagai control.

Di samping itu, karena program ini masih berjalan dan berbasis
pemberdayaan, maka dalam kajiannya didukung dengan model penelitian
bersifat partisipatif melalui pendekatan Participatory Poverty Assesment
Program (PPA) dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan
Wawancara Mendalam terhadap para pemangku kepentingan lokal, untuk
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mendapatkan gambaran permasalahan dan strategi pemecahan masalah secara
langsung dengan melakukan kesepakatan (konsensus) bersama antara peneliti
dengan pemangku kepentingan.

PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam
melakukan pengamatan dan analisis di lapangan. Mengacu pada maksud,
tujuan dan sasaran kajian, maka metode pendekatan yang dilakukan melalui:
1) Pendekatan Normatif; 2) Pendekatan Partisipatif, dan; 3) Pendekatan
Teknis-Akademis.

Pendekatan Normatif dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip
keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggunggugat
dalam kerangka untuk mengurangi kemiskinan, penggangguran dan
ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, sehingga kegiatan
Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat
setempat dapat dipahami dengan kaidah norma-norma lokal.

Pendekatan Partisipatif dilakukan dalam bentuk proses kajian dilakukan
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan
pengembangan HKm. Hal ini dimaksudkan agar hasil kajian dipahami,
dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Pendekatan — Teknis—Akademis  dilakukan — dengan  menggunakan
metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk
teknik identifikasi, teknis pengambilan data, metode analisis, penyajian data,
sampai pada proses rekomendasi penanganan dan pengembangan HKm
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian
hutan.

METODOLOGI

Aspek dan Indikator. Untuk menjawab pertanyaan dan tujuan kajian,
maka secara sequence akan digunakan beberapa metode teknis, yakni: 1)
aspek informasi atau indikator kajian yang akan dianalisis; 2) target sumber
informasi, baik responden dan narasumber, 3) metode pengumpulan data; 4)
metode analisis data dan; 5) proses analisis data dan penulisan.
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Tabel 1.4: Data dan Sumber Data

Aspek Cakupan Analisis
Ekonomi % Pendapatan Rumah Tangga Petani %+ Analisis Kontribusi Pendapatan
+* Manfaat dan Dampak HKm dari HKm
% Analisis Persepsi Manfaat dan
Dampak Ekonomi
Sosial +¢ Perubahan Sosial ¢ Analisis Kualitatif Manfaat dan
#¢ Sistem, Nilai, Struktur & Peran Dampak Sosial
Kelembagaan ¢ Analisis Kesejahteraan
¢ Kemiskinan % Analisis Ketimpangan Pendapatan
% Ketimpangan Pendapatan dan Penguasaan Lahan
% Ketimpangan Penguasaan Lahan % Analisis Persepsi Manfaat dan
¢ Manfaat dan Dampak HKm Dl Sosfel
Ekologi ¢ Manfaat dan Dampak HKm % Analisis Kualitatif Manfaat dan
% Sumbangan “Stock” Karbon Dampak Ekologi
% Proyeksi Karbon dan Jasa
Lingkungan
Kebijakan ¢ Kebijakan HKm % Regulatory Mapping (RegMap)
% Kebijakan Perhutanan Sosial % Model Analisa Peraturan
% PerDirjend Pendukung Kebijakan Perundang-Undangan (MAPP)
Perhutanan Sosial ¢ Syarat-syarat Keberlanjutan
% Model Pembanguan Penghidupan pembangunan
yang Berkelanjutan ¢ Model Pengeloaan Program
% Model Local Government Capacity
Building
¢ Agroforesty dalam Sistem
Agribisnis

Aspek dan indikator fokus pada 4 aspek, yakni; 1) Ekonomi; 2) Sosial; 3)
Ekologi, dan; 4) Kebijakan. Indikator aspek ekonomi yang akan diidentifikasi
meliputi pendapatan rumah tangga, baik dari petani HKm dan Non-
HKm, lapangan pekerjaan lain dan kepemilikan lahan. Untuk aspek sosial,
indikator yang akan diidentifikasi meliputi sejarah lokal dan tenurial, pranata
lokal, struktur sosial, alur sejarah praktik HKm, kemiskinan, ketimpangan
dan kesejahteraan, serta relasi sosial. Sedangkan untuk aspek ekologi akan
dianalisis dengan beberapa indikator utama terkait: 1) Keanakaragaman
Hayati/Vegetasi; 2) Sumber Mata Air; 3) Kejadian Banjir; 4) Kejadian
Longsor; 5) Perubahan Iklim Mikro; 6) Kejadian Kekeringan; 7) Bentang
Alam; 8) Tingkat Deforestasi. Akhirnya, pada aspek kebijakan akan dikaji
sejarah kebijakan Program HKm dan Program Perhutanan Sosial , hingga
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kelengkapan peraturan teknis pelaksanaan pada kebijakan Program Perhutanan
Sosial terbaru. Berdasarkan pada 4 aspek tersebut, kemudian akan disusun
usulan Model Pengeloaan Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan.

Pengambilan Data dan Sumber Data. Berkaitan dengan aspek kajian
dan indikator yang akan digunakan, maka dibutuhkan beberapa data yang
akan dikumpulkan untuk dianalisis, meliputi: 1) Data primer pendapatan
keluarga dan data persepsi ekonomi, sosial dan ekologi yang diperoleh dari
kegiatan survei rumah tangga, dan; 2) Data pengukuran dan penghitungan
serta proyeksi karbon tersimpan yang diperloleh dari pengukuran dan proyeksi
data jenis tanaman dan luas lahan; 3) Data persepsi ekonomi, sosial dan ekologi
yang digali dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara
mendalam dengan pemangku kepentingan lokal, dan; 4) Daftar dan isian
terkait kebijakan Perhutanan Sosial, khususnya Hutan Kemasyarakatan.

Metode Analisis Data. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan,
selanjutnya akan dilakukan analisis kajian berdasarkan ketiga aspek, ekonomi,
sosial dan ekologi. Metode analisis yang digunakan adalah gabungan analisis
kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan ekologi.
Analisis yang digunakan adalah regresi dan CHAID (Chi-square Automatic
Interaction Detector). Di sisi lain, khusus analisis kebijakan digunakan
pendekatan RegMap dan MAPP terbatas serta analisis model pembangunan
yang berkelanjutan.

Analisis Kontribusi Pendapatan. Dari pengolahan data dan analisis
pendapatan rumah tangga petani masyarakat sekitar hutan, akan diperoleh
tiga kelompok kontribusi HKm, yakni:

1. Lahan HKm sebagai sumber pendapatan utama, di mana pendapatan
dari pengelolaan HKm minimal 50 persen dari total pendapatan rumah
tangga

2. Lahan Non HKm dan kegiatan ekonomi lainnya sebagai sumber
pendapatan utama, dimana pendapatan dari pengelolaan HKm kurang
dari 50 persen dari total pendapatan rumah tangga

3. DPendapatan berimbang antara dari pengelolaan lahan HKm dan dari
sumber Non-HKm dan pendapatan ekonomi lainnya

Analisis Kemiskinan dan Kesejahteraan. Berdasarkan data BPS 2017,
pendapatan per kapita per bulan yang digunakan sebagai acuan penentuan

garis kemiskinan adalah sebesar 337,333 rupiah per kapita per bulan. Untuk
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mengidentifikasi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka akan
dilakukan pembandingan data pendapatan rumah tangga hasil survei dengan
data pendapatan minimal per rumah tangga (dengan mengalikan pendapatan
per kapita garis kemiskinan dengan data rata-rata jumlah kepala keluarga/
KK petani) untuk memperoleh angka Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).
Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi komposisi penduduk miskin
berdasarkan tingkat pendapatan sebagai simbolik tingkat kesejahteraan. Di
samping itu, analisis kemiskinan didekati pula dengan metode Participatory
Poverty Assesment (PPA) melalui kegiatan FGD para pemangku kepentingan,
untuk melihat sisi lain cara pandang kesejahteraan di tingkat masyarakat.

Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Penguasaan Lahan. Setelah
menganalisis kontribusi pendapatan HKm dan analsis kesejahteraan individu,
selanjutnya dilakukan analisis ketimpangan pendapatan dengan menggunakan
Indeks Gini sebagai pengukuran kesejahteraan menyeluruh masyarakat,
termasuk analisis ketimpangan penguasaan lahan. Rumus Indeks Gini (GR)
yang digunakan untuk mengukur ketimpangan sebagai berikut:

n
GR=1 —ZP,-(F,-+FH)
i=1

Di mana:

GR = Indeks Gini Pendapatan/Penguasaan Lahan Rumah tangga HKm

n = Rumah Tangga Sample

P, = Jumlah Persen (%) Penerima Pendapatan/Penguasa Lahan Kelas ke-i
F, = Jumlah Komulatif (%) Pendapatan/Luas Lahan pada kelas ke-i

F_, = Jumlah Komulatif (%) Pendapatan/Luas Lahan pada kelas ke-i-1

Tabel 1.5: Kriteria dan Klasifikasi Indeks Gini

Nilai Indeks Gini Kriteria Ketimpangan
>=0.80 Ketimpangan Sangat Tinggi
0.60 - 0.79 Ketimpangan Tinggi
0.40 - 0.59 Ketimpangan Sedang
0.20 - 0.39 Ketimpangan Rendah
<0.20 Ketimpangan Sangat Rendah

Nilai GR terletak antara 0-1. Jika nilai GR sama dengan “nol”, maka
ketimpangan pendapatan atau penguasaan lahan “Merata Sempurna”,
artinya setiap orang menerima pendapatan atau lahan yang sama dengan
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yang lainnya. Namun demikian, jika nilai GR sama dengan “satu”, maka
ketimpangan pendapatan atau penguasaan lahan “Timpang Sempurna”,
artinya pendapatan atau lahan hanya diterima oleh satu orang atau kelompok
saja. Kriteria ketimpangan berdasarkan Indeks Gini dipaparkan pada Tabel
1.5.

Analisis “Double Difference Terbatas”. Analisis ini digunakan untuk
menghitung dampak bersih suatu intervensi program, yaitu untuk menghitung
manfaat pendapatan dan manfaat penurunan kemiskinan akibat program
HKm. Analisis ini mencari manfaat bersih proyek dengan membandingkan
dengan dan tanpa intervensi proyek, yakni membandingkan kondisi HKm
(treatment) dan Non-HKm (control) bersamaan dengan membandingkan
kondisi sebelum dan sesudah intervensi atau partisipasi dalam kegiatan
HKm. Karena tidak tersaji data dasar sebelum intervensi program serta
ketidakmungkinan melakukan recalling (pemanggilan kembali) data 20
tahun yang lalu, dan kemungkinan biasnya tinggi. Maka pendekatan data
dasar diasumsikan dari kondisi pendapatan petani tanpa adanya pendapatan
dari pengelolaan lahan HKm. Posisi ini seakan mencerminakan data kondisi

awal.

Analisis Pengukuran, Penghitungan dan Proyeksi Karbon Tersimpan.
Terdapat empat jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global
yaitu jasa lingkungan dari tata air, keanekaragaman hayati, penyerapan dan
penyimpanan karbon, dan keindahan /landscape. Untuk kajian ini, akan
digunakan penyerapan (zing) dan penyimpanan (stock) karbon melalui
sistem pengukuran dan perhitungan Standar Plan Vivo dan Payment of
Environmental Services (PES)/Jasa Karbon Hutan dari perdagangan
karbon global. Nilai Karbon Tersimpan secara teknis dapat dihitung dengan
beberapa parameter, yakni tinggi pohon dan diameter pohon, kandungan
organik dalam tanah dan berat serasah. Dengan adanya perhitungan dan
pengukuran standard ini kita bisa mengetahui berapa karbon tersimpan dalam
setiap hektar vegetasi tanaman HKm atau tegakan dan dari luas tutupan hutan
yang diprediksi pencegahan deforestasi dan degradasi dari hutan.

Analisis Data Kuantitiatif. Karena data kuantitatif merupakan informasi
yang diungkapkan melalui angka-angka dan bukan dalam kata-kata, seperti
halnya data yang terdapat pada penelitian kualitatif, maka analisis data
kuantitatif selalu berkenaan dengan prosedur statistik (szatistical procedure).
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Oleh karena itu, analisis data kuantitatif tidak lain adalah prosedur statistik
atau analisis statistik itu sendiri. Analisis yang digunakan adalah regresi
untuk mencari pengaruh antar peubah dan CHAID (Chi-square Automatic
Interaction Detector) yang digunakan untuk menemukan hubungan dasar
antarpeubah. Analisis CHAID menduga model prediktif atau pohon, untuk
membantu menentukan bagaimana peubah terbaik bergabung menjelaskan
hasilnya dalam dependent variable yang digunakan.

Analisis Persepsi/Sikap Masyarakat. Analisis ini menguji pendapat
masyarakat terhadap manfaat, dampak, masalah dan kebutuhan intervensi,
baik dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi dengan adanya program HKm.
Persepsi tersebut biasanya akan mempengaruhi pola sikap dan tindak
masyarakat terhadap pengelolaan lahan HKm yang diberikan. Penilaian
masyarakat didasarkan pada pemberian skoring dengan skala 0 sampai 10,
yang menunjukkan tingkat nilai terendah hingga tertinggi terhadap persepsi
kebaikan terhadap suatu keadaan, baik manfaat, dampak, masalah dan
kebutuhan intervensi yang dihadapi masyarakat. Hal ini merupakan upaya
“mengkuatifikasi” data kualitatif dengan mekanisme penggunaan data ratio,
yang kemudian data ini “ditransformasi” menjadi data skala atau kategori.
Skala penilaian tersebut kemudian diberikan kategorisasi penilaian, seperti

dipaparkan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6: Nilai PersePerhutanan Sosial i dan Kategorisasi Penilaian

Nilai PersePerhutanan Sosial i o
>7.5-10 Tinggi

>5.0-7.5 Sedang
>25-5.0 Rendah
<25 Sangat Rendah

Participatory Poverty Assesment (PPA). Analisis ini merupakan analisis
pendukung dalam kegiatan ini, dengan menggunakan data kualitatif sehingga
analisis ini lebih pada mendapatakan tutur atau cerita dari masyarakat sebagai
pengklarifikasi dan validasi informasi yang terukur dalam analisis kuantitatif
hasil survei rumah tangga petani. Analisis ini lebih pada mengidentifikasi:
1) masalah dan prioritas masalah; 2) harapan masyarakat; 3) arti penting
program HKm dalam kesejahteraan; 4) produk unggulan yang dikembangan;
5) struktur dan mekanisme pasar produk yang dikembangkan, dan;
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6) mengidentifikasi indikator, pengukuran kategori, klasfikasi hingga
perkiraan jumlah masyarakat miskin. Kegiatan ini menjadi dasar pendalaman
dan pemecahan lokal yang sifatnya spesifik.

POPULASI HKm DAN RANCANGAN SAMPLE

Secara umum, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pinggir hutan peserta
Program HKm  berdasarkan kepemilikan lahan cenderung homogen,
khususnya kepemilikan lahan HKm-IUP, namun cukup heterogen dalam
kepemilikan lahan Non-IUP. Secaraumum petani HKm dapatdikelompokkan
menjadi tiga, yakni:

[1] Petani HKm dengan kepemilikan lahan HKm-IUP, yakni mendapatkan
izin resmi pengelolaan kawasan hutan dari pemerintah IUPHKm),

{2] Petani HKm dengan kepemilikan lahan HKm Non-IUP, yakni petani
yang mengelola lahan kawasan hutan namun belum mendapat Izin resmi
dari pemerintah, dan

[3] Petani HKm IUP dan Non-IUP, di mana petani menguasai lahan yang
sudah dapat izin resmi dan belum mendapat izin resmi dalam pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan.

Tabel 1.7: Populasi HKm: Lahan dan Penerima Manfaat

K Lahan HKm (Ha) Penerima Manfaat (KK)
AWaSA  JUP  Non-IUP  Total IUP Non-IUP Total
Sambelia

Sesaot

Santong

Terminologi pengelola lahan hutan HKm Non-IUP disebut hutan
kemasyarakatan dikarenakan mereka umumnya mengajukan bersamaan
dengan kelompok HKm-IUP. Di sisi lain, sistem kelembagaan dan
mekanisme pengelolaan hutan umumnya dalam satu sistem dan wadah yang
sama. Berdasarkan hal tersebut, maka rancangan responden untuk kegiatan
Survei Pendapatan Rumah Tangga dipaparkan pada Tabel 1.8; Tabel 1.9;
dan Tabel 1.10.
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Dalam studi ini, akan dilakukan tiga metode pengambilan sample,
yakni:

1. Sample untuk Rumah Tangga Petani (RTP) yang mempunyai Akses
Kelola HKm-IUP, yakni anggota HKm yang telah mempunyai Ijin
Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKm)

2. Sample untuk Rumah Tangga Petani (RTP) yang mempunyai Akses
Kelola HKm Non-IUP, yakni anggota HKm yang belum mempunyai
Jjin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKm)

3. Sample untuk Rumah Tangga Petani (RTP) yang mempunyai Akses

Kelola HKm IUP dan Non-IUP, yakni anggota HKm yang sudah dan
belum mempunyai Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUP-
HKm)

Untuk pemilihan sampel dari populasi kelompok HKm akan digunakan
Stratified Random Sampling, dimana sampel ditentukan dengan Optimal
Sample Size untuk menentukan sample, dimana kelompok sample distratifikasi
menurut, kategori: 1) Petani HKm IUP; 2) Petani HKm Non-IUP, dan; 3)
Petani Petani HKm IUP dan Non-IUP. Sampel populasi menyeluruh untuk
ketiga kategori didistribusikan secara proporsional menurut persentase jumlah
populasi HKm IUP, HKm Non-IUP, dan HKm IUP dan Non-IUP untuk

wilayah Sesaot, Santong, dan Sambelia.

Tabel 1.8: Stratified Random Sampling dari Populasi HKm menggunakan
Optimal Sample Size

OPTIMAL SAMPLE SIZE
Z’p(1-p)

Nopr = ﬁ

72 pi_PERz

N

Z 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
p 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
N 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041
ER 1,00% 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%

0,9604 0,9604 0,9604  0,9604 0,9604 0,9604 0,9604 0,9604 0,9604 0,9604 0,9604
0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016
0,0001  0,0004 0,0009 0,001225 0,0016 0,0025 0,0036 0,0049 0,0064 0,0081 0,01
3.708 1.718 907 694 546 361 255 190 146 116 95
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Stratified Proportional Random Sampling dengan rancangan di atas akan
mewakili hasil menyeluruh dan mewakili masing-masing lokasi dengan
persentase d (standard error) 9 persen walupun yang lazim digunakan ukuran
adalah 1% (Sangat Signifikan) dan 5% (Signifikan). Namun demikian,
penelitian untuk data primer dengan margin error 10 persen masih lazim
dan diijinkan, sebagaimana dinyatakan “....7r is usually 10% of the population
size irrespective of the nature of the research as long as it not secondary data, in
particularly for social science research”.®

Tabel 1.9: Stratified Random Sampling dari Populasi HKm menggunakan
Proportional Sample Estimation, Simpangan Mutlak

PROPORTIONAL SAMPLE ESTIMATION, SIMPANGAN MUTLAK

z: P (1-P)
po T
dl
Z 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1.96
p 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
N 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041 6.041

d 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

9.604 2.401 784 600 384 267 196 150 119 96

3.708 1,718 694 546 361 255 190 146 116 95

Metode Stratified Random Sampling mengharuskan pembagian sampel
kelompok HKm (“treatment”) secara proporsional dan tidak dipilih secara
purposive, sehingga penetapatan responden berdasarkan proporsi populasi
antar wilayah. Sedangkan sample untuk “control” yakni masyarakat Non-
HKm ditentukan dengan Purposive Random Sampling, sebagai pembanding
bagi HKm. Jumlah sample hanya dipersyaratkan memenuhi varian dari
sample dari Populasi Non-HKm. Di sisi lain, petani Non-HKm mempunyai
tingkat “homogenitas yang tinggi”, khususnya dalam tingkat penguasaan lahan
sendiri. Tingginya homogenitas petani Non-HKm, juga mengurangi jumlah
sample yang harus diambil, karena populasi yang homogeny mempengaruhi
kebutuhan sample yang dilakukan untuk kegiatan kajian.

¢ Diadaptasi dari informasi yang diperoleh dari www.researchgate.net tentang what is
theminimum sample size for the socialscienceresearch?
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Tabel 1.10: Rancangan dan Realisasi Jumlah Responden HKm (“77eatment”)
dan Non-HKm (“Control”)

HKm (Treatment)

Wilayah TUP & HonsHim

Iup Non-IUP Non-IUP TOTAL (Control)

PROSESI ANALISIS DATA DAN PENULISAN

Setelah proses pengumpulan data melalui kegiatan survei RTP, FGD,
dan in-depth interview selesai, maka selanjutnya dilakukan daza entry and
cleaning, yang kemudian dilakukan pengolahan data.

Setelah data diolah, maka dilakukan tahap analisis data, yang merupakan
proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan. Dalam proses ini digunakan pendekatan atau prosedur
statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data
penelitian yang jumlahnya besar, menjadi informasi yang lebih sederhana dan
lebih mudah untuk dipahami. Kemudian, beberapa tahapan penulisan mulai
dilakukan, yang secara resiprokal, akan mengikuti proses sebagai berikut’:

1. TahapAnalisis Data: 1) Menyiapkan data untukanalisis; 2) Mendapatkan
perasaan terhadap data (fee/ for data); 3) Menguji ketepatan data (goodness
of data), dan; 4) Menguji hipotesis

2. Menyiapkan Data untuk Analisis: 1) Mengedit data; 2) Menangani

respon kosong; 3) Mengodekan; 4) Kategorisasi, dan; 5) Memasukkan
Data

7 Diadaptasi dari :[1] Singleton, R., Jr., Straits, B. C., Straits, M. M., & McAllister, R. J.
(1988). Approaches to social research. New York: Oxford University Press, [2] Serageldin,
Ismail (2012). Quantitative Techniques for Social Science Research. Alexandria, [3] Miles,
Matthew B. A and Huberman, Michael (1986), Qualitative Data Analysis: A Sourcebook
of New Methods. American Educational Research Association, dan [4] Ritchie, Jane and
Spencer, Liz (2002). Qualitatove Data Analysis for Applied Policy Research under Book
of the Qualitative Researcher’s Companion, Huberman, Michael and Miles, Matthew B. A
(2002). Sage Publication, Inc.
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Tujuan Analisis Data: 1) Mendapatkan perasaan terhadap data; 2)
Menguji ketepatan/kualitas/keandalan data, dan; 3) Menguji hipotesis
penelitian

Analisis Data: 1) Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan
pada saat maupun setelah data dikumpulkan, dan; 2) Dalam penelitian
kuantitatif, analisis data dilakukan setelah seluruh data dikumpulkan

Analisis Data Kuantitatif: Karena data kuantitatif adalah informasi
yang diungkapkan melalui angka-angka, dan bukan kata-kata seperti
halnya data yang terdapat pada penelitian kualitatif, maka analisis data
kuantitatif selalu berkenaan dengan prosedur statistik. Oleh sebab itu,
analisis data kuantitatif tidak lain adalah prosedur statistik atau analisis
statistik itu sendiri

Analisis Data Kuantitatif. Dilakukan dengan perhitungan statistik: 1)
Statistik Deskriptif; 2) Statistitik Inferensial: a) Parametrik (untuk data
interval dan rasio) dan; b) Non-parametrik (untuk data nominal dan
ordinal)

Statistik Deskriptif. Memungkinkan untuk mengorganisir, merangkum,
dan menggambarkan observasi yang dilakukan. Statistik deskriptif
digunakan untuk memberi gambaran dan menyajikan ringkasan data
dari populasi, sehingga informasi apa adanya dari data tersebut bisa
diperoleh dengan sistematis dan jelas. Gambaran informasi itu bisa
berupa: 1) distribusi frekuensi; 2) presentasi grafik; 3) measure of central
tendency (mean-nilai rerata, median-nilai tengah, mode-nilai paling
sering muncul), atau; 4) measure of variability (range-perbedaan nilai
tertinggi dan terendah, standar deviasi). Selain itu, statistik deskriptif
bisa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel (tabulasi)
yang pada dasarnya adalah menghitung data dan memasukkan data
ke dalam tabel berdasarkan kategori tertentu. Pertanyaan Penelitian
yang menggunakan Statistik Deskriptif: 1) Faktor-faktor apa sajakah
yang mempengaruhi X?; 2) Bagaimana pemahaman X tentang Y?; 3)
Bagaimana Sikap X terhadap Y?, dan; 4) Descriptive Statistics - Frequency
-rerata - grafik dan lain-lain.

Statistik Inferensia: Merupakan metode statistik yang berguna untuk
membuat simpulan tentang populasi dari probibilitas sampel. Metode ini
digunakan untuk menggambarkan populasi hanya dengan menggunakan
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11.

12.

13.

14.

15.
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informasi dari observasi yang dilakukan terhadap probabilitas sampel
dari kasus yang diambil dari populasi. Statistik inferensial memiliki dua
metode, yaitu: 1) statistik non-parametrik, dan; 2) statistik parametrik

Penggunaan Statistik Parametrik dan Non-Parametrik: Staristik
Parametrik digunakan untuk menganalisis data Interval dan rasio,
sehingga memerlukan beberapa asumsi, yaitu: data berdistribusi normal
dan linieritas. Sedangkan Statistik Non-Parametrik digunakan untuk
menganalisis data Nominal dan Ordinal

Statistik Parametrik: 1) 7he Comparison of GrouPerhutanan Sosial
(Compare Mean), t-test Anova-Manova, dan; 2) Measure of Association
between Two or more Variables (Correlate), Pearson’s Product Moment
Regression, Canonical Correlation Analysis

Compare Mean: 1) t-test adalah alat untuk menguji hipotesis untuk dua
mean; 2) t-test untuk independent sample artinya t-test untuk mean dari
dua kelompok yang berbeda yang memperoleh perlakuan, dan; 3) t-test
untuk dependent sample artinya t-test untuk mean dari kelompok yang
sama dari dua perlakuan yang berbeda

Analisis Lanjutan: Hal ini menggunakan Analysis of Variance (ANOVA),
yakni alat menguji hipotesis untuk mean lebih dari dua atau Multifactor
Analysis of variance/Factorial Analysis, yakni alat untuk menganalisis efek
interaksi lebih dari dua variabel.

Correlate: 1) Pearson’s Product Moment adalah untuk mencari koefisien
korelasi dari variabel data interval atau rasio; 2) Regression adalah untuk
mengetahui bagaimana variabel dependent dapat diprediksi melalui
variabel independen, secara individu atau bersama, dan; 3) Canonical
Correlation Analysis digunakan untuk tujuan menganalisis beberapa
variabel terikat (dependent variable) dan beberapa variabel bebas
(independent variable).

Experimental/Ex-Post Factor: 1) Apakah ada perbedaan signifikan
antara X dan Y?; 2) Apakah ada perbedaan antara X, Y, and Z?; 3) Apakah
ada perbedaan antara X dan A, X dan B, X dan C, Ydan A, Ydan B, Y
dan C?; 4) T-test,; 5) ANOVA, dan; 7) MANOVA/Factorial

Correlational: 1) Apakah terdapat hubungan antara X dan Y?; 2) Apakah
terdapat hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, atau X1 dan X2 dengan
Y secara bersama-sama?; 3) Apakah terdapat hubungan antara X1 dan
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Y1, X2 dan Y1, atau X1 dan Y2 atau X2 dan Y2, atau X2 dan Y1, X2 dan
Y22; 4) Pearson Product Moment Correlation; 5) Regression; 6) Canonical
Correlation Analysis

Statistik Non-Parametrik: [1) Dua sampel saling berhubungan; 2) Dua
sampel tidak berhubungan; 3) Beberapa sampel berhubungan, dan; 4)
Beberapa sampel tidak berhubungan: ¢ Sign test ® Wilcoxon Signed-
Rank ® McNemar Change test ® Mann-Whitney U test ® Moses Extreme
reactions ® Chi-Square test ® Kolmogorov-Smirnov test * Walt-Wolfowitz
runs ® Friedman test ® Kendall W test ® Cochran’s Q * Kruskal-Wallis
test ® Chi-Square test ® Median test

Analisis Data Kualitatif: Merupakan suatu proses pelacakan dan
pengaturan secara sistematis materi data yang terkumpul dari berbagai
teknik pengumpulan data kualititatif seperti transkrip wawancara, catatan
lapangan, observasi partisipan atau bahan-bahan lain. Tujuan dari proses
ini tidak lain adalah agar seorang peneliti bisa menyajikan informasi
temuan dalam penelitiannya secara bermakna. Pertanyaan Penelitian
Kualitatif: 1) Bagaimana; 2) Mengapa; 3) Apa yang mendasari; 4)
Bagaimana proses; 5) Bagaimana makna, dsb; 6) Analisis Data kualitatif

Data Reduction: Kegiatan ini meliputi fokus, penyederhanaan, abstraksi,
transformasi data dasar ke dalam informasi dari data

Data Display: Kegiatan ini dengan menunjukkan gabungan organisasi
informasi yang diperoleh dari data reduction, dengan menyajikan dalam
bentuk grafis, diagram, dan lainnya

Conclusion: Memaparkan kesimpulan dan proposisi, serta membuat
implikasai teoritis

Organizing: Suatu proses melakukan klasifikasi data untuk mencari pola-
pola. Pada langkah ini peneliti mulai mengembangkan kategori untuk
membuat klasifikasi informasi yang diperoleh. Klasifikasi tersebut bisa
berupa gagasan, konsep, kegiatan, tema atau lokasi. Dengan membuat
klasifikasi ini seorang peneliti selanjutnya bisa mengidentifikasi unit-unit
yang bermakna dari informasi yang diperoleh dari data yang diperoleh.
Singkatnya, tujuan dari mengembangkan data coding ini adalah untuk
memunculkan sejumlah kategori yang akan memberi rekonstruksi
informasi yang logis dari data yang sudah terkumpul
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Summarizing. Tahapan mulai melihat informasi objektif yang terdapat
dalam data yang sudah diklasifikasi. Dalam hal ini, peneliti memeriksa
data yang dimasukkan ke dalam kategori yang sama dan kemudian
menggabungkannya ke dalam satu pola dengan caramemahami hubungan
antar kategori atau pola. Selanjutnya, dibuat pernyataan tentang tema
dan hubungan yang terjadi pada data yang sudah diklasifikasikan tadi. Di
sini seorang peneliti kualitatif akan mendapat informasi yang sistematik
dan bisa mensintesis informasi yang terdapat dalam keseluruhan data.

Interpretating. Merupakan langkah untuk menarik makna dan
pemahaman dari data yang sudah terklasifikasi tersebut. Langkah
ini meliputi refleksi dan abstraksi makna yang penting dari pola dan
kategori data yang sudah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya.
Langkah terakhir ini sudah menuju penafsiran data. Interpretasi data
dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, interpretasi secara terbatas,
karena hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang
ada dalam penelitiannya. Hal ini merupakan pengertian interpretasi
dalam arti sempit. Kedua, mencari pengertian yang lebih luas tentang
hasil yang didapatkannya dari analisis. Hal ini dilakukan dengan
membandingkan hasil analisis dengan kesimpulan penelitian lain dan
dengan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori.

Penafsiran Data Kualitatif: Mulai menarik makna dari deskripsi data
yang diberikan pada analisis data. Merupakan proses induktif yaitu
menarik makna dari hubungan dan aspek-aspek umum yang tergambar
dalam kategori-kategori dan pola-pola yang muncul dari data. Penafsiran
data kualitatif sangat dipengaruhi oleh latar belakang, pengetahuan, dan
orientasi teori peneliti serta kemampuan intelektualnya dalam menarik
makna dari analisis data.

Penafsiran Data Kuantitatif: Pada penelitian kuantitatif penafsiran
data lebih mengarah pada proses deduktif yaitu, verifikasi teori dengan
melakukan uji hipotesis (hypothesis testing). Karena pada penelitian
kuantitatif prosedur statistik dominan dilakukan, maka uji hipotesis
ini menjadi sangat penting pada penafsiran data. Namun tidak semua
penelitian kuantitatif selalu menggunakan hipotesis, karena itu ada
penafsiran penelitian eksploratif dan deskriptif tanpa hipotesis yang
penafsirannya tidak memerlukan uji hipotesis. Dalam penelitian
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eksploratif-deskriptif, penafsiran data dilakukan dari apa yang tergambar
dalam statistik deskriptif, sehingga tidak menarik kesimpulan dari
inferensia.

26. Compare Mean: 1) menentukan HO dan H1; 2) menentukan nilai
statistik tabel; 3) menentukan nilai statistik hitung, dan; 4) mengambil
keputusan dengan cara: a) berdasarkan perbandingan nilai t hitung/
angka, t-output (statistik hitung) dan t-table (statistik tabel), yaitu jika
t-hitung > t-tabel, maka HO ditolak; dan jika t-hitung < t-tabel, maka HO
diterima, dan; b) berdasarkan nilai probabilitas, yaitu jika probabilitas
> 0.05 maka HO diterima; dan jika nilai probabilitas < 0.05 maka HO
ditolak

27. Korelasi: 1) menentukan HO dan H1, dan; 2) menentukan keputusan
dengan cara: a) berdasarkan angka korelasi, yaitu angka korelasi berkisar
pada 0 (tidak ada korelasi sama sckali) dan 1 (korelasi sempurna),
sedangkan tanda negatif (-) pada output menunjukkan adanya arah
yang berlawanan dan tanda positif (+) menunjukkan arah yang sama,
dan; b) berdasarkan signifikansi hasil korelasi, yaitu menggunakan nilai
probabilitas dalam output korelasi (jika probabilitas > 0.05 maka HO
diterima, dan jika nilai probabilitas < 0.05 maka HO ditolak).

28. Aplikasi Pengolahan Data: Beberapa paket aplikasi statistik yang dapat
digunakan untuk analisis data dengan komputer, antara lain: SPerhutanan
Sosial S, SAS, Stat-Easy dan Minitab. Diantara program aplikasi tersebut
yang sering digunakan dalam penelitian bisnis adalah Szatistical Package
for the Social Sciences (SPerhutanan Sosial S) dan Statistical Analysis System
(SAS).

1.9 ALUR KAJIAN

Pelaksanaan kegiatan kajian dilaksanakan melalui tiga tahapan kegiatan,
yakni: [1] Persiapan dan Perencanaan, [2] Pengumpulan dan Pengolahan
Data, serta [3] Analisis Data dan Pelaporan.

Pada Tahap Persiapan dan Perencanaan, dilakukan serangkaian
kegiatan atau program kerja yang meliputi: [1] Mobilisasi Tim, [2] Workshop
Rancangan Studi, [3] Prelimenary Survey, [4] Penyusunan Draft Rancangan
Studi, [5] Review Rancangan Studi, [6] Perbaikan dan Finalisasi Rancangan
Studi, [7] Penyusunan Questionaire dan Daftar Pertanyaan, termasuk
kebutuhan data, [8] Review Questionaire dan Daftar Pertanyaan, dan [9]
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Finalisasi Questionaire dan Daftar Pertanyaan. Pada tahapan ini, output
utama kegiatan adalah Rancangan Studi dan Kuesioner yang telah siap dan
disepakati untuk dijadikan instrument pengambilan data, selama 15 hari
kerja.

Pada Tahap Pengumpulan dan Pengolahan data, dilakukan serangkaian
kegiatan atau program kerja yang meliputi: [1] Coaching Tim Surveyor,
[2] Kegiatan Indepth Interview, [3] Kegiatan Focus Group Discussion, [5]
Kegiatan Wawancara Terstruktur, [6] Entry data, [7] Cleanning Data,
dan [8] Pengolahan Data. Pada tahapan ini, output utama kegiatan adalah
tersedianya data kuantitatf dan kualitatif yang siap untuk dilakukan analisis
data, selama 15 hari kerja.

Pada Tahap Analisis dan Pelaporan, dilakukan serangkaian kegiatan
atau program kerja yang meliputi: [1] Analisis Data, [2] Penyusunan Laporan,
[3] Review Laporan, [4] Workshop Hasil Kajian, dan [5] Perbaikan Laporan.
Setelah laporan selesai, maka disusun tulisan dalam bentuk Booklet. Proses
studi menggunakan pendekatan akademis, namun dalam penulisan dan gaya
penulisan Booklet memilih zona semi popular, yakni antara pendekatan
scientific dan dunia tulisan popular.

|

Gambar 1.5: Alur Kegiatan Kajian
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1.10 ALUR TULISAN

Tulisan ini disajikan dengan awal “Menyoal Kontribusi Program
Perhutanan Sosial” sebagai hasil kebijakan keberpihakan pemerintah terhadap
“wong cilik” yang masih belum didukung data dan informasi yang cukup,
sehingga belum mempertimbangkan “lesson learned” praktik Perhutanan Sosial
sebelumnya. Artinya, pelaksanaan kebijakan pro-poor ini perlu didukung
hasil studi yang dapat membuktikan apakah program Perhutanan Sosial
telah berkontribusi terhadap perekonomian rumah tangga petani hutan,
pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat
dan mendukung pelestarian sumberdaya hutan?

Kemudian, tulisan ini akan mengukur dan membuktikan manfaat
ekonomi, sosial dan ekologi Program Perhutanan Sosial telah berpengaruh
terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Tanpa bukti yang
meyakinkan, maka percepatan Perhutanan Sosial dikhawatirkan tidak mencapai
tujuan yang telah dirancang, bahkan mungkin justru mengakibatkan yang lebih
buruk. Diperkuat dengan sajian manfaat, dampak, masalah dan kendala serta
kebutuhan intervensi, serta analisis “terbatas” kebijakan dan model-model
pengembangan program yang berkelanjutan, maka dapat diperoleh usulan
model Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan.

Untuk menjawab itu, selanjutnya dipaparkan tentang:

7

% Sejarah pergulatan dan dinamika HKm, yang dipaparkan pada Bab 2,

7

% Kontribusi HKm dalam pendapatan masyarakat dan menguji secara
kuantitatif kontribusi pendapatan Lahan HKm dalam ekonomi Rumah
Tangga, sebagai simbolik manfaat dan dampak ekonomi Program
Perhutanan Sosial . Di sinipun akan diukur, manfaat, dan dampak
program terhadap pendapatan masyarakat, baik bagi peserta Program
HKm (penerima manfaat langsung) maupun tehadap bukan peserta
Program Perhutanan Sosial (penerima manfaat tidak langsung), yakni
masyarakat atau petani Non-HKm sebagai pengejawantahan double
difference analysis terbatas. Hal ini akan dipaparkan secara mendalam

pada Bab 3.

% Pada Bab 4, peranan pendapatan dari pengelolaan HKm dalam
mengkontribusi masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan, sebagai
simbolik kesejahteraan yang diperoleh petani hutan dan menguji tingkat
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ketimpangan pendapatan dan penguasaan lahan sebagai simbolik derajat
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di sini analisis double
difference terbatas coba diaplikasikan dalam penilaian dampak terhadap
penurunan kemiskinan.

Pada Bab 5, akan diukur dan dihitung karbon tersimpan dan menghitung
potensi Pendapatan Jasa Lingkungan (PJL). Bab ini akan dijelaskan
Manfaat Total Ekonomi (7otal Economic Value, TEV) terbatas dengan
mencoba menghitung dari pendapatan dari usahatani atau agroforestri
maupun dari potensi Pendapatan Jasa lingkungan (PJL),

Selanjutnya akan dianalisis persepsi masyarakat terhadap manfaat, dan
dampak yang dihadapi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial
dan ekologi, yang diapaparkan secara terpisah pada Bab 6 dan Bab 7.
Data termasuk analisis kuantitatif dari data kualitatif untuk kebutuhan
intervensi program.

Pada Bab 9, diapaparkan masalah dan kendala yang dihadapai masyarakat,
yang menyangkut aspek kebijakan, ekonomi, sosial, ekologi, sumberdaya

manusia, infrastruktur dan indikator lainnya, baik untuk masyarakat
HKm dan Non-HKm.

Berdasarkan masalah dan kendala yang dihadapi masyarakat, maka Bab
9 diidentifikasi kebutuhan intervensi terkait dengan aspek-aspek yang
dipaparkan pada Bab 9.

Berdasarkan hasil fakta-fakta dari Bab 2 sampai dengan Bab 9, maka
dengan mempelajari sedikit kebijakan Perhutanan Sosial , model
pembangunan yang berkelanjutan, maka diusulkan Model Pengelolaan
Program HKm atau Perhutanan Sosial yang Berkalanjutan, yang
diharapkan sebagai upaya dan strategi penyempurnaan terhadap
pelaksanaan Program Perhutanan Sosial atau HKm selama ini, termasuk
intervensi kebijakan yang dibutuhkan, sehingga Program Perhutanan
Sosial siap untuk dilakukan percepatan dan perluasan, agar dapat
mencapai tujuan utamanya di masa depan.
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2.1 HKm KAWASAN SAMBELIA

POTRET WILAYAH

Sambelia adalah sebuah desa yang berada di bagian Timur Laut Pulau
Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Indonesia. Sejak zaman sebelum kemerdekaan, desa ini sudah menjadi
kampung induk atau perkampungan yang tertua di antara kampung-
kampung yang ada di sekitarnya. Barangkali karena latar belakang itu pula,
maka kecamatannya pun memakai nama Kecamatan Sambelia.

Untuk menemukenali nenek moyang atau siapa penduduk asli Desa
Sambelia, sepertinya agak sulit. Kalaupun hendak ditelusuri lebih jauh,
kemungkinan yang didapat adalah mereka yang juga termasuk pendatang dari
wilayah sekitar atau luar daerah. Ambil contoh, warga Dusun Gubuk Daya dan
Gubuk Lauk yang berada di pusat Desa atau warga Dusun Dasan Bagik, cikal
bakal mereka kebanyakan adalah dari Pringgabaya dan Apitaik, dan sebagian
kecil berasal dari Mamben, Aikmel, Masbagik dan sekitarnya, termasuk
dari Bayan, Lombok Utara juga ada. Kemudian warga Dusun Senanggalih,
kebanyakan adalah dari wilayah Sakra, dan sebagian kecil dari sekitar Lombok
Tengah. Sedangkan warga Dusun Labuan Pandan, selain dihuni pendatang
dari wilayah sekitar, juga diketahui ada kelompok masyarakat Bugis-Makasar
yang tinggal lebih awal, dan kebanyakan berprofesi nelayan. Kecamatan
Sambelia, merupakan kecamatan yang mempunyai potensi yang besar dalam
bidang pariwisata, karena mempunyai Gili-Gili yang mempunyai pasir
putih dan masih alami seperti Gili Kondo dan Gili Lampu. Di samping itu,
Kecamatan Sambelia memiliki pemandian Akik Kalak yang berada di daerah
hutan Sambelia.

Di era 1960-1970an, komposisi dan jumlah pendatang baru di Sambelia
terus bertambah. Diketahui ada kompleks Transmigrasi Angkatan Darat
(Transad) yang dibangun dekat perbatasan atau pintu masuk wilayah
kecamatan di bagian Selatan. Kemudian dengan kebijakan pemerintah
melalui program pendistribusian tenaga pegawai, seperti guru sekolah
dasar, polisi, pertanian, kehutanan, perkebunan, perpajakan, dan lainnya.
Pada awal tahun 1980-an dengan dibangunnya Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), rombongan guru-guru SLTP juga mulai berdatangan.
Pada umumnya mereka tinggal dan menjadi penduduk tetap di Sambelia.
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Selain itu, berkembangnya dunia bisnis transportasi dan perdagangan juga
turut andil mewarnai pertcumbuhan penduduk di wilayah ini. Perkembangan
pasar misalnya, terbukti telah memikat para pendatang seperti dari Apitaik,
Masbagik dan sekitarnya untuk berdagang dan mengadu nasib di Sambelia.
Pola yang sama juga sebenarnya terjadi di desa sekitar, seperti Obel-Obel
dan Belanting yang warganya kebanyakan dari Bayan, Apitaik, Mamben,
Pringgasela dan sekitarnya. Relatif mudah untuk mengetahui dari mana warga
itu berasal, yaitu dari dialek bahasa yang mereka gunakan sehari-hari.

Kecamatan Sambelia merupakan kecamatan terluas di Lombok Timur
dengan luas 245 km atau 15,27 persen, yang terletak pada ketinggian 131
meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan ini terdiri dari 8 Desa, dengan
jumlah penduduk sebanyak 23.310 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak
6.492 kepala keluarga (KK). Luas lahan Kecamatan Sambelia mencapai
24.522 hekrar yang terdiri dari lahan sawah 2.889 hektar, lahan bukan sawah
20.551 hektar dan lahan bukan lahan pertanian 1.272 hektar.

PERGULATAN HKm

Secara umum, kondisi masyarakat di wilayah Desa Sambelia sebagai
berikut:

/7

% 80% penduduk di sekitar HKm Sambelia merupakan warga urban yang
berasal dari Lombok Tengah (wilayah Pujut dan Praya), Lombok Timur
(wilayah Aikmel dan Masbagik) dan beberapa wilayah lain seputar Pulau
Lombok.

% Mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan Sambelia masih
berkonsentrasi pada sektor pertanian (85%), baik pertanian lahan sawah

maupun lahan kering (ladang dan kebun).

X3

A

Kepemilikan lahan pertanian-pun relatif sangat rendah yaitu rata-rata
0,25 Ha/KK, sementara 32% petani tidak memiliki lahan pertanian dan
bekerja sebagai buruh tani.

X3

%

Ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian sudah berlangsung
secara turun temurun warisan orang tua dengan memanfaatkan teknologi
sederhana. Akibatnya untuk meningkatkan pendapatannya, masyarakat
harus berusaha memperluas lahan usaha-taninya.
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X3

A

Dengan tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk yang semakin
padat serta semakin sempitnya luas lahan pertanian, maka sumber daya
hutan menjadi alternatif usaha ekonomi rumah tangga untuk kebutuhan

jangka pendek.

% Kontribusi sumber daya hutan terhadap aspek ekonomi masyarakat di
sekitar hutan menunjukkan masih bersifat pendukung dan belum menjadi
andalan atau pilihan yang lebih mengutamakan aspek konservasi.

% Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh
tani. Selain itu, sebagian penduduk juga berprofesi sebagai pedagang,
pengrajin dan PNS.

Pada awal tahun 1990 an, di Sambelia merupakan areal Hutan Tanaman
Industri (HTI) yang dilaksanakan oleh PT Gunung Madu. Pada tahun
1998/1999 masuk program OECF yang didanai dari Jepang untuk melakukan
kegiatan rehabilitasi khususnya dengan menanam tanaman Sengon Buto,
Mahoni dan Sonokeling. Kegiatan ini berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun
2000 terbentuk HKm dan Koperasi Wana Lestari Sambelia yang diprakarsai
oleh LP3ES.

Desa Sambelia merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan
tipologi HKm dataran rendah dan beriklim kering dengan elevasi 100-200
meter dpl. Program ini bertujuan untuk: [1] meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan rumah tangga petani (RTP), [2] membangun komunikasi sosial
dan ruang silaturahmi, serta [3] meningkatkan tutupan lahan dan vegetasi
hutan pada area kritis. HKm yang dibentuk pada saat ini adalah bersifat non-
formal.

Pada tahun 2009 masyarakat diberikan Penetapan Areal Kerja (PAK)
berdasarkan Surat keputusan menteri kehutanan No. 444/Menhut-11/2009,
tanggal 6 Agustus 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 diterbitkan IUP
HKm oleh Bupati Lombok Timur berdasarkan SK Bupati No. 188.45/366/
Hutbun/2010 dengan bentuk kelembagaan adalah Kelompok Tani Hutan
(KTH) dan Koperasi, dengan luasan 420 Hektar dengan jumlah penerima
manfaat sebanyak 422 KK. Jumlah penerima manfaat ini dibagi ke dalam
17 Pokja atau Blok atau Sub Kelompok, dimana [1] Blok 1 s/d 9 berada di
wilayah Desa Dara Kunci; dan [2] Blok 10 s/d 17 berada di wilayah Desa
Sugian.
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Gambar 2.1: Peta HKm Wilayah Sambelia

Jenis tanaman yang dibudidayakan pada kawasan HKm Sambelia, secara
umum, sebagai berikut:

1. Hasil Hutam Kayu (HHK): tanaman Sengon, Sonokeling, Mahoni,
Gamelina, Imba, dan Minden. Namun demikian, hingga saat ini masih
belum mendapatkan Izin tebang (IUPHHK HKm)

2. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Tanaman Mente, Asam, Nangka,
dan Srikaya

3. Tanaman Pangan dan Hortikultura: Tanaman Jagung, Kacang-Kacangan,
dan Sayuran, seperti cabe rawit, kacang panjang, dan kedelai.

Dinamika program dan kebijakan HKm di Wilayah Sambelia dimulai
tahun 1987. Secara sequence, gambaran dinamika program, fasilitasi dan
kebijakan yang terkait dengan HKm di Sambelia dipaparkan pada Tabel
2.1.
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Tabel 2.1: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Sambelia

Tahun Peristiwa

1987-1990 Sungai/Kokoq Kahwa, Pasiran, Penjaruman, dan Pancor
tetap berair setiap tahun
1990-1994 Masuk Perusahaan HTT (PT. Bumi Madu):

Kayu hutan ditebang seluas 500 Ha. Masyarakat
saat itu ada yang terlibat sebagai buruh, mandor dan
kebanyakan menonton lahan menjadi tanah terbuka
1995-1998 Dilakukan penanaman kembali, namun gagal schingga
lahan tetap gundul
1999 Prakarsa awal program HKm oleh OECF di Sambelia.
Bersamaan dengan ini muncul program Hutan
Cadangan Pangan (HCP) di Koloh Sepang seluas 35

Ha oleh kementerian Kehutanan.

2000 Koperasi Wana Lestari berbadan hukum

2004 Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau
Gerhan (GNRHL) seluas 170 Ha

2006 Desa Sugian mekar dari Desa Sambelia. Pada saat

ini ada program pemberian bibit pasca bencana dari
Dishut.

2006-2014 Samanta memberikan Dukungan Program Kerjasa
LSM untuk Penguatan HKm yang bekerjasama dengan
Dinas Kehutanan

2009 Masyarakat diberikan Penetapan Areal Kerja (PAK)
berdasarkan Surat keputusan menteri kehutanan No.
444/Menhut-11/2009, tanggal 6 Agustus 2009.

2010 Selanjutnya pada tahun 2010 diterbitkan TUP HKm
oleh Bupati Lombok Timur berdasarkan SK Bupati No.
188.45/366/Hutbun/2010 dengan bentuk kelembagaan
adalah Kelompok tani hutan (KTH)

2010 Desa Dara Kunci mekar dari Desa Belanting

2015 HKm Sambelia mendapatkan program Kebun Bibit
Rakyat (KBR) dari BPDAS Dodokan, Mojosari NTB.
Program ini berupa bantuan bibit sebanyak 25.000
batang pohon tanaman sengon laut, duren, dan mindi.
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Tabel 2.1: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Sambelia (lanjutan)

Tahun Peristiwa

2015 Kementeraian Koperasi: memberikan mengulirkan
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi pada bekas
wilayah banjir dengan bantuan sebesar 50 juta rupiah

2015-2106 Kementerian ~ Kehutanan: memberikan  program
bantuan berupa: [1] bibit kayu sengon laut dan gamelina
sebanyak 100.000 batang dan [2] bibit MPTs, yakni
tanaman Mente dan Kemiri sebanyak 50.000 batang

2016-2017 Konsorsium KPSHK — KONSEPSI, PSDABM MCA-],
melalui program PSDABM memberikan bantuan
berupa: [1] Bantuan bibit kayu beringin, mahoni,
mimba, Sengon Solomon, dan Mindi sebanyak 41.115
batang, dan [2] Bantuan bibit MPTs berupa tanaman
mente, nangka, srikaya, asam, dan kesambi sebanyak
93.726 batang. Jumlah penerima bantuan sebanyak
186 KK untuk luas areal tertanam 180,80 Ha.

TONGGAK SEJARAH

Pada Gambar 2.3 dipaparkan tonggak sejarah utama HKm Sambelia.
Sejarah tersebut dimulai dengan masuknya Hutan Tanaman Industri (HTT)
yang menyebabkan lahan terbuka pada tahun 1997. Selanjutnya masuknya
beberapa LSM dan lembaga internasional yang memfasilitasi prakarsa awal
terbentuknya HKm yang disertai dengan terbitnya kebijakan pemerintah
dalam mendukung tumbuh-kembangnya HKm Sambelia.

Beberapa kegiatan fasilitasi HKm yang pernah dilakukan meliputi
beberapa kegiatan, yaitu:

X3

%

Perluasan areal kelola Perhutanan Sosial;

X3

A

Pengembangan komoditas unggulan lokal;

X3

A

Pendampingan kelompok;

X3

A

Pembibitan dan Penanaman, dan;

X3

A

Penerapan standar Plan Vivo
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Gambar 2.2: Proses Evolusi HKm Sambelia

2.2 HKm KAWASAN SANTONG
POTRET WILAYAH

Desa Santong merupakan salah satu Desa dari 8 Desa yang ada di
wilayah Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan
Desa pemekaran dari Desa induk, yakni Desa Sesait. Berawal dari keinginan
masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik
mengingat pusat pemerintahan Desa induk (Sesait) mengalami perkembangan
cukup pesat dan wilayahnya cukup luas, sehingga jumlah Dusun pada waktu
itu sebanyak 12 Dusun yang terdiri dari: Dusun Santong Asli, Santong Timur,
Santong Barat, Santong Tengah, Sempakok, Sumur Pande, Pendua, Sesait,
Santong Mulia, Lokok Ara, Pasor, dan Sumur Pande Daya. Atas dasar itulah,
para tokoh masyarakat melakukan rembuk merencanakan pemekaran wilayah
atau berpisah dari Desa Sesait. Bagai gayung bersambut setelah dilakukan
musyawarah bersama dengan pemerintah Desa Sesait, dapat disetujui dan
diajukan pemekaran menjadi Desa Santong kepada Pemerintah Daerah. Kata
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Santong merupakan kata Sepakat, Namun demikian, kata SANTONG dalam
kalimat dapat di artikan Bambu. Sebagai tindak lajut respon dari Pemerintah
Daerah, tanggal 1 Januari 1997, Bupati Lombok Barat, mengajukan kepada
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat agar Desa Santong dapat disetujui
menjadi Desa Persiapan, kemudian pada tanggal 28 Nopember 1998 Desa
Persiapan Desa Santong resmi menjadi Desa definitive yang dikukuhkan
dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 103 tahun 1998.

Desa Santong berpenduduk 6. 772 Jiwa, yang tersebar dalam 12 Dusun
yaitu Dusun Temposodo, Santong Asli, Gubuk Baru, Subak Sepulu, Waker,
Santong Timur, Santong Barat, Santong Tengah, Mekar Sari, Suka Damai,
Cempaka, dan Dusun Sempakok. Potensi Sumberdaya Alam Desa Santong
meliputi: [1] Tanah Sawah: 334,55 Ha, [2] Tanah Perkebunan: 165,30 Ha,
[3] Tanah fasilitas umum: 7,75 Ha, dan Tanah Hutan: 340 Ha. Potensi
Unggulan desa ini meliputi Wisata Alam, Usaha Kecil dan Menengah,
Komoditas Perkebunan dan Komoditas Pertanian.

PERGULATAN HKm

HKm Santong terletak di sebelah barat laut Kawasan Gunung Rinjani
yakni masuk dalam wilayah administrasi Desa Santong, Kecamatan Kayangan,
Lombok Utara. Berada pada ketinggian 459-650 meter dari permukaan laut
(mdpl) dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.000 mm per tahun, sehingga
karakteristiknya mewakili tipologi lahan pegunungan dengan topografi datar,
bergelombang hingga berbukit. Unit HKm ini memiliki luas 221 hektar
dan berstatus sebagai hutan produksi dalam Kelompok Hutan Rinjani Barat
serta termasuk wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
Rinjani Barat. Keberadaan dari HKm Santong tidak terlepas dari aktifitas
pemanfaatan hasil hutan terutama oleh pengusaha dan proyek pemerintah
sejak akhir tahun 1970-an. Dalam ingatan masyarakat, penebangan kayu
secara besar-besaran oleh pengusaha pernah terjadi sekitar tahun 1977,
sehingga berdampak pada terganggunya ekosistem hutan Santong saat itu.

Pada tahun 1983, Dinas Kehutanan Lombok Barat membuka lahan
hutan penyangga seluas 112 hektar dan diserahkan pengelolaannya kepada
178 orang petani baik penduduk asli maupun pendatang. Kebijakan ini justru
memicu maraknya aktifitas perambahan hutan oleh masyarakat terutama
non-penerima manfaat. Akibatnya, kawasan Hutan Santong menjadi areal
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terbuka dipenuhi dengan alang-alang (116 hektar) dan semak belukar (105
hektar) meskipun tegakan pohon yang berupa tanaman mahoni masih
ditemukan dengan sebaran jarang. Pada tahun 1996, areal bekas perambahan
tersebut dijadikan lokasi Proyek Reboisasi Sistem Tumpang Sari oleh Kanwil
Departemen Kehutanan NTB dan selanjutnya dilimpahkan ke Dinas
Kehutanan NTB pada tahun 1997. Pada tahun 1997 juga, Desa Santong
terbentuk secara resmi sebagai hasil pemekaran dari Desa Sesait dan dipimpin
oleh H. Artim selaku Pejabat Kepala Desa. Pada tahun 1997 itulah, sejarah
HKm Santong bermula. Keberadaan Unit HKm Santong berawal dari gagalnya
implementasi Proyek HKm Kanwil Kehutanan NTB di Desa Rempek pada
tahun 1997 karena belum tuntasnya persoalan sertifikat tanah di dalam
kawasan hutan sehingga masyarakat setempat menolak. Aksi penolakan itu
diketahui oleh masyarakat dan Kepala Desa Santong. Mereka mengusulkan
agar Proyek HKm dipindahkan ke kawasan Hutan Santong yakni lahan
bekas Proyek Reboisasi Dinas Kehutanan NTB sebelumnya. Usulan tersebut
diterima, sehingga Dinas Kehutanan NTB bersama-sama masyarakat mulai
melakukan persiapan untuk implementasi Proyek HKm.

HKm Santong menjadi lokasi pembelajaran dan percontohan model
pengelolaan Perhutanan Sosial (Sosial forestry), karena keberhasilan masyarakat
dalam memadukan aspek pelestarian (ekologi) dan peningkatan pendapatan
rumah tangga (eckonomi) melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
(HHBK). Pada tahun 2016, HKm Santong memperoleh penghargaan Juara
II Pengelolaan HKm Tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Bahkan, H. Artim Yahya (Ketua HKm Santong) terpilih
menjadi salah seorang “Tokoh Perubahan 2017’ dari Harian REPUBLIKA
atas dedikasinya dalam mengelola HKm bagi kelestarian lingkungan dan
kesejahteraan masyarakatnya.

Kondisi wilayah dan masyarakat kawasan Santong sebagai berikut:

% Mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan Santong masih
berkonsentrasi pada sektor pertanian (67%), baik pertanian lahan sawah
mapun lahan kering (ladang dan kebun).
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Kepemilikan lahan pertanian-pun relatif sangat rendah, yaitu rata-rata
0,10 Ha/KK, sementara 52% petani tidak memiliki lahan pertanian dan
bekerja sebagai buruh tani.

Ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian sudah berlangsung
secara turun temurun warisan orang tua dengan memanfaatkan teknologi
sederhana. Akibatnya untuk meningkatkan pendapatannya, masyarakat
harus berusaha memperluas lahan usaha taninya.

Dengan tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk yang semakin
padat serta semakin sempitnya luas lahan pertanian, maka sumber daya
hutan menjadi alternatif usaha ekonomi rumah tangga untuk kebutuhan

jangka pendek.

Kontribusi sumber daya hutan terhadap aspek ekonomi masyarakat di
sekitar hutan menunjukkan masih bersifat pendukung dan belum menjadi
andalan atau pilihan yang lebih mengutamakan aspek konservasi.

Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh
tani. Selain itu, penduduk juga ada yang menjadi pedagang, pengrajin
dan pegawai negeri.

Hampir sama dengan yang lain, tahun 1998/1999 merupakan tahun

penanda awal adanya HKm di Santong secara formal. Pada tahun ini, Kanwil

Dephut NTB melakukan rehabilitasi dengan tanaman sengon laut dan
mahoni. Pada tahun 2000 terbentuklah HKm dan Koperasi Maju Bersama
Santong.

Lokasi kawasan HKm Santong berada pada ketinggian 459 — 650 meter

dari permukaan laut (mdpl), yang beriklim basah. Status kawasan di area ini

merupakan kawasan Hutan Produksi (HP). Luas HKm secara resmi sekitar
221 hektar. Luasan ini kemudian dibagi menjadi 3 blok (sub-kelompok),
yaitu [1] Temposodo, [2] Santong Asli dan [3] Waker. Secara keseluruhan

anggota HKm ini beranggotakan 285 KK.
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Gambar 2.3: Peta HKm Wilayah Santong

Dinamika program, fasilitasi dan kebijakan HKm kawasan Santong
dimulai tahun 1970. Secara sequence, gambaran dinamika program, fasilitasi
dan kebijakan yang terkait dengan HKm di Santong sebagaimana dipaparkan
pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan

Santong
Peristiwa
1970-1977 ¢ Penebangan kayu besar-besaran oleh pengusaha
1983 «» Dinas Kehutanan Lombok Barat membuka lahan

hutan penyangga seluas 112 hektar dan diserahkan
pengelolaannya kepada 178 orang petani baik penduduk
asli maupun pendatang
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Tabel 2.2: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Santong (lanjutan)

Tahun Peristiwa

% Kebijakan ini justru memicu maraknya aktifitas
perambahan hutan oleh masyarakat terutama non-
penerima manfaat. Akibatnya, kawasan Hutan Santong
menjadi areal terbuka dipenuhi dengan alang-alang (116
hektar) dan semak belukar (105 hektar)

1986 Adanya proyek kopi penyangga seluas 105 ha;

% Kondisi hutan merupakan hamparan alang-alang
seluas 116 ha yang digunakan warga sebagai lokasi
penggembalaan ternak
1996 ¢ Areal bekas perambahan tersebut dijadikan lokasi Proyek
Reboisasi Sistem Tumpang Sari oleh Kanwil Departemen
Kehutanan NTB dan selanjutnya dilimpahkan ke Dinas
Kehutanan NTB pada tahun 1997
1996-2000 %+ Prakarsa pendampingan HKm di Santong oleh LP3ES,
Dinas Kehutanan Provinsi, Ford Foundation dan
Pesantren Darussidigien.
1998/1999 < Proyek rehabilitasi dari Kanwil Dephut NTB dengan
tanaman sengon laut, dan mahoni
% Awal adanya HKm di Santong secara formal
2000 % LP3ES sebagai pemrakarsa terbentuk HKm dan Koperasi
Maju Bersama.
2000-2014 <« KONSEPSI, The Asian Foundation, MFP dan Dinas
Kehutanan Provinsi serta Dinas Kehutanan Lombok
Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara, melakukan
pendampingan HKm Sesaot dan Santong
2000-2014 < WWF NTB bekerjasama dengan Dinas Kehutanan
provinsi NTB, Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok
Barat dan Tengah dan LSM di Mataram tentang
pengembangan HHBK di Sesaot dan Sungai Berik
Lombok Barat dan Santong, Lombok Utara
2005-2006 <+ HKm Santong menjadi lokasi pembelajaran Sosial Forestry
dari luar negeri (Malaysia, Thailand, Filipina, Burma,
Australia, Norwegia)
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Tabel 2.2: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Santong (lanjutan)

Tahun Peristiwa

2006-2014 %+ Samanta bekerjasama dengan Dinas Kehutanan terkait
Dukungan program Kerjas LSM untuk Penguatan

HKm

2009 % SK PAK No : 447/Menhut-11/2009, tanggal 6 Agustus
2009

2011 ¢ Terbitnya Izin pengelolaan kawasan hutan melalui Surat

Keputusan IUP HKm No: 297/1195.b/DPPKKP/2011,
tanggal 23 September 2011
2011-2012  « HKm Santong mendapatkan Sertifikasi Produk Kayu
Lestari dari LEI lewat PT. Mutu Agung Lestari
2012 % HKm Santong menjadi lokasi praktek bagi Peserta Diklat
Calon AKPH selndonesia
2015 % Dinas Kehutanan NTB mengadakan demplot
pengembangan tanaman Porang seluas 2,5 Ha
2016 % HKm Santong menjadi Juara Kedua di tingkat Nasional
untuk kawasan HKm Lestari
2016-2017 % Konsorsium KPSHK — KONSEPSI, PSDABM MCA-I,
tahun 2016-2017. Bantuan berupa bibit kayu dan
MPTs untuk rehabilitasi hutan, dengan rincian sebagai
berikut: [1] Jenis bibit : rajumas, sengon laut, durian
cane, manggis, pala, petai, aren, dan kakao, [2] Jumlah
bibt : 28.000 batang, [3] Penerima : 253 KK, [4] Luas
penanaman: 175,15 Ha, dan [5] Pembangunan rumah
plastik pengeringan biji kakao : 10 unit
2017 % ADD Desa Santong tahun 2017: Demplot pengembangan
tanaman Durian Cane sebanyak 250 pohon (2,5 Ha)
% WWEF Indonesia Region NTB tahun 2017: Bantuan
demplot bibit Kakao 300 batang dan bibit Durian Cane
200 batang
2017 % Ketua HKm Santong mendapat Penghargaan sebagai
Tokoh Perubahan dari Republika
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TONGGAK SEJARAH

Pada Gambar 2.4 dipaparkan tonggak sejarah utama HKm Santong.
Sejarah tersebut dimulai dengan penebangan kayu secara besar-besaran pada
tahun 1977, sehingga hutan menjadi terbuka. Selanjutnya masuknya program
pemerintah mengeluarkan kebijakan tanaman penyangga dengan tanaman
kopi dan kakao yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian masuk beberapa
LSM, lembaga internasional dan lembaga pesantrens yang memfasilitasi
prakarsa awal terbentuknya HKm yang disertai dengan terbitnya kebijakan
pemerintah dalam mendukung tumbuh-kembangnya HKm Santong.

Beberapa kegiatan fasilitasi terhadap HKm Santong, meliputi:

R/
°e

Perluasan areal kelola Perhutanan Sosial;

7
°

Pengembangan komoditas unggulan lokal;

7
°

Pendampingan kelompok

7
°

Pembibitan dan Penanaman

7
°

Penerapan standar Plan Vivo

[ sk Tt K1
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Gambar 2.4: Proses Evolusi HKm Santong
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2.3 HKm KAWASAN SESAOT
POTRET WILAYAH

Sesaot merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan
satu dari 16 Desa dan Kelurahan yang berada di kecamatan Narmada, yang
memiliki jumlah penduduk sebagian besar bersuku daerah Sasak. Luas
Wilayah Desa Sesaot + 1.308,05 Ha yang terdiri dari 6 Dusun yaitu: [1]
Sesaot Timuk, [2] Sesaot Lauk, [3] Dusun Gontoran, [4] Penangke, [5]
Sambik Baru, dan [6] Temas Lestari. Adapun batas — batas Desa Sesaot adalah
sebagai berikut: [1] Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hutan Negara, [2]
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lebah Sempage, [3] Sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Suranadi, dan [4] Sebelah Barat berbatasan dengan
Desa Persiapan Buwun Sejati.

Kondisi geografis Desa - Desa yang berbatasan langsung dengan Hutan
Lindung Sesaot umumnya relatif hampir sama, karena berada dalam satu
kawasan dengan kondisi bentang alamnya mulai datar hingga berbukit.
Intensitas hujan hampir sepanjang tahun dengan penyebaran yang tidak
merata. Suhu udara berkisar antara 18 - 31°C dan berada pada ketinggian
antara 300 - 600 mdpl. Luas wilayah dan jumlah penduduk masing - masing
Desa bervariasi. Desa Sesaot merupakan desa yang paling luas mencapai
37,03 Km? dihuni oleh 3.238 jiwa, diikuti oleh Desa Sedau 8,44 Km? dihuni
oleh 6.588 jiwa, Desa Lembah Sempaga 4,94 Km? dihuni oleh 4.724 jiwa
dan Desa Pakuan 4,93 Km? dihuni oleh 4.038 jiwa.

Hutan lindung Sesaot adalah wisata hutan yang terdapat Desa Sesaot,
sekitar 5 km sebelah Utara Suranadi Kecamatan Narmada, Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat. Kondisi hutan yang masih sangat alami dengan sumber
mata air yang berasal dari Gunung Rinjani ini membuat hutan lindung Sesaot
layak untuk sarana melepas lelah dengan mayoritas penduduknya berasa
dari Suku Sasak dengan udara sejuk dan nuansa khas alam. Kawasan hutan
lindung Sesaot mempunyai luas sekitar 5.999,2 hektar. Seluas 5.935 hektar
merupakan hutan lindung dan sisanya termasuk hutan kawasan wisata. Dari
luas seluruhnya itu, 43 persen merupakan hutan buatan sedangkan sisanya
adalah hutan alami.
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Di tengah-tengah Sesaot terdapat sungai Aig Nyet dengan batu kali yang
besar-besar. Bersihnya air sungai di hutan Lindung Sesaot ini menunjukkan
bahwa sumber air di hulu masih cukup baik. Kebersihan mata air Sesaot
sangat penting, karena 56 sumber mata air yang bermuara di kali Sesaot.
Terpeliharanya sumber mata air Sesaot tidak lepas dari peran warga desa
yang ikut menjaga dan menanam, schingga mempertahankan tanah dari
erosi dan longsor. Hal itu membuat tanah di hutan lindung Sesaot dapat
menyimpan air dengan baik. Inilah bentuk sinergi antara manusia dan alam.
Sungai di hutan lindung Sesaot ini konon dianggap sebagai salah satu sungai
suci di Lombok karena airnya berasal dari Gunung Rinjani yang menjadi
tempat bermukimnya para dewa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa airnya
berkhasiat untuk menyembuhkan aneka penyakit kulit. Tidak itu saja, air
di sungai ini juga tidak pernah kering kendati musim kemarau panjang. Di
sungai ini, riuh anak kecil yang bermain air akan menjadi pemandangan yang
lazim.

Secara umum, hutan ini dibagi menjadi 3 area yakni hutan primer,
sekunder, perkebunan Mahoni dan agroforestry. Agroforestry dikembangkan
oleh masyarakat dari lahan alang-alang dan hutan sekunder bekas tebangan
yang ditinggalkan oleh perusahaan pengelola pada tahun 1976. Jajaran pohon
Mabhoni di hutan lindung Sesaot ini tumbuh dengan tegak bersama pohon-
pohon durian tua yang sudah berumur ratusan tahun. Pohon-pohon inilah
yang dapat menetralisir polusi udara di daaerah sekitarnya.

PERGULATAN HKm

Kepemilikan lahan di desa Sesaot sempit, khususnya dalam hal produksi
pertanian. Lahan dengan status milik hanya dalam bentuk pekarangan dan
beberapa kebun kecil saja. Namun, selain itu masyarakat juga melakukan
aktivitas produksi pertanian di lahan hutan HKm. Ini pun masih tergolong
sempit. Sebagian besar pengusaan masyarakat di lahan HKm hanya sekitar
0,25 — 0,5 hektar. Walau demikian, beberapa orang bisa menguasai lahan
mencapai 3 hektar.

Luas penguasaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing untuk
membuka lahan. Awalnya masyarakat membukanya dengan tenaganya
sendiri. Berikutnya, bagi mereka yang punya cukup modal, mereka membuka
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lahan dengan membayar tenaga kerja. Kemampuan terhadap modal inilah
yang kemudian menjadi salah satu faktor dari timpangnya penguasaan lahan

HKm.

Sesaot dianggap sebagai inisiator HKm pertama di Indonesia. Istilah
HKm digunakan masyarakat tidak hanya pada wilayah hutan yang memang
difungsikan oleh kehutanan sebagai wilayah HKm. Istilah ini dipakai oleh
masyarakat pada hutan-hutan yang mereka buka dan dijadikan lahan pertanian
(agroforestry), sebelum adanya izin dari pemerintah. Setidaknya ada 3 macam
penguasaan HKm oleh masyarakat di Sesaot:

1. Penguasa HKm formal, yaitu masyarakat yang menguasai HKm yang
sudah memiliki TUP-HKm

2. Penguasa HKm non-formal, yaitu masyarakat yang menguasai hutan
yang dibuka untuk pertanian tanpa mempunyai izin apapun dari
negara.

3. Penguasan HKm Campuran, yakni penguasa HKm yang memiliki
legalitas dan HKm yang tanpa legalitas

Total luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi HKm adalah 6.700
Ha. Pengelolaan ini dibawahi oleh 3 kelompok, yaitu Wana Darma, Wana
Lestari, dan Pakuan Lestari.

Khusus untuk HKm informal (HKm Non-IUP), karena ketiadaan status
legal, masyarakat tidak terikat dengan aturan larangan untuk menjualnya. Oleh
karena itu, banyak penguasaan tanah HKm informal mengalami pengalihan
penguasaan dengan mekanisme “ganti rugi”. Ganti rugi yang dimaksud disini
adalah ganti rugi dari modal pembukaan lahan yang dilakukan oleh penguasa
lahan pertama. Tak jarang orang luar Desa juga bisa menguasai lahan di sini.

Adanya HKm menjadi titik tolak terbukanya akses masyarakat pada
lahan hutan. Terbukanya akses ini memberikan pengaruh yang besar pada
kehidupan masyarakat Sesaot. Sebelum mengelola kawasan hutan, sebagian
besar masyarakat bekerja sebagai buruh tebang dari HPH. Kehidupan di sana
masih terhitung miskin. Gambaran dari masyarakat sebelum ada HKm, bentuk
rumah masih model pondok-pondok dan pendidikan cukup di Sekolah Dasar
(SD) saja. Sekarang setelah ada HKm, bangunan rumah sudah dari tembok
dan keramik. Tingkat pendidikan masyarakat pun sekarang sudah sampai ke
perguruan tinggi.
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Walaupun demikian, masyarakat menyadari adanya pengaruh negatif
dari aktifitas HKm pada lingkungan mereka. Karena pembukaan lahan dan
perubahan vegetasi hutan, kepadatan vegetasi hutan menjadi berkurang. Ini
juga berpengaruh pada debit mata air yang semakin berkurang. Menurut
masyarakat ada 136 sumber mata air (terdiri dari 44 mata air mengalir
sepanjang tahun dan 92 mata air yang mengalir pada musim tertentu saja).

Gambar 2.5: Peta HKm Wilayah Sesaot

Karena kesadaran tersebut, masyarakat membuat aturan-aturan tertentu
untuk menjaga kestabilan pada ekosistem di mereka, yang mereka sebut
sebagai Awiq-Awiq. Agar Awiq-Awiq ini tetap berjalan, mereka mengangkat
Laoka (orang yang dituakan untuk menjadi hakim) dan Silang-Lang (orang
yang mengecek kebenaran laporan dari warga).

Awalnya aturan ini berlaku dalam lingkup wilayah Desa saja. Tiap
Desa memiliki sanksi yang berbeda-beda pada pelanggaran yang dilakukan.
Jika ada orang dari luar Desa yang menebang kayu disitu, kelembagaan ini
tidak bisa memberikan sangsi. Karena itu, peraturan ini dibuat menjadi lintas
Desa dan kelompok. Sangsi atas pelanggaran pun dibuat seragam agar tidak
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terjadi kecemburuan antar desa dan kelompok. Ini berarti bahwa masyarakat
mempunyai parakarsa lokal tertentu untuk mengatasi masalah atau hambatan
yang dihadapinya sendiri.

Kawasan Hutan Sesaot seluas 5.950,15 hektar terletak di bagian barat
Taman Nasional Gunung Rinjani. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pertanian No. 756/KPTS/UM/1982 terkait status dan fungsi hutan, Kawasan
Hutan Sesaot merupakan hutan lindung, terletak diantara 8 °15” - 8°35’ LS
dan 116°03’ - 116°44’ BT, berada pada ketinggian 300 - 600 mdpl dengan
topografi datar sampai berbukit dan curah hujan rata-rata 1.560 mm/tahun.
Hutan Lindung Sesaot yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten
Lombok Barat merupakan kawasan hutan yang sangat strategis keberadaannya
dikarenakan berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) yang
memasok kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Kota
Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kebutuhan
air minum melalui PDAM Menang Mataram maupun untuk pemenuhan
kebutuhan air bagi irigasi lahan pertanian

Lokasi HKm Sesaot merupakan salah satu lokasi HKm pertama di
Provinsi NTB, bahkan di Indonesia dan telah menjadi tempat pembelajaran
bagi banyak pihak (stakeholders) dari berbagai daerah dan negara tentang
bagaimana proses dan pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
melalui Skema Hutan Kemasyarakatan.

Dinamika program, fasilitasi dan kebijakan HKm kawasan Sesaot
dimulai tahun 1960. Secara sequence, gambaran dinamika program, fasilitasi

dan kebikan yang terkait dengan HKm di Sesaot dipaparkan pada Tabel 2.3.

Masyarakat Pinggiran Hutan Sesaot sesungguhnya telah melakukan
aktivitas pengelolaan hutan sejak tahun 1957 yang pada saat itu fungsi
Hutan Sesaot merupakan hutan produksi. Pada tahun tersebut, Hutan Sesaot
ditanami jenis tegakan sengon (Paraserianthes falcataria) oleh masyarakat
sebagai bagian dari program reboisasi. Selain jenis sengon, ditanami pula
tanaman buah-buahan dan masyarakat diperkenankan untuk memanfaatkan
tanaman buah-buahan tersebut. Pada tahun 1968-1969, masyarakat mulai
menanam kopi di bawah tegakan pohon dari program reboisasi tersebut. Agar
penanaman kopi ini dikelola dengan baik, pihak kehutanan setempat pada
tahun 1972 membentuk Koperasi Rimbawan yang bertujuan untuk menaungi
pengelolaan kopi masyarakat. Pada tahun 1982, dilakukan kembali program
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reboisasi khususnya di wilayah bekas HPH di Hutan Sesaot dengan jenis
tanaman mahoni, sengon dan lamtoro serta tanaman buah-buahan melalui
mekanisme Banjar Harian dan Tumpangsari.

Penanaman dan pemeliharaan kopi ini terus berlanjut hingga periode
tahun 1984 - 1985. Luas areal tanaman kopi di Sesaot pada tahun tersebut
mencapai + 1.662 ha, sehingga diusulkan sebagai hutan kopi penyangga.
Usulan ini mendapatkan tanggapan positif dengan dikeluarkannya SK
Gubernur NTB No. 140 tanggal 26 Mei 1986 yang juga memuat perjanjian
pemeliharaan kopi dan lamtoro disertai tanaman buah-buahan melalui
mekanisme banjar harian dan tumpangsari (masyarakat saat itu menanam
pisang dan buah-buahan). Surat Keputusan Gubernur NTB tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi NTB Nomor 522.21/5358 tanggal 14 Maret 1986
perihal Pemanfaatan Kopi dalam Kawasan Hutan Sesaot seluas + 1.632,40
hektar, dimana jumlah penggarap hutan kopi penyangga saat itu sebanyak +
1.493 KK.

Selanjutnya, pada tahun 1995 dikembangkan uji coba reboisasi swadaya
dengan pola HKm seluas 25 hektar yang difasilitasi oleh LP3ES-NTB dan
Dinas Kehutanan Provinsi NTB dengan dukungan pendanaan dari Ford
Foundation. Uji coba tersebut kemudian dievaluasi oleh pihak Kantor
Wilayah (Kanwil) Kehutanan Provinsi NTB pada tahun 1998, hasil evaluasi
menunjukkan bahwa uji coba reboisasi swadaya dengan pola HKm dinilai
cukup berhasil ditinjau dari aspek konservasi dan ekonomi. Merujuk pada
hasil evaluasi tersebut, ujicoba reboisasi swadaya kemudian diperluas arealnya
seluas 211 hektar oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB untuk dikelola oleh
kelompok masyarakat pinggiran Hutan Sesaot sehingga total luasan areal
ujicoba reboisasi swadaya dengan pola HKm pada tahun 1998 di Kawasan
Hutan Lindung Sesaot adalah seluas 236 hektar.

Pada tahun 2009, Hutan Sesaot merupakan salah satu areal yang
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal HKm dengan diterbitkannya
SK Menteri Kehutanan RI No 445/Menhut-11/2009 tanggal 4 Agustus
2009. Dalam waktu yang tidak terlalu lama tepatnya 4 (empat) hari pasca
penetapan areal kerja (PAK) HKm seluas 185 ha oleh Menteri Kehutanan,
Bupati Lombok Barat menindaklanjutinya dengan menerbitkan Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan masa konsesi
selama 35 tahun kepada KMPH-Mitra Sesaot melalui SK Bupati Lombok
Barat Nomor 2130/65/Dishut/2009 tanggal 8 Agustus 2009. Penerbitan
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IUPHKm oleh Bupati Lombok Barat ini merupakan yang tercepat dalam
sejarah penerbitan IUPHKm di Provinsi NTB pasca penetapan areal kerja
oleh Menteri Kehutanan.

Tabel 2.3: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Sesaot

Tahun Peristiwa

1957 % Hutan Produksi dengan tanaman Sengon (Paraserianthes
Jfalcataria) oleh masyarakat sebagai program reboisasi

1960-1979 < Kawasan Hutan Negara dengan kewenangan pemerintah
Pusat.

% Pengelolaan Kawasan hutan Sesaot dengan melibatkan
HPH dengan penebangan kayu jati, di mana masyarakat
sebagai buruh atau pekerja

1968-1969 % Penanaman Kopi di bawah tegakan dari program
reboisasi

1972 % Pembentukan Koperasi Rimbawan untuk menaungi
Pengelolaan Kopi masyarakat.

1979-1980 < Kawasan Hutan Produksi.

% Pemanfaatan hutan dengan penebangan kayu mahoni
dengan kewenangan pemerintah pusat.

1980-1982 < Kawasan Hutan Produksi dengan kewenangan pemerintah
pusat/provinsi berdasarkan Surat Keputusan No. 756/
kpts/UM/10/1982, 19 Okober 1982, penunjukkan areal
hutan I wilayah provinsi dengan luas 1.063273,2 hektar

1995 % Ada Uji Coba Hutan Kemasyarakatn di Tembiras, Seluas
25 hektar

1995-2000 < LP3ES NTB memfasilitasi pembangunan kelembagaan,
penguatan  kapasitas  kelompok, dan perencanaan
partisipatif

1995-1998 < Dinas kehutanan Provinsi memfasilitasi Pencadangan
Areal Kelola (PAK) untuk ujicoba reboisasi dan perluasan
areal ujicoba reboisasi skema HKm

1996-2000 < Prakarsa pendampingan HKm di Santong, Sesaot dan
Batu Kadang oleh LP3ES, Dinas Kehutanan Provinsi,
Ford Foundation dan Pesantren Darussidigien.
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Tabel 2.3: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Sesaot (lanjutan)

Tahun Peristiwa

1997 % Perluasan HKm menjadi 221 Hektar oleh Dishut Provinsi
dan dibuat tata batas

1999 % Kawasan Hutan Produksi menjadi Hutan Lindung,
berdasarkan  keputusan  Menteri Kehutanan  dan
Perkebunan No. 418/KPts-11/1999 tentang penunjukan
provinsi untuk mengelola hutan lindung seluas 1,021,566
Hektar

1999 % Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, kewenangan
diserahkan kepada Pemda kabupaten Lombok Barat

1999 % Keluar Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 244/kpts-11/1999 tentang perubahan fungsi sebagian
hutan lindung sesaot seluas 3,155 Ha tanaman Hutan
rakyat (TAHURA).

% Dibuat bangunan TAHURA, namun gedung ditinggalkan
dalam kondisi rusak.

% Belum dibuat tata batas TAHURA, yang ada baru tata
batas hutan lindung,.

1999-2002 < Kawasan Hutan Lindung dan sebagian Tahura berdasarkan
SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 479/D]J-V/
KK/2001 tentang penyerahan Tahura dari provinsi ke
Pemda Kabupaten Lombok Barat.

% Belum ada tapal batas jelas antara Hutan Lindung dan
Tahura.

% Masyarakat mulai merambah hutan dengan menanam
padi, empon-empon, cabe, kedelai, rambutan, nangka
dan durian.

2000 % Terbit Surat Keputusan Gubernur No. 2522/629/
EKO/2000, tentang Pemanfaatan Kayu Bekas Rambahan
dan Pencurian di Hutan Monggal dan Sesaot, sebagai
kayu limbah sekitar 8.000 m3 untuk meningkakan PAD
sekitar 1,8 milyar.

¢ Berakibat peningkatan tebangan kayu atas nama “kayu
limbah” sehingga hutan Sesaot semakin rusak.

% lllegal logging tidak terkendali sehingga hutan gundul.

% Masyarakat ikut masuk mengelola hutan + 6.000 KK
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Tabel 2.3: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Sesaot (lanjutan)

Tahun Peristiwa

2000 % Pencabutan SK Gubernur No. 522/629/EKO/2000,
karena tidak terkendalinya pencurian kayu.
2000-2003 < P3KM  IPB = mendokumentasikan  pelaksanaan
pengembangan HKm
2000-2004 * Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Masyarakat (P3KM) — IPB, Ford Foundation, LP3ES
dan Dinas kehutanan NTB, memfasilitasi kegiatan
Dokumentasi Penyelenggaraan HKm Sesaot
2000-2014 % KONSEPSI, The Asian Foundation, MFP dan Dinas
Kehutanan Provinsi serte Dinas Kehutanan Lombok
Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara, melakukan
pendampingan HKm Sesaot dan Santong
2000-2014 < WWEF NTB bekerjasama dengan Dinas Kehutanan
Provinsi NTB, Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
dan Tengah dan LSM di Mataram tentang pengembangan
HHBK di Sesaot dan Sungai Berik Lombok Barat dan
Santong, Lombok Utara
2001 % Studio Driya Media (SDM) Bandung melakukan
dokumentasi praktik HKm Sesaot dan pelatihan
peningkatan kapasitas pemanfaatan media
2001 % Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara
(KPMNT) memfasilitasi Pengembangan Tools Monitoring
dan Evaluasi Partisipatif
2001 % ICRAF memfasilitasi pelatihan pembenihan hutan dan
agroforestry
2001-2002 + Keputusan Bupati tentang Pengendalian Kayu Limbah.
% Untuk mengendalikan + 6.000 KK perambah, maka
Dishut Kabupaten Lombok Barat membuat Program
HKm Non-Program
2002 ¢ Bupati membentuk HKm Non-Program seluas + 2,000
Hektar dan membentuk “lang-lang wana” dengan anggota

dari masyarakat sekitar hutan.
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Tabel 2.3: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Sesaot (lanjutan)

Tahun Peristiwa

2003 % Perda No. 10 Tahun 2003 tentang pemberiaan keluluasaan
HKm pada hutan lindung dan hutan produksi.
% Masyarakat bersedia memberikan retribusi HHBK
2005 % Transform memfasilitasi penguatan Kelompok Tani HKm
dan dokumentasi Praktik HKm
2006-2014 + Samanta bekerjasama dengan Dinas Kehutanan terkait
Dukungan program Kerjas LSM untuk Penguatanan
HKm
2007-2008  +* Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat memfasilitasi
percepatan usulan PAK HKm
2009 % Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat memfasilitasi
penerbitan IUP HKm KMPH Mitra Sesaot
2010 % BPDAS memfasilitasi penyusunan Rencana Umum (RU)
dan Rencana Operasional (RO)
2009 % SK Kementerian Kehutanan No. 445/Menhut/2009
tentang penentapan Areal kerja (PAK) seluar 185 ha di
Kabupaten Lombok Barat.
2009 % Keputusan Bupati Lombok Barat No. 2130/65/
Dushut/2009  tentang pemberian IUPHM kepada
Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) Mitra
sesaot, Desa Sesaot, Lembah Sekada dan Seau dengan
memberikan Izin 35 Tahun.
2009-2010 # Keluarnya SK menteri Kehutanan No. 598/Menhut-
/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan NTB.
% Wilayah Sesaot diajukan kembali sebagai kawasan Tahura
seluas + 6,000 hektar yang masuk kabupaten Lombok
Tengah.
% Namun belum disosialisasikan kepada 2 Kabupaten dan
belum dilakukan tata batas. Beberapa kali difasilitasi
Konsepsi dan Samanta untuk membahas status kawasan

hutan Sesaot.
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Tabel 2.3: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Sesaot (lanjutan)

Tahun Peristiwa

2010 %* Surat Bupati Lombok Barat kepada Menteri Kehutanan
No. 522/726/2010 tentang Pengajuan Areal Kerja HKm
di Kawasan Hutan Lindung Sesaot seluas 3,672 Hektar.
% Telah Diverifikasi Dirjen RLPS, namun hasilnya
“dipending”
2010 % RTRW provinsi menentukan luas Tahura sebesa 3,155
hektar namun belum dilakukan tata batas yang jelas.

2010 % Dinas Kehutan Kabupaten Lombok Barat memfasilitasi
batas blok dan petak penggrap pemegang IUPHKm
KMPH Mitra Sesaot

2011 % Dinas Kehutan Kabupaten Lombok Barat memberikan

Bansos kepada KMPH Mitra Sesaot

2011-2014 < KONSEPSI fasilitasi pengusulan [IUPHKm, RU dan RO,
Kewirausahaan dan Pembentukan Koperasi

2012-2013 # Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat fasilitasi
Konflik Tahura

2012-2013 # Dinas Kehutan Kabupaten Lombok Barat fasiitasi
pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk KMPH
Mitra Sesaot

2011-2013 < SCBF-WWM NTB memfasilitasi pelatihan pengolahan
Pasca Panen HHBK untuk perempuan dan memfasilititasi
mediasi konflik Status Tahura

2011-2014  + InstitutMultiPihakJasaLingkungan (IMPJL) memfasilitasi
implementasi Jasa Lingkungan berupa kegiatan konservasi
dan peningkatan kapasitas

2012-2104 < BPDAS memfasilitasi bantuan alat pengolahan produk
HHK

2012 % Fauna & Flora International-Indonesia Program (FFI-IP)

memfasilitasi Pengembangan Tanaman Penghasil Energi
di HKm

2012-2014 < PDAM Mataram memberikan dana CSR untuk Konservasi
Sumber Mata Air dengan jenis tanaman pengikat air dan
MPTS untuk Masyarakat Sekitar Hutan dan HKm
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Tabel 2.3: Dinamika Program, Fasilitasi dan Kebijakan HKm Kawasan
Sesaot (lanjutan)

Peristiwa
2013 +* Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat memfasilitasi

Program Jasa Lingkungan
2015 % WWF Indonesia Program NTB, fasilitasi pemantapan
batas blok dan petak lahan HKm KMPH Mitra Sesaot,
Wana Dharma dan Wana Lestari
Sumber: Diadaptasi dan Diolah dari Buku Hutan Kemasyarakatan, BPDAS, 2014

TONGGAK SEJARAH

Pada Gambar 2.6 dipaparkan tonggak sejarah utama HKm Sesaot.
Sejarah tersebut dimulai dengan masuknya Hutan Tanaman Industri (HTT)
yang menyebabkan lahan terbuka pada tahun 1997. Selanjutnya masuknya
beberapa LSM dan lembaga internasional yang memfasilitasi prakarsa awal
terbentuknya HKm yang disertai dengan terbitnya kebijakan pemerintah
dalam mendukung tumbuh-kembangnya HKm Sesaot.

Beberapa program fasilitasi baik dari LSM maupun pemerintah terhadap
HKm di Wilayah Sesaot, antara lain sebagai berikut: [1] Pilot Project HKm,
[2] Pembangunan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas Kelompok, dan
Perencanaan Partisipatif, [3] Pencadangan Areal Kelola (PAK), [4] Perluasan
HKm, [5] Pengembangan HHBK, [6] Dokumentasi Praktik HKm &
Pemanfaatan Media, [7] Pengembangan Tools Monitoring dan Evaluasi
Partisipatif, [8] Pembenihan dan Agroforestry, [9] Penguatan Kelompok
Tani HKm, [10] Percepatan Usulan PAK HKm, [11] Penerbitan IUP
HKm KMPH Mitra, [12] Penyusunan Rencana Umum (RU) dan Rencana
Operasional (RO), [13] Kewirausahaan dan Pembentukan Koperasi, [14]
Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), [15] Pengolahan Pasca Panen HHBK,
[16] Mediasi Konflik Status Tahura, [17] Implementasi Jasa Lingkungan,
[18] Bantuan alat pengolahan produk HHK, [19] Pengembangan Tanaman
Penghasil Energi, [20] Dana CSR untuk Konservasi Sumber Mata Air, dan
[21] Pemantapan batas blok dan petak lahan HKm.
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Gambar 2.6: Proses Evolusi HKm Sesaot

2.4 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Dinamika Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Program Hutan

Kemasyarakatan (HKm), sudah cukup panjang sebagaimana dinamika
program Perhutanan Sosial berjalan di wilayah ini. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kesepahaman dan
memaduserasikan persepsi dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraan
HKm di Provinsi NTB adalah memformulasikan kebijakan tentang HKm
dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan peraturan turunan lainnya.
Melalui serangkaian proses yang cukup panjang akhirnya terbitlah beberapa
Perda di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Saat ini, beberapa Kabupaten yang
telah memiliki Perda tentang HKm adalah: Kabupaten Sumbawa, Kabupaten
Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan
Provinsi NTB.!

! Diadaptasi dan Diolah dari Markum, Stiawan, B. dan Sabani, R. (2104). Hutan

Kemasyarakatan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Hutan Lestari, Masyarakat Sejaherta, BPDAS,
Dodokan Moyosari, Provinsi Nusa Tenggara, 2014

64



2 - Dinamika dan Pergulatan HKm

Tabel 2.4: Dinamika Kebijakan Pemda dalam Program Hutan
Kemasyarakatan (HKm).
Produk Kebijakan Isi Prakarsa
Provinsi N'TB :
1 Peraturan Daerah (Perda) Pedoman Dinas Kehutanan
Provinsi NTB Nomor 6 Penyelenggaraan Provinsi NTB
Tahun 2004 HKm di Provinsi

NTB

Kabupaten Sumbawa :

2 Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Sumbawa

Pengelolaan
Sumberdaya Hutan

Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

6 Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor
1071/39/Dishut/2009

Pembentukan Tim
Verifikasi Penetapan
Areal Kerja HKm
Kabupaten Lombok
Barat

Nomor 25 Tahun 2002 Berbasis Masyarakat  (DPRD) Kabupaten
Sumbawa

Kabupaten Lombok Barat :

3 Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Dewan Perwaklian
Kabupaten Lombok Barat HKm Kabupaten Rakyat Daerah
Nomor 10 Tahun 2003  Lombok Barat (DPRD) Kabupaten

Lombok Barat

4 Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Jasa Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok Barat Lingkungan Kabupaten Lombok
Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Lombok  Barat, WWF

Barat Indonesia Program
Nusa Tenggara

5 Peraturan Bupati (Perbup) Pedoman Pelaksanaan Dinas Kehutanan
Lombok Barat Nomor 5  Verifikasi Penetapan ~ Kabupaten Lombok
Tahun 2008 Areal Kerja HKm Barat

Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat
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Tabel 2.4: Dinamika Kebijakan Pemda
Kemasyarakatan (HKm). (lanjutan)

dalam  Program  Hutan

Produk Kebijakan

7 Keputusan Bupati

Lombok Barat Nomor
2130/65/Dishut/2009

Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor
789 /45/Dishut/2011

Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor
1170/41/Dishut/2014

10 Keputusan Bupati

Lombok Barat Nomor
1162/48 /Dishut/2014

Isi
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
KMPH Mitra Sesaot
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Gapoktan Mertesari
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Giri Madia Lestari
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Bun Beleng Lestari

Prakarsa
Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

11 Keputusan Bupati

Lombok Barat Nomor
1163/48 /Dishut/2014

12 Keputusan Bupati

Lombok Barat Nomor
1164/47 /Dishut/2014

Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUP HKm) Kepada
Sinar Lestari
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Malek Mudi

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat
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Pemda

Kemasyarakatan (HKm). (lanjutan)

Produk Kebijakan
13 Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor
1165/46 /Dishut/2014

14 Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor
1166/45 /Dishut/2014

15 Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor

1167/44 /Dishut/2014

16 Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor
1168/48 /Dishut/2014

17 Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor
1169/42 /Dishut/2014

18 Keputusan Bupati
Lombok Barat Nomor
834/42/Dishut/2012

Isi
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Bina Lestari
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Batu Bao Lestari
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUP HKm) Kepada
Beriuk Pade Angen
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Buana Giri Buah
Lilin
Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Bunga Lestari
Penetapan Institusi
Multipihak
Pengelolaan Jasa
Lingkungan
Kabupaten Lombok
Barat Periode Tahun
2012-2014

dalam  Program  Hutan

Prakarsa
Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat

Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok
Barat
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Tabel 2.4: Dinamika

Kebijakan

Pemda

Kemasyarakatan (HKm). (lanjutan)

dalam  Program  Hutan

Produk Kebijakan Isi Prakarsa
Kabupaten Lombok Tengah:
19.Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Dinas Kehutanan
Kabupaten Lombok HKm di Kabupaten  dan Perkebunan
Tengah Nomor 4 Tahun ~ Lombok Tengah KabupatenLombok
2009 Tengah
20.Keputusan Bupati Pemberian Izin Usaha Dinas Kehutanan
Lombok Tengah Nomor = Pemanfaatan Hutan ~ dan Perkebunan

38 Tanggal 10 Februari
2010

Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
KSU Mele Maju
Desa Lantan

Kabupaten Lombok
Tengah

21.Keputusan Bupati
Lombok Tengah Nomor
39 Tanggal 10 Februari
2010

Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) Kepada
Gapoktan Desa
Karang Sidemen

Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Kabupaten Lombok
Tengah

22.Keputusan Bupati

Pemberian Izin Usaha

Dinas Kehutanan

21 Mei 2010

HUTBUN/2010, Tanggal Sambelia

Lombok Tengah Nomor =~ Pemanfaatan Hutan  dan Perkebunan
155 Tanggal April 2010 ~ Kemasyarakatan Kabupaten Lombok
(IUPHKm) Kepada  Tengah
Gapoktan HKm
Rimba Lestari Desa
Aik Berik
Kabupaten Lombok Timur :
23.IUP HKm: No. Izin Usaha Dinas Kehutbun
188.45/366/ Pengelolaan HKm Lombok Timur
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Tabel 2.4: Dinamika Kebijakan Pemda dalam Program Hutan
Kemasyarakatan (HKm). (lanjutan)

Produk Kebijakan Isi Prakarsa
Kabupaten Lombok Utara :
24.1UP HKm No. Izin Usaha Dinas Kehutbun
297/1195.b/ Pengelolaan HKm Lombok Timur

DPPKKP/2011, tanggal ~ Santong
23 September 2011

2.5 BENANG MERAH

Berdasarkan pergulatan HKm di wilayah Sambelia, Santong dan Sesaot,
beberapa catatan menarik sebagai berikut:

1. Kondisi hutan sebelum masuknya HKm umumnya sudah dikelola oleh
HTI atau HPH, sehingga kondisi hutan dalam kondisi kayu sudah

ditebang atau vegetasi utamanya sudah rusak.

2. Program HKm umumnya sudah dimulai sejak tahun 1996-1999, namun
Izin IUPHKm baru terbit sejak tahun 2009-2010

3. Sesaot merupakan tempat pertama kali diterapkan “Pilor Project”
pengembangan model HKm dan merupakan model HKm pertama yang
dikembangkan di Indonesia

4. Sambelia sebagai “lokasi ujicoba SK Program HKm oleh Kementerian
Kehutanan”

5.  Santong merupakan “lokasi proyek perhutanan partisipatif”, kerjasama
antara pemerintah daerah, kanwil kehutanan, LSM dan donor luar
negeri

6. Peranan LSM, Lembaga Donor Internasional, Perguruan Tinggi, dan
Pemerintah Daerah cukup besar dalam pengembangan HKm

7. Kelembagaan “Awiq-Awiq” merupakan sistem kelembagaan lokal yang
mengkoordinasikan pengelolaan HKm dan pencegahan kerusakan
hutan
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8. Model HKm yang berkembang di masyarakat terdiri dari tiga kelompok,
yakni: [1] HKm IUP, [2] HKm Non-IUP, dan HKm IUP dan Non-IUP.
Model kelembagaan ini berbeda hanya pada aspek legalitas perizinan
akses kelola kawasan hutan.

9. HKm Sambelia merupakan model HKm dengan topografi dan elevasi
wilayah rendah (131 mdpl), HKm Sesaot dikembangkan pada topografi
dan elevasi wilayah tinggi (350-600 mdpl), sedangkan Wilayah santong
dikembangkan pada topografi dan elevasi wilayah tinggi (459-650
mdpl)

2.6 PERTANYAAN LANJUTAN

HKm merupakansalahsatuinstrumentyangdiharapkan dapatmendorong
tercapainya visi pembangunan kehutanan di Indonesia, yaitu terwujudnya
hutan lestari dan masyarakat sejahtera. HKm memiliki nilai strategis tidak
hanya dalam konteks pembangunan kehutanan, namun juga peran dan
kontribusinya dalam mendinamisir pembangunan di daerah, diantaranya
konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan keanekaragaman
hayati, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi hasil hutan kayu
(HHK) dan bukan kayu (HHBK), serta terciptanya efek ganda ekonomi
(economic multiplyer effect) akibat pemanfaatan dan pengolahan produk hasil
hutan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Program HKm berkontribusi dalam
pendapatan rumah tangga petani hutan? Bagaimana Manfaat dan Dampak
Program HKm?

Ty
HRARAARAAK ety L
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3.1 KARAKTERISTIK HKm

Sebelum lebih jauh memaparkan peranan lahan HKm dalam pendapatan
keluarga petani hutan, maka terlebih dahulu akan “disingkap” karakteristik
utama petani HKm. Hal ini dikarenakan peubah pendapatan sangat
dipengaruhi oleh “segudang” peubah sosial-ekonomi dan peubah lainnya
yang saling berinteraksi. Karakteristik yang akan dipaparkan adalah [1]
Status Petani HKm, [2] Kepemilikan Lahan, [3] Tingkat Pendidikan Kepala
Keluarga, [4] Umur Kepala Keluarga, [5] Jumlah Anggota Keluarga, dan [6]
Jumlah Anggota Keluarga yang Bekerja.

STATUS PETANI HKm

Status Petani HKm yang dimaksud disini adalah identitas petani yang
dikelompokkan berdasar kepemilikan Lahan HKm [UP dan HKm Non-IUP.
Terdapat tiga (3) jenis Kelompok Masyarakat HKm, yakni :[1] Masyarakat
HKm IUP, [2] masyarakat HKm Non-IUP, dan [3] masyarakat HKm Non-
IUP & IUP.

Distribusi petani HKm di wilayah Sambelia, Santong dan Sesaot
menunjukkan bahwa 42,9 persen merupakan petani HKm yang mempunyai
Izin TUP dari pemerintah, 27,1 persen adalah petani HKm yang belum
mempunyai legalitas Izin IUP dari pemerintah dan 30,1 persen merupakan
petani HKm yang mempunyai lahan HKm IUP dan Non-IUP. Yakni HKm
yang mempunyai legalitas Izin dan sekaligus mempunyai lahan HKm yang
tidak mempunyai legalitas Izin IUP dari pemerintah. Secara tidak langsung,
hal ini dapat diidentifiaskikan bahwa terdapat lahan HKm yang belum
terlegalitas atau belum ber-IUP yang dimiliki oleh 57,2 persen petani HKm.

Gambar 3.1: Karakteristik Status Petani HKm
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Pada dasarnya praktik pengelolaan HKm di Sambelia, Sesaot, dan
Santong, telah melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan hutan melalui skema
HKm sejak 1998/1999. Mereka semua telah mengajukan [UPHKm, namun
perizinan JIUPHKm baru dikeluarkan pemerintah pada antara Tahun 2009
hingga Tahun 2011. Dari semua usulan tersebut, ternyata tidak semua usulan
perizinan [IUPHKm tersebut diterima oleh pemerintah, sehingga petani HKm
yang telah mengelola lahan HKm yang belum mendapatkan Izin. Mereka
masih tetap mengelola lahan tersebut walaupun belum mendapatkan legalitas
dari pemerintah, yang berupa kelompok masyarakat HKm Non-IUP dan
masyarakat HKm [UP & Non-IUP.

PENGUASAAN LAHAN LAHAN

Penguasaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok, yakni [1]
kepemilikan lahan sendiri, [2] penguasaan lahan HKm, serta [3] Lahan Sewa.
kepemeilikan lahan sendiri dapat berupa lahan pekarangan, perkebunan,
ladang dan sawah, sedangkan penguasaan lahan HKm, terdiri dari penguasaan
lahan HKm IUP dan/atau lahan HKm Non-IUP. Untuk penguasaan lahan
sewa, hanya dibagi menjadi 2 kelompok, yakni sewa lahan umum dan sewa

lahan Hkm.

Gambar 3.2: Persentase Jumlah Petani HKm dan Non-HKm Menurut
Kepemilikan Jenis Lahan
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Penguasaan lahan petani HKm dan Non-HKm sangat beragam.
Ditilik dari pola penguasaan lahan pekarangan, menunjukkan bahwa
seluruh masyarakat, baik masyarakat HKm dan masyarakat Non-HKm
semuanya memiliki lahan pekarangan. Dibandingkan dengan masyarakat
Non-HKm, pada umumnya persentase masyarakat HKm yang memiliki
“lahan perkebunan sendiri, dan lahan sewa dari lahan HKm” lebih besar.
Namun demikian, presentase kepemilikan “lahan ladang sendiri dan lahan
sewa” untuk masyarakat Non-HKm lebih besar dibandingkan masyarakat
HKm. Disamping itu, masyarakat HKm yang mempunyai lahan HKm-IUP
mencapai 72,2 persen, sedangkan yang memiliki HKm-Non TUP mencapai
54,9 persen.

Untuk masyarakat HKm IUP, HKm Non-IUP dan HKm IUP &
Non-IUP, semuanya memiliki lahan pekarangan, sebagaimana dipaparkan
pada Gambar 3.3. Untuk persentase jumlah masyarakat yang mempunyai
kepemilikan lahan perkebunan sendiri, HKm IUP sebanyak 29 persen; HKm
Non-IUP sebanyak 33 persen; dan HKm Non-IUP sebanyak 25 persen.
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Gambar 3.3: Persentase Jumlah Petani HKm Menurut kepemilikan Jenis
Lahan dan Status HKm
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Untuk kepemilikan ladang sendiri, jumlah masyarakat yang memiliki
ladang sendiri sebanyak 3,5 persen untuk masyarakat HKm IUP dan 2,8
persen untuk masyarakat HKm Non-IUP. Sedangkan kepemilikan sawah
sendiri untuk masyarakat HKm Non-IUP sebanyak 31 persen, masyarakat
HKm IUP sebanyak 19 persen dan masyarakat HKm IUP dan Non-IUp
sebanyak 20 persen. Lahan sewa umum hanya terjadi pada masyarakat HKm
Non-IUP dan masyarakat HKm IUP & Non-IUP, namun demikian sewa
lahan HKm terjadi pada masyarakat HKm IUP.

Rata-rata luas total kepemilikan lahan petani HKm sekitar 14.809 m?
atau 1,5 hektar yang terdiri dari lahan pekarangan sendiri, lahan perkebunan
sendiri, lahan ladang sendiri, lahan sawah sendiri, lahan sewa dan lahan HKm.
Sedangkan petani Non-HKm mempunyai kepemilikan lahan rata-rata adalah
2.439 m*.
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Gambar 3.4: Rata-Rata Luas Lahan Petani HKm dan Non-HKm Menurut
Jenis Lahan (m?)
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Bila ditilik dari luasan penguasaan lahan, lahan milik sendiri petani HKm
sekitar 2.292 m?, sedangkan lahan sendiri masyarakat Non-HKm 2.086 m*.
Hal ini berarti bahwa peserta HKm dan Non-HKm umumnya “memiliki lahan
sendiri yang sempit” dan luasannya tidak jauh berbeda. Lahan sendiri yang
dimaksud adalah lahan pekarangan, perkebunan, ladang dan sawah milik
sendiri, di luar lahan dari sewa dan lahan dari HKm.

Gambar 3.5: Rata-Rata Luas Lahan Sendiri Petani HKm dan Non HKm
(m?)

Dalam luas rata-rata kepemilikan lahan HKm IUP, petani dengan status
Petani HKm IUP memiliki luas rata-rata sebanyak 9.688 m” , sedangkan
Petani HKm IUP & Non-IUP memiliki lahan HKm [UP rata-rata seluas
7.025 m2 . Hal ini cukup wajar, mengapa petani HKm [UP & Non-IUP
menambah lahan HKm Non-IUP, karena mereka “mungkin merasa” lahan
yang dikelola masih dianggap belum memadai.
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Gambar 3.6: Rata-Rata Luas Lahan Petani HKm Menurut Jenis Lahan dan
Status HKm (m?)

Sedangkan dalam hal luas rata-rata kepemilikan lahan HKm Non-IUP,
petani dengan status petani HKm Non-IUP memiliki luas lahan yang “lebih
luas® dibandingkan kepemilikan lahan HKm IUP & Non-IUP. Untuk petani
HKm Non-IUP mempunyai rata-rata lahan HKm Non-IUP sebesar 14.562
m? yang lebih luas dibandingkan petani HKm IUP & Non-IUP, yakni seluas
10.917 m*

Berkaitan dengan hal tersebut terlihat bahwa dalam struktur kepemilikan
lahan, untuk petani HKm IUP & Non-IUP memiliki lahan HKm mencapai
23.871 m* yang lebih luas dibandingkan HKm Non-IUP yakni seluas 17.545
m?, maupun luas lahan yang dimiliki HKm IUP yakni seluas 11.940 m®.
Kecenderungan berkembangnya HKm Non-1UP lebib didorongoleh kondisi bahwa
lahan HKm IUP yang diterima “dianggap” belum memenuhi kebutuhan petani.
Akibatnya petani memperluas kepemilikan lahan dari wilayah kehutanan.
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Di sisi lain, Gambar 3.7 menunjukkan bahwa kepemilikan lahan
sendiri petani HKm ITUP & Non-IUP jauh lebih tinggi dibandingkan Petani
HKm Non IUP maupun Petani HKm IUP, masing-masing 5.746 m?
2.900 m2 dan 2.248 m?. Pertanyannya adalah apakah petani HKm yang
memiliki lahan sendiri yang lebih sempit akan menerima lahan HKm yang
sama dengan kelompok lain, atau justru lebih besar karena program HKm
lebih diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tidak berlahan ataupun
mempunyai lahan yang masih sempit?

HEm IUp HEm NonlUP HEm IUP & HonJUP

Gambar 3.7: Rata-Rata Luas Lahan Sendiri Petani HKm Menurut Status
HKm (m?)

HEm IUP HEm RondUP Hiim IUP & Mon-IUP

Gambar 3.8: Rata-Rata Luas Lahan HKm Petani HKm Menurut Status
HKm (m?)
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Hal yang mencengangkan adalah petani dengan kepemilikan “lahan
sendiri” yang lebih luas dibandingkan kelompok lainnya, justru memiliki luas
“laban HKm” yang lebih besar pula. Pada gambar 3.8 menunjukkan bahwa
Petani HKm IUP & Non-IUP memiliki “lahan HKm” rata-rata seluas 17.937
m?; diikuti oleh HKm Non-IUP seluas 14.562 m?, sedangkan petani HKm
IUP memiliki luas “lahan HKm” seluas 9.688 m*. Akses penguasaan lahan
HEKm justru lebibh besar diperoleh oleh masyarakat dengan “kepemilikan lahan
sendiri” yang paling luas. Justru masyarakat berlahan sempit, mendapatkan
peran kepemilikan “lahan HKm” yang lebih rendah. Kaum elitis bermodal atau
berlahan luas justru mendapatkan kesempatan akses lahan wilayah hutan yang
lebih luas dibandingkan masyarakat yang berlahan sempit. Kondisi tersebut
justru akan menyebabkan peningkatan tingkat ketimpangan penguasaan

lahan.

TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan akhir kepala keluarga petani HKm dan Non-HKm
dikategorikan menjadi 5 kelompok, yakni: [1] Tidak Sekolah, [2] Sekolah
Dasar (SD/MTs), [3] SLTP (SMP/Mts), [4] SLTA (SMA/MA), dan [5]
Sarjana (D1/D2/D3/S1). Untuk masyarakat HKm yang tidak bersekolah
dan hanya mengenyam pendidikan dasar (maksimum SLTP; 12 tahun
pendiddikan dasar) mencapai 82,7 persen, sedangkan masyarakat Non-HKm
mencapai 85,4 persen. Di samping itu, anggota HKm yang berpendidikan
sampai sarjana mencapai 5,3 persen yang lebih besar dibandingkan masyarakat
Non-HKm di mana jumlah yang berpendidikan tinggi hanya mencapai 2,9
persen. Hal yang sama juga menunjukkan bahwa masyarakat HKm yang
berpendidikan SLTA sederajat lebih besar dibanding masyarakat Non-HKm.
Hal ini memberikan “indikasi” bahwa akses terhadap lahan HKm dipengarubi
oleh tingkat pendidikan masyarakat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana
kondisi tingkat pendidikan masyarakat HKm menurut stacus HKm-nya?
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@® HKm ® Non-HKm

Gambar 3.9: Distribusi Petani HKm dan Non-HKm Menurut Tingkat
Pendidikan

Thdak Lakslak

@ HKm IUP @ HKm Non IUP @HKm IUP & Non IUP

Gambar 3.10: Distribusi Petani HKm Menurut Tingkat Pendidikan dan
Status HKm

Bila khusus dilihat dari masyarakat HKm, maka Masyarakat HKm IUP
yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA ke atas mencapai 21 persen,
HKm Non-IUP mencapai 12,2 persen, sedangkan HKm IUP & Non-IUP
mencapai 17,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
tingkat pendidikan dengan upaya mendapatkan izin atau legalitas IUP dan akses
lahan yang lebib luas.
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UMUR PETANI

Rata-rata umur kepala keluarga masyarakat HKm 47,7 tahun yang lebih
tinggi dibandingkan rata-rata umur masyarakat Non-HKm sebesar 40 tahun.
Hal ini mengindikasikan bahwa “akses terhadap lahan” dipengarubi oleb tingkat

umur masyarakat atau senioritas.

Bila dilihat khusus masyarakat HKm, angka rata-rata umur masyarakat
HKm IUP mencapai 49,5 tahun yang lebih tinggi dibandingkan umur
rata-rata masyarakat HKm Non-IUP mencapai 42,8 tahun. Hal ini juga
menunjukkan bahwa akses terhadap legalitas izin juga dipengarubi tingkat umur.
Lebih menambah keyakinan adalah rata-rata umur Petani HKm [UP & Non-
TUP menempati tempat tertinggi, yakni 50,9 Tahun. Hal ini membuktikan
bahwa senioritas umur sangat mempengarubi tingkat akses lahan, kepemilikan

luas lahan HKm yang digarap dan legalitas Izin HKm.

Gambar 3.11: Rata-Rata Umur Petani HKm dan Non-HKm Menurut
Status HKm (Tahun)

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA

Jumlah anggota keluarga masyarakat HKm sekitar 4,2 jiwa, sedangkan
jumlah anggota keluarga masyarakat Non-HKm hanya 3,8 jiwa. Rata-rata
jumlah anggota keluarga masyarakat HKm yang tertinggi adalah petani HKm
Non-IUP yakni 4,6 jiwa, yang diikuti oleh HKm IUP & Non-IUP dan HKm

IUP, masing-masing rata-rata 4,1 dan 3,9 jiwa.
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Aim IUF & MoadliP

Gambar 3.12: Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Petani HKm dan
Non-HKm (Jiwa)

ANGGOTA KELUARGA YANG BEKERJA

Bila ditilik dari jumlah anggota keluarga yang bekerja, menunjukkan
bahwa masyarakat HKm lebih tinggi dibandingkan masyarakat Non-HKm,
yakni masing-masing 2,2 dan 1,8 jiwa per KK. Sedangkan masyarakat HKm
sendiri, jumlah rata-rata anggota yang bekerja tertinggi adalah HKm Non-
IUP, yang diikuti oleh HKm IUP & Non-IUP serta HKm IUP.

HE = IUF & Mas 0P i

Gambar 3.13: Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Petani HKm dan Non-
HKm Yang Bekerja Menurut Status HKm (Jiwa)
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3.2 TINGKAT PENDAPATAN

Rata-rata pendapatan masyarakat HKm mencapai 24,8 juta per tahun per
rumah tangga, sedangkan rata-rata pendapatan masyarakat Non-HKm hanya
mencapai 15,9 juta. Hal ini berarti bahwa tingkat pendapatan masyarakat
Non-HKm hanya sekitar 63,78 persen dari pendapatan masyarakat HKm atau
pendapatan HKm lebih tinggi 46,22 persen dibandingkan pendapatan Non-
HKm. Dengan kata lain, kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat HKm
lebih baik dibandingkan kondisi masyarakat Non-HKm, schingga akses
kelola terhadap lahan kawasan hutan memberikan indikasi manfaat ekonomi
bagi masyarakat peserta program HKm (beneficeries). Hal ini ternyata sejalan
dengan penelitian tentang perbandingan tingkat pendapatan antara petani
HKm dan petani Non-HKm'

24.938.352

Hen-HEm

Gambar 3.14: Tingkat Pendapatan Petani HKm dan Non-HKm (Rp/
Tahun/KK)

Tingginya pendapatan petani HKm tersebut tentunya dipengaruhi
oleh perbedaan penguasaan lahan HKm oleh petani HKm, karena kondisi
kepemilikan “lahan sendiri” antara petani HKm dan Petani Non-HKm tidak

! Hasil Penelitian HKm di Kalibiru, Kulon Progo tahun 2014 menjelaskan bahwa tingkat
pendapatan total masyarakat Non-HKm sekitar 73,2 persen dari pendapatan masyarakat
HKm. Diadopsi dari hasil pengolahan data survey PPK LIPI, tahun 2014. Hasil studi
ini tertuang dalam Buku “Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap
Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, PPK-LIPI, 2015.
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terlalu jauh berbeda. Untuk mempelajari lebih mendalam tingkat pendapatan
petani HKm, maka pada Gambar 3.15 dipaparkan pendapatan petani HKm
menurut status HKm dan lokasi wilayah program Hutan Kemasyarakatan.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tingkat pendapatan Petani
HKm IUP, HKm Non-IUp maupun HKm IUP & Non-IUP di wilayah

penelitian?

Petani HKm. Secara keseluruhan, pendapatan petani HKm tertinggi
adalah wilayah Santong sekitar 30 juta, diikuti oleh wilayah Sesaot 28 Juta dan
wilayah Sambelia 15 Juta per tahun per keluarga. Wilayah dengan topografi
dan elevasi tinggi memberikan pendapatan HKm cukup tinggi dibandingkan
yang rendah, karena kesuburan lahan dan topografi menjadi faktor penting
pengembangan tanaman HHK maupun tanaman HHBK, terutama tanaman
MPTs. Sambelia merupakan wilayah HKm dengan tingkat pendapatan
petani terendah, karena wilayahnya gersang dan dekat dengan pantai.

® Somhelia @ sesnal & sonisag

Gambar 3.15: Tingkat Pendapatan Petani HKm Menurut Wilayah (Juta
Rp/Tahun/KK)
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Petani HKm IUP. Pendapatan petani HKm IUP tertinggi di Santong
yakni sebesar 34 juta rupiah, diikuti oleh Sesaot dan Sambelia masing-masing
19 juta rupiah dan 17 juta rupiah. Hal ini dikarenakan karena kepemilikan
lahan HKm IUP per KK di Santong cukup tinggi dengan lahan produktif dan
subur. Untuk wilayah Sambelia, walaupun kepemilikan Lahan HKm IUP juga
tinggi seperti wilayah Santong dengan rata-rata 0,8-0,9 hektar, namun karena
daerahnya dekat pantai dan kering, dan juga produktivitasnya rendah, maka
tingkat pendapatannya masih di bawah HKm IUP wilayah Sesaot. Untuk
HKm IUP di Sesaot, karena dibagi merata sekitar kurang dari 0,2 hektar,
schingga lahannya produktif, namun memberikan tingkat pendapatan yang
relatif kecil, walaupun masih di atas pendapatan HKm Wilayah Sambelia.

Petani HKm Non-IUP. Pendapatan petani HKm Non-IUP tertinggi di
Sesaot yakni sebesar 35 juta, diikuti oleh Santong dan Sambelia masing-masing
sebesar 32 Juta dan 10 Juta. Kepemilikan rata-rata luas lahan Non-IUP di
Sesaot per KK sangat tinggi. Karena selain rata-rata kepemilikan luas lahan
tinggi, juga tingkat produktivitas lahan yang tinggi, sechingga menghasilkan
pendapatan yang jauh lebih tinggi lagi.

HKm IUP & Non-IUP. Kondisi pendapatan petani HKm IUP & Non-
IUP tertinggi ada di Sesaot. Walaupun rata-rata kepemilikan lahan HKm
IUP rendah, namun kepemilikan lahan HKm Non-IUP cukup tinggi. Oleh
karena itu pendapatan petani HKm IUP & Non-IUP tertinggi di Sesaot
sekitar 30 juta per tahun per keluarga. Faktor luas lahan, kesuburan dan/atau
topografi sangat menentukan tingkat pendapatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa catatan bahwa:

1. Kondisi topografi dan elevasi yang semakin tinggi akan berpengaruh
tinggi dalam perolehan pendapatan, khususnya tanaman perkebunan

2. Aspek legalitas kepemilikan HKm tidak terlalu berpengaruh pada
produktivitas pengelolaan lahan, bahkan pendapatan HKm Non IUP
cukup besar.

3. Aspek penguasaan luas lahan berkontribusi besar dalam tingginya
pendapatan petani HKm
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3.3 KONTRIBUSI PENDAPATAN LAHAN HKm
DALAM EKONOMI RUMAH TANGGA

Tingginya tingkat pendapatan masyarakat HKm dibandingkan Non-
HKm, ternyata lebih dipengaruhi dari pendapatan yang bersumber dari
pengelolaan HKm.  Dari total pendapatan HKm, ternyata 61,09 persen
bersumber dari pengelolaan lahan HKm, sisanya berasal dari pendapatan luar
lahan HKm?.

Pendapatan dari luar lahan HKm berasal dari pendapatan sektor
pertanian dari lahan sendiri, pegawai, sektor perdagangan, sektor industri,
sektor jasa dan pendapatan dari kiriman keluarga. Hal ini berimplikasi bahwa
lahan HKm merupakan sumber utama pendapatan masyarakat HKm.

® Lahan HKm @ Lainnya

Gambar 3.16: Kontribusi Pendapatan Lahan HKm terhadap Pendapatan
Total Petani HKm

2 Hasil Penelitian HKm di Kalibiru, Kulon Progo tahun 2014 menjelaskan bahwa kontribusi
pendapatan lahan HKm terhadap pendapatan total masyarakat HKm hanya mencapai 34,50
persen. Diadopsi dari hasil pengolahan data survey PPK LIPI, tahun 2014. Hasil studi
ini tertuang dalam Buku “Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap
Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, PPK-LIPI, 2015.
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Bila kita analisis lebih mendalam, pada Gambar 3.17 menjelaskan
kontribusi pendapatan dari lahan HKm menurut wilayah serta status HKm.

Gambar 3.17: Kontribusi Pendapatan Lahan HKm terhadap Pendapatan
Total Petani HKm Menurut Wilayah dan Status HKm

Petani HKm. Bila ditilik dari tingkat pendapatan, petani HKm
Sambelia lebih rendah dibandingkan petani HKm Sesaot dan Santong. Hal
ini dikarenakan HKm wilayah Sambelia cenderung kurang produktif yang
berada di wilayah kering dekat pantai dan banyak dihuni penduduk miskin.
Namun demikian, pendapatan yang bersumber dari Lahan HKm di Sambelia
mengkontribusi paling tinggi terhadap pendapatan rumah tangga, yakni
mencapai sekitar 67 persen. Dengan demikian, akses pengelolaan lahan HKm
sangat berarti sekali bagi masyarakat miskin dibandingkan wilayah yang tingkat
pendapatannya lebih tinggi.
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HKm IUP. Untuk kelompok petani HKm IUP kondisinya sama dengan
petani HKm secara keseluruhan. Dimana kontribusi pendapatan lahan HKm
IUP sangat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di
mana HKm wilayah Sambelia menempati posisi tertinggi dalam kontribusi
pendapatan lahan HKm terhadap total pendapatan rumah tangga, yakni
sekitar 54 persen.

HKm Non-IUP. Tidak jauh beda dengan petani HKm IUP, untuk petani
HKm Non-IUP kontribusi pendapatan lahan HKm tertinggi di Sambelia,
diikuti Sesaot dan Santong. Lagi-lagi hal ini menunjukkan pentingnya
pendapatan dari lahan HKm untuk masyarakat miskin.

HKm IUP & Non-IUP. Sambelia masih tetap menunjukkan peranan
lahan HKm dalam kontribusi pendapatan rumah tangga cukup besar.
Kemudian terjadi loncatan perubahan petani HKm IUP & Non-IUP wilayah
Santong, dimana kontribusi lahan HKm terhadap total pendapatan rumah
tangga mencapai 90 persen. Hal ini “ditengarai” oleh 3 hal, yakni [1] tingkat
kesuburan yang tinggi, produktivitas lahan yang tinggi, dan [3] jumlah
penguasaan luas lahan HKm sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian
rumah tangga di HKm IUP & Non-IUP Sesaot, sehingga semakin luas lahan
HKm kontribusi besar terhadap tingkat pendapatan lahan HKm

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa catatan bahwa:

1. Tingginya peranan pendapatan lahan HKm terhadap total rumah tangga,
sangat nyata sekali khususnya pada masyarakat miskin

2. Tingginya luas lahan dan produktivitas pengelolaan lahan HKm juga
akan mendorong peranan lahan HKm dalam memberikan kontribusi
pendapatan HKm terhadap ekonomi rumah tangga petani HKm.

Berkaitan dengan serangkaian kontribusi pendapatan dari lahan HKm
terhadap ekonomi rumah tangga masyarakat atau petani HKm, dapat dikatakan
bahwa labhan HKm merupakan hidup dan matinya masyarakat HKm
karena merupakan sumber ekonomi utama yang berperan dalam
pendapatan keluarga petani HKm.

920



3 - HKm Itu Hidup-Matinya Petani Sekitar Hutan

3.4 MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI
PROGRAM HKm: “Double Difference””

Dengan menggunakan pendekatan Analisis “Double Difference Terbatas”,
kemudian digunakan untuk menghitung dampak bersih suatu intervensi
program.  Analisis digunakan untuk menghitung manfaat pendapatan
akibat program Perhutanan Sosial. Analisis ini mencari “manfaat bersih
proyek” dengan membandingkan dengan dan tanpa intervensi proyek, yakni
membandingkan kondisi HKm (“#reatment”) dan Non-HKm (“control”)
bersamaan dengan mebandingkan kondisi “before” (sebelum) dan “after”
(sesudah) intervensi atau partisipasi dalam kegiatan HKm atau Perhutanan
Sosial. Karena tidak tersaji “baseline data” sebelum intervensi program serta
“ketidakmungkinan” melakukan re-calling pendapatan petani pada 20 tahun
yang lalu, karena kemungkinan bias tinggi. Maka pendekatan “data baseline”
diasumsikan dari kondisi pendapatan HKm tanpa adanya pendapatan dari
pengelolaan lahan HKm, karena posisi ini “seakan” mewakili data kondisi
awal.

Manfaat ekonomi merupakan kontribusi ekonomi secara langsung
akibat program HKm kepada penerima manfaat. Karena mendapatkan
akses pengelolaan lahan hutan melalui program HKm, baik yang sudah
mendapatkan Izin legalitas IUP maupun yang belum mendapatan Izin legalitas
atau Non-IUP. Manfaat ini tercermin dari pangsa kontribusi pendapatan
dari pengelolaan lahan kawasan hutan terhadap total pendapatan keluarga.

Sedangkan dampak ekonomi merupakan pengaruh ekonomi yang
diterima masyarakat Non-HKm atau bukan penerima manfaat yang dihitung
dari kondisi pendapatan masyarakat, jika tidak ada program HKm dengan
pendapatan masyarakat Non-HKm saat ini yang “terdampak” oleh program
HKm.
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Gambar 3.18: Manfaat dan Dampak Ekonomi Program HKm

Bagi masyarakat HKm, manfaat total ekonomi akibat pengelolaan hutan
mencapai 15 juta atau sekitar 60,9 persen, sedangkan manfaat bersih atau zez
benefit sebesar 9 juta atau 59 persen. Sedangkan bagi masyarakat Non-HKm,
jika tidak ada program pendapatan per rumah tangga sekitar 9,2 juta per
tahun. Dengan adanya program HKm, dampak pendapatan yang diterima
masyarakat Non-HKm mencapai 6,2 juta atau sekitar 41 persen.

3.5 APA PENENTU TINGKAT PENDAPATAN?
POTRET PETANI: QUADRANT ANALYSIS

Berdasarkan Gambar 3.19 menunjukkan bahwa populasi masyarakat
HKm dapat dibagi menjadi IV Quadrant, yakni:

1. Quadran I, yakni kumpulan masyaraat HKm yang mempunyai
penguasaan lahan yang luas dengan tingkat pendapatan yang tinggi

2. Quadrant II, yakni kumpulan masyaraat HKm yang mempunyai
penguasaan lahan yang sempit dengan tingkat pendapatan yang tinggi
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3. Quadrant III, yakni kumpulan masyaraat HKm yang mempunyai

penguasaan laban yang sempir dengan tingkat pendapatan yang rendabh,

dan

4. Quadrant 1V, yakni kumpulan masyaraat HKm yang mempunyai
penguasaan lahan yang luas dengan tingkat pendapatan yang rendab

Berdasarkan kategorisasi di atas, Gambar 3.19 menunjukkan bahwa
populasi HKm umumnya terkonsentrasi pada Quadrant III, yakni kumpulan
masyarakat HKm yang mempunyai penguasaan lahan yang sempit dengan
tingkat pendapatan yang rendah. Jumlah masyarakat yang mempunyai lahan
luas dengan berpendapatan tinggi, yakni pada Quadrant I, sangat sedikit.

Kuadran Il Kuadran |

LISEE~

Kuadran IV
T T T T
§ 0004 PEERRD il 25000

Total luas lahan (M2)

Gambar 3.19: Scatter Plot Petani HKm Berdasarkan Total Pendapatan dan
Total Luas Lahan

Masyarakat yang terletak pada Quadrant IV (Penguasanaan Lahan Tinggi
dan Tingkat Pendapatan Rendah), agar dapat meningkatkan pendapatan, maka
diperlukan intensifikasi pengelolaan lahan HKm, peningkatan produktivitas
tanaman dan pemilihan produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi
yang tinggi. Sedangkan untuk masyarakat HKm yang terletak pada Quadrant
III, agar pendapatan meningkat, maka diperlukan ektensifikasi penguasaan
lahan dan sekaligus diperlukan intensifikasi pengelolaan lahan HKm, yakni
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melalui peningkatan produktivitas tanaman dan pemilihan produk unggulan
yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Untuk masyarakat pada
Quadrant IT yang cukup produktif, peningkatan akses pengelolaan lahan saja
cukup akan mendorong peningkatan pendapatan, karena mereka mempunyai
tingkat produktivitas pengelolaan lahan yang tinggi.

Untuk menguji lebih dalam, maka pada Gambar 3.20 dipaparkan
hubungan pendapatan dari sektor pertanian denga luas lahan pertanian yang
produktif, yang tidak termasuk lahan pekarangan, maka menunjukkan bahwa
konsentrasi masyarakat juga pada Quadrant III dan diikuti Quadrant II. Hal
yang sama, pada Gambar 3.21 dijelaskan hubungan antara pendapatan dari
Lahan HKm dengan Luas lahan HKm, juga menunjukkan pola yang sama
pula, di mana masyarakat HKm didominasi oleh petani dengan luas lahan
sempit dan tingkat pendapatan yang rendah.
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Gambar 3.20: Scarter Plor Petani HKm Berdasarkan Total Pendapatan
Sektor Pertanian dan Total Luas Lahan Pertanian
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Gambar 3.21: Scatter Plor Petani HKm Berdasarkan Total Pendapatan
Lahan HKm dan Luas Lahan HKm

PENENTU TINGKAT PENDAPATAN

Untuk menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
pendapatan HKm, maka akan dilakukan uji statistik hubungan antara tingkat
pendapatan dengan tingat penguasaan luas lahan, tingkat pendidikan, umur
petani, jumlah persil yang dikuasai serta jumlah anggota keluarga.

Uji Normalitas. Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan
tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel,
apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas
berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi
normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian
normalitas suatu data tidak terlalu rumit. Beberapa pengalaman empiris para
pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n>30), maka sudah
dapat diasumsikan berdistribusi normal atau bisa dikatakan sample besar.
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Namun untuk memberikan “kepastian”, data yang dimiliki berdistribusi
normal atau tidak, sebaiknya dilakukan uji normalitas. Karenabelum tentudata
yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya
data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal,
sehingga perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas dapat digunakan
diantaranya, yakni Chi-Square, Kolmogorov Smirnov, Liliefors, Shapiro Wilk,
Jarque Bera dan lainnya.

Tabel 3.1: Uji Normalitas Tingkat Pendapatan pada Masyarakat HKm:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Indikators Unstandardized Residual

N 133
Normal Parameters®

** Mean .0000000
+ Std. Deviation 21739132.46746267
Most Extreme Differences 141
+» Absolute 141
%+ Positive -.103
% Negative

Test Statistic 141
Asymp. Sig. (2-tailed) .000°
Test distribution is Normal, Calculated from data, and Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan output tersebut, nilai sig. < 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa data yang diuji tidak berdistribusi normal. Ketidaknormalan data
menurut pendapatan secara grafis juga dapat dilihat dalam analisis quadrant
(Gambar 3.19, 3.20 dan 3.21) yang menunjukkan distribusi maasyarakat
menurut pendapatan tidak normal. Hal ini juga ditunjukkan bahwa
penguasaan lahan juga terkonsentrasi pada kelompok tertentu, di mana yang
mempunyai lahan sendiri yang terluas (Gambar 3.7) justru memiliki lahan
HKm yang terluas juga (Gambar 3.8).

Korelasi dan Signifikansi. Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik
kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar
antara +1s/d-1. Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (szrengrh) hubungan
linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefesien korelasi positif,
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maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel
X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien
korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya
jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah (dan
sebaliknya). Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan
hubungan antara dua variabel, maka diberikan kriteria sebagai berikut:

% 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel
% >0-0,25: Korelasi sangat lemah

% >0,25-0,5: Korelasi cukup

% >0,5-0,75: Korelasi kuat

% >0,75-0,99: Korelasi sangat kuat

% 1: Korelasi sempurna

Jika dilanjutkan untuk mencari pengaruh dari variabel Independent yang
terdiri dari Usia (U), Pendidikan (DIK), Anggota Keluarga (AK), Persil (PER)
dan Luas Lahan (LL), maka dengan menggunakan metode regresi stepwise,
sehingga hasilnya dipaparkan pada Tabel 3.2. Peubah yang berhubungan
positif dengan pendapatan adalah pendidikan, jumlah persil dan luas lahan.
Hubungan dengan tanda negatif yaitu terjadi pada peubah usia dan anggota
keluarga, yang berarti bahwa semakin bertambah usia atau anggota keluarga,
maka pendapatan semakin berkurang.

Tabel 3.2: Analisis Korelasi Tingkat Pendapatan dengan Beberapa Peubah:
Uji Koleanweritas

Indikator P U DIK AK PER 1L
Pearson P 1.000 -.067 .241 -.048 .258 .215
Correlation U -.067 1.000 -.428 -.042 -.051 -.039

DIK 241 -.428 1.000 .000 .231 .037
AK -.048 -.042 .000 1.000 -.038 -.013
PER 258  -.051 .231 -.038 1.000 .247
LL 215 -.039 .037 -.013 .247 1.000
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Tabel 3.2: Analisis Korelasi Tingkat Pendapatan dengan Beberapa Peubah:
Uji Koleanweritas (lanjutan)

Indikator P U DIK AK PER IL
Sig, P . .222 003 293 .00l .007
U 222 . .000 317 283 331
(1-tailed) DIK 003 .000 . 499 004 336
AK 293 317 499 . 333 441
PER  .001 .283 .004 .333 . .002
LL 007 331 336 441 .002 .
N P 133 133 133 133 133 133
U 133 133 133 133 133 133
DIK 133 133 133 133 133 133
AK 133 133 133 133 133 133
PER 133 133 133 133 133 133
LL 133 133 133 133 133 133

Variabel yang berhubungan positif dengan pendapatan adalah pendidikan,
jumlah persil dan luas lahan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan, jumlah persil dan luas lahan, maka pendapatan semakin
meningkat. Sedangkan bila dilihat dari zanda negatif yaitu pada variabel
(peubah) usia dan anggota keluarga yang menunjukan semakin bertambah
usia atau anggota keluarga maka pendapatan semakin berkurang.

[T

Gambar 3.22: Hubungan Pendapatan dan Penguasaan Lahan
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Gambar 3.24: Hubungan Pendapatan dan Tingkat Pendidikan
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Gambar 3.25: Hubungan Pendapatan dan Umur
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Gambar 3.26: Hubungan Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga

Koefisen Determinasi. Koefesien diterminasi dengan simbol r?
merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan
pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa r* merupakan
rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data
asli. Secara umum r? digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu
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model. Dalam regresi v’ ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis
regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika r° sama dengan 1, maka
angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna.

Interpretasi lain ialah bahwa r* diartikan sebagai proporsi variasi
tanggapan yang diterangkan oleh regresor (variabel bebas / X) dalam model.
Dengan demikian, jika r’= 1 akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai
menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. Jika r*= 0 akan mempunyai
arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor (X) dengan variabel Y. Dalam
kasus misalnya jika r* = 0,8 mempunyai arti bahwa sebesar 80% variasi dari
variabel Y (variabel tergantung / response) dapat diterangkan dengan variabel
X (variabel bebas / explanatory); sedang sisanya 0,2 dipengaruhi oleh variabel-
variabel yang tidak diketahui atau variabilitas yang inheren. Rumus untuk
menghitung koefesien determinasi (KD) adalah KD = r’x 100%. Variabilitas
mempunyai makna penyebaran / distribusi seperangkat nilai-nilai tertentu.
Dengan menggunakan bahasa umum, pengaruh variabel X terhadap Y adalah
sebesar 80%; sedang sisanya 20% dipengaruhi oleh faktor lain.

Dalam hubungannya dengan korelasi, maka r* merupakan kuadrat dari
koefesien korelasi yang berkaitan dengan variabel bebas (X) dan variabel
Y (tergantung). Secara umum dikatakan bahwa r? merupakan kuadrat
korelasi antara variabel yang digunakan sebagai predictor (X) dan variabel
yang memberikan response (Y). Dengan menggunakan bahasa sederhana r?
merupakan koefesien korelasi yang dikuadratkan. Oleh karena itu, penggunaan
koefesien determinasi dalam korelasi tidak harus diinterpretasikan sebagai
besarnya pengaruh variabel X terhadap Y mengingat bahwa korelasi tidak
sama dengan kausalitas. Secara bebas dikatakan dua variabel mempunyai
hubungan belum tentu variabel satu mempengaruhi variabel lainnya. Lebih
lanjut dalam konteks korelasi antara dua variabel maka pengaruh variabel
X terhadap Y tidak nampak. Kemungkinannya hanya korelasi merupakan
penanda awal bahwa variabel X mungkin berpengaruh terhadap Y. Sedang
bagaimana pengaruh itu terjadi dan ada atau tidak kita akan mengalami
kesulitan untuk membuktikannya. Hanya menggunakan angka r* kita tidak
akan dapat membuktikan bahwa variabel X mempengaruhi Y.

Dengan demikian jika kita menggunakan korelasi sebaiknya jangan
menggunakan koefesien determinasi untuk melihat pengaruh X terhadap Y,
karena korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan
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Y. Jika tujuan riset hanya untuk mengukur hubungan, maka sebaiknya berhenti
saja di angka koefisien korelasi. Sedang jika kita ingin mengukur besarnya
pengaruh variabel X terhadap Y sebaiknya menggunakan rumus lain, seperti
regresi atau analisis jalur.

Tabel 3.3: Variable Entered/Removed by Stepwise Methode

Variable Entered Method
Persil Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter
<=.050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
Pendidikan Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<=.050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

Berdasarkan Tabel 3.3 menunjukkan bahwa korelasi tingkat pendapatan
dengan peubah tersebut sebagai berikut:

1. Korelasi pendapatan dengan jumlah persil (PER) berhubungan posizif
dengan “korelasi cukup”

2. Korelasi pendapatan dengan jumlah Luas Lahan (LL) berhubungan
positif dengan “korelasi lemah”

3. Korelasi pendapatan dengan tingkat pendidikan (DIK) berhubungan
positif dengan “korelasi lemah”

4. Korelasi pendapatan dengan Umur (U) berhubungan negatif dengan
“korelasi kuat”

5. Korelasi pendapatan dengan Jumlah Anggota Keluarga (AK) berhubungan
positif dengan “korelasi cukup”

Dengan menggunakan metode stepwise, maka diperoleh variable (peubah)
yang berpengaruh terhadap pendapatan adalah persil dan tingkat pendidikan.
Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa : [1] Model 1: besarnya korelasi antara
persil dengan pendapatan adalah sebesar 0,258, dengan koefisien determinasi
sebesar 0,067 atau dapat diartikan bahwa persil dapat menjelaskan variasi
total pendapatan sebesar 6,7%, dan [2] Model: 2: variabel persil dan tingkat
pendidikan mempunyai besaran korelasi sebesar 0,319 dan besarnya variabel
persil dan pendidikan dapat menjelaskan variabel pendapat sebesar 0,102 atau
10,2%, schingga dapat diketahui bahwa koefisien determinasi dari variabel
tingkat pendidikan sebesar 3,5% (10,2% - 6,7%).
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Tabel 3.4: Hubungan Pendapatan dengan Jumlah Persil dan Tingkat

Pendidikan
Model R RSquare Adjusted Std. Error of the Estimate
R Square
Persil 258 .067 .059 22242330.398
Pendidikan 3190 .102 .087 21908311.147

a. Predictors: (Constant), Persil
b. Predictors: (Constant), Persil, Pendidikan

c. Dependent Variable: Total pendapatan

Tabel 3.5: Model ANOVA Hubungan Pendapatan dengan Jumlah Persil
dan Pendidikan

Model Sum of Squares df Mean Square F  Sig
1 Regression 4560656392837992.000 1 4560656392837992.000 9.219 .003"
Residual 63819042736348864.000 129 494721261522084.200
Total 68379699129186856.000 130
2 Regression 6943014672261184.000 2 3471507336130592.000 7.233 .001¢
Residual 61436684456925672.000 128  479974097319731.800
Total 68379699129186856.000 130
a. Dependent Variable: Pendpatan

b. Predictors: (Constant), Persil

c. Predictors: (Constant), Persil, Pendidikan

Tabel 3.6: Koefisien Model ANOVA Hubungan Pendapatan dengan Jumlah

Persil dan Pendidikan
Unstandardized Coefhicients Standarfiized
Coefhicients
B Std. Error Beta
1 (Constant) 9549439.652 5200127.487 1.836 .069
Persil 4970124.869 1636944.335 258 3.036 .003
2 (Constant) 3454821.623 5806783.262 595 553
Persil 4119157.484 1656986.591 214 2.486 .014
Pendidikan 3588752.779 1610827.015 192 2.228 .028
a. Dependent Variable: Pendapatan
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Jika dilihat dari tabel ANOVA, maka variabel tingkat pendidikan dan
persil berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Dari Tabel 3.6 dapat
diketahui bahwa nilai konstanta 3.454.821,6 dengan nilai koefisien persil
sebesar 4.119.157,5 dan nilai keofisien pendidikan sebesar 3.588.752,8.
Berdasarkan hasil di atas apabila jumlah ditingkatkan persil sebesar 1, maka
akan meningkatkan pendapatan sebesar 3.454.821,6, rupiah, sedangkan jika
pendidikan semakin tinggi, maka akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp.

4.119.157,5.

Tabel 3.7: Variable Excluded by Stepwise Methode

Partial  Colinearity
Beta In ig. Corr. Statistics
Tolerance
1 U -.054° -.637 525 -.056 997
DIK 1920 2.228 .028 .193 947
AK -.038° -.447 .656 -.039 999
P .161° 1.857 .066 162 939
2 U .032¢ .338 736 .030 .814
DIK -.040¢ -475 .636 -.042 998
AK .166¢ 1.935 .055 .169 939
a. Dependent Variable: Pendapatan
b. Predictors in the Model: (Constant), Persil
c. Predictors in the Model: (Constant), Persil, Pendidikan

3.6 BENANG MERAH

Dari paparan analisis pendapatan petani HKm, terdapat beberapa benang
merah yang bisa disimpulkan:

1. Jumlah petani HKm IUP, petani HKm-Non IUP dan petani HKm IUP
& Non-IUP agak berimbang.

2. Secara keseluruhan persentase petani HKm yang belum memilii legalitas
mencapai 57,2 persen.

3. Rata-rata kepemilikan “lahan sendiri” antara masyarakat HKm dan Non-
HKm hampir sama, masing-masing 2,292 m* dan 2,086 m’.
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Rata-rata kepemilikan “lahan sendiri“ untuk petani HKm, mulai dari
yang tertinggi sampai yang terendah adalah HKm IUP & Non-IUP,
HKm Non-IUP dan HKm IUP masing-masing 5.746 m?, 290 m?, dan
2.248 m*. Sedangkan kepemilikan “lahan HKm” yang tertinggi juga
HKm IUP& Non-IUP, yang diikuti oleh petani HKm Non-IUP dan
HKm IUP, masing-masing seluas 17.937 m? 14.562 m?, dan 9.688
m?. Akses penguasaan lahan HKm justru lebih besar diperoleh oleh
masyarakat dengan kepemilikan lahan sendiri yang paling luas juga.
Justru masyarakat berlahan sempit, mendapatkan peran kepemilikan
“lahan HKm” yang lebih rendah. Kaum elitis bermodal atau berlahan
luas justru mendapatkan kesempatan akses lahan yang lebih luas
dibandingkan masyarakat berlahan sempit.

Terdapat “indikasi” bahwa akses terhadap lahan HKm dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan masyarakat. Di sisi lain, terdapat hubungan antara
tingkat pendidikan dengan upaya mendapatkan Izin atau legalitas IUP
dan akses lahan yang lebih luas.

Senioritas umur sangat mempengaruhi tingkat akses lahan, kepemilikan
luas lahan HKm yang digarap dan legalitas Izin HKm.

Pendapatan masyarakat HKm (sekitar 25 Juta/Tahun/KK) lebih tinggi
dibandingkan pendapatan Masyarakat Non-HKm (sekitar 16 Juta/
Tahun/KK).

Lahan HKm mengkontribusi 62 persen pendapatan rumah tangga petani
HKm.

Kontribusi pendapatan dari lahan HKm terhadap total pendapatan
rumah tangga HKm, akan semakin besar di daerah yang lebih miskin atau
total rata-rata pendapatannya lebih rendah. Wilayah Sambelia dengan
rata-rata tingkat pendapatan rendah, kontribusi pendapatan lahan HKm
umumnya lebih besar dibandingkan Sesaot dan Santong.

Tingginya peranan pendapatan lahan HKm terhadap total rumah tangga,
sangat nyata sekali khususnya pada masyarakat miskin, dan tingginya luas
lahan dan produktivitas pengelolaan lahan HKm juga akan mendorong
peranan lahan HKm dalam memberikan kontribusi pendapatan HKm
terhadap ekonomi rumah tangga petani HKm.
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11. Bagi masyarakat HKm, manfaat total ekonomi (tozal benefit) akibat
pengelolaan hutan mencapai 15 juta atau sekitar 62 persen, sedangkan
manfaat bersih atau net benefit sebesar 9 juta atau 59 persen.

12. Bagi masyarakat Non-HKm, dengan adanya program HKm, dampak
pendapatan yang diterima masyarakat Non-HKm mencapai 6,2 juta
atau sekitar 41 persen.

13. Kondisi topografi dan elevasi yang semakin tinggi akan berpengaruh
tinggi dalam perolehan pendapatan khususnya tanaman perkebunan.

14. Aspek legalitas kepemilikan HKm tidak terlalu berpengaruh pada
produktivitas pengelolaan lahan, bahkan pendapatan HKm Non IUP
cukup besar.

15. Aspek penguasaan luas lahan berkontribusi positif dalam tingginya
pendapatan petani HKm.

16. Populasi HKm umumnya terpusat pada Quadrat III, yakni masyarakat
dengan kepemilikan sempit dengan tingkat pendapatan rendah.

17. Peubah Jumlah Persil, Tingkat Pendidikan dan Luas Lahan berkorelasi
postif dengan tingkat pendapatan. Hanya Peubah Jumlah Persil dan
Pendidikan yang mempunyai nilai “Korelasi Cukup”.

18. Peubah Umur dan Jumlah Anggota Keluarga berkorelasi negatif
dengan pendapatan, masing-masing berkorelasi “Kuat” dan berkorelasi

“Cukup”.
3.7 PERTANYAAN LANJUTAN

Program HKm telah terbukti berkontribusi besar pada tingginya tingkat
pendapatan petani HKm dan memberikan dampak positif pada pendapatan
masyarakat Non-HKm. Pertanyaannya adalah Program HKm berkontribusi
dalam pengentasan kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat dan bagaimana
pengaruhnya terhadap ketimpangan penguasaan lahan dan pendapatan?

Tyt
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“Poverty is not just a lack of money; it is not having the capability to realize one’s full
potential as a human being. It means poverty is the deprivation of opportunity”
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4.1 SEJAHTERA ATAU MISKIN ITU APA?

Dalam studi ini, pendekatan tentang pengukuran tingkat kesejahteraan
dilakukan dengan 2 cara, yakni [1] Menentukan tingkat kesejahteraan atau
kemiskinan secara partisipatoris dan bersifat lokal, dan [2] Menentukan
tingkat kesejahteraan atau kemiskinan berdasarkan indikator nasional.

Hal pertama dilakukan melalui: [1] identifikasi indikator-indikator
penentu tingkat kesejahteraan menurut masyarakat setempat secara
partisipatoris, [2] Membuat kategori pengelompokan masyarakat menurut
tingkat kesejahteraanya, dan [3] memperkirakan berapa jumlah masyarakat
yang masuk kategori, miskin, sedang dan sejahtera. Hasil kesimpulannya
bersifatlokal dan sangatspesifik, baik darisisi indikator maupun kategorisasinya
yang sangat dipengaruhi kondisi sosial, budaya dan ekonomi di suatu wilayah.
Oleh karena itu, hasil indikator dan kategorisasi kemiskinan ini tidak bisa
menjadi “patokan nasional” atau bahkan “internasional”, sehingga pendekatan
ini tidak bisa sebagai basis menentukan program dan kebijakan nasional.
Pada umumnya, indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan
lebih pada “penguasaan aset”.

Pendekatan kedua menggunakan pendekatan pengeluaran, baik
pengeluaran dari komponen bahan makanan dan pengeluaran dari komponen
bahan non-makanan. Hasil nilai pengeluaran minimal tertentu di suatu
daerah menjadi patokan tingkat Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).
Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kajian ini 2 kali dalam setahun.
Walaupun nilainya ada kemungkinan berbeda menurut wilayah, namun
indikator yang digunakan “sama dan seragam”, terukur (measurable) dan bisa

diperbandingkan (comparable).

Karena indikator yang digunakan sama dan seragam, terukur dan dapat
diperbandingkan antarwilayah, maka pendekatan ini yang akan digunakan
untuk analisis lebih lanjut. Teknis pengukuran kemiskinan Badan Pusat
Statistik dipaparkan pada Lampiran.

Dalam analisis Kontribusi Lahan HKm menggunakan “pendekatan
pendapatan”, sehingga ukuran kemiskinan yang digunakan BPS sejalan
dengan penelitian ini dan comparable dengan analisis kontribusi pendapatan
lahan HKm, schingga pendekatan BPS yang akan digunakan pada analisis
selanjutnya.
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4.2 KEMISKINAN HASIL PPA

Hasil Focus Group Discussion (FGD) di lokasi studi dengan beberapa
pemangku kepentingan melalui pendekatan Parisipatory Poverty Assesment
(PPA) menjelaskan bahwa, masyarakat lokal mempunyai cara pandang
mengukur tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Pada umumnya tingkat
kesejahteraan diukur melalui tingkat kepemilikan aset atau modal, baik modal
ekonomi, modal sosial, modal sumberdaya alam, ataupun modal sumberdaya
manusia.

Tabel 4.1: Ukuran Kesejahteraan Masyarakat Sesaot

Level Kesejahteraan

Indikator Sugih Sedeng Jleng
(Kaya) (Sedang) (Miskin)

1. Kepemilikan Sawah dan Max 2 Ha 0,5—-1Ha 0-0,5 Ha
Kebun (Hak Milik)
Min > 1 Ha
2. Luas Pengelolaan HKm 2 -5 Ha 1-2Ha 0.16-<1Ha
3. Kepemilikan mobil Harga > Rp. < Rp. 100 juta Tidak Punya
200 juta Mobil
4. Kepemilikan Ternak X =10ekor X max=2-4 Pengadas/
Sapi ekor Tidak Punya
5. Kondisi Rumah Max 1 Are Max : 0,05 Max : 0,5 Are
Ha/0,5 Are  tapi kondisi
Rumah bangunan
Bertingkat Rumah biasa ;4. baik
6. Tabungan Max Rp. 100 Rp.5-10 Tidak ada
juta juta tabungan
7. Kemampuan Pendidikan ~ SMA - S1 SD - SMA
Menyekolahkan Anak  anak max. S2
8. Kemampuan Naik Haji Sudah pernah 1 kali Tidak pernah
naik haji naik haji
berkali - kali
9. Usaha Tambahan Memiliki Memiliki Kios Usaha
Toko Bakulan
Distribusi Masyarakat 15 % 80 % 5%
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Hasil diskusi penentuan klasifikasi kesejahteraan di Sesaot menunjukkan
bahwa indikator kesejahetraan ditentukan oleh kepemilikan: [1] Aset
Ekonomi (Economic Capital), yang meliputi kepemilikan mobil, rumah,
Aset Sosial (Sosial Capital), yang
meliputi kemampuan berHaji; [3] Aset Sumberdaya Manusia (Human
Capital), yakni tingkat pendidikan anak, dan [4] Aset Sumberdaya Alam
(Natural Resources Capital), yang meliputi kepemilikan sawah dan kebun,
akses Lahan HKm, dan kepemilikan sapi.

Berdasarkan  hal
mengkatergorikan penduduk yang masih miskin atau kategori “Jleng” hanya

tabungan dan usaha tambahan; [2]

tersebut, masyarakat HKm Kawasan Sesaot
berkisar 5 persen, yang sedang 80 persen dan yang kaya 15 persen. Hal ini

berarti mereka berpandangan bahwa masyarakat umumnya “sudah masuk

sejahtera” sebanyak 95 persen.

Tabel 4.2: Ukuran Kesejahteraan Masyarakat Santong

Level Kesejahteraan

Indikator

Sugih

Sedeng

Jleng

(Kaya)

(Sedang)

(Miskin)

1. Kondisi Rumah Rumah lantai Rumah Rumah bedek
keramik ukuran  lantai semen ukuran 3x5
minimal 10x10 ukuran 4x5 m?
m? (1 Are), m? - 7x6 m?
bertingkat
2. Kepemilikan Sawah  Luas kepemilikan Antara 0,25 Tidak punya
mulai 1 Ha keatas — 0,5 Ha lahan sawah
3. Kepemilikan Kebun Luas kepemilikan Antara 0,25  Tidak punya
mulai 1 Ha ke —0,5Ha kebun
atas
4. Kepemilikan Lahan Luas 1 — 3 Ha 0,25-<1 Tidak punya
HKm Ha lahan HKm
5. Jumlah Tabungan ~ Rp. 100 jutake < Rp. 100 Tidak punya
atas juta tabungan
6. Kemampuan Pendidikan anak ~ Minimal SD - SLTP/
Menyekolahkan minimal S1 SMA/ Sederajat
Anak Sederajat
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Tabel 4.2: Ukuran Kesejahteraan Masyarakat Santong (lanjutan)

Level Kesejahteraan
Indikator Sugih Sedeng Jleng
(Kaya) (Sedang) (Miskin)
7. Kepemilikan Ternak Antara 10 ekor ke 2 - < 10 ekor 1 ekor/ sebagai
Sapi atas pengadas
8. Kepemilikan Memiliki Mobil ~ Memiliki Tidak
Kendaraan Sepeda memiliki
Bermotor Motor kendaraan
bermotor
Distribusi Masyarakat 10% 85% 5%

Sedangkan hasil diskusi penentuan klasifikasi kesejahteraan di Sesaot
menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan ditentukan oleh kepemilikan:
(1] Aset Ekonomi (Economic Capital), yang meliputi kepemilikan motor,
rumah, dan tabungan; [2] Aset Sumberdaya Manusia (Human Capital),
yakni tingkat pendidikan anak, dan [3] Aset Sumberdaya Alam (Nazural
Resources Capital), yang meliputi kepemilikan sawah, kebun, akses Lahan
HKm, dan kepemilikan sapi.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat HKm Kawasan Santong
mengkatergorikan penduduk yang masih miskin atau kategori “Jleng” hanya
berkisar 5 persen, yang sedang 85 persen dan yang kaya 10 persen. Hal ini
berarti bahwa mereka berpandangan bahwa masyarakat umumnya “sudah
masuk sejahtera” sebanyak 95 persen. Jumlah penduduk “miskin” antara
wilayah Sesaot dan Santong relatif sama, walaupun terdapat perbedaan
pengukuran indikator kesejahteraan.
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Tabel 4.3: Ukuran Kesejahteraan Masyarakat Sambelia

Level Kesejahteraan
Sedeng
(Sedang)

Indikator

Sugih
(Kaya)

Jleng
(Miskin)

1.Kepemilikan Kendaraan Memiliki Mobil =~ Memiliki Tidak
Dump —Truck,  Sepeda memiliki
Engkel, L300 Motor kendaraan
bermotor
2.Kondisi Rumah Lantai rumah Lantai Lantai tanah,
keramik, tembok, semen, pagar pagar bedeq,
beratap genting, tembok, atap atap alang -
pagar, bertingkat/ asbes, lantai alang
berlantai 2 1
3.Kepemilikan Sawah Luas sawah : Maximal <2 < 0,5 Ha
Ha, Minimal
Minimal : 2 Ha 0,5 Ha
Maximal : > 5 Ha
4. Kepemilikan Ternak Minimal 20 ekor Minimal Tidak
Kerbau 5 ekor, memiliki
Maximal > 100 N fayimal < kerbau
ckor 20 ekor
5.Kepemilikan Tabungan ~ Nilai > Rp. 100 Minimal Tidak
juta Rp. 5juta,  memiliki
Maximal < tabungan
Rp. 100 juta
6.Kepemilikan Ternak Minimal 15 ekor Minimal Tidak
Sapi 1 ekor, memiliki
Maximal > 40 Maximal < ternak sapi;
ekor 15 ekor sebagai
pengadas
7.Kepemilikan Lahan 1-2Ha 0,5-<1Ha <0,5Ha
HKm
Distribusi Masyarakat ~ Sugian : 10 — 50-60% 30 -40%
20%
Dara Kunci : 70-80%  10-15%
10-15%
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Hasil diskusi penentuan Kklasifikasi kesejahteraan di  Sambelia
menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan ditentukan oleh kepemilikan:
(1] Aset Ekonomi (Economic Capital), yang meliputi kepemilikan kendaraan,
rumah, dan tabungan, dan [2] Aset Sumberdaya Alam (Natural Resources
Capital), yang meliputi kepemilikan sawah, ternak kerbau, ternak sapi, dan
akses Lahan HKm, dan kepemilikan sapi.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat HKm Kawasan Sambelia,
khususnya Desa Sugian mengkategorikan penduduk yang masih miskin atau
kategori “Jleng” hanya berkisar 30-40 persen, yang sedang 50-60 persen dan
yang kaya 10-20 persen. Hal ini berarti bahwa mereka berpandangan bahwa
masyarakat yang dikategorikan “belum masuk sejahtera” atau miskin sebanyak
30-40 persen untuk Desa Sugian dan 10-15 persen untuk Desa Dara Kunci.
Untuk masyarakat yang berpandangan bahwa mereka yang dikategorikan
sejahtera dalam kisaran 85-90 persen.

4.3 PENDAPATAN GARIS KEMISKINAN

Dengan menggunakan pengeluaran Garis Kemiskinan Pedesaan,
sebesar 337,333 rupiah per kapita per bulan untuk masyarakat pedesaan di
Provinsi Nusa Tenggra Barat, maka dengan rata-rata jumlah anggota keluarga
masyarakat HKm sebanyak 4,2 jiwa dan masyarakat Non-HKm sebanyak
3,8 jiwa, maka akan dapat ditentukan pendapatan Garis Kemiskinan per KK
per tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka Pendapatan Garis Kemiskinan
Masyarakat HKm sebesar 16,922,449 rupiah per tahun per keluarga, sedangkan
Pendapatan Garis Kemiskinan Masyarakat Non-HKm sebesar 15,432,985
rupiah per tahun per keluarga. Pendapatan Garis kemiskinan HKm lebih besar
dibandingkan Non-HKm, karena jumlah rata-rata anggota keluarga HKm
lebih besar dibandingkan Non-HKm.
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® Petoni Him ® Petoni NonHkm @ Tolal

Gambar 4.1: Pendapatan Garis Kemiskinan

15.90 Jutn 15.43
GK Non-HKm

® Petani HKm @ Petani Non-HKm

Gambar 4.2: Pendapatan Rata-rata dan Pendapatan Garis Kemiskinan
HKm dan Non HKm (Juta/KK/Thn)

Berdasarkan data tingkat pendapatan HKm dan Non-HKm,
menunjukkan bahwa tingkat pendapatan rata-rata masyarakat HKm sebesar
24,938,352 rupiah per tahun per KK, sedangkan tingkat pendapatan rata-
rata masyarakat Non-HKm sebesar 15,904,375 rupiah per tahun per KK.
Berdasarkan hal tersebut, maka:

1. Untuk HKm, tingkat pendapatan 24,938,35 rupiah per tahun per KK
yang jauh di atas pendapatan garis kemiskinannya, yakni 16,922,449
rupiah per tahun per KK
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2. Untuk Non-HKm, tingkat pendapatan 15,904,375 rupiah per tahun
per KK yang sedikir di atas pendapatan garis kemiskinannya, yakni
15,432,985 rupiah per tahun per KK

Walaupun Pendapatan Garis Kemiskinan HKm lebih tinggi dibandingkan
Pendapatan garis Kemiskinan Non-HKm, namun karena rata-rata pendapatan
HKm jauh lebih besar, maka tingkat kesejahteraan petani HKm lebih baik
dibandingkan masyarakat Non-HKm.

4.4 KONTRIBUSI HKm DALAM KESEJAHTERAAN

Berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan, baik untuk masyarakat
HKm dan Non-HKm, kemudian dilakukan pemisahan jumlah masyarakat
berdasarkan garis tersebut. Berdasarkan proses ini, dapat ditemukenali

bahwa:

1. Jumlah Masyarakat HKm yang mempunyai pendapatan di atas garis
kemiskinan mencapai 50,4 persen, dan

2. Jumlah Masyakarakat Non-HKm yang mempunyai pendapatan di atas
Pendapatan Garis Kemiskinan mencapai 37,50 persen,

® Sudsh Sejohien @ Belum Sejchiern

Gambar 4.3: Persentase Jumlah HKm dan Non- HKm yang masuk Kategori
“Sejahtera”

117



HUTAN KEMASYARAKATAN
Hidup-Matinya Petani Miskin

Kondisi di atas menjelaskan bahwa program HKm mempunyai
kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat lebib besar 12,9 persen
dari jumlah penduduk dibandingkan Non-HKm. Hal ini dihitung dari
selisih masyarakat yang sejahtera yang mendapatkan manfaat program HKm
dikurangi dengan masyarakat Non-HKm.

® [ kims (et Baminkinma @ Ut Beweh o, Evmnk i

Gambar 4.4: Persentase Jumlah HKm yang “Di Atas dan Di Bawah Garis
Kemiskinan”, menurut Wilayah

Pada Gambar 4.4 dijelaskan bahwa di Sambelia jumlah penduduk yang
di bawah Garis Pendapatan Kemiskinan sebanyak 70 persen, di Santong 50
persen, dan Sesaot 41 persen. Dengan demikian, jumlah penduduk Miskin
di Sambelia yang diikuti wilayah Santong dan kemudian di Sesaot.

janinmy

@ HimUF @ HEm RondOF @ Hkm 0P 5 Him Mo U7

Gambar 4.5: Distribusi Penduduk Miskin di Setiap Wilayah Menurut
Status HKm
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Pada Gambar 4.5, Distribusi Penduduk Miskin di HKm Sambelia, 48
persen merupakan HKm IUP, 30 persen HKm Non-IUP dan 14 persen
HKm IUP & Non-IUP. Untuk Santong, distribusi penduduk miskin 29
persen HKm IUP, 43 persen HKm Non-IUP dan 29 persen HKm IUP &
Non-IUP. Sedangkan di Sesaot, distribusi penduduk miskin 48 persen HKm
IUP, 17 persen HKm Non-IUP, dan 35 persen HKm IUP & Non-IUP,
sebagaimana dipaparkan pada Gambar 4.5.

Penduduk HKm IUP yang di atas Garis Kemiskinan sebesar 50,9 persen,
sedangkan yang di bawah garis kemiskinan 49,1 persen. Sedangkan penduduk
HKm Non-IUP yang di atas garis Kemiskinan sebanyak 47,2 persen,
sedangkan yang di bawah garis kemiskinan sebanyak 52,8 persen. Untuk
petani HKm IUP& Non-IUP yang ada di Atas Garis Kemiskinan sebanyak
52,5 persen dan yang di bawah garis kemiskinan sebanyak 47,5 persen.

Wil WOH-FGF

;
4
4
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2

& D Ao Garis Kamiskinan & Ui Bowah Garis Kemiskinus

Gambar 4.6: Persentase Jumlah HKm yang “di atas dan di bawah garis
kemiskinan”, menurut Status HKm
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Gambar 4.7: Distribusi Penduduk Miskin di Status HKm Menurut
Wilayah

Distribusi jumlah orang miskin di setiap status HKm dipaparkan pada
Gambar 4.7. Untuk HKm IUP 47,6 persen orang miskin ada di Sambelia,
28,6 persen di Santong dan 48,3 persen di Sesaot. Sedangkan distribusi
orang miskin pada HKm Non-IUP, 38,1 persen di Sambelia, 42,9 persen di
Santong dan 17,2 persen di Sesaot. Untuk distibusi orang miskin di HKm
IUP & Non-IUP tertinggi di Sesaot dan diikuti oleh Santong dan Sambelia.

4.5 PERAN PROGRAM HKm DALAM PENURUNAN
KEMISKINAN

Jika program HKm tidak ada, maka pendapatan petani HKm rata-rata
9,703,931 rupiah per KK. Jika menggunakan Pendapatan Garis Kemiskinan
16,922,449 rupiah per tahun per KK, maka hanya terdapat 18,80 persen
penduduk HKm yang pendapatannya di atas garis kemiskinan atau yang
sejahtera.
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&dn Progrom HKm Tidek Ada Progrom HKm

Gambar 4.8: Kemiskinan jika Tidak Ada Program HKm

Dengan perkataan lain, dengan tidak adanya lahan HKm yang dikelola,
masyarakat HKm akan masuk dalam kategori miskin mencapai 81,2 persen.
Hal ini berarti babhwa lahan HKm berkontribusi dalam penurunan
kemiskinan sekitar 31,6 persen dari masyarakat.

@ Penduduk Miskin Hm @Penduduk Miskin Hon-HKm
Gambar 4.9: Manfaat dan Dampak Program HKm Terhadap Penurunan
Kemiskinan
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Dengan asumsi bahwa keadaan masyarakat HKm dan Non-HKm
sebelum diintervensi pendapatannya rata-rata 9,7303,931 rupiah per tahun
per KK, maka intervensi program HKm dapat diidentifikasi manfaat langsung
program HKm terhadap penerima manfaat lahan HKm dan dampak yang
diterima oleh masyarakat yang tidak secara langsung menerima manfaat,
yakni Non-HKm. Berdasarkan hal ini dapat teridentifikasi manfaat dan
dampak program HKm dalam penurunan tingkat kemiskinan di masyarakat,
yakni sebagai berikut:

1. Manfaat total program HKm terhadap penurunan jumlah masyarakat
miskin sebesar 31,6 persen

2. Manfaat bersih program HKm terhadap penurunan masyarakat miskin
sebanyak 12,9 persen, dan

3. Dampak program HKm terhadap masyarakat Non-HKm terhadap
penurunan tingkat kemiskinan masyarakat sebesar 18,7 persen.

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya program HKm tidak hanya
meningkatkan pendapatan petani HKm, namun berdampak pada
perekonomian sekitar, yakni masyarakat Non-HKm. Hal ini pada akhirnya
terlihat bahwa program HKm tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan
langsung “kemiskinan” bagi penerima manfaat program langsung atau petani
HKm, namun memberikan dampak positif penurunan tingakat kemiskinan
masyarakat Non-HKm.

4.6 INDIKATOR PENYEBAB KEMISKINAN

Analisis  CHAID  menghasilkan  suatu  “dendrogram”,  yang
menggambarkan pengelompokan masyarakat berdasarkan hubungan
terstruktur peubah respon dengan indikator penjelas yang signifikan pada
taraf nyata a = 0,05. Dari 10 indikator yang dianalisis yaitu: [1] Usia, [2]
Pendidikan, [3] Anggota Keluarga, [4] Keluarga Bekerja,[5] Perkarangan, [6]
Perkebunan, [7] Ladang, [8] Sawah, [9] Status Lahan, dan [10] Pendapatan
dari Luar HKm, menunjukkan bahwa hanya terdapat 3 indikator yang
berkorelasi “kuat” terhadap pendapatan, yaitu [1] Indikator pendidikan, [2]
kepemilikan perkebunan dan [3] kepemilikan sawah.

Berdasarkan hasil analisis CHAID, diketahui bahwa pemilih dapat
diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, sebagaimana dipaparkan pada Tabel
4.4.
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Tabel 4.4: Pengklasifikasian Berdasarkan Diagram Pohon CHAID

Klasifikasi Node Keterangan

1 1 Masyarakat dengan pendidikan tidak sekolah,
SLTP dan Sarjana

2 2,4dan 6 Masyarakat berpendidikan SD, tidak punya
Sawah dan tidak punya Kebun

3 2,4dan7  Masyarakat berpendidikan SD, punya Sawah
tetapi tidak punya Kebun

4 2dan 5 Masyarakat berpendidikan SD dan punya
Kebun

5 3 Masyarakat berpendidikan SLTA

Tabel 4.5: Persentase Pengklasifikasian
Karaktersitik DAGK DBGK

1. Masyarakat dengan pendidikan tidak sekolah, 35,4% 64,6%
SLTP dan Sarjana

2. Masyarakat berpendidikan SD, tidak punya 40,5% 59,5%
sawah dan tidak punya kebun

3. Masyarakat berpendidikan SD, punya sawah 75% 25%
tetapi tidak punya kebun

4. Masyarakat berpendidikan SD dan punya 68,4% 31,6%
kebun

5. Masyarakat berpendidikan SLTA 87,5% 12,5%

Keterangan:

DAGK = Di Atas Garis Kemiskinan dan DBGK = Di Bawah Garis Kemiskinan

Berdasarkan pengklasifikasian pada Tabel 4.4, maka pada Tabel 4.5
dipaparkan persentase distribusi setiap klasifikasi atau karakteristiknya.
Berdasarkan “tabel persentase klasifikasi” diperoleh gambaran bahwa
karakteristik 3, 4 dan 5 adalah kelompok yang “Di Atas Garis Kemiskinan”
(DAGS), sedangkan masyarakat dengan klasifikasi kelompok 1 dan 2 berada
“Di Bawah Garis Kemiskinan” (DBGS). Berkaitan dengan hal tersebut,
dapat dikatakan babwa tingkat pendidikan yangrendah dengan ketiadaan
kepemilikan lahan sawah dan kebun sebagai faktor penyebab kemiskinan
masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi tingkat
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kemiskinan, maka akses terhadap lahan (access to natural resources capital)
dan tingkat pendidikan atau kualitas sumberdaya manusia (access to human
resources capital) menjadi persyaratan utama.

Tabel 4.6: Output Risk

Estimate Std. Error

.331 041
Growing Method: CHAID
Dependent Variable: Status

Keakuratan dari prediksi ini, selanjutnya digunakan pengujian resiko
output dari dugaan yang dilakukan atau ouzputs risk untuk “menguji kebaikan
model”. Hasil pendugaan resiko menunjukkan bahwa nilai pendugaan
sebesar 0.331, yang berarti resiko kesalahan dalam menduga diperkirakan
sebesar 33,1%. Hal ini memiliki arti bahwa model akan mempunyai
tingkat kesalahan dalam memprediksi atau mempunyai tingkat kesalahan
mengklasifikasi masyarakat sebesar 33,1% secara keseluruhan.

Tabel 4.7: Klasifikasi Menurut Pendapatan Garis Kemiskinan

Poverty Predicted
Observed DAGK  DBGK  Percent Correct
1 DAGK 33 34 49,3%
2 DBGK 10 56 84,8%
Overall Percentage 32,3% 67,7% 66,9%

Growing Method: CHAID
Dependent Variable: Status

Keterangan:

DAGK = Di Atas Garis Kemiskinan dan DBGK = Di Bawah Garis Kemiskinan

Keakuratan dari prediksi ini, bila dipisahkan untuk di Bawah Garis
Kemiskinan menunjukkan bahwa nilai pendugaan yang cukup benar mencapai
84,8 persen. Oleh karena itu, pendugaan penyebab faktor kemiskinan cukup
besar terhadap perkiraan seluruh populasi HKm.

124



4 - Sejahterakah Petani HKm?

4.7 DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT

Ketimpangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan
masyarakat di suatu daerah/wilayah pada waktu/kurun wakeu tertentu.
Kondisi distribusi pendapatan dapat dilukiskan dengan kurva Lorenz. Semakin
jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna),
semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang
paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan di mana
seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh
berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah
dan sumbu vertikal sebelah kanan.

Ketimpangan pendapatan pada masyarakat Non-HKm mencapai 0,766
di mana tingkat ketimpangan dalam kategori “Ketimpangan Tinggi”. Di sisi
lain, tingkat ketimpangan kelompok HKm justru lebih tinggi dibandingkan
kelompok Non-HKm, yakni mencapai 0,899, di mana tingkat ketimpangan
pendapatan dalam kategori “Ketimpangan Sangat Tinggi”.

Ketimpangan Pendapatan biasanya muncul pada awal-awal percumbuhan
ekonomi suatu Negara atau di tingkat masyarakat. Peningkatan pendapatan
masyarakat HKm yang cukup tinggi karena menerima akses kelola lahan
hutan, dalam jangka pendek memberikan efek pada ketimpangan pendapatan
masyarakat.

Tabel 4.8: Indeks Gini Pendapatan

Wilayah
Santong  Sesaot  Sambelia
HKm 0,768 0,778 0,727 0,839
HKm TUP 0,733 0584 [  o.884

Kelompok Total

HKm Non-IUP 0,658 0,613 0,763
HKm IUP & Non-IUP 0,666 0,708
Non-HKm 0,749

Total 0,788 0,801 0,702 0,855
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Hal serupa nampak pada nilai Indeks Gini di wilayah Santong (I1G=0,840),
yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Sambelia (IG=0,764). Hal
ini dikarenakan tingkat pendapatan pengelolaan HKm di Santong jauh lebih
besar peranannya dalam peningkatan pendapatan masyarakat dibandingkan
wilayah Sambelia dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dengan
jumlah penduduk miskin yang lebih besar.’

4.8 DISTRIBUSI PENGUASAAN LAHAN

Indeks Gini Penguasaan Lahan pada masyarakat Non-HKm bernilai
0,788 dengan kata lain dalam kategori “Ketimpangan Tinggi” dalam
penguasaan lahan. Di samping itu, dengan adanya program HKm,
ketimpangan penguasaan lahan menjadi meningkat, yakni dengan IG
sebesar 0,904 di mana masuk dalam kategori “Ketimpangan Sangat Tinggi”
dalam penguasaan lahan. Peningkatan ketimpangan kemungkinan terjadi
karena, [1] masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses lahan
HKm, schingga peningkatan akses penguasaaan lahan hanya terjadi pada
masyarakat tertentu, dan [2] munculnya penguasaan lahan HKm Non-IUP
dengan jumlah tidak seragam antar warga, justru mendorong peningkatan
“Ketimpangan Penguasaan Lahan”.

Tabel 4.9: Indeks Gini Penguasaan Lahan
Wilayah

LGRS Santong Sesaot  Sambelia fotal
HKm 0,858 0,927 0,838 0,904
HKm IUP 0,477 0,809 0,823
HKm Non-IUP 0,780 0,628 0,825
HKm IUP&Non-IUP 0,749 0,897
Non-HKm 0,788
Total 0,873 0,938 0,864 0,920

! Hasil Penelitian HKm di Kalibiru, Kulon Progo menjelaskan bahwa Tingkat Ketimpangan
Pendapatan Masyarakat HKm lebih besar dibandingkan masyarakat Non-HKm. Diadopsi
dari hasil pengolahan data survey PPK LIPI, tahun 2014. Hasil studi ini tertuang dalam Buku
“Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap Pendapatan dan Penguran-
gan Kemiskinan, PPK-LIPL, 2015.
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Hal ini sejalan dengan tingginya jumlah masyarakat HKm Non-IUP

di wilayah Sesaot dengan jumlah kepemilikan lahan yang beragam, justru

mendorong peningkatan ketimpangan lahan. Hal ini ditunjukkan oleh data

Indeks Gini penguasaan lahan di wialayah Sesaot mencapai nilai yang sangat

tinggi, yakni 0,91.

4.9 BENANG MERAH

Terkait peranan Program HKm dalam Kesejahteraan masyarakat,

terdapat beberapa catatan:

1.

Penilaian tentang tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan
PPA, menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan lebih ditentukan oleh
kepemilikan asset, baik akses ekonomi (economic capital), aset Sosial (sosial
capital), aset sumberdaya manusia (human resources capital) ataupun asset
sumberdaya alam (natural resources capital). Ukuran ini berbeda-beda
antar wilayah dan sifatnya bersifat lokal. Ukuran kesejahteraan menurut
BPS lebih ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat dibandingkan
dengan Pengeluaran/ Pendapatan Garis Kemiskinan.  Ukuran ini
lebih umum, indikator yang digunakan sama antar wilayah, terukur
(measurable), dan dapat dibandingkan antar wilayah (comparable),
sehingga bisa membuat “generalisasi” dan bisa dijadikan untuk meraih
kesimpulan umum secara nasional, karena mempunyai ukuran yang
sama antar wilayah.

Jumlah masyarakat HKm yang di atas Garis Kemiskinan sekitar 50,4
persen, sedangkan masyarakat HKm hanya 37,5 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa Program HKm berperan cukup besar dalam
peningkatan kesejahteraan, yakni sekitar 12,9 persen.

Jika Pendapatan Lahan HKm dikeluarkan, maka masyarakat HKm akan
masuk dalam kategori miskin mencapai 81,2 persen. Sehingga lahan
HKm berkontribusi dalam penurunan kemiskinan sekitar 31,6 persen
dari masyarakat.

Manfaat bersih program HKm dalam penurunan kemiskinan sebanyak
12,9 persen, sedangkan dampak program terhadap penurunan kemiskinan
sebesar 18,7 persen.

127



HUTAN KEMASYARAKATAN
Hidup-Matinya Petani Miskin

5. Tingkat pendidikan yang rendah dengan ketiadaan kepemilikan lahan
sawah dan kebun sebagai faktor penyebab kemiskinan masyarakat. Hal ini
menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan, maka
akses terhadap lahan dan tingkat pendidikan atau kualitas sumberdaya
manusia menjadi persyaratan utama

6. Untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan, maka akses terhadap
lahan dan tingkat pendidikan atau kualitas sumberdaya manusia menjadi
persyaratan utama. Program HKm merupakan program yang tepat,
karena memberikan akses terhadap lahan dan proses pemberdayaan
masyarakat dengan peningkatan aksesibiltas terhadap sumberdaya dan
kapasitas dalam tatakelola manajemen sumberdaya alam.

7. Wilayah HKm umumnya mempunyai karaketeristik dengan tingkat
ketimpangan pendapatan kategori “Ketimpangan Tinggi”, dimana
tingkat ketimpangan meningkat dengan adanya program HKm. Hal ini
sebagai efek jangka pendek pertumbuhan ekonomi akibat program HKm.
Ketimpangan ini juga dikontribusi oleh meningkatnya ketimpangan
penguasaan lahan, khususnya akibat munculnya HKm Non-IUP yang
luas lahannya tidak merata.

8. Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Pendapatan pada dasarnya lebih
dikarenakan oleh kondisi bahwa penerima lahan HKm tertulis justru
dimiliki oleh masyarakat dengan kondisi kepemilikan lahan sendiri yang
terluas juga.

4.10 PERTANYAAN LANJUTAN

Peranan Program HKm dalam Aspek Sosial telah berperan dalam
penurunan kemiskinan masyarakat, dengan kata lain telah berkontribusi
dalam peningkatan kesejahteraan sebagian masyarakat. Kondisi ini ternyata
diikuti oleh ketimpangan penguasaan lahan dan pendapatan.

Pertanyaannya adalah bagaimana perkiraan dampak ekologi akibat
adanya program HKm? Apa indikator yang digunakan? Bagaimana mengukur
dampak intangible value karena adanya kegiatan HKm? Akhirnya berapa
Manfaat Ekonomi-Ekologis tanaman HHK dan HHBK dalam mendukung
serapan “carbon stock” untuk mengurangi efek “Gas Rumah Kaca (GRK)”
sebagai acuan penilaian Jasa Lingkungan melalui mekanisme “Plan Vivo™?

ity |
U R N s
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“We must now agree a binding review mechanism under international law,
so that this century can credibly be called a century of decarbonization”

Angela Markel
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5.1 MANFAAT SUMBERDAYA HUTAN

Pengelolaan sumber daya hutan (SDH) selalu ditujukan untuk
memperoleh manfaat. baik manfaat langsung (tangible benefits) maupun
manfaat tidak langsung (intangible benefit). Untuk memahami manfaat SDH
ini maka perlu dilakukan penilaian terhadap semua manfaat yang dapat
dihasilkan oleh SDH tersebut. Penilaian manfaat barang dan jasa SDH sangat
membantu seorang individu, masyarakat atau organisasi dalam mengambil
suatu keputusan penggunaan SDH.

Penilaian merupakan upaya untuk menentukan nilai atau manfaat dari
suatu barang atau jasa untuk kepentingan tertentu masyarakat. Penilaian
mencakup kegiatan untuk pengembangan konsep dan metodologi untuk
menduga nilai total manfaat sumberdaya hutan. Nilai merupakan persepsi
manusia tentang makna suatu objek bagi orang tertentu, pada waktu dan
tempat tertentu. Persepsi tersebut berpadu dengan harapan ataupun norma-
norma kehidupan yang melekat pada individu atau masyarakat.'

Selanjutnya dikemukakan bahwa besarnya nilai manfaat sumberdaya
hutan sangat tergantung pada sistem penilaian yang dianut. Sistem nilai
tersebut antara lain mencakup : apa yang dinilai, kapan dinilai, dimana, dan
bagaimana menilainya. Penentuan nilai manfaat SDH merupakan hal yang
sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan SDH
yang semakin langka. Secara spesifik informasi tentang nilai SDH itu sangat
penting bagi para pengelola hutan untuk menentukan suatu rekomendasi
tertentu pada kegiatan perencanaan pengelolaan dan sebagainya. Selain itu
penilaian ekonomi bermanfaat untuk mengilustrasikan hubungan timbal
balik antara ekonomi dan lingkungan yang diperlukan untuk melakukan
pengelolaan SDH dengan baik dan menggambarkan keuntungan atau
kerugian yang berkaitan dengan berbagai pilihan kebijakan dan program
pengelolaan SDH sekaligus bermanfaat dalam menciptakan keadilan dalam
distribusi manfaat SDH tersebut.

Fungsi-fungsi hutan dapat dideskripsikan sebagai jasa-jasa yang
disediakan SDH untuk aktivitas ekonomi. Fungsi-fungsi hutan menjadi dasar
bagi semua kegiatan ekonomi. Sebagai contoh. fungsi-fungsi hutan mencakup

! Diadaptasi dari Davis. S. Lawrence. dan K.N. Johnson. 1987. Forest Management. Third
Edition. Mc. Graw-Hill Book Company. New York. St. Louis. San Fransisco. Toronto.
London dan Sydney
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menyediakan: [1] bahan baku untuk produksi, [2] penyediaan habitat, [3]
penyaringan air, [4] penyerapan CO,, [5] perlindungan garis pantai, [6]
pengendalian erosi, dan [7] fungis lain-lain. Fungsi-fungsi tersebut tergantug
pada interaksi yang kompleks antara penutupan vegetasi (vegetation cover).
tanah. mikroorganisme. dan komponen-komponen eksositem yang lain,
apabila salah satu dari komponen tersebut terganggu. rusak atau berubah.
maka kesejahteraan manusia dapat terganggu.

Dalam penilaian sumberdaya, perusakan fungsi-fungsi SDH tersebut
di atas diterima sebagai resiko yang dapat memberi dampak kesejahteraan
dan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Sebagai hasilnya, biaya
ckonomi yang meningkat akibat kualitas eksositem SDH yang menurun
dicakup dalam analisis. Pemanenan kayu dari hutan alam misalnya, dapat
menyebabkan kerugian ekonomi dalam aktivitas ekonomi yang lain. Dengan
demikian, dampak lingkungan yang luar biasa dari aktivitas pemanenan dapat
menyebabkan dampak negatif dalam bentuk biaya ekonomi pada kegiatan
ekonomi yang terkena dampak negatif tersebut. Adanya keterkaitan antara
fungsi hutan dengan kegiatan ekonomi sehingga harus diperhatikan dalam
pembuatan keputusan pengelolaan sumberdaya hutan.

5.2 PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN
IKLIM?

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata
permukaan bumi (atmosfer, laut, dan daratan). Pemanasan global disebabkan
oleh efek gas rumah kaca, yaitu meningkatnya konsentrasi gas-gas di atmosfir
yang menyebabkan panas dari radiasi sinar matahari tersimpan di permukaan
bumi. Gas-gas yang menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca utamanya,
yaitu [1] uap air, [2] karbon dioksida, [3] metana, [4] nitrogin dioksida, dan
[5] CFC. Dampak dari pemanasan global telah menyebabkan terjadinya
perubahan iklim yang ekstrim, misalnya [1] sering terjadi banjir karena curah
hujan yang terlalu tinggi, [2] kekeringan berkepanjangan karena musim
kemarau yang panjang, dan [3] suhu permukaan bumi yang semakin panas.
Bagi para petani hutan rakyat di pedesaan perubahan iklim yang ekstrim
telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam pranata mangsa (tata

? Diadopsi dari buku “Menghitung Cadangan Karbon di Hutan Rakyat”. ARUPA. 2014
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waktu bercocok tanam). Perubahan iklim adalah terjadinya perubahan iklim
di bumi, di mana terjadi perubahan variabel, khususnya suhu udara dan curah
hujan secara berangsur-angsur dalam jangka panjang.
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Gambar 5.1: Ilustrasi Pemanasan Global

Untuk menghadapi terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh
pemanasan global ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu: [1] adaptasi dan
(2] mitigasi. Adaptasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi
dampak perubahan iklim yang sudah atau mungkin akan terjadi; misalnya
dengan menemukan bibit unggul tanaman pangan yang tahan terhadap [1]
suhu tinggi, [2] tahan kekeringan, [3] tahan salinitas, [4] tahan genangan, dan
[5] beremisi rendah. Sedangkan Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca yang merupakan sumber penyebab terjadinya
pemanasan global; misalnya dengan cara: [1] memperbanyak penanaman
dan pemeliharaan pohon, [2] mengurangi penebangan pohon, serta [3] tidak
melakukan pembakaran besar-besaran.
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Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk nyata dari mitigasi
perubahan iklim yang sudah dilakukan oleh para petani hutan rakyat. Hutan
Kemsayarakatan berperan penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di udara yang kemudian disimpan
dalam pohon.

Kebanyakan petani hutan rakyat belum menyadari pentingnya Hutan
Kemasyarakatan dalam mitigasi perubahan iklim. Kebanyakan petani hutan
rakyat tidak mengetahui berapa banyak karbon dioksida yang sudah terserap
oleh hutan rakyat mereka. Dalam konteks lebih luas masyarakat juga belum
banyak yang memahami berbagai istilah terkait dengan pemanasan global dan
perubahan iklim.

5.3 MEMBANGUN DAN MELINDUNGI HUTAN

Hutan yang terdiri dari pohon-pohon merupakan komponen terbesar
yang mampu menyerap karbon dan kemudian menyimpanya. Dengan
membangun dan sekaligus melindungi hutan berarti bahwa sebuah tindakan
untuk mengurangi efek yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Dengan
demikian diharapkan terdapat pengurangan dampak perubahan iklim yang
terjadi.

Banyak hal yang dapat dilakukan selain membangun hutan dan
melindungi hutan. Salah satunya dengan mengurangi pembakaran dan
pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Tetapi hutan yang terdiri dari
pohon-pohon jika dibakar merupakan penghasil emisi terbesar dibandingkan
dengan emisi pembakaran motor, mobil maupun pesawat terbang. Secara
umum perubahan iklim akan membawa perubahan kepada parameter cuaca,
seperti [1] temperatur, [2] curah hujan, [3] tekanan, [4] kelembaban udara, [5]
arah angin, [6] kondisi awan, dan [7] radiasi matahari. Parameter-parameter
tersebut kemudian akan berdampak pada sektor sumber daya air, pertanian,
perikanan serta pantai.

Pada tahun 2007 hampir seluruh kota di Jawa mengalami bencana
puting beliung. Banjir ada dimana-mana karena curah hujan yang tinggi
pada saat musim hujan dan kemudian terjadi kekeringan yang luar biasa pada
musim kemarau. Akibatnya petani mengalami kebingungan pada saat mulai
menanam tanaman pertanian, karena perubahan musim tanam atau pranata
mangsa. Upaya atau langkah-langkah yang diambil/dilakukan dalam rangka
mengantisipasi terjadinya perubahan iklim.
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MATAHARI

Gambar 5.2: foto Sintesis Sederhana

Untuk melakukan adaptasi perubahan iklim dapat melakukan
pembangunan fasilitas keschatan yang memenuhi (baik) dan melakukan
seleksi bibit unggul. Upaya mengurangi efek merugikan yang timbul dari
adanya perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas rumah kaca yang dihasilkan oleh
aktivitas yang ada. Gas rumah kaca sendiri terdiri dari karbondioksida.
Melakukan penggunaan biofuel, menghemat energi, mengurangi pembakaran,
penggunaan lahan untuk menyerap dan menyimpan karbon lebih lama dan
melakukan penanaman lahan-lahan gundul atau dengan kata lain dapat
dikatakan dengan membangun dan melindungi hutan.

Pohon yang ditebang menyebabkan biomassa yang tersimpan akan
membusuk dan menghasilkan gas karbon dioksida (CO,), sehingga akan
meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang akan memerangkap
panas yang terpancar di permukaan bumi. Ketika pohon habis maka kita
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sebenarnya adalah kehilangan sumberdaya yang sangat berharga karena pohon
adalah komponen yang mampu menyerap kemudian menyimpan karbon
melalui proses fotosintesis.

5.4 MAKNA DAN SIKLUS KARBON

Karbon dioksida adalah senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen
yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Karbon dioksida
(CO,) ini juga sering disebut dengan zat asam arang. Karbon dioksida (CO,)
dihasilkan oleh semua hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme pada
proses respirasi dan digunakan untuk kegiatan fotosintesis. Karbon dioksida
ini juga dihasilkan dari pembakaran seperti pembakaran hutan (pohon) dan
pembakaran melalui penggunaan bahan bakar minyak. Karbon (CO,) adalah
unsur kimia dengan nomor atom 6 dan merupakan unsur bukan logam.
Jika terlepas diudara dan terikat dengan oksigen maka karbon akan menjadi

(CO).
Karbon dapat ditemukan pada makhuk hidup baik yang sudah mati

ataupun masih hidup. Contohnya di dalam sebuah ekosistem hutan. Karbon
dapat ditemukan pada pohon (baik yang hidup atau mati), tumbuhan bawah
(baik yang hidup atau mati), serasah hutan, dan tanah. Karbon-karbon dapat
ditemukan dalam dalam mahluk hidup yang melalui fotosintesis kemudian
karbon ini akan bersifat padat. Saat lepas ke udara karbon (C) akan berikatan
dengan oksigen (O,) yang kemudian menjadi zat asam arang (CO,). Zat
asam arang inilah yang berbahaya dan akan merusak gas rumah kaca jika

berlebihan.

Proses fotosintesis pada tumbuhan digunakan untuk memproduksi
makanan menggunakan CO, dan H O yang kemudian dijadikan bahan
makanan bagi tumbuhan tersimpan pada batang, akar dan daun tumbuhan.
Sehingga pada proses ini mampu mengurangi emisi CO, di udara melalui proses
fotosintesis dan melepaskan O, atau sering disebut banyak ahli lingkungan
adalah carbon sink. Tanaman-tanaman yang ada di hutan merupakan
penyerap karbon yang efektif selama keberadaanya di pertahankan. Namun
demikian apabila pohon-pohon ini ditebang maka kandungan CO, yang ada
di dalam batang akan hilang dan tidak lagi berfungsi sebagai penyerap CO,

atau carbon source. >

3 Diadaptasi dari Oliver. M. A. (1991). Disjunctive Kriging: An Aid to Making Decisions on
Environmental Matters. Area 23:19-24
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Upaya mengkuantifikasi karbon yang diserap oleh hutan sebagai penyerap
karbon dapat dilakukan dengan pendekatan biomassa dimana 40% - 50%
dari biomassa tumbuhan adalah karbon. Pendugaan biomassa tumbuhan
dapat dilakukan pendekatan dengan mengukur diameter lingkar batang dan
tinggi. biasanya para ahli ekologi membagi menjadi tiga sampai empat kelas,
antara lain [1] semai, [2] tiang pancang, dan [3] pohon. Data yang didapat
dari hasil pengukuran diameter dan tinggi akan dikonversi menjadi biomassa
dengan pendekatan persamaan alomterik, yang di dapat dari kajian-kajian
sebelumnya.

Gambar 5.3: Siklus Karbon

Gambar 5.3 menerangkan siklus karbon yang ada di alam ini diawali
dari penyerapan karbon di udara oleh tumbuhan. Senyawa karbon C
yang ada di udara digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotositesis
dimana tumbuhan menyerap senyawa karbon C yang ada di udara dan air
menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan berupa glukosa
sisa dari hasil fotosintesis berupa O,. Setelah tumbuhan mati maka senyawa
karbon yang ada di tumbuhan yang berada di batang daun dan akar akan
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diuraikan oleh bakteri decomposers dan tersimpan di dalam tanah kemudian
tersidimentasi dalam bentuk minyak bumi atau energi fosil. Sebagian dari
proses dekompser di lepas di udara dalam bentuk senyawa CO,. Energi fosil
kemudian digunakan sebagai bahan bakar dilepaskan keudara dalam bentuk
CO, melalui proses pembakaran baik industri maupun transportasi.

Proses pelepasan CO, di udara yang berlebihan akan menyebabkan
penurunan kualitas lingkungan dan pemanasan global. Apalagi ditambah
dengan berkurangnya vegetasi yang mana salah satu fungsinya adalah
menyerap senyawa CO, yang digunakan untuk proses fotosintesis. Para ahli
dan penggiat lingkungan menggunakan siklus karbon sebagai skema untuk
pembayaran jasa lingkungan diharapkan dari skema ini mampu menekan laju
penambahan karbon di udara.

5.5 GAS RUMAH KACA DAN SKEMA KARBON

Bertambahnya gas rumah kaca, seperti karbon dan metana di atmosfir
akan menjadi perangkap radiasi sinar matahari sehingga suhu rata-rata di
permukaan bumi menjadi meningkat, hal ini yang sering di sebut efek rumah
kaca. Kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akan berdampak terhadap
perubahan iklim global. Perubahan iklim global akan mengakibatkan kenaikan
muka laut. perubahan pola hujan dan penipisan lapisan ozon. Dampak
perubahan iklim. salah satunya adalah kerentanan pangan yang disebabkan
karena penurunan hasil pertanian yang diakibatkan perubahan iklim yang
tidak menentu.

Hinggasaatinimasih terjadi perdebatan politik dan publik dunia mengenai
tindakan untuk mengurangi pemanasan global. Pada bulan Desember tahun
1997 di Kyoto Jepang negara-negara berkumpul untuk membahas pemanasan
global sehingga dihasilkan komitmen untuk mengurangi 5% emisi gas rumah
kaca yang disepakati dalam Protokol Kyoto. Clean Development Mechanism
(CDM) merupakan satu-satunya flexibility mechanisms dalam Protokol Kyoto
yang memberikan peran bagi negara berkembang (non-Annex I) untuk
membantu target penurunan emisi gas rumah kaca negara Annex I. Dalam
CDM negara-negara Annex I dapat memenuhi target kewajiban penurunan
emisinya melalui investasi proyek penurunan emisi (emission reduction
project) maupun perdagangan karbon dengan negara-negara non-Annex I
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Dapat dikatakan bahwa CDM merupakan gabungan antara JI dan IET.
Adapun tujuan CDM sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 Protokol Kyoto
adalah:

1. Membantu negara berkembang yang tidak termasuk dalam negara
Annex I untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta
menyumbang pencapaian tujuan utama UNFCCC, yakni menstabilkan
konsentrasi gas rumah kaca dunia pada tingkat yang tidak akan
mengganggu sistem iklim global; dan

2. Membantu negara-negara Annex I dalam memenuhi target penurunan
emisi di negaranya.

CDM diharapkan dapat menjadi faktor pendukung munculnya
proyek-proyek berbasis lingkungan di negara Non-Annex I. Proyek berbasis
lingkungan tersebut akan dinilai, dievaluasi, dan divalidasi apakah telah
berhasil menurunkan tingkat emisi. Kemudian akan diterbitkan Certified
Emission Reduction (CER), yakni sertifikasi reduksi emisi yang setara dengan
1 ton CO, oleh CDM Executive Board. Dengan CER, negara-negara Annex I
dapat mengkonversi nilai tersebut untuk memenuhi target penurunan emisi

negaranya.

Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai area huta tropis sekitar
120.35 juta ha atau sekitar 68 persen adalah hutan. Pada tanggal 24 Juni 2004
disahkanya UU No 17 Tahun 2004 tentang pengesahan Kyoto protocol to
the united nation framework of climate change. Indonesia berkomitmen dalam
menanggulangi dampak perubahan iklim.

Dalam konteks mekanisme CDM khususnya. Indonesia sebagai negara
non-Annex I memiliki keuntungan masuknya investasi asing, terutama dari
negara Annex I dalam mendukung proyek berbasis lingkungan domestik.
Beberapa keuntungan tersebut, antara lain: [1] Sumber dana, [2] Fasilitas alih
teknologi, [3] Fasilitas peningkatan kemampuan, [4] Fasilitas adaptasi terhadap
perubahan iklim, [5] Rehabilitasi kawasan hutan, dan [7] Kompensasi carbon
sequestration.
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5.6 PENDUGAAN “STOCK"” KARBON
PENDEKATAN PENDUGAAN KARBON*

Untuk menduga kandungan karbon yang ada di suatu area dalam
pendekatan geostatistik terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu
metode prospective sampling dan random sampling. Prospective sampling adalah
metode pengambilan data dengan mengambil semua objek data yang ada di
suatu wilayah. Sedangkan random sampling adalah pengambilan obyek data
dengan melakukan klasifikasi obyek data kemudian dilakukan pengambilan
sample secara acak dan mengacu pada studi literatur yang telah ada. Gambar
5.4 adalah metodologi pendugaan “Carbon Stock (CS)” atau cadangan
karbon.

METODE PENDUGAAN KARBON?®

Dalam pendugaan “stock” karbon maka digunakan Geostatistik dan
Random Sampling Plot. Geostatistik adalah metode yang digunakan untuk
melihat hubungan antara variable yang diukur pada titik tertentu dengan
variable yang sama di ukur pada titik dan jarak tertentu dari titik pertama
(data spasial) dan digunakan untuk mengestimasi parameter di tempat yang
tidak diketahui datanya (Oliver and Carol. 2005). Penerapan geostatistik
pada pengukuran karbon digunakan untuk memudahkan dan meminimalisir
biaya pengambilan data berupa titik plot jumlah pengukuran vegetasi yang
akan di konversi menjadi karbon.

Sebelum melakukan pengukuran di lapangan untuk melakukan analisis
vegetasi berupa stok karbon di suatu wilayah. Jika menggunakan sample acak
maka diperlukan analisis spasial untuk menduga jumlah sebaran sample yang
ada di lapangan. Analisis spasial digunakan untuk melakukan klasifikasi data
pada kasus ini adalah tutupan vegetasi di wilayah sehingga dapat diambil
samplenya. Data spasial berupa data foto udara yang terkoreksi geometrik

4 Diadaptasi dari Oliver. M. A.. Muir. K. R.. Webster. R.. Parkes. S. E.. Cameron. A. H.. Ste-
vens. M. C. G. and Mann. J. R. (1992). A Geo-Statistical Approach to the Analysis of Pattern
in Rare Disease. Journal of Public Health Medicine 14:280-289.

> Diadaptasi dari Kumagai. K. (2010). Spatial aanalysis of vVegetation dDistributions in uurban-
ized aarea on a Regional Scale. Department civil and environmental engineering. Setsunan
University. 17-18 Tkeda —Nakmaci. Neyagawa Osaka. JAPAN
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sehingga dapat dihasilkan luasan antara lain data drone, lidar, dan landsat.
Untuk melakukan pengklasifikasian data biasanya menggunakan algoritma
NDVI (Normalize Deferential Vegetation Index).

I':un:]u.-:'-.uu dota dan

pendugoss ok karbea

Gambar 5.4: Pendekatan Pendugaan Karbon Stok

NORMALIZE DIFFERENTIAL VEGETATION INDEX

Normalized Differce Vegetation Idex (NDVI) adalah suatu algoritma yang
digunakan untuk melakukan klasifikasi vegetasi berdasarkan tingkat kehijauan
tanaman. [ndeks vegetasi adalah besaran nilai kehijauan yang diperoleh dari
pengolahan sinyal digital data nilai kecerahan atau brightness beberapa kanal
data sensor satelit. Untuk pemantauan vegetasi dilakukan proses pembanding
antara tingkat kecerahan kanal red dengan kanal cahaya infrared yang dekat
dengan jaringan mesofil yang terdapat pada daun akan membuat nilai
kecerahan yang diterima sensor satelit pada kanal-kanal tersebut akan berbeda
jauh. Nilai dari algoritma tersebut adalah 1 sampai dengan -1. Dari algortima

NDVI dapat dilakukan pengkelasan berdasarkan nilai yang dihasilkan.
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Terdapat dua metode pengkelasan secara spasial, yakni [1] pengkelasan
terbimbing atau supervised classification dan [2] pengkelasan tidak terbimbing
sering disebut dengan unsupercesed classification.

Contoh analisa foto udara menggunakan algoritma NDVI ditunjukkan
pada Gambar 5.6. warna merah menggambarkan non vegetasi sedangkan
warna hijau menggambarkan vegetasi, semakin merah warna pada peta maka
semakin hilang vegetasi/deforestasi.

Gambar tersebut merupakan proses pengklasifikasian area menggunakan
algoritma NDVI di mana digunakan untuk melakukan klasifikasi area yang
terbuka (tidak terdapat tutupan vegetasi) dan area yang mempunyai tutupan
vegetasi. Setelah mendapatkan klasifikasi tutupan vegetasi mengacu pada
standar tutupan vegetasi yang dikeluarkan oleh Puspijak KLHK maka di
lakukan analisa luas setiap klasifikasi (N) sehingga dapat diduga jumlah plot
karbon yang akan diambil (n).

PENGAMBILAN DATA PLOT KARBON

Untuk mengetahui total plot karbon yang akan diambil menggunakan
random sampling. Dimana n adalah jumlah total plot yang akan diambil. N
luas area yang akan diambil plot karbonya. t_ adalah nilai sebaran normal. Si
adalah standar defiasi biomassa stok karbon pada klasifikasi area proyek.

(N x (t)* x (X, (Wi x Si)?)
(NxE?+ (tw))

Dari persamaan tersebut akan dihasilkan jumlah plot yang akan
diambil berdasarkan klasifikasi tutupan vegetasi yang telah dianalisa spasial
menggunakan algoritma NDVI. Pengambilan populasi vegetasi atau sensus
pohon menggunakan plot berupa transek quadran dengan ukuran 20 x 125.
dimana pada plot tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian berdasarkan
ukuran vegetasi yang di ambil, antara lain tiang, pancang, dan pohon. Hal
ini digunakan untuk mengetahui rata-rata populasi di pohon yang ada pada
masing-masing kelas tutupan vegetasi dengan tujuan mengetahui dominasi
vegetasi yang ada di setiap plot.

143



HUTAN KEMASYARAKATAN
Hidup-Matinya Petani Miskin

Tahun 1995 Tahun 2005
Tahun 2013 Tahun 2015

Gambar 5.5: Analisis Foto Udara Landsat tm dan Landsat 8§ USGS Data

Tahun 1995-2015

1995-2000 2000-2003 2003-2015

Gambar 5.6: Hasil Analisa Hutan yang Tersisa Menggunakan Foto Udara
Landsat
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5.7 TEKNIK MENGUKUR KARBON
KARBON DAN JASA LINGKUNGAN

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pohon akan menyerap dan
menyimpan karbon. Berapa kilogram atau ton dalam setiap pohon atau hutan
dalam sebuah kawasan bisa dihitung. Karbon hutan sangat mudah dihitung,
ada beberapa parameter yang akan dihitung, seperti [1] tinggi dan diameter
pohon atau [2] kandungan organik dalam tanah dan berat seresah ataupun
tumbuhan bawah. Pohon adalah komponen yang mampu mengurangi
dampak perubahan iklim. Dengan adanya perhitungan ini dapat diketahui
berapa kemampuan pohon menyerap sekaligus menyimpan cadangan karbon
dalam hutan.

Ada beberapa skema di mana hutan sebagai penyerap karbon dan
penyimpan karbon dihargai antara lain [1] skema jasa lingkungan dan [2]
REDD. Salah satu yang sudah terjadi di Indonesia adalah jasa lingkungan.
Jasa lingkungan, yakni penyediaan pengaturan, penyokong proses alami,
pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat
bagi keberlangsungan kehidupan.

Empat jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah
jasa lingkungan [1] tata air, [2] keanekaragaman hayati, [3] penyerapan
karbon, dan [4] keindahan lanskap. Penyedia dan jasa lingkungan dapat
berupa: (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c¢) perkumpulan; (d)
badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat yang mengelola
lahan yang menghasilkan jasa lingkungan serta memiliki izin atau hak atas
lahan tersebut dari instansi berwenang.

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) berupa pembayaran finansial dan non
finansial kepada pengelola lahan atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Sistem
PJL adalah mekanisme pembayaran finansial dan non-finansial dituangkan
dalam kontrak hukum yang berlaku meliputi aspek-aspek legal, teknis
maupun operasional. Tujuannya adalah sebagai alternatif sistem produksi dan
pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan sebagai upaya meningkatkan
kesejahteraan pengelola lahan sebagai upaya perlindungan lingkungan dan
pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang
lestari.
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Model PJL di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau. DAS Cidanau
merupakan sumber air satu-satunya bagi industri di kawasan. sedangkan
Cilegon yang merupakan sumber air bagi sekitar 100 industri yang
beroperasi di Cilegon. Pemegang Izin pengambilan air di DAS Cidanau
adalah PT. Krakatau Tirta Industri (KTI), izin ini dikeluarkan oleh PEMDA
Serang - Provinsi Banten. Rahadian menjelaskan model pembayaran jasa
lingkungan yang sudah diterapkan di daerah DAS Cidanau, Banten. Dalam
pelaksanaannya, dibentuk suatu Forum Komunikasi DAS Cidanau atau
disingkat FKDC berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten
yang beranggotakan unsur masyarakat, pemerintah, LSM, dan swasta.

TEKNIK MENGUKUR KARBON

Terdapat 3 (tiga) komponen cadangan karbon di hutan, yaitu:

1. Biomassa (tumbuhan yang masih hidup) yaitu pohon dan tumbuhan
bawah (misalnya: semak, tumbuhan menjalar, rumput, dan gulma)

2. Nekromassa (tumbuhan yang sudah mati) yaitu pohon yang sudah mati
(baik masih berdiri maupun sudah rebah) dan serasah (bagian tumbuhan
yang sudah gugur dan berada di lantai hutan).

3. Babhan organik dalam tanah yaitu sisa-sisa mahluk hidup (tumbuhan,
hewan, dan manusia) yang sebagian atau seluruhnya telah mengalami
pelapukan menjadi tanah.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran cadangan karbon adalah:

Penyiapan alat dan bahan.

Penyiapan tim pengukur.

Pembuatan plot (petak ukur).

]
]
] Penentuan sampel.
]
] Pengukuran parameter. dan
]

Penggambaran ekodia.
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Mengukur Diameter Pohon. Lilitkan pita meter pada batang pohon
setinggi dada (1.3 meter). Posisi pita meter harus tegak lurus. Baca skala pada
pita meter. Skala yang terbaca menunjukkan keliling batang.

e st - % ;;"ﬁ'r:‘...mm..

1 ] ‘mhnﬁm

9. Pohon Trubusan:
DBE 1,3m deri fanah

i ba
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Gambar 5.7: Posisi Diameter Setinggi Dada pada berbagai Kondisi Pohon

Menaksir Tinggi Pohon. Penaksiran biasanya dilakukan dengan
menggunakan clinometer atau laser distance dimana yang diukur adalah tinggi
total dan tinggi bebas cabang. Pengambilan data tinggi pohon ini untuk
mendukung salah satu alometrik yang membutuhkan tinggi pohon dalam
perhitungannya.
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PERHITUNGAN CADANGAN KARBON

Setelah pengukuran di lapangan selesai. kemudian dilakukan
penghitungan cadangan karbon. Penghitungan cadangan karbon dilakukan
dengan menggunakan Rumus Allometrik. Untuk penghitungan cadangan
karbon pada hutan rakyat di Jawa, maka rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut.

Tabel 5.1: Rumus Allometrik untuk Menaksir Biomasa

Jenis Pohon Biomasa Total

1. Mahoni Bt = 0.9029(D2.H) 684
2. Sonokeling Bt = 0.7458(D2.H)6394
3. Jati Bt = 0.0149(D2.H) 0835
4. Sengon Bt = 0.0199(D2.H)?929
5. Akasia Auri Bt = 0.0775(D2.H)?%018
6. Lain-lain Bt = 0.0219(D2.H)10102

5.8 ANALISIS DAN PROYEKSI KARBON

WILAYAH SAMBELIA

HKm Sambelia dengan luas 402 Ha dengan tipe lahan agroforest memiliki
bermacam — macam jenis tanaman baik tanaman kayu dan MPTs. Tanaman
yang paling dominan adalah pohon sengon dan jambu mente (diamater > 30
up). Dalam menentukan stok karbon di HKm Sambelia dengan skema Plan
Vivo. pendekatan yang digunakan adalah Aforestasi/Reboisasi. Skema Plan
Vivo perlu melihat tanaman yang ada dengan pada kondisi saat ini (baseline)
dan perencanaan tanaman yang akan ditanam (project scenario). Baseline dari
areal HKm Sambelia. di dapat tanaman yang ada hanya 2 jenis yaitu Sengon
dan Jambu Mente. Baseline tanaman yang terdapat di HKm Sambelia
sebanyak 22 tanaman per Ha dengan rata — rata karbon stok 93.09 tC/Ha.

Sebelum intervensi. total karbon stok yang berada di HKm Sambelia
dengan luas 402 ha sebanyak 29.939 tC. Peningkatan stok karbon per tahun
dari baseline sebesar 1.46 tC/ha/thn. Jika ada intervensi Proyek MCA-I, Hkm
Sambelia dengan intervensi Aforestasi/Reboisasi telah dilakukan penanaman
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dengan jumlah rata-rata tanaman sebanyak 400 pohon/hektar, sedangkan
pada baseline sudah ada 22 pohon/hektar. Untuk memperoleh capaian
tersebut dibutuhkan tambahan tanaman sebanyak 378 pohon/hektar.

Tabel 5.2: Karbon. Kepadatan Tanaman dan Percumbuhan Karbon.
Sebelum dan Sesudah Intervensi. HKm Sambelia

Indikator Satuan Nilai

A. Sebelum Intervensi

Rataan Cadangan Karbon tC/ha/thn 93.09
Kepadatan Pohon (Baseline) Pohon/ha 22
Pertumbuhan Karbon TC/ha/Thn 1.46
Area yang Bisa Ditanami ha 402
B. Setelah Intervensi

Rataan Cadangan Karbon tC/ha/thn 101
Kepadatan Pohon Pohon/ha 400
Tanaman Tambahan Pohon/ha 378

Tabel 5.3: Proyeksi Cadangan Karbon 10 Tahun: Tanpa dan Dengan
Intervensi. HKm Sambelia

Cadangan Karbon (tC/ha/thn)

Intervensi/Project Scernario

Proyeksi Tar.lpa Tambahan
Intervensi Total Karbon
Karbon
1 93.09 0.00 93.09
2 94.55 0.00 94.55
3 96.01 0.00 96.01
4 97.47 32.01 129.48
5 98.93 40.31 139.24
6 100.39 50.66 151.05
7 101.85 63.25 165.10
8 103.31 78.28 181.58
9 104.77 95.91 200.68
10 106.23 116.34 222.56
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Tabel 5.4: Proyeksi Komulatif Cadangan Karbon 10 Tahun: Sebelum dan
Sesuah Intervensi HKm Sambelia

Cummulative Cur;:lo;lcitive Estimated Eg:;:::iicjl Net Average
Chhiging Bész)hne Scenario S CO? . After 20% Buffer S CO? .
He CO,e equestration Deduction equestration
1 143.494.86 143.494.86 0.00 - 14.345.71
2 145.744.33 145.744.33 0.00 - 14.345.71
3 147.993.79 147.993.79 0.00 - 14.345.71
4 150.243.26 199.576.13 49.332.87 39.466.30 14.345.71
5 152.492.72  214.626.22 62.133.49 49.706.80 14.345.71
6 154.742.19  232.825.74 78.083.56 62.466.84 14.345.71
7 156.991.65  254.484.55 97.492.90 77.994.32 14.345.71
8 159.241.12  279.894.29  120.653.18 96.522.54 14.345.71
9 161.490.58  309.331.79 147.841.21 118.272.97 14.345.71
10 163.740.05  343.061.48  179.321.43 143.457.15 14.345.71
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Gambar 5.8: Proyeksi Serapan Karbon selama 10 Tahun HKm Sambelia
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Berdasarkan hasil perhitungan baseline (sebelum intervensi) dan project
scenario (setelah intervensi) serta telah dikurangi jumlah buffer sebesar 20%.
Maka dalam 10 tahun HKm Sambelia akan menghasilkan serapan karbon
sebesar 143.457 ton CO.e. Jika dirata-rata, maka serapan karbon atau net
carbon benefit yang dihasilkan di HKm Sambelia adalah 14.345 ton CO,e per
tahun.

Dari Tabel 5.4. dapat dihitung jumlah serapan karbon yang dihasilkan.
jika tanpa intervensi proyek dan dengan intervensi proyek dan net carbon
benefir pada tiap hektarnya. Data tersebut lebih lengkap dapat dilihat pada
Tabel 5.5. Net Carbon Benefit yang diterima selama 10 tahun HKm wilayah
sambelia sebesar 3.101.47 tCO2e/ha.

Tabel 5.5: Serapan Karbon Sebelum dan Sesudah Intervensi. Faktor
Pengkoreksi dan Manfaat Bersih Karbon HKm Sambelia

Indikator Satuan Nilai

A. Sebelum Intervensi

Baseline carbon uptake i.e. without project ~ tCO, e/ha 450.40
B. Setelah Intervensi

1. Carbon Uptake/Emissions Reductions with ~ tCO, e/ha 4.439.84

project
2. Deduction of Risk Buffer tCO, e/ha 887.97
3. Net Carbon Benefir tCO, e/ha 3.101.47
WILAYAH SANTONG

HKm Santong dengan luas 221 Ha dengan tipe lahan agroforest memiliki
bermacam — macam jenis tanaman baik tanaman kayu dan MPTs. Tanaman
yang dominan di Kawasan Santong adalah pohon Dadap dan Sengon
(diamater > 30 up). Dalam menentukan cadangan karbon di HKm Santong
dengan skema Plan Vivo, pendekatan yang digunakan adalah Aforestasi/
Reboisasi. Dalam Skema Plan Vivo, perlu melihat tanaman yang ada dengan
pada kondisi saat ini (baseline) dan perencanaan tanaman yang akan ditanam
(project scenario). Baseline dari areal HKm Santong, di dapat tanaman yang
ada hanya 9 jenis, yaitu [1] Sengon, [2] Dadap, [3] Mahoni, [4] Durian,
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[5] Goak, [6] Kemiri, [7] Nangka, [8] Randu, dan [9] Udu. Baseline tanaman
yang terdapat di HKm Santong sebanyak 112 tanaman per ha dengan rata —
rata karbon stok 104.52 tC/ha.

Total karbon stok yang berada di HKm Santong dengan luas 221 ha
sebanyak 23.098.22 tC. Peningkatan stok karbon per tahun dari baseline
sebesar 5.40 tC/ha/thn. Tabel 5.7 menjelaskan tentang proyeksi peningkatan
karbon dalam 10 tahun di Kawasan HKm Santong.

Dalam Project Scenario Hkm Santong dengan intervensi Aforestasi/
Reboisasi akan dilakukan penanaman adalah memperoleh rata-rata tanaman
sebanyak 400 pohon/hektar. Sedangkan pada baseline sudah ada 112 pohon/
hektar. Maka untuk memperoleh capaian tersebut dibutuhkan penambahan
sebanyak 288 pohon/hektar. Dari penambahan jumlah pohon tersebut akan
diperoleh perkembangan jumlah karbon stok dalam 10 tahun seperti pada
Tabel 5.7.

Tabel 5.6: Karbon Kepadatan Tanaman dan Percumbuhan Karbon. Sebelum
dan Sesudah Intervensi. HKm Santong

Indikator Satuan Nilai

A. Sebelum Intervensi

1. Rataan Cadangan Karbon tC/ha/thn 104.52
2. Kepadatan Pohon (Baseline) Pohon/ha 112.4
3. Pertumbuhan Karbon TC/ha/Thn 5.40
4. Area yang Bisa Ditanami ha 221
B. Setelah Intervensi

1. Rataan Cadangan Karbon tC/ha/thn 98
2. Kepadatan Pohon (Intervensi Pohon/ha 400
3. Tanaman Tambahan Pohon/ha 288
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Tabel 5.7: Proyeksi Cadangan Karbon 10 Tahun: Tanpa dan Dengan
Intervensi. HKm Santong

Cadangan Karbon (tC/ha/thn)

Tahun Proyeksi Tanpa Intervensi/Project Scenario
Intervensi Tambahan Karbon  Total Karbon
1 104.52 0.00 104.52
2 109.92 0.00 109.92
3 115.32 0.00 115.32
4 120.73 24.41 145.14
5 126.13 19.36 145.49
6 131.54 26.97 158.51
7 136.94 36.49 173.43
8 142.34 48.07 190.42
9 147.75 61.89 209.64
10 153.15 78.09 231.24

Berdasarkan hasil perhitungan baseline dan Project Scenario serta
telah dikurangi jumlah buffer sebesar 20%. Maka dalam 10 tahun HKm
Santong akan menghasilkan serapan karbon sebesar 10.305 ton CO,e. Jika
nilai tersebut dirata-rata maka serapan karbon atau ner carbon benefit yang
dihasilkan di HKm Santong adalah 1.031 ton CO, e pertahun. Perhitungan
proyeksi komulatif cadangan karbon lengkap dipaparkan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8: Proyeksi Komulatif Cadangan Karbon 10 Tahun: Sebelum dan
Sesuah Intervensi HKm Santong (Ton)

Cummulative ~ Cummulative Estimated E;;:E::iigl Net Average
Year Baseline Pr(?ject CO, ‘ After 20% Buffer CO, .
COse Scenario CO,e  Sequestration . Sequestration
Deduction

1 84.770,45 84.770,45 0,00 - 5.067,05
2 89.153,42 89.153,42 0,00 - 5.067,05
3 93.536,40 93.536,40 0,00 5.067,05
4 97.919,37 117.716,27 19.796,90 15.837,52 5.067,05
5 102.302,34 118.000,91 15.698,57 12.558,86 5.067,05
6 106.685,31 128.561,84 21.876,53 17.501,22 5.067,05
7 111.068,28 140.662,08 29.593,79 23.675,04 5.067,05
8 115.451,26 154.440,69 38.989,43 31.191,55 5.067,05
9 119.834,23 170.029,71 50.195,48 40.156,39 5.067,05
10 124.217,20 187.555,32 63.338,11 50.670,49 5.067,05
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Gambar 5.9: Proyeksi Serapan Karbon selama 10 Tahun HKm Santong

Dari Tabel 5.9. dapat dihitung jumlah serapan karbon yang dihasilkan,
baik tanpa intervensi proyek maupun dengan intervensi proyek sehingga
dapat diperoleh nilai net carbon benefit setiap hektarnya.

Tabel 5.9: Serapan Karbon Sebelum dan Sesudah Intervensi. Faktor
Pengkoreksi dan Manfaat Bersih Karbon HKm Santong

Indikator Satuan Nilai

A. Sebelum Intervensi

Baseline carbon uptake i.e. without project tCO, e/ha 877.59
B. Setelah Intervensi

1. Carbon Uptake/Emissions Reductions tCO, e/ha 2.286.69

with project

2. Deduction of Risk Buffer tCO,e/ha 457.34
3. Net Carbon Benefit tCO, e/ha 951.77
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WILAYAH SESAOT

HKm Sesaot mempunyai luas lahan 278 ha dengan tipe lahan agroforest
memiliki bermacam—macam jenis tanaman. baik tanaman kayu (HHK) dan
MPTS. Tanaman yang paling dominan adalah Pohon Sengon dan Dadap
(diamater > 30 up). Dengan menentukan cadangan karbon di HKm Sesaot
melalui Skema Plan Vivo digunakan pendekatan Aforestasi/Reboisasi. Oleh
karena itu, Skema Plan Vivo perlu mengidentifikasi tanaman yang ada saat
ini sebagai “baseline” dan perencanaan tanaman yang akan ditanam sebagai
“Project Scenario”. Baseline tanaman di areal HKm Sesaot terdapat 7 jenis ,
yaitu [1] sengon, [2] dadap, [3] durian, [4] kemiri, [5] mahoni, [6] nangka,
dan (7] manggis. Baseline tanaman yang terdapat di HKm Sesaot sebanyak
125 tanaman per ha dengan rata — rata karbon stok 104.52 tC/Ha.

Tabel 5.10: Karbon. Kepadatan Tanaman dan Pertumbuhan Karbon.
Sebelum dan Sesudah Intervensi. HKm Santong

Indikator Satuan Nilai

A. Sebelum Intervensi

1. Rataan Cadangan Karbon tC/ha/thn 104.52
2. Kepadatan Pohon (Baseline) Pohon/ha 125
3. Pertumbuhan Karbon TC/ha/Thn 6,08
4. Area yang Bisa Ditanami ha 278
B. Setelah Intervensi

1. Rataan Cadangan Karbon tC/ha/thn 100
2. Kepadatan Pohon (Intervensi) Pohon/ha 400
3. Tanaman Tambahan Pohon/ha 275

Total karbon stok yang berada di HKm Sesaot dengan luas 278 ha
sebanyak 29.939 tC. Peningkatan stok karbon per tahun dari baseline sebesar
1.46 tC/ha/thn. Tabel 5.11 menjelaskan peningkatan cadangan karbon dalam
10 tahun.
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Tabel 5.11: Proyeksi Cadangan Karbon 10 Tahun: Tanpa dan Dengan
Intervensi. HKm Sesaot

Cadangan Karbon (tC/ha/thn)

Intervensi/Project Scenario

Tahun Proyeksi Tar-lpa Tambahan
Intervensi Total Karbon
Karbon
1 104,52 0,00 104,52
2 110,60 0,00 110,60
3 116,68 0,00 116,68
4 122,76 50,58 173,33
5 128,84 57,67 186,51
6 134,92 65,45 200,37
7 140,99 73,94 214,94
8 147,07 83,17 230,24
9 153,15 93,15 246,30
10 159,23 103,91 263,14

Tabel 5.12: Proyeksi Komulatif Cadangan Karbon 10 Tahun: Sebelum dan
Sesuah Intervensi HKm Sesaot (Ton)

Estimated CO,

Net Average

Cummulative Cummulative  Estimated )
Sequestration

Year Baseline Pr(?ject CO, . After 20% Buffer CO, .
CO,e Scenario CO,e Sequestration . Sequestration
Deduction

1 106.634,32 106.634,32 0,00 - 8.481,06
2 112.837,15 112.837,15 0,00 - 8.481,06
3 119.039,99 119.039,99 0,00 - 8.481,06
4 125.242,82 176.843,27 51.600,46 41.280,36 8.481,06
5 131.445,65 190.285,72 58.840,07 47.072,05 8.481,06
6 137.648,48 204.426,42 66.777,94 53.422,35 8.481,06
7 143.851,31 219.291,01 75.439,70 60.351,76 8.481,06
8 150.054,15 234.904,31 84.850,17 67.880,13 8.481,06
9 156.256,98 251.290,48 95.033,51 76.026,80 8.481,06
10 162.459,81 268.473,04  106.013,23 84.810,58 8.481,06
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Gambar 5.10: Proyeksi Serapan Karbon selama 10 Tahun HKm Sesaot

Berdasarkan hasil perhitungan baseline dan project scenario serta telah
dikurangi jumlah buffer sebesar 20% maka dalam 10 tahun HKm Sesaot akan
menghasilkan “Serapan Karbon sebesar 84.811 ton CO,¢”.

Tabel 5.13: Serapan Karbon Sebelum dan Sesudah Intervensi. Faktor
Pengkoreksi dan Manfaat Bersih Karbon HKm Sesaot

Indikator Satuan Nilai

A. Sebelum Intervensi

Baseline carbon uptake i.e. without project tCO, e/ha 1.241,97
B. Setelah Intervensi

1. Carbon Uptake/Emissions Reductions tCO,e/ha 3.600,49

with project

2. Deduction of Risk Buffer tCO, e/ha 720,10
3. Net Carbon Benefit tCO, e/ha 1.638,42
4. Total Lahan ha 278
5. Total Net Carbon Benefit tCO, e/ha 455.480,76
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Jika dirata-rata dalam periode 10 tahun maka serapan karbon atau ner
carbon benefit yang dihasilkan di HKm Santong adalah 8.481 ton CO,e per
tahun. Perhitungan proyeksi komulatif cadangan karbon dipaparkan pada
Tabel 5.12.

Dari Tabel 5.13 tersebut dapat dihitung jumlah serapan karbon yang
dihasilkan, baik “tanpa intervensi proyek” maupun “dengan intervensi
proyek” sehingga net carbon benefitr dapat ditentukan stiap hektarnya.

5.9 PLAN VIVO DAN PES

Plan Vivo adalah dukungan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
untuk mengelola lahan secara berkelanjutan dan memulihkan ekosistem
lokal mereka. Ini merupakan metode untuk mengembangkan dan membuat
sertifikasi proyek penggunaan lahan dengan melaksanakan pembayaran
untuk Jasa ekosistem (Payment for Ecosystem Services/PES) kepada masyarakat.
Kegiatan Plan Vivo diimplementasikan oleh kelompok petani dan masyarakat
pedesaan di lahan mereka sendiri. Proyek-proyek ini dinilai berdasarkan
Standar Plan Vivo dan diawasi secara mandiri oleh Plan Vivo Foundation.

Dalam proyek Plan Vivo setiap peserta menyusun rencana pengelolaan
lahan berkelanjutan yang dinamakan plan vivo. Melalui Plan Vivo, peserta
menggabungkan kegiatan penggunaan lahan dan mata pencaharian yang
ada dengan kegiatan dan praktik penggunaan lahan yang telah ditingkatkan.
Kegiatan-kegiatan ini meliputi:

1  Penghutanan dan Reboisasi (menggunakan spesies asli atau
ternaturalisasi)
2 Agroforestri (menanam pohon tumpang sari dengan tanaman lain)

3 Restorasi atau Rehabilitasi Hutan, yakni mengembalikan strukeur,
produktivitas, dan keanekaragaman spesies dalam hutan yang masih ada
atau mengembalikan produktivitas dan beberapa spesies yang awalnya
ada, tetapi tidak semuanya.

4 Mencegah Deforestasi dan Melestarikan Hutan

5 Kegiatan penggunaan lahan lain dengan manfaat karbon yang
terkuantifikasi, seperti sistem pertanian yang ramah lingkungan
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Peserta memulai “kesepakatan PES” dengan koordinator proyek, sampai
dengen mereka menyetujui untuk melaksanakan plan vivo agar mendapatkan
pembayaran jasa ekosistem secara bertahap. Pemantauan dilaksanakan oleh
pelaksana proyek (coordinator) dan pembayaran diserahkan kepada peserta
yang memenuhi target yang disepakati. Jasa Ekosistem biasanya dikuantifikasi
dan ditransaksikan menggunakan karbon sebagai metriksnya. Pelaksana
proyek mengumpulkan Jasa Ekosistem dari peserta dan mentransaksikan
jasa ekosistem tersebut kepada penyandang dana PES dengan melaksanakan

penjualan Sertifikat Plan Vivo.

o)
Petani dan

kelompok dengan
plan vivo

Pembeli Sertifikat
Plan Vive/
Penyandang Dana PES

Gambar 5.11: Proses Transaksi Jasa Lingkungan Melalui Skema Plan Vivo

Dengan memulai kesepakatan dengan masyarakat untuk melaksanakan
rencana pengelolaan lahan yang ditujukan untuk menghasilkan Jasa Ekosistem
proyek Plan Vivo dengan menggunakan metode “Pembayaran untuk Jasa
ckosistem” atau PES (Payments for Ecosystem Services). maka (yang berarti
pembayaran didasarkan pada kinerja).

Agar sesuai dengan skema PES. maka jasa ekosistem harus ditaksir lebih
rendah yang mengakibatkan timbulnya ancaman pada suplai jasa ekosistem
tersebut. Selain itu, skema PES harus mampu mendapatkan sumber pendanaan
schingga setidaknya terdapat satu pelaku yang bersedia untuk membayar jasa
ekosistem tersebut. Jasa ekosistem yang paling umum ditransaksikan melalui
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skema PES adalah [1] Penyerapan (sequestration) dan Penyimpanan Karbon
(pengaturan iklim), [2] Konservasi Keanekaragaman Hayati, [3] Jasa Daerah
Aliran Sungai/DAS, dan [4] keindahan alam untuk rekreasi dan pariwisata.

Skematik penting terkait kesepakatan PES mencakup: [1] transaksi
bersifat sukarela, [2] jasa ekosistem atau penggunaan lahan dirancang untuk
memastikan jasa tersebut dibayar, [3] dilakukan oleh satu atau lebih pembeli
jasa, [4] dilaksanakan oleh satu atau lebih penyedia jasa, serta [5] hanya jika
penyedia jasa terus menunjukkan kinerja baik. Skema PES sangat bervariasi
dikarenakan konteks dan tujuan proyek yang berbeda-beda. Tidak ada
bentukan standar baku untuk proyek Plan Vivo. Terlepas dari persyaratan
yang dicantumkan dalam Standar Plan Vivo, model ini fleksibel dan proyek-
proyeknya mengembangkan sistem yang relevan di tingkat lokal. Terlepas
dari fleksibilitasnya pengalaman yang didapatkan dari proyek-proyek Plan
Vivo sejak 1990-an menghasilkan banyak pelajaran penting. Sehingga proyek-
proyek baru harus didorong untuk memulainya berdasarkan pengalaman-
pengalaman tersebut.®

5.10 JASA LINGKUNGAN
Perkiraan Net Carbon Benefir HKm Sambelia sebesar 3.101.47 ¢CO2e/

ha selama 10 tahun. Dengan asumsi bahwa penjualan karbon rata-rata
sebesar US$ 3.5 atau 47.250 rupiah maka diperkirakan dalam 1 ha lahan di
HKm Sambelia bisa terjual sekitar 14.654.446 rupiah per hektar per tahun.
Perkiraan Net Carbon Benefit HKm Santong sebesar 951.77 tCO2e/ha selama
10 tahun. Dengan asumsi bahwa penjualan karbon rata-rata sebesar US$ 3.5
atau 47.250 rupiah maka dalam 1 ha lahan di HKm Santong bisa terjual
sekitar 4.497.114 rupiah per hektar per tahun. Perkiraan Net Carbon Benefit
HKm Sesaot sebesar 1.638.42 tCO2e/ha selama 10 tahun. Dengan asumsi
bahwa penjualan karbon rata-rata sebesar US$ 3.5 atau 47.250 rupiah maka
dalam 1 ha lahan di HKm Sesaot bisa terjual sekitar 7.741.535 rupiah per
hektar per tahun. Dengan komitmen bahwa tanaman hidup kisaran 80-100
% dan kegiatan intervensi program berjalan sesuai rencana yang sudah dibuat
oleh kelompok dimasing-masing HKm.

¢ Diadopsi dari Plan Vivo Standart 2013.
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Tabel 5.14: Nilai Jasa Lingkungan

No. Indikator Satuan Sambelia Santong Sesaot
A. Proyeksi 10 Tahun
1 Net Carbon Benefit tCO,e/ha 3.101 952 1.638
2 Luas ha 402 221 278
3  Total Net Carbon  tCO,e 1.246.791 210.341 455.480,76
Benefit
4 Harga Rp/tCO, e 47.250 47.250 47.250
5 Nilai Jasa Rp/ha 146.544.458 44.971.133 77.415.345
LingkunganTotal
B. Rata-RataPerTahuan
1 Net Carbon Benefit tCO,e/ha/ 310 952 1.638
Tahun
2 Luas Ha 402 221 278
3 Total Net Carbon  tCO,e/ 124.679 21.034 45.548
Benefit Tahun
4 Harga Rp/tCO, e 47.250 47.250 47.250
5 Nilai Jasa Rp/ha/ 14.654.446 4.497.113 7.741.535
Lingkungan Tahun

Gambar 5.13 menjelaskan potensi Pendapatan Jasa Lingkungan (PJL)
per hektar di mana untuk HKm Sambelia sekitar 14.7 Juta per hektar. HKm
Sesaot sekitar 7.7 Juta per hektar dan HKm Santong 4.5 Juta per hektar.
Tingginya disebabkan nilai Net Carbon Benefir di Sambelia jauh lebih besar
dibandingkan Sesaot dan Santong bila dilakukan penanaman pohon. Kondisi
ini dikarenakan tutupan lahan di Sambelia sangat rendah, sedangkan di
Santong sangat tinggi.

Bila didasarkan rata-rata kepemilikan lahan petani HKm saat ini. HKm
Sambelia memiliki rata-rata luas lahan 11.442 m?, HKm Santong 11.328 m*.
HKm Sesaot 9.013 dan HKm keseluruhan sebesar 11.207 m?® Berkaitan
dengan hal tersebut, potensi Pendapatan Jasa Lingkungan per petani HKm
masing-masing sebesar 12.8 juta untuk Sambelia, 4 juta untuk Santong, 8.6
juta untuk Sesaot dan 7.5 juta rata-rata seluruh HKm.

Dalam hal Imbal Jasa Lingkungan ini, yang penting dinilai adalah
bagaimana petani HKm dapat menjaga lingkungannya dengan menanam
pohon dan pengawasan terhadap penebangan liar. Perlu dicatat pula
pembayaran akan terlaksana jika telah terjadi kesepakatan antara koordinator
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proyek dan pembeli. Biasanya jika telah terjadi kesepakatan pembelian akan
digunakan sesuai dengan konsep plan vivo kelompok tani yang telah dibuat
sebelumnya.

. 7.504.378
8.409.895

8.589.213,79
7.741.535 |

- 3.969.829
il 4.497.113

12.807.268

@ Pkl & Por Hokior

Gambar 5.12: Potensi Pendapatan dari Jasa Lingkungan (Rp/Tahun)

5.11 MANFAAT EKONOMI LAHAN HKm

MANFAAT EKONOMI

Pada bab 3 dipaparkan peranan pendapatan lahan HKm dari “Kegiatan
Usahatani HHBK” terhadap pendapatan rumah tangga petani HKm.
Berdasarkan analisis perhitungan cadangan karbon dan jasa lingkungan potensi
pendapatan Lahan HKm ada dua kategori, yakni [1] pendapatan lahan HKm
dari kegiatan “Usahatani HHBK” yang mewakili kelompok pendapatan yang
terukur (zangible income) dan [2] Potensi Pendapatan Jasa Lingkungan yang
mewakili pendapatan yang belum terukur (intangible income).
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13.594.087,58 8.409.894,63
HKm
Sesaot 18.988.625,04 7.741.534,50
Santong 17.145.095,44 4.497.113,25
Sambelia 653.601,10 6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

® UsahaTani @ PotensiJasa Lingkungan

Gambar 5.13: Sumber Manfaat Ekonomi Lahan HKm (Rp/Tahun/ha)

Pendapatan petani HKm yang bersumber dari Usahatani HHBK di
Sambelia sebesar 8.7 juta/ha, Santong sebesar 17.1 juta/ha, dan Sesaot
sebesar 19 juta/ha dan rata-rata HKm sebesar 13.6 Juta/ha. Jika mekanisme
pembayaran Jasa Lingkungan berjalan maka terdapat potensi Pendapatan
Jasa Lingkungan (PJL). masing-masing sebesar 14.7 Juta/ha untuk Sambelia,
4.5 Juta/ha untuk Santong, 7.7 Juta/ha untuk Sesaot dan rata-rata HKm 8.4
Juta.

Berkaitan dengan hal tersebut, Total Manfaat Ekonomi dalam pengelolaan
HKm di Sambelia sebesar 23.3 Juta; Santong 21.6 juta; Sesaot 26.7 Juta;
dan rata-rata HKm sebesar 22 juta. Kontribusi Manfaat Ekonomi terbesar
umumnya dari “Kegiatan Usahatani HHBK?”, kecuali untuk Wilayah HKm
Sambelia, Untuk Wilayah Santong, Sesaot dan rata-rata HKm kontribusi
Manfaat Ekonomi dari “Kegiatan Usahatani HHBK” masing-masing sebesar
79 persen, 71 persen dan 61.78 persen. Sedangkan untuk HKm Sambelia
potensi sumber manfaat ekonomi terbesar lahan HKm justru dari PJL, yakni
sekitar 62.87 persen.
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| 22.003.982

26.730.160

Baions 21.642.209

21.642.209

fambelia

@ PerkK @ Per Hakior
Gambar 5.14: Total Manfaat Ekonomi Lahan HKm (Rp/Tahun/ha)

Berkaitan dengan hal tersebut rendahnya produktivitas lahan HKm
Sambelia karena terletak dalam dataran rendah, serta di wilayah ini tutupan
lahan rendah. Maka potensi ekonomi akan lebih besar dari PJL melalui
penanaman HHK dibandingkan dengan usahatani HHBK. Pengembangan
HHBK di wilayah Sambelia lebih mengandalkan tanaman musiman, baik
tanaman pangan maupun hortilkultura. Sedangkan di wilayah Santong
dan Sesaot, sumber pendapatan Usahatani HHBK lebih didominasi oleh
pengembangan tanaman perkebunan, seperti kopi, kakao, durian, manggis, dan
yang sejenisnya yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi dibandingkan
tanaman pangan.

Oleh karena itu, gerakan penanaman HHK di Sambelia perlu
mendapatkan prioritas dan juga dibantu untuk mendapatkan pendapatan

dari PJL. Di sisi lain, diperlukan pengelolaan lahan HKm dengan tanaman
dataran rendah yang produktif dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.
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Tabel 5.15: Skenario Manfaat Ekonomi Lahan HKm dan Penentuan Batas

Luas Lahan Garis Kemiskinan

No. Indikator

1

10

11

12

13

14

Rata-Rata Luas
Lahan HKm
Pendapatan Total
Petani HKm
Kontribusi
Pendapatan Lahan
HKm

Pendapatan
“Usahatani” Lahan
HKm (HHBK)
Pendapatan
“Usahatani” Lahan
HKm per Ha
(HHBK)

Potensi Pendapatan
“Jasa Lingkungan”
(HHK)

Potensi Manfaat
Ekonomi HKm
(HHK & Jasling)
Jumlah Anggota
Keluarga
Pendapatan Garis

Kemiskinan (PGK)

Luas Lahan pada
PGK: Tanpa Jasling
Luas Lahan pada
PGK: Dengan Jasling
Luas Lahan 30
persen di Atas PGK:
Tanpa Jasling

Luas Lahan 30
persen di Atas PGK:

Dengan Jasling
Status Hutan

Satuan Sambelia

M2

Rp/
Tahun

Persen

Rp/
Tahun

Rp/
Tahun/
Ha

Rp/
Tahun/
Ha
Rp/
Tahun/
Ha
Jiwa/
KK
Rp/
Tahun/
KK
Ha/KK

Ha/KK

Ha/KK

Ha/KK

11.442

14.878.096

66,55

9.901.700

8.653.601

14.654.446

23.308.047

5,10

20.644.780

2539

0,89

3,10

1,15

Hutan
Produksi

Santong
11.328

30.045.652

64,64

19.422.356

17.145.095

4.497.113

21.642.209

4,40

17.811.182

1,04
0,82

1,35

1,07

Hutan
Produksi

Total HKm
11.207

Sesaot
9.013
27.886.894 24.938.352

61,37 61,09

17.114.616 15.234.421

18.988.625 13.594.088

7.741.535  8.409.895

26.730.160 22.003.982

3,90 4,2

15.787.184 17.001.583

0,83 1,25

0,59 0,77

1,08 1,63

0,77 1,00

Hutan
Lindung
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PENDAPATAN GARIS KEMISKINAN

Berdasarkan Skenario Tabel 5.15, dipaparkan tingkat pendapatan dari
Usahatani Lahan HKm ada yang sudah di atas pendapatan garis kemiskinan
dan ada yang masih di bawah garis kemiskinan. Pemanfaatan Pendapatan
Jasa Lingkungan cukup membatu dalam peningkatan pendapatan keluarga
masyarakat HKm agar keluar dari garis kemiskinan.

@ Peadepatun Gotls Remishimon @ Pandegaian Liabeton W Mazfoet Eronomi Lahes Hkm

Gambar 5.15: Pendapatan Usahatani. Manfaat Ekonomi dan Garis
Kemiskinan HKm (Rp/Tahun/ha)

Pendapatan dari Usahatani Lahan HKm di Sambelia masih di bawah
Pendapatan Garis Kemiskinan. Sedangkan di HKm Sesaot dan Sambelia,
pendapatan dari Usahatani mendekati “Pendapatan Garis Kemiskinan”. Jika
terdapat pemanfaatan Potensi Pendapatan Jasa Lingkungan (PJL), maka
pendapatan petani sudah di atas Pendapatan Garis Kemiskinan. Namun
demikian hanya pada HKm Sesaot yang Manfaat Ekonomi Lahan HKm yang
memberikan tingkat pendapatan jauh di atas Pendapatan Garis Kemiskinan.

Hal di atas mengisyaratkan bahwa walaupun terdapat tambahan
pendapatan Jasa Lingkungan dan pendapatan masyarakat dari lahan HKm
masih mendekati Pendapatan Garis Kemiskinan. Oleh karena itu, perlu
diidentifikasi berapa luas lahan HKm minimal agar memberikan pendapatan
di atas Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).
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LAHAN GARIS KEMISKINAN

Jika pendapatan petani hanya dari “usahatani” lahan HKm saja maka
lahan minimal yang harus dikelola HKm jika pada posisi Pendataan Garis
Kemiskinan (PGK) adalah mengelola 1,25 Hektar per KK. Jika pendapatan
minimal 30 persen di atas Pendapatan Garis Kemiskinan maka luas lahan
minimal sebesar 1.6 hektar per KK. jika petani hanya mengelola usahatani
HHBK saja. Namun demikian, jika terdapat pendapatan dari PJL atau
manfaat ekonomi Jasling maka batas minimal luas lahan yang harus dikelola
HKm adalah 0,8 hektar. Jika pendapatan minimal 30 persen di atas PGK
untuk petani yang mendapatakan pendapatan dari Usahatani dan PJL maka
luas lahan yang harus dikelola minimal 1 hektar.

0,77
HKm 1,25
0,59
Sesaot 0,83
0,82
Santong 1,04
0,89
Sambelia 2,39
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
® Dengan Jasa Lingkungan ® Tanpa Jasa Lingkungan

Gambar 5.16: Luas Lahan Garis Kemiskinan: Dengan dan Tanpa Jasa
Lingkungan (Ha/KK)
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1,00
HKm 1,63
0,77
Sesaot 1.08
1,07
Santong 1,35
1,15
Sambelia 310
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
® Dengan Jasa Lingkungan ® Tanpa Jasa Lingkungan

Gambar 5.17: Skenario Luas Lahan 30 Persen di Atas Garis Kemiskinan:
Dengan dan Tanpa Jasa Lingkungan (ha/KK)

Berkaitan dengan hal tersebut. pemberian luas akses lahan HKm
dipengaruhi oleh: [1] Pendapatan Garis Kemiskinan, [2] Jumlah Anggota
Keluarga, [3] lokasi Topografi dan Elevasi lahan HKm, dan [4] Jenis tanaman
Usahatani HHBK yang mungkin dikembangkan.

5.12 BENANG MERAH

Manfaat ekonomi pengelolaan sumberdaya hutan melalui skema hutan
kemasyarakatan dapat diperoleh melalui: [1] Usahatani HHBK dan/atau
Usahataini HHK dan [2] Pendapatan Jasa Lingkungan (PJL) jika mekanisme
pembayaran Jasling sudah berjalan melalui mekanisme “Plan Vivo”. Potensi
pendapatan PJL untuk lahan dengan tutupan lahan yang memadai berkisar
20-40 persen. bahkan untuk wilayah dengan kondisi lahan terbuka justru
sumbangan PJL bisa mencapai 60 persen. Total manfaat ekonomi rata-rata
lahan HKm adalah 22 juta per hektar per tahun.

Untuk meningkatkan manfaat ekonomi pengelolaan SDH HKm maka
masyarakat HKm diharapkan tidak hanya mengandalkan pada “pendapatan
usahatani HHBK” saja. Namun harus sudah memulai mengikuti
pengembangan pendapatan dari PJL.
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Proyeksi Pendapatan Jasa Lingkungan untuk Wilayah Sambelia sekitar
14,7 Juta per hektar pertahuan, Santong 4.5 Juta per hektar pertahun dan
Sesaot sekitar 7.7 Juta per hektar pertahun. Dengan demikian, rata-rata
pendapatan PJL HKm 7.5 Juta per hektar pertahun.

Pendapatan masyarakat HKm dari pengelolaan HKm yang hanya
mengandalkan dari “usahatani HHBK” umumnya mendekati Pendapatan
Garis Kemiskian (PGK). Bahkan untuk Wilayah Sambelia, pendapatan dari
Usahatani Lahan HKm masih jauh di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan
(PGK).

Oleh karena mekanisme PJL juga dalam proses dan perlu waktu sehingga
agar masyarakat mempunyai pendapatan di atas Pendapatan Garis Kemiskinan
maka diperlukan jumlah penguasaan lahan HKm minimal yang memberikan
pendapatan 30 persen di atas PGK. Berkaitan dengan tersebut, luas lahan
HKm per KK yang harus diberikan kepada petani minimal 1.5-2 hektar per
KK jika lahan HKm hanya untuk kegiatan Usahatani HHBK saja. Namun
demikian, jika terdapat Pendapatan Jasa Lingkungan (PJL) maka minimal
mendapatakan 1 -1,5 hektar. Kondisi ini merupakan kondisi umum. Namun
perubahan luas lahan optimal yang harus dilelola petani HKm tergantung
dengan kualitas lahan HKm dan beban keluarga petani.

5.13 PERTANYAAN LANJUTAN

Setelah dipaparkan kontribusi kuantitatif program HKm dalam aspek
ekonomi dan aspek sosial sebagai ukuran pendapatan yang terukur (intangible
income) maupun manfaat ekonomi dari potensi Pendapatan Jasa Lingkungan
(PJL). Maka perlu diketahui bagaimana persepsi dan sikap petani terhadap
manfaat program HKm terkait Aspek Ekonomi, Sosial, dan Ekologi?

Apakah hasil analisis kuantitaif aspek ekonomi, sosial, dan ekologi sejalan
dengan hasil analisis kualitatif terkait persepsi manfaat program HKm?

Tyt
¥
ropRRRRoRk L U aTE | wkkkonkoRk
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6.1 MENGUKUR PERSEPSI MANFAAT

Pada Bab 3 sampai bab 5, telah dijelaskan manfaat dan dampak ekonomi,
sosial dan ekologi. Pengukuran manfaat ekonomi dan sosial didekati dengan
melakukan penilaian ekonomi melalui analisis pendapatan rumah tangga.
Dalam analisis aspek ekonomi, diukur melalui kontribusi pendapatan dari
lahan HKm dibandingkan terhadap total pendapatan rumah tangga, sehingga
dapat diperoleh nilai kontribusi program HKm. Di sisi lain, diukur manfaat
ekonomi Program HKm terhadap ekonomi rumah tangga HKm dan juga
dianalisis dampak ekonomi program HKm terhadap ekonomi rumah tangga
Non-HKm.

Sedangkan manfaat sosial diukur dengan pengaruh program HKm
tehadap kontribusi kesejahteraan atau posisi terhadap garis kemiskinan, serta
tingkat ketimpangan penguasaan lahan dan ketimpangan pendapatan pada
masyarakat. Di sini juga diukur pula manfaat penurunan langsung Program
HKm terhadap HKm dan dampak Program HKm terhadap petani Non-
HKm. Selanjutnya, dihitung pula potensi Pendapatan Jasa Lingkungan yang
dihitung melalui mekanisme “plan vivo” melalui payment environmental

services (PES).

Untuk mengklarifikasi, memvalidasi dan mendalami hasil analisis
kuantitatif statistik deskriptif, maka dilakukan wawancara “persepsi
masyarakat” terhadap manfaat dalam Aspek ekonomi, Sosial dan Ekologi.
Analisis ini menguji pendapat masyarakat terhadap manfaat, dampak, masalah
dan kebutuhan intervensi, baik dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi dengan
adanya program HKm. Persepsi tersebut biasanya akan mempengaruhi
pola sikap dan tindak masyarakat terhadap pengelolaan lahan HKm yang
diberikan.

Penilaian masyarakat didasarkan pada pemberian skoring penilaian
dengan skala 0 sampai 10, yang menunjukkan tingkat nilai terendah hingga
tertinggi terhadap persepsi kebaikan terhadap suatu keadaan, baik manfaat,
dampak, masalah dan kebutuhan intervensi yang dihadapi masyarakat. Hal
ini merupakan upaya “mengkuantifikasi” data kualitatif hasil “tutur” dengan
mekanisme penggunaan data ratio, yang kemudian data ini “ditransformasi”
menjadi data skala atau kategori. Skala penilaian tersebut kemudian diberikan
kategorisasi penilaian, sebagai berikut:
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1 Jika penilaian < 2,5, maka penilaian dalam kategori “Sangat Rendah”
Jika penilaian > 2,5 — 5, maka penilaian dalam kategori “Rendah”

Jika penilaian > 5- 7,5, maka penilaian dalam kategori “Sedang”, dan

N

Jika penilaian > 7,5- 10, maka penilaian dalam kategori “Tinggi”

Bagian tulisan ini, dibagi menjadi dua kelompok, yakni [1] persepsi
manfaat HKm berdasarkan hasil FGD dengan pemangku kepentingan bagi
masyarakat HKm yang dipaparkan pada Bab 6.2 dan [2] persepsi manfaat
HKm berdasarkan hasil survey dari masyarakat HKm dan Non-HKm, yang
disajikan mulai Bab 6.3. Pada bagian pertama, persepsi manfaat diidentifikasi
kepada pemangku kepentingan utama, sehingga sumber informasinya berasal
dari pihak-pihak yang terlibat dalam program HKm.

6.2 PERSEPSI UMUM MANFAAT BAGI HKm

Berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat, terdapat beberapa manfaat
dengan adanya program Hutan Kemasyarakatan (HKm), baik di Wilayah
Sambelia, Sesaot dan Santong. Kegiatan ini hanya pada masyarakat dan

pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program HKm.

WILAYAH SAMBELIA

Manfaat Ekonomi. Manfaat ekonomi yang dirasakan adalah [1]
tambahan pendapatan hasil dari MPTs, baik dari Jambu Mete di saat musim
panas; serta Srikaya di saat musim hujan, [2] hasil HKm melalui tanaman
semusim dapat membeli ternak sapi, [3] hasil HKm dapat membeli sepeda
motor, [4] tanaman HHBK dapat mendukung pendapatan ekonomi rumah
tangga, hasil tanaman Jambu Mete dapat membayar hutang, [5] kontribusi
tanaman semusim, seperti padi, cabe dan jagung dalam pendapatan rumah
tangga, dan [6] adanya usaha KWT melalui pengolahan hasil HHBK, seperti
Pisang, Ubi, dan Singkong.

Manfaat Sosial. Beberapa manfaat Sosial yang dirasakan masyarakat
meliputi: [1] HKm dapat menyekolahkan anak dan cucu dengan tingkat,
[2] hasil HKm dapat memenuhi biaya kesehatan, [3] berdirinya koperasi
sejak 23 Oktober 2000, [4] tambahnya jaringan lokal, regional dan nasional,
[5] akses program pemerintah dan mendapatkan bantuan dana, baik dari
Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Penyuluhan, [6] peningkatan kapasitas

173



HUTAN KEMASYARAKATAN
Hidup-Matinya Petani Miskin

individu, kelompok dan lembaga melalui kegiatan pelatihan, misalnya ilmu
tentang pemetaan, pembibitan dan perencanaan usaha, [7] ikatan sosial
kemasyarakatan meningkat, dan [8] munculnya “awiq-awiq” kelompok dan
aturan organisasi koperasi.

Manfaat Ekologi. Beberapa manfaat ekologi yang dirasakan masyarakat
meliputi: [1] meningkatnya jumlah “naungan” yang akibat meningkatnya
tutupan lahan, [2] peningkatan keragaman tanaman, dan [3] lahan HKm
sebagai penyangga.

WILAYAH SANTONG

Manfaat Ekonomi. HHBK menjadi sumber penghidupan utama
masyarakat, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar
kawasan HKm Santong. Sejak adanya HKm, mulai tumbuh dan berkembang
mata pencaharian baru masyarakat

Manfaat Sosial. Beberapa manfaat Sosial yang dirasakan masyarakat
Santong, antara lain: [1] koperasi sebagai lembaga ekonomi pengelolaan
HKm dengan aset total sekitar Rp. 300 juta, [2] banyaknya program/bantuan
yang masuk/diterima oleh masyarakat, [3] jaringan masyarakat menjadi luas,
[4] HKm Santong menjadi Juara II di tingkat Nasional untuk kawasan HKm
Lestari, tahun 2016 [4] Ketua HKm Santong mendapat Penghargaan sebagai
Tokoh Perubahan dari Republika, tahun 2017 [5] Melalui pengorganisasian
HKm, terjadi peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan
serta studi banding, [6] HKm Santong menjadi lokasi pembelajaran Sosial
Forestry dari luar negeri (Malaysia, Thailand, Filipina, Burma, Australia,
Norwegia), dan [7] HKm Santong menjadi lokasi praktek bagi Peserta Diklat
Calon KKPH se-Indonesia

Manfaat Ekologi. Beberapa manfaat ekologi dalam pengelolaan
sumberdaya hutan melalui program HKm. Pertama, perbaikan sumber mata
air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti pada Loloq Ropa, untuk
Lokoq Erat sebagai “pengembulan” (mata air) bagi masyarakat Santong Asli
dan Gubuk Baru, serta Lokoq Bual dan Lokoq Kalim Panas di lahan HKm
menjadi sumber air bagi Dusun Waker yang tidak pernah kering sepanjang
tahun. Kedua, satwa-satwa langka yang ada di sekitar kawasan hutan dan
sempat menghilang keberadaannya, seperti menjangan dan burung-burung,
namun sudah mulai kembali lagi sekitar tahun 2014. Hal ini disebabkan
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karena lahan-lahan yang berada di atas Kawasan HKm sudah menjadi
kawasan terbuka, sehingga satwa — satwa tersebut mencari lahan—lahan
tertutup yakni di Kawasan HKm Santong. Ketiga, tutupan vegetasi padat,
schingga menciptakan iklim mikro yang mendukung tingginya evaporasi
dan menciptakan siklus hujan. Akibatnya wilayah Santong mempunyai
kelembaban tinggi, apalagi tereletak pada ketinggian 600 — 650 mdpl.
Keempat, HKm Santong mendapatkan Sertifikasi Produk Kayu Lestari dari
LEI lewat PT. Mutu Agung Lestari. Kelima, dengan adanya HKm Santong,
maka adanya pemanfaatan Jasa Lingkungan, terutama untuk destinasi wisata
air terjun “Tiu Teja” (Kolam Kecil).

WILAYAH SESAOT

Manfaat Ekonomi. Dengan adanya program HKm, manfaat ekonomi
yang dirasakan masyarakat antara lain peningkatan pendapatan, peningkatan
nilai aset ekonomi, dan kualitas perumahan dan permukiman meningkat.

Manfaat Sosial. Program HKm berdampak besar dalam kondisi Sosial
masyarakat, yakni: [1] peningkatan tingkat pendidikan, [2] terorganisasinya
pengurusan dan tatakelola pengelolaan lahan hutan, [3] pencurian atau
perampokan berkurang, [4] besiru (gotong-royong/arisan tenaga kerja)
berkembang baik, [5] kualitas masjid meningkat, [6] infrastruktur seperti
jembatan banyak dibangun melalui kegiatan swadaya oleh masyarakat,
[7]1 berjalannya organisasi kemasyarakatan, [8] peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat yang ditunjukkan kurangnya kejadian busung lapar,
meningkatnya pemanfaatan tenaga kesehatan, puskesmas dan rumah sakit
dan berkembangnya MCK mandiri, dan [9] peningkatan jumlah masyarakat
yang naik haji.

Manfaat Ekologi. Manfaat dari sisi ekologi dengan adanya program
HKm dapat ditunjukkan oleh [1] kegiatan pelestarian hutan, [2] bertahannya
136 mata air yang fungsional, dan [3] sungai Sesaot mengalir sepanjang tahun

dibandingkan tahun 1995.

6.3 MEMBANDINGKAN PERSEPSI MANFAAT

Berdasarkan pada hasil survei persepsi terhadap manfaat pengelolaan lahan
hutan pada semua aspek, yakni ekomoni, sosial dan ekologi, menunjukkan
bahwa “nilai persepsi manfaat” bagi masyarakat HKm lebih besar dibandingkan
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dengan masyarakat non HKm. Kategori penilaian terhadap manfaat untuk
aspek ekonomi, sosial dan ekologi, baik HKm dan Non-HKm semua dalam
kategori “Manfaat Tinggi”, karena nilainya di atas 7,5 poin.

Dengan melihat nilai Significancy atau p value, dapat diketahui bahwa
pada persepsi aspek ekonomi yang memiliki perbedaan signifikan ditandai
dengan nilai p value sebesar 0,019, di mana lebih kecil 0,05. Sedangkan pada
aspek sosial dan ekologi, nilai tidak ditemukan perbedaan signifikan nilai p
value lebih besar 0,05. Hal ini berarti bahwa manfaat perubahan sosial dan
ekologi karena adanya HKm “dirasakan sama” antara masyarakat HKm
dan Masyarakat Non-HKm. Namun demikain, “manfaat ekonomi yang
dirasakan HKm” lebih besar dibandingkan “manfaat ekonomi yang dirasakan
masyarakat Non-HKm” yang secara statistik berbeda signifikansinya.

P Value = 8,019 < 0,05

Ekonami

& oo Hkm ® fin

Gambar 6.1: Persepsi Manfaat Ekonomi, Sosial dan Ekologi Program
HKm

Di samping itu, standar deviasi nilai persepsi manfaat pada masyarakat
Non-HKm lebih besar dibandingkan masyarakat HKm. Hal ini berarti bahwa
variasi penilaian manfaat dalam kelompok HKm lebih kecil dibandingkan
variasi penilaian dalam kelompok masyarakat Non-HKm. Perbedaaan
nilai persepsi yang besar terdapat pada masyarakat Non HKm ditunjukan
dengan nilai standar deviasi yang mencapai 1,8, pada masyarakat Non-HKm,
khususnya pada aspek ekonomi dan ekologi, namun relatif rendah pada
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aspek sosial. Hal ini berarti bahwa variasi penilaian manfaat oleh kelompok
masyarakat HKm terhadap aspek Sosial lebih rendah dibandingkan aspek
ekonomi dan ekologi.

Saial

@ Kan-Hkm @ Him

Gambar 6.2: Standard Deviasi Penilaian Manfaat Ekonomi, Sosial, dan
Ekologi antara HKm dan Non-HKm

Untuk kelompok masyarakat HKm, variasi persepsi penilaian terhadap
manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang terendah adalah pada aspek sosial,
hal ini sama dengan kelompok masyarakat Non-HKm.

Tabel 6.1: Uji Signifikansi Persepsi Manfaat antara HKm dan Non-HKm

Levene’s Test

for Equality t-test for Equality of Means
Aspek of Variances

F o df Sig. Mean  Std. Error

(2-tailed) Difference Difference
Ekonomi EVA 5.620 .019 1.092 146 277 3404 3117 -2757  .9564
EVNA 924 33.150 362 3404 3686 -.4094 1.0901
Sosial EVA 1.638 .203 411 146 .682 .0934 2274 -3560 .5427
EVNA .396 37.079 .694 .0934 2357 -.3842  .5709
Ekologi  EVA 754 387 1.170 146 244 3673 3140 -.2532 9878
EVNA 984 33.016 332 3673 3733 -.3922 1.1268

Keterangan: EVA= Equal variances assumed, EVNA= Equal variances not assumed, dan CI = 95% Confidence

Interval of the Difference
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Masyarakat HKm

Masyarakat Non IUP Masyarakat Non HKm

Pemilik lahan HKm IUP
dan Non IUP

Pemilik lahan HKm IUP

Pemilik lahan HKm Non IUP

@ Sosial Ekonomi [l Sosial Budaya Ekologi dan Pelestarian Sumber Daya Hutan

Gambar 6.3: Perbedaan Persepsi Manfaat Program HKm Menurut Status
HKm

Berdasarkan Gambar 6.3, dapat diketahui bahwa pada semua aspek, nilai
persepsi terbesar adalah pada kelompok pemilik lahan HKm IUP & Non-
IUP. Jika dibandingkan nilai rata-rata setiap aspek diketahui bahwa penilaian
terbesar pada aspek ekologi dengan nilai rata-rata sebesar 8.189.

Tabel 6.2: Uji Homogenity of Variance

Levene

Aspek Statistic
Ekonomi 2.371 3 144 .073
Sosial 3.502 3 144 .017
Ekologi 1.218 3 144 .305

Dari Tabel Test of Homegeneity of Variances terlihat bahwa hasil uji
menunjukan bahwa varian keempat kelompok tersebut sama (P-value > 0,05)
pada aspek ekonomi dan ekologi, sehingga uji ANOVA valid untuk menguji
hubungan ini.

Tabel ANOVA, diketahui pada kolom Sig. diperoleh nilai P (P-value) >
0,05, sehingga menerima Ho. Oleh karena itu kesimpulan yang didapatkan
adalah tidak ada perbedaan nyata antara persepsi manfaat pengelolaan lahan
(HKm) berdasarkan keempat kategori kelompok tersebut. Hal ini berarti
bahwa tidak ada perbedaan yang Signifikan persepsi antara 4 kelompok HKm
IUP, HKm Non IUP, dan HKm IUP & Non-IUP, serta Non-HKm.
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Tabel 6.3: ANOVA

Sum of Mean .
Aspek Squares & Square Sig:
Ekonomi BG 5.965 3 1.988 924 431
WG 309.765 144 2.151
T 315.730 147
Sosial BG 2.544 3 .848 744 528
WG 164.233 144 1.141
T 166.777 147
Ekologi  BG 4.724 3 1.575 718 543
WG 315.979 144 2.194
T 320.703 147

Keterangan: BG= Between Groups, WG=Within Groups, dan T = Total

5.4 PERSEPSI MANFAAT EKONOMI

Persepsi penilaian HKm terkait 12 indikator-indikator aspek ekonomi,
terbagi ke dalam 3 kelompok persepsi indikator, yakni 1 indikator “Kategori
Rendah”, 7 indikator “Kategori Sedang”, dan 4 indikator dengan “Kategori
Tinggi”. Sedangkan untuk Non-HKm, persepsi penilaian Indikator umumnya
“Kategori Sedang”, kecuali indikator tabungan.

Kategori penilaian persepsi, dibagi ke dalam 4 kelompok, yakni:
Kategori Sangat Rendah, jika nilai persepsi 0,0 - 2,5,

Kategori Rendabh, jika nilai persepsi >2,5-5,

Kategori Sedang, jika nilai persepsi >5-7,5, dan

Kategori Tinggi, jika nilai persepsi > 7,5 -10,0

Tabel 6.4: Kriteria Presepsi Manfaat Ekonomi HKm dan Non-HKm

0 Kategori Persepsi Tingkat
indikacor HKm Non-HKm Signifikansi
1. Tabungan Rendah Rendah Non Signifikan
2. Aset Kendaraan Tinggi Sedang Non Signifikan
3. Aset Rumah Tinggi Sedang Signifikan
4. Aset Lahan Sedang Sedang Signifikan
5. Sumber Pendapatan  Sedang Sedang Signifikan
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Tabel 6.4: Kriteria Presepsi Manfaat Ekonomi HKm dan Non-HKm

(lanjutan)
Indik Kategori Persepsi Tingkat
ndikator .. .
HKm Non-HKm Signifikansi
6. Pembiayaan Sedang Sedang Signifikan
7. Daya Beli Sedang Sedang Signifikan
8. Ketersedaain Pasar Seeang Sedang Signifikan
9. Harga Barang Sedang Sedang Non Signifikan
10.Ketersediaan Barang ~ Tinggi Sedang Signifikan
11. Akses Pasar Sedang Sedang Signifikan
12.Pendapatan Tinggi Sedang Signifikan
| 4,89
Tabungan 4,95
1 6,93
Aset Kendaraan 7,55
| 6,59
Aset Rumah 7,66
1 533
Aset Lahan 6,85
1 559
Sumber Pendapatan 7,08
) 593
Pembiayaan 7,09
| 6,19
Daya Beli 7,42
6,26
Ketersediaan Pasar 7,31
Harga Barang 20 6,11
| 7.22
Ketersediaan Barang 7,87
| 5,44
Akses Pasar 6,26
| 711
Pendapatan 7,83
T T T T T T T 1
1,00 2,00 3,00 400 500 600 700 800
® Non-HKm @ HKm
Semua P value < 0,05, kecuali Harga Barang, Aset Kendaraan dan Tabungan

Gambar 6.4: Persepsi Manfaat Ekonomi Program HKm
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Dari 12 indikator pada Aspek Ekonomi, terdapat 9 indikator yang
dinyatakan signifikan berbeda yaitu: [1] Pendapatan rumah tangga, [2]
Akses Pasar, [3] Ketersediaan barang, [4] Ketersediaan pasar, [5] Daya
beli, [6] Sumber pembiayaan/modal, [7] Keragaman sumber pendapatan,
[8] Kepemilikan aset lahan, dan [9] Kepemilikan aset rumah. Sedangkan
indikator yang tidak berbeda nyata meliputi: [1] harga barang, [2] kepemilikan
aset kendaraan, dan [3] kepemilikan tabungan.

Berdasarkan Tabel ANOVA, diketahui dari 12 indikator pada Aspek
Ekonomi, terdapat 6 indikator yang mempunyai perbedaan nyata antara
persepsi manfaat pengelolaan lahan (HKm) berdasarkan ketiga kategori
kelompok HKm, yakni HKm IUP, HKm Non-IUP dan HKm IUP dan Non-
IUP, serta Non-HKm. Indikator-indikator yang berbeda adalah akses pasar,
daya beli, sumber pembiayaan, keragaman sumber pendapatan, kepemilikan
akses lahan dan kepemilikan akses rumah.

Tabel 6.5: Perbedaan Persepsi Aspek Ekonomi Antar Kelompok HKm IUP,
HKm Non-IUP dan : HKm IUP & Non-IUP

Indikator Kelompok

Akses Pasar % Pemilik lahan HKm IUP dengan
masyarakat Non-HKm
¢ Pemilik lahan HKm IUP dan Non-IUP
dengan masyarakat Non-HKm
Daya Beli % Pemilik lahan HKm IUP dengan
masyarakat Non-HKm
¢ Pemilik lahan HKm IUP dan Non-IUP
dengan masyarakat Non-HKm
Sumber Pembiayaan % Pemilik lahan HKm IUP dengan
masyarakat Non-HKm
% Pemilik lahan HKm IUP dan Non-IUP
dengan masyarakat Non-HKm
Keragaman Sumber % Pemilik lahan HKm IUP dengan
Pendapatan masyarakat Non-HKm
% Pemilik lahan HKm IUP dan Non-IUP
dengan masyarakat Non-HKm
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Tabel 6.5: Perbedaan Persepsi Aspek Ekonomi Antar Kelompok HKm IUP,
HKM Non-IUP dan : HKm IUP & Non-IUP (lanjutan)

Indikator Kelompok

Kepemilikan Akses Lahan % Pemilik lahan HKm IUP dengan
masyarakat Non-HKm
% Pemilik lahan HKm Non-IUP dengan
masyarakat Non-HKm
Kepemilikan Akses Rumah #¢ Pemilik lahan HKm Non-IUP dengan
masyarakat Non-HKm

6.5 PERSEPSI MANFAAT SOSIAL

Persepsi penilaian Program HKm oleh masyarakat HKm terkait 19
indikator aspek sosial, terbagi ke dalam 2 kelompok persepsi indikator, yakni
10 indikator “Kategori Sedang” dan 9 indikator “Kategori Tinggi”. Sedangkan
untuk masyarakat Non-HKm, persepsi penilaian yang masuk “Kategori
Sedang” sebanyak 12 indikator, sedangkan 6 indikator sosial lainnya dalam
“Kategori Tinggi”.

Dari 19 indikator pada Aspek Sosial terdapat 4 indikator yang dinyatakan
signifikan berbeda yaitu: [1] Kesetaraan peran, [2] Tingkat kemanfaatan
dan pemanfaatan hutan, [3] Keragaman tanaman dan pola usaha, dan [4]
Pemanfaatan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai tempat berobat. Dengan
demikian, persepsi pada 15 indikator sosial lainnya tidak berbeda nyata
antara kelompok masyarakat HKm dengan masyarakat kelompok Non-
HKm. Kondisi ini menjelaskan bahwa secara umum persepsi dan penilaian
terhadap indikator-indikator sosial tidak berbeda antara kelompok HKm dan
Non-HKm. Perbedaan hanya pada kesetaraan peran, pemanfaatan lahan,
keragaman dan pola usaha serta pemanfaatan fasilitas kesehatan.
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Tabel 6.6: Kriteria Presepsi Manfaat Indikator Sosial antara Masyarakat
HKm dan Masyarakat Non-HKm

Kategori Persepsi

Indikator HKm  Non.HKm Tingkat Signifikansi
1. Pola & Status Lahan Sedang Sedang  Non Signifikan
2. Pemanfaatan Lahan Tinggi Sedang  Signifikan
Hutan
3. Intensitas Pengelolaan ~ Tinggi Tinggi  Non Signifikan
4. Kemandirian Tinggi Sedang  Non Signifikan
Pengelolaan
5. Kontrol SDA Sedang Sedang  Non Signifikan
6. Keragaman Tanaman  Sedang Sedang  Signifikan
& Pola Usaha
7. Okupasi Lahan Sedang Sedang  Non Signifikan
8. Kriminalitas Tinggi Tinggi  Non Signifikan
9. Pendidikan Keluarga ~ Sedang Sedang  Non Signifikan
10.Kesetaraan Peran Tinggi Tinggi  Signifikan
11. Gotong Royong Sedang Sedang  Non Signifikan
12.BerHaji Sedang Sedang  Non Signifikan
13.Masjid Sedang Sedang  Non Signifikan
14.Perumahan Sedang Sedang  Non Signifikan
15.PHBS Tinggi Sedang  Non Signifikan
16.Kualitas Kesehatan Tinggi Tinggi  Non Signifikan
17.Pemanfaatan Tinggi Sedang  Signifikan
Puskesmas & RS
18.Jalan & Jembatan Sedang Sedang  Non Signifikan
19.Infrastruktur Swadaya  Tinggi Sedang  Non Signifikan
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) 7,5
Infrastruktur Swadaya 8,0
6,1
Jalan & Jembatan 6,4
1 7.3
Pemanfaatan Puskesmas & RS 8,2
1 7,9
Kualitas Kesehatan 8,1
7,3
PHBS 7,8
7,1
Perumahan 7.7
1 6,4
Masjid 7,0
BerHaiji 6’77,0
Gotong Royong 77’2
1 7,9
Kesetaraan Peran 8,4
Pendidikan Keluarga S 46,9
Kriminalitas 7',78
Okupasi Lahan 77’45
6,7
Keragaman Tanaman & Pola Usaha 72
Kontrol SDA 7’17 5
- 7,0
Kemandirian Pengelolaan 7,6
Intensitas Pengelolaan Z 78 2
7,4
Pemanfaatan Lahan Hutan 81
6,2
Pola & Status Lahan 6.6
T T T T T T T T 1
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
® Non-HKm @ HKm
P value < 0,05: Pemanfaatan Lahan Hutan, Pola Usaha, Kesetaraan Peran & Pemanfaatan Puskesmas & RS

Gambar 6.5: Persepsi Manfaat Sosial Kelompok HKm dan Non-HKm
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Melalui analisis Tabel ANOVA, diketahui dari 18 indikator pada Aspek
Ekologi, tidak terdapat perbedaan nyata antara Persepsi Manfaat Ekologi
antara kelompok HKm IUP, HKm Non-IUP, HKm IUP&Non-IUP
dan masyarakat Non-HKm. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi antar
masyarakat HKm, baik HKm IUP, HKm Non-IUP, HKm IUP&Non-IUP,
terkait aspek ekologi sumber daya hutan relatif sama.

Tabel 6.7: Perbedaan Persepsi Aspek Sosial antara Kelompok HKm dan
Non-HKm

Indikator Kelompok

Status Lahan % Pemilik lahan HKm IUP dengan pemilik
lahan HKm Non-IUP

Keragaman Tanaman % Pemilik lahan HKm IUP & Non-IUP dengan

& Pola Usaha pemilik lahan HKm Non-IUP

Kriminalitas % Pemilik lahan HKm IUP dengan pemilik
lahan HKm Non-IUP

¢ Pemilik lahan HKm IUP dan Non-IUP

dengan pemilik lahan HKm Non-IUP

6.6 PERSEPSI MANFAAT EKOLOGI

Persepsi penilaian program HKm oleh masyarakat HKm terkait 18
indikator aspek ekologi, terbagi ke dalam 2 kelompok persepsi indikator,
yakni 3 indikator “Kategori Sedang” dan 15 indikator “Kategori Tinggi”.
Sedangkan untuk masayarakat Non-HKm, persepsi penilaian indikator
sosial yang masuk “Kategori Sedang” sebanyak 5 indikator, sedangkan
13 indikator ekologi lainnya dalam “Kategori Tinggi”. Dari 18 indikator
pada Aspek ekologi, tidak terdapat indikator yang berbeda signifikan. Hal
ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat HKm dan Non HKm terkait
ekologi sumber daya hutan relatif sama.
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6,5
Curah Hujan 6,5
Penc, Tanah ;;
Penc, Udara 67',90
. 7,3
Penc, Air 7,5
8,2
Longsor 8,0
7,9
Banjir 7,6
7,7
Tutupan Lahan 7,7
7,4
Vegetasi Utama 7,6
7,7
Okupasi Lahan 7,7
7,7
Produksi Hortikul 7.8
8,1
Produksi Pangan 81
8,6
Kejadian Longsor 86
7,6
Kesuburan Tanah 7.8
o 7,6
Debit Air 7,6
. . 8,0
Kualitas Air 83
8,2
Air untuk RT 8,6
Lo 8,0
Irigasi 8,0
. 7.2
Sumber Mata Air 71
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Semua P value > 0,05 ©® Non-HKm @ HKm

Gambar 6.6: Persepsi Penilaian Manfaat Ekologi

Melalui analisis Tabel ANOVA, diketahui dari 18 indikator pada aspek
ekologi, tidak terdapat perbedaan nyata antara persepsi manfaat ekologi
antara kelompok HKm IUP, HKm Non-IUP, HKm I[UP&Non-IUP
dan masyarakat Non-HKm. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi antar
masyarakat HKm, baik HKm [UP, HKm Non-IUP, HKm [UP&Non-IUP,

terkait aspek ekologi sumber daya hutan relatif sama.
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Tabel 6.6: Kriteria Presepsi Manfaat Ekologi

Kategori Persepsi

Indikator HKm Non.HKm Tingkat Signifikansi
1. Mata Air Sedang Sedang No. Sikgnifikan
2. Irigasi Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
3. Air untuk RT Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
4. Kualitas Air Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
5. DebitAir Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
6. Kesuburan Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
7. Longsor Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
8. Pangan Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
9. Hortikultura Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
10.Okupasi Lahan Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
11. Vegetasi Utama Tinggi Sedang No. Sikgnifikan
12.Tutupan Lahan Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
13.Banjir Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
14.Longsor Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
15.Penc. Air Tinggi Sedang No. Sikgnifikan
16.Penc. Udara Sedang Sedang No. Sikgnifikan
17.Penc. Tanah Tinggi Tinggi No. Sikgnifikan
18.Curah Hujan Sedang Sedang No. Sikgnifikan

6.7 BENANG MERAH

Penilaian manfaat oleh kelompok HKm dan Non-HKm memberikan
“Kategori Tinggi” pada aspek sosial dan ekologi, sedangkan pada aspek
ekonomi penilaian dalam “Kategori Sedang”. Penilaian persepsi manfaat
aspek ekonomi, sosial, dan ekologi pada kelompok HKm lebih tinggi
dibandingkan Non-HKm, namun demikian hanya aspek ekonomi saja yang
nilainya Signifikan secara statistik.

Persepsi penilaian masyarakat HKm terkait indikator aspek ekonomi
dari 12 indikator, terbagi ke dalam 3 kelompok persepsi indikator, yakni 1
indikator “Kategori Rendah”, 7 indikator “Kategori Sedang” dan 4 indikator
dengan “Kategori Tinggi”. Sedangkan untuk Non-HKm, persepsi penilaian
Indikator umumnya “Kategori Sedang”, kecuali indikator tabungan, yakni
dalam “Kategori Rendah”. Dari 12 indikator pada aspek ekonomi, terdapat
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9 indikator yang dinyatakan signifikan berbeda yaitu: [1] Pendapatan rumah
tangga, [2] Akses Pasar, [3] Ketersediaan barang, [4] Ketersediaan pasar, [5]
Daya beli, [6] Sumber pembiayaan/modal, [7] Keragaman sumber pendapatan,
[8] Kepemilikan aset lahan, dan [9] Kepemilikan aset rumah.

Persepsi penilaian masyarakat HKm terkait indikator aspek sosial dari 19
indikator, terbagi ke dalam 2 kelompok persepsi indikator, yakni 10 indikator
“Kategori Sedang” dan 9 indikator “Kategori Tinggi”. Sedangkan untuk Non-
HKm, persepsi penilaian indikator “Kategori Sedang” sebanyak 12 indikator,
sedangkan 6 indikator sosial lainnya dalam kategori tinggi. Dari 19 indikator
pada aspek sosial terdapat 4 indikator yang dinyatakan signifikan berbeda
yaitu: [1] Kesetaraan peran, [2] Tingkat kemanfaatan dan pemanfaatan hutan,
[3] Keragaman tanaman dan pola usaha, dan [4] Pemanfaatan Puskesmas dan
RS sebagai tempat berobat. Dengan demikian, persepsi pada 15 indikator
sosial lainnya tidak berbeda nyata antara kelompok masyarakat HKm dengan
masyarakat kelompok Non-HKm.

Persepsi penilaian masyarakat HKm terkait indikator aspek ekologi
dari 18 indikator, terbagi ke dalam 2 kelompok persepsi indikator, yakni 3
indikator “Kategori Sedang” dan 15 indikator “Kategori Tinggi”. Sedangkan
untuk Non-HKm, persepsi penilaian indikator “Kategori Sedang” sebanyak
5 indikator, sedangkan 13 indikator ekologi lainnya dalam “Kategori Tinggi”.
Dari 18 indikator pada aspek ekologi, tidak terdapat indikator yang berbeda
signifikan, hal ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat HKm dan Non-
HKm terkait ekologi sumber daya hutan relatif sama.
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6.8 PERTANYAAN LANJUTAN

Bila penilaian terhadap manfaat aspek ekonomi umumnya dalam
“Kategori Sedang”, sedangkan manfaat aspek sosial dan ekologi umumnya
dalam “Kategori Tinggi”, lalu bagaimana dampak program HKm “sesudah
dan sebelum HKm” berpengaruh kepada masyarakat HKm dan masyarakat
Non-HKm?

Berapa besar persepsi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat
HKm dan masyarakat Non-HKm? Berapa besar persepsi dampak sosial
yang dirasakan masyarakat HKm dan masyarakat Non-HKm? Berapa besar
persepsi dampak ekologi yang dirasakan masyarakat HKm dan masyarakat
Non-HKm?

Selanjutnya, seberapa besar persepsi dampak terhadap masing-masing
indikator, baik pada aspek ekonomi, sosial dan ekologi?

Dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan analisis persepsi
manfaat program HKm, selanjutnya pada bab 7 akan dilakukan identifikasi
analisis persepsi dampak terhadapa aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Tyt
¥
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7.1 MENGUKUR PERSEPSI DAMPAK

Bila persepsi manfaat diukur dengan membandingkan persepsi penilaian
manfaat oleh masyarakat penerima HKm dengan masyarakat bukan penerima
HKm (Non-HKm) terkait manfaat beberapa indikator aspek ekonomi, sosial
dan ekologi, maka persepsi penilain dampak diukur melalui pembandingan
kondisi dampak indikator-indikator, tersebut antara sebelum dan sesudah
diterimanya ijin usaha pemanfaatan hutan skema HKm.

Kategorisasi penilaian dampak yang diukur sama dengan kategori dalam
penilaian manfaat indikator aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Kategori

penilaian persepsi dampak dibagi ke dalam 4 kelompok, yakni:

[1] Kategori Sangat Rendabh, jika nilai persepsi dampak berkisar 0.0 - 2.5,
[2] Kategori Rendabh, jika nilai persepsi dampak berkisar >2.5-5,

[3] Kategori Sedang, jika nilai persepsi dampak berkisar >5-7,5, dan

[4] Kategori Tinggi, jika nilai persepsi dampak berkisar > 7.5 -10,0

7.2 MEMBANDINGKAN PERSEPSI DAMPAK
Masyarakat HKm

Persepsi masyarakat anggota penerima Hutan Kemasyarakatan (HKm),
sebelum adanya ijin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm) menjelaskan
bahwa kondisinya dinilai “Kategori Rendah” untuk aspek ekonomi dan aspek
sosial, masing-masing dengan nilai 3,87 dan 3,88 poin. Sedangkan penilaian
masyarakat anggota HKm terhadap lingkungan sebelum adanya IUPHKm
sebesar 5,07, yakni nilai terendah dalam “Kategori Rendah”.

Selanjutnya, masyarakat anggota HKm menilai bahwa kondisi aspek
ekonomi, sosial dan ekologi setelah adanya IUPHKm. Yakni kondisi pada
saat ini dinilai bahwa dalam persepsi penilaian “Kategori Tinggi”, masing-
masing dengan rata-rata nilai 8,23; 7,77; dan 8,56 poin. Hal ini menjelaskan
bahwa Ijin Usaha Pemanfaatan HKm memberikan dampak positif yang
cukup berarti bagi masyarakat anggota HKm.
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Gambar 7.1: Dampak Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) HKm pada Masyarakat
HKm

Jika Hipotesis Nol atau Ho menyatakan “tidak ada perbedaan persepsi
masyarakat anggota HKm sebelum dan sesudah adanya program HKm, dan
Hipotesis Satu atau H1 menyatakan bahwa “ada perbedaan persepsi masyarakat
anggota HKm sebelum dan sesudah adanya Izin Usaha Pemanfaatan (IUP)
HKm”, maka kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut, yakni:

1. Jika Sig. = 0,05 maka HO diterima
2. Jika Sig. < 0,05 maka HO ditolak

Dari hasil analisis statistik ditunjukkan bahwa Nilai sig. 0,000 lebih kecil
dari 0,05, maka artinya Ho ditolak, dan secara otomatis H1 yang diterima.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara persepsi masyarakat anggota HKm “Sebelum” dan “Sesudah”
kegiatan HKm pada semua aspek yang meliputi aspek ekonomi, aspek sosial
serta aspek ekologi. Hal ini berarti bahwa program HKm memberikan
“Dampak Postif* dan secara statistik dampak tersebut sangat Signifikan.

Masyarakat Non-HKm

Persepsi masyarakat Non-peserta program Hutan Kemasyarakatan
(Non-HKm), sebelum adanya program HKm menjelaskan bahwa persepsi
penilaian terhadap aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek ekologi kondisinya
dinilai dalam “Kategori Rendah”, masing-masing dengan nilai 3,35, 3,62 dan
4,92 poin. Selanjunya, masyarakat Non-HKm menilai bahwa kondisi aspek
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ekonomi dan ekologi setelah adanya HKm, yakni kondisi pada saat ini dinilai
bahwa dalam persepsi penilaian “Kategori Tinggi”, masing-masing dengan
rata-rata nilai 7,69 dan 8,42 poin. Sedangkan penilitian terhadap aspek sosial
dalam “Kategori Sedang” pada posisi nilai yang tinggi, yakni 7,42 poin.

8,42
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Gambar 7.2: Dampak HKm pada Masyarakat Non- HKm

Jika Hipotesis Nol atau Ho menyatakan tidak ada perbedaan persepsi
masyarakat Non-HKm sebelum dan sesudah adanya HKm, dan Hipotesis
Satu atau H1 menyatakan bahwa ada perbedaan persepsi masyarakat anggota
HKm sebelum dan sesudah adanya HKm, maka kriteria pengambilan
keputusan sebagai berikut, yakni:

1. Jika Sig. = 0,05 maka HO diterima
2. Jika Sig. < 0,05 maka HO ditolak

Hasil analisis diketahui bahwa Nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka
artinya Ho ditolak, dan secara otomatis H1 yang diterima. Berdasarkan hasil
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
persepsi masyarakat Non HKm sebelum dan sesudah adanya HKm pada
semua aspek yang meliputi aspek sosial ekonomi, serta aspek ekologi. Hal
ini berarti bahwa HKm memberikan “Dampak Postif* terhadap masyarakat
Non-HKm dan secara statistik dampak tersebut sangat signifikan.
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7.3 PERSEPSI DAMPAK EKONOMI
Masyarakat Anggota HKm

Terdapat 12 indikator aspek ekonomi digunakan untuk menganalisis
dampak ekonomi HKm oleh masyarakat HKm. Penilaian kondisi sebelum
adanya HKm, terhadap 12 indikator aspek ekonomi menunjukkan bahwa
1 indikator dinilai “Kategori Sangat Rendah”, yakni tabungan; 10 indikator
dinilai dengan “Kategori Rendah”, dan 1 indikator dinilai dengan “Kategori
Sedang”, yakni harga produk.

Setelah adanya HKm, penilaian masyarakat terhadap dampak ekonomi
dengan memberikan penilaian, sebagai berikut: [1] 1 indikator “Kategori
rendah”, [2] 2 indikator dengan “Kategori Sedang” dan [3] 9 indikator
dengan “Kategori Tinggi”.

Tabungan 0.9 36
Aset Kendaraan 32 78
Aset Rumah 3.1 76
Aset Lahan 3.0 76
] 6.9
Sumber Pendapatan 32
Pembiayaan 3.6 7
Daya Beli 3.7 77
Ketersediaan Pasar 3.6 &
Harga Produk 5.3 o8
Ketersediaan Barang 42 &
Akses Pasar 3.9 76
Pendapatan 34 78
T T T T T T T T 1
1.0 20 30 40 50 60 7.0 80 9.0
® Sesudah @ Sebelum

Gambar 7.3: Dampak Ekonomi Program HKm pada Masyarakat Anggota
HKm
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Tabel 7.1: Dampak dan Signifikansi Statistik Indikator Ekonomi Menurut

Masyarakat Anggota HKm
. Kategori Persepsi Tingkat
Indikator Dampal Sebelurgn Sesﬁdah Sinigkmsi

Tabungan +4,4  Sangat Rend Rendah  Signifikan
Aset Kendaraan +3,7 Rendah Tinggi Signifikan
Aset Rumah +3,9 Rendah Tinggi Signifikan
Aset Lahan +1,5 Rendah Tinggi Signifikan
Sumber Pendapatan +4,5 Rendah Sedang Signifikan
Pembiayaan +4,0 Rendah Tinggi Signifikan
Daya Beli +4,3 Rendah Tinggi Signifikan
Ketersedaain Pasar + 3,7 Rendah Tinggi Signifikan
Harga Produk +4,6 Sedang Sedang Signifikan
Ketersediaan Barang +4,5 Rendah Tinggi Signifikan
Akses Pasar + 4,6 Rendah Tinggi Signifikan
Pendapatan +2,8 Rendah Tinggi Signifikan

Perbedaan penilaian masyarakat HKm terhadap dampak “sebelum”
dan “sesudah” adanya HKm berkisar + 1,5 hingga + 4,6 poin. Berdasarkan
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dampak yang
signifikan antara sebelum dan sesudah” adanya program HKm pada
semua indikator pada Aspek Ekonomi berdasarkan persepsi masyarakat
anggota HKm.

Masyarakat Non-HKm

Terdapat 10 indikator aspek ekonomi digunakan untuk menganalisis
dampak ekonomi HKm oleh masyarakat Non-HKm. Penilaian kondisi
sebelum adanya HKm, terhadap 10 indikator aspek ekonomi menunjukkan
bahwa semua indikator dinilai “Kategori Rendah”. Setelah adanya HKm,
penilaian masyarakat Non-HKm terhadap dampak ekonomi dengan
memberikan penilaian, sebagai berikut: [1] 6 indikator dengan “Kategori
Sedang” dan [2] 4 indikator dengan “Kategori Tinggi”.
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Aset Rumah 1 2.9 7
Aset Lahan | 2.9 78
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Gambar 7.4: Dampak Ekonomi Program HKm pada Petani Non-HKm

Tabel 7.2: Dampak dan Signifikansi Statistik Indikator Ekonomi Menurut
Petani Non-HKm

. Kategori Persepsi Tingkat
Indikator Dampak Sebelufl SesuI()lah Siniiilgkansi

Aset Rumah +4,7  Rendah Tinggi Signifikan
Aset Lahan +3,7  Rendah Tinggi Signifikan
Sumber Pendapatan +1,6 Rendah Tinggi Signifikan
Pembiayaan +4,7  Rendah Sedang Signifikan
Daya Beli +4,1 Rendah Sedang Signifikan
Ketersedaain Pasar +4,2 Sedang Tinggi Signifikan
Harga Produk +4,0 Rendah Tinggi Signifikan
Ketersediaan Barang ~ + 4,7 Tinggi Sedang Signifikan
Akses Pasar +4,9 Rendah Sedang Signifikan
Pendapatan +4,8 Rendah Tinggi Signifikan

Perbedaan penilaian masyarakat Non-HKm terhadap dampak “sebelum”
dan “sesudah” program HKm berkisar + 1,6 hingga + 4,69 poin. Berdasarkan
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dampak yang
signifikan antara “sebelum dan sesudah” adanya program HKm pada
semua indikator pada Aspek Ekonomi berdasarkan persepsi penilaian
masyarakat Non-HKm.
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7.4 PERSEPSI DAMPAK SOSIAL
Masyarakat Anggota HKm

Terdapart 20 indikator aspek sosial digunakan untuk menganalisis dampak
sosial HKm oleh masyarakat anggota HKm. Penilaian kondisi sebelum adanya
HKm, terhadap 20 indikator aspek sosial menunjukkan bahwa 1 indikator
dinilai “Kategori Sangat Rendah”, dan 19 indikator dinilai dengan “Kategori
Rendah”.

Setelah adanya HKm, penilaian masyarakat terhadap dampak Sosial,
dengan memberikan penilaian, sebagai berikut: [1] 1 indikator “Kategori
Sedang”, dan 14 indikator dengan “Kategori Tinggi”.

Pemanfaatan RS | 38

Infrastr Swasta i 34
PHBS res 8o

6.9

8.4

Jalan-Jembatan 35
Masjid 54 o

Perumahan a5 &2

73

BerHaji 39
Kesehatan | 59 &
Gotong Royong | 48
Kriminalitas | 3 &
Pendidikan | 40
Okupansi Lahan | 24

Kontrol SDA 56 78

75

8.1

Kemandirian Kelola e 80

Fungsi Lahan 31 o2

Ragam & Pola Usaha 34 7
Intensitas Kelola 32
Pemanfaatan Hutan | 31
Kesetaraan Peran 35

Pola & Status Lahan 39

8.0
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Gambar 7.5: Dampak Sosial HKm pada Masyarakat Anggota HKm

Perbedaan penilaian masyarakat anggota HKm terhadap dampak
“sebelum” dan “sesudah” adanya HKm berkisar + 2,8 hingga + 5,7 poin.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
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“dampak positif” yang signifikan antara sebelum dan sesudah” adanya
program HKm pada semua indikator pada Aspek Sosial berdasarkan
persepsi masyarakat HKm .

Tabel 7.3: Dampak dan Signifikansi Statistik Indikator Sosial Menurut

Masyarakat Anggota HKm
. Kategori Persepsi Tingkat
Indikator Dampak Sebelum  Sesudah Signifikansi

Pola & Status Lahan +4,1 Rendah Tinggi Signifikan
Kesetaraan Peran +5,0 Rendah Tinggi Signifikan
Pemanfaan Hutan +5,2 Rendah Tinggi Signifikan
Intensitas Kelola +5,3 Rendah Tinggi Signifikan
Ragam & Pola Usaha + 4,1 Rendah Sedang Signifikan
Fungsi Lahan +3,7 Rendah Sedang  Signifikan
Kemandirian Kelola +4,6 Rendah Tinggi Signifikan
Kontrol SDA +4,2 Rendah Tinggi Signifikan
Okupasi Lahan +5,7 SangatRend.  Tinggi Signifikan
Pendidikan +3,5 Rendah Sedang  Signifikan
Kriminalitas +4,0 Rendah Tinggi Signifikan
Gotong-Royong +2,8 Rendah Tinggi Signifikan
Kesehatan + 4,4 Rendah Tinggi Signifikan
BerHaji + 3,4 Rendah Sedang  Signifikan
Perumahan +3,8 Rendah Tinggi Signifikan
Masjid +3,2 Rendah Sedang  Signifikan
Jalan-Jembatan +3,4 Rendah Sedang  Signifikan
PHBS +3,7 Rendah Tinggi Signifikan
Infrastr Swadaya +4,9 Rendah Tinggi Signifikan
Pemanfaatan RS +4,9 Rendah Tinggi Signifikan

Masyarakat Non-HKm

Terdapat 20 indikator aspek sosial digunakan untuk menganalisis
dampak sosial HKm oleh masyarakat Non-HKm. Penilaian kondisi sebelum
adanya HKm terhadap 20 indikator aspek sosial menunjukkan bahwa semua
indikator dinilai “Kategori Rendah”, kecuali untuk indikator okupasi lahan.
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7.8

Gambar 7.6: Dampak Sosial Program HKm pada Petani Non-HKm

Setelah adanya Program HKm, penilaian masyarakat Non-HKm terhadap
dampak Sosial dengan memberikan penilaian, sebagai berikut: [1] 7 indikator
dengan “Kategori Sedang” dan [2] 13 indikator dengan “Kategori Tinggi”.

Perbedaan penilaian masyarakat Non-HKm terhadap dampak “sebelum”
dan “sesudah” program HKm berkisar + 2,5 hingga + 6,1 poin. Berdasarkan
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan “dampak
positif” yang signifikan antara sebelum dan sedudah” adanya program
HKm pada semua indikator pada Aspek Sosial berdasarkan persepsi
masyarakat Non-HKm.

200



7 - Membongkar Dampak HKm

Tabel 7.4: Arah Dampak dan Signifikansi Statistik Indikator Sosial Petani

Non-HKm
. Kategori Persepsi Tingkat
Indikator Dampak Sebelurgn Seslrldah Sig nigkansi

Pola & Status Lahan + 4,1 Rendah Tnggi Signifikan
Kesetaraan Peran +5,2 Rendah Tinggi Signifikan
Pemanfaan Hutan +5,2 Rendah Tnggi Signifikan
Intensitas Kelola +5,4 Rendah Tinggi Signifikan
Ragam & Pola Usaha  + 4,4 Rendah Sedang Signifikan
Fungsi Lahan + 4,0 Rendah Sedang Signifikan
Kemandirian Kelola +4,6 Rendah Tnggi Signifikan
Kontrol SDA +4,5 Rendah Tinggi Signifikan
Okupasi Lahan +6,1  SangatRend. = Tnggi Signifikan
Pendidikan +3,5 Rendah Tinggi Signifikan
Kriminalitas +4,3 Rendah Tnggi Signifikan
Gotong-Royong +2,5 Rendah Tinggi Signifikan
Kesehatan +4,5 Rendah Tnggi Signifikan
BerHaji +3,1 Rendah Sedang Signifikan
Perumahan +4,1 Rendah Tnggi Signifikan
Masjid +2,9 Rendah Sedang Signifikan
Jalan-Jembatan + 3,0 Rendah Sedang Signifikan
PHBS +3,3 Rendah Tinggi Signifikan
Infrastr Swadaya +4,3 Rendah Tnggi Signifikan
Pemanfaatan RS +4,9 Rendah Tinggi Signifikan

7.5 PERSEPSI DAMPAK EKOLOGI

Masyarakat Anggota HKm

Terdapat 17 indikator aspek ekologi digunakan untuk menganalisis
dampak ekologi HKm oleh masyarakat anggota HKm. Penilaian kondisi
sebelum adanya HKm terhadap 17 indikator aspek ekologi menunjukkan
bahwa [1] 3 indikator dinilai “Kategori Rendah”, [2] 6 indikator dinilai
“Kategori Sedang”, dan [3] 8 indikator dinilai dengan “Kategori Tinggi”.
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Setelah adanya HKm, penilaian masyarakat terhadap dampak Ekologi,

dengan memberikan penilaian, sebagai berikut: [1] 1 indikator “Kategori

Sedang”, dan [2] 16 indikator dengan “Kategori Tinggi”.

Perbedaan penilaian masyarakat HKm terhadap dampak “sebelum” dan

“sesudah” program HKm berkisar - 1,7 hingga + 4,4 poin. Berdasarkan hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1.

202

Terdapat 7 indikator ekologi yang mempunyai perbedaan “dampak
positif yang signifikan”, sebelum dan sesudah adanya HKm, yakni [1]
Mata Air, [2] Irigasi, [3] Air Konsumsi.[4] Pangan, [5] Hortikultura, [6]
Okupasi Lahan, dan [7] Banjir.

Terdapat 8 indikator ekologi yang mempunyai perbedaan “dampak
negatif yang signifikan”, sebelum dan sesudah adanya HKm, yakni [1]
Kulaitas Air, [2] Debit Air, [3] Kesuburan, [4] Tutupan Lahan. [5]
Pencemaran Air, [6] Pendemaran Udara, [7] Pencemaran Tanah, dan
(8] Curah Hujan, dan

Terdapat 2 indikator ekologi yang mempunyai perbedaan “dampak
negatif yang tidak signifikan”, sebelum dan sesudah adanya HKm, yakni
[1] Vegetasi Utama dan [2] Longsor.
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Gambar 7.7: Dampak Ekologi Adanya HKm pada Masyarakat Anggota

HKm
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Tabel 7.5: Dampak dan Signifikansi Statistik Indikator Ekologi Masyarakat

Anggota HKm
. Kategori Persepsi Tingkat
LU R Sebelui Sesfdah Sinigkansi

Mata Air + 2,4 Sedang Tinggi Signifikan

Irigasi + 2,3 Sedang Tinggi Signifikan

Air Konsumsi + 3,0 Sedang Tinggi Signifikan
Kualitas Air (0,3) Tinggi Tinggi Signifikan

Debit Air (0,8) Tinggi Tinggi Signifikant
Kesuburan (0,3) Tinggi Tinggi Signifikan
Pangan + 4,2 Rendah Tinggi Signifikan
Hortikultura + 3,5 Rendah Tinggi Significan
Okupasi Lahan + 4,4 Rendah Tinggi Signifikan
Vegetasi Utama (0,1) Tinggi Tinggi Tidak Signifikant
Tutupan Lahan (0,4) Tinggi Tinggi Signifikan

Banjir +0,6 Tinggi Tinggi Signifikan
Longsor (0,0) Tinggi Tinggi Tidak Signifikant
Penc. Air (0,7) Tinggi Tinggi Signifikan

Penc. Udara (0,8) Sedang Tinggi Signifikan

Penc. Tanah (1,7) Sedang Tinggi Signifikan

Curah Hujan (1,3) Sedang Sedang Signifikan

Masyarakat Non-HKm

Terdapat 17 indikator aspek ekologi digunakan untuk menganalisis
dampak ekologi program HKm oleh masyarakat HKm. Penilaian kondisi
sebelum adanya Program HKm terhadap 17 indikator aspek ekologi
menunjukkan bahwa [1] 8 indikator dinilai “Kategori Sedang”, dan [2] 9
indikator dinilai “Kategori Tinggi”.

Setelah adanya HKm, penilaian masyarakat terhadap dampak ekologi,
dengan memberikan penilaian, sebagai berikut: [1] 6 indikator “Kategori
Sedang”, dan [2] 11 indikator dengan “Kategori Tinggi”.
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Gambar 7.8: Dampak Ekologi Adanya HKm pada Petani Non-HKm

Perbedaan penilaian masyarakat anggota HKm terhadap dampak
“sebelum” dan “sesudah” adanya HKm berkisar - 2,0 hingga + 4,7 poin.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

Terdapat 7 indikator ekologi yang mempunyai perbedaan “dampak

positif yang signifikan”, sebelum dan sesudah adanya HKm, yakni [1]
Mata Air, [2] Irigasi, [3] Air Konsumsi.[4] Pangan, [5] Horikultura, [6]
Okupasi Lahan, dan [7] Banjir.
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2. Terdapat 1 indikator ekologi yang mempunyai perbedaan “dampak
negatif yang tidak signifikan”, sebelum dan sesudah adanya HKm, yakni
Banjir, dan

3. Terdapat 6 indikator ekologi yang mempunyai perbedaan “dampak
negatif yang signifikan”, sebelum dan sesudah adanya HKm, yakni [1]
Debit Air, [2] Pencemaran Air, [3] Pencemaran Udara, [4] Pencemaran

Tanah, dan [5] Curah Hujan, dan

4. Terdapat 4 indikator ekologi yang mempunyai perbedaan “dampak
negatif yang tidak signifikan”, sebelum dan sesudah adanya HKm, yakni
(1] Kualitas Air, [2] Kesuburan, [3] Vegetasi Utama, dan [4] Tutupan
Lahan.

Tabel 7.6: Dampak dan Signifikansi Statistik Indikator Ekologi Petani Non-

HKm
. Kategori Persepsi Tingkat
LTl SIS DRI EL Sebelfm Sesul:lah Sinigkansi
Mata Air +2,5 Sedang  Sedang Signifikan
Irigasi +2,2 Sedang  Sedang Signifikan
Air Konsumsi +3,4 Sedang  Sedang Signifikan
Kualitas Air (0,2) Tinggi  Tinggi Tidak Signifikan
Debit Air (1,1) Tinggi  Tinggi Signifikant
Kesuburan (0,4) Tinggi  Tinggi Tidak Signifikan
Pangan +4,7  Sedang  Tinggi Signifikan
Hortikultura + 4,0 Sedang Tinggi Sugnifican
Okupasi Lahan +4,7 Sedang  Tinggi Signifikan
Vegetasi Utama (0,3) Tinggi  Tinggi Tidak Signifikan
Tutupan Lahan (0,4) Tinggi  Tinggi Tidak Signifikan
Banjir +1,0  Sedang  Tinggi Signifikan
Longsor +0,1 Tinggi  Tinggi Tidak Signifikan
Penc. Air (0,0) Tinggi  Tinggi Signifikan
Penc. Udara (0,9) Tinggi  Sedang Signifikan
Penc. Tanah (2,0) Tinggi  Sedang Signifikan
Curah Hujan (1,2) Sedang  Sedang Signifikan
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7.6 BENANG MERAH

Persepsi masyarakat HKm dan Non-HKm terhadap adanya HKm,
baik aspek ekonomi, sosial dan ekologi umumnya “Berdampak Positif dan
Signifikan”. Persepsi masyarakat HKm dan Non-HKm terhadap adanya
HKm, untuk seluruh indikator Aspek Ekonomi dan Sosial ‘Berdampak
Positif dan Signifikan”.

Persepsi masyarakat HKm dan Non-HKm terhadap adanya HKm,
untuk indikator Aspek Ekologi, terdiri dari 3 kelompok: [1] Berdanpak Positif
dan Signifikan, dengan perbedaan nilainya besar, [2] Berdampak Negatif dan
Signifikan, namun perbedaan nilainya kecil, dan [3] Berdampak Negatif dan
Tidak Signifikan.

7.7 PERTANYAAN LANJUTAN

Setelah teridentifikasi manfaat dan dampak adanya HKm, pertanyaannya
adalah apakah masalah dan kendala yang masih dihadapi masyarakat anggota
HKm? Masalah dan kendala apa saja yang paling krusial dihadapi masyarakat
anggota HKm?

| ¥
U T -&“.\ _ P eesRRRk
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8.1 PERSEPSI MASALAH DAN KENDALA

Masalah yang dihadapi masyarakat wilayah Sambelia, secara umum dapat

dikelompokkan menjadi 10 hal, yakni:

1. Belum keluarnya Izin Kelola Usulan HKm seluas 163 Ha di Dusun
Sugian dan 200 Ha di Dusun Dara Kunci

2. Belum keluarnya Izin Pemanfaatan HHK Dusun Koloh Sepang di Lahan
HKm yang telah keluar Izin pengelolaan sebelumnya
Adanya risiko bencana alam, seperti kebakaran hutan dan banjir.
Tidak adanya kebijakan subsidi atau bantuan sosial di lahan hutan milik
negara

5. Terbatasnya infrastruktur untuk penampungan air dari sumber mata air
untuk menyirami tanaman HHK yang ditanam masyarakat

6. Terbatasnya pendampingan dan pembinaan dari pemerintah terhadap
HKm

7.  Munculnya hama dan penyakit tanaman yang masih belum bisa diatasi
masyarakat

8. Keberadaan perusahaan HTI, cukup mengganggu masyarakat dalam
pengelolaan HHK

9. Harga Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang menjadi sumber
pendapatan petani regular tidak menentu

10. Masih lemahnya penegakan awiq - awiq
Untuk masyarakat wilayah Santong, masalah dan kendala yang dihadapi

meliputi:

1. Hama monyet yang merusak tanaman HHBK, seperti tanaman (Kopi,
Pisang, Coklat, dan Durian).

2. Penyakit busuk batang, terutama pada tanaman Pisang, Vanili, Sirih,
dan Lada.

3. Kurangnya pemberdayaan usaha tani petani hutan, khususnya terkait

teknis budidaya HHK dan HHBK.
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4. Terbatasnya infrastruktur jalan usaha tani atau jalan produksi di pinggir
kawasan HKm.
Belum adanya legalitas untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK).

6. Terjadinya Land Clearingdiluar kawasan HKm Santong yang mendorong
masuknya kawanan monyet ke kawasan HKm

7. Dalam hal pemasaran HHBK, masih panjangnya rantai pasar dan kondisi
harga yang tidak stabil

8. Terbatasnya kemampuan pengolahan HHBK pasca panen.

9. Terbatasnya ketersediaan bibit unggul.

10. Kemampuan permodalan Koperasi Maju Bersama yang masih rendah.
Untuk Wilayah Sesaot, masalah dan kendala yang dihadapi masyarakat

meliputi:

1. Sebagian besar pengelolaan HKm belum mendapatkan perizinan/legalitas
areal kerja atau ITUP HKm

2. Terbatasnya infrastruktur jalan usaha tani

3. DPanjangnya rantai pemasaran hasil produk HHBK

4. Kurangnya stabilitas harga jual hasil HHBK HKm

5. Adanya masalah keamanan hasil produk HHBK, karena faktor sosial di
masyarakat

6. Kurangnya kerjasama antara kelompok HKm, baik HKm IUP dan HKm
Non-IUP yang berbasis berbasis kawasan

7. Adanya permasalahan hama dan penyakit tanaman, baik HHK dan
HHBK.

8. Kurangnya pendampingan dan pembinaan dari pemerintah

9. Masih muncul praktik jual beli atau pemindah tanganan pengelolaan
lahan HKm

10. Masih adanya perambahan atau illegal logging.
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Gambar 8.1: Masalah dan Kendala yang dihadapi Masyarakat HKm dan
Non-HKm

Berdasarkan Gambar 8.1 menjelaskan bahwa masalah dan kendala
dengan “nilai tertinggi” yang dihadapi oleh masyarakat anggota HKm dan
Non-HKm yaitu pemerintah. Sedangkan masalah dan kendala dengan “nilai
terendah” yaitu ekologi.

Tingginya masalah dan kendala karena pemerintah yang dirasakan
baik masyarakat anggota HKm maupun Non-HKm disebabkan lambannya
perizinan usaha pemanfaatan HKm yang sudah diajukan masyarakat, belum
adanya perizinan pemanfaatan HHK serta kurangnya pendampingan dari
pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian, untuk aspek ekonomi, terkait dengan tidak stabilnya harga
HHBK dan panjangnya rantai pasar sechingga petani menerima harga jual
yang rendah. Terkait harga jual yang rendah ini juga dipengaruhi kurangnya
infrastruktur jalan usaha tani dan kurang berperannya KOPERASI dalam

pemasaran bersama.
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Di sisi lain, masyarakat menghadapi masalah sosial yakni kurang
optimalnya peranan “awiq-awig” sehingga berdampak masih adanya jual beli
lahan HKm dan perambahan hutan

Tabel 8.1: Analisis Statistik terhadap Masalah dan Kendala

t-test for Equality of Means

95% Confidence

df Sig. Mean  Std. Error Interval of the

(2-tailed) Difference Difference Difference

Lower Upper
Ekonomi A 455 501 -.434 122 .665 -.148 342 -.825 528
B -428 34.324 671 -.148 347 -.852 556
Sosial A 5.038 .027 1.552 122 123 473 305 -.130 1.077
B 1.151 27.124 .260 473 411 -.370 1.317
Ekologi A 1311 260 -.062 35 951 -.034 552 -1.156 1.087
B -.074 14.959 942 -.034 464 -1.024 955

Infrastrukeur A 9.457  .003 947 122 345 .393 415 -429 1.215
B 706 27.200 486 .393 557 =749 1.536
SDM A .039 .844 814 122 417 .300 369 -.430 1.030
B 787 33.615 437 .300 381 -.475 1.075
Pemerintah A 3.499 .064 -1.756 122 .082 -.802 456 -1.705 .102
B -2.423 61.195 .018 -.802 331 -1.463 -.140

Keterangan: A = Equal variances assumed dan B = Equal variances not assumed

Berdasarkan Tabel 8.1, menjelaskan bahwa apabila kelompok masyarakat
terdiri dari kelompok masyarakat HKm dan kelompok masyarakat Non-HKm,
maka dapat diketahui bahwa baik pada masyarakat HKm maupun Non HKm
yang dianggap sebagai masalah dan kendala dengan “nilai terbesar” adalah
kendala pemerintah, sedangkan masalah dan kendala dengan “nilai terkecil”

adalah kendala ekologi.

Pada Masyarakat HKm yang dirasa menjadi kendala jika dibandingkan
dengan masyarakat Non-HKm adalah aspek sosial, infrastruktur dan aspek
sumberdaya manusia. Untuk aspek ekonomi, aspek ekologi dan aspek
pemerintah lebih dirasakan oleh masyarakat Non-HKm.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbedaan nyata terkait
permasalahan antara masyarakat HKm dan Non-HKm terdapat pada aspek

pemerintah, sedangkan aspek yang lain tidak terdapat perbedaan nyata atau
tidak signifikan.
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8.2 MASALAH DAN KENDALA MENURUT STATUS
HKm

Berdasarkan Gambar 8.1, dapat diketahui bahwa apabila masyarakat
kelompokan menjadi 4 yaitu kelompok, yakni [1] pemilik lahan HKm IUP,
[2] pemilik lahan HKm Non-IUP, [3] pemilik lahan IUP & Non-IUP,
[4] masyarakat Non-HKm, maka dapat diketahui bahwa yang dianggap
masalah dan kendala dengan nilai terbesar adalah kendala yang bersumber
dari pemerintah, yang kemudian diikuti masalah dan kendala terkait aspek
sumber daya manusia, aspek Ekonomi, aspek Infrastruktur, dan aspek Sosial.
Masalah dan kendala yang dianggaap relatif kecil bersumber dari aspek
ekologi.

Tabel 8.2: Perbedaan Tingkat Masalah dan Kendala Antar Status Kelompok

HKm
ASPEK Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Ekonomi A 2.730 3 910 400 754
B 273.294 120 2.277
C 276.024 123
Budaya A 6.072 3 2.024 1.115 .346
B 217.888 120 1.816
C 223.960 123
Ekologi A 13.240 3 4.413 2.710 .061
B 53.733 33 1.628
C 66.973 36
Infrastruktur A 8.293 3 2.764 .826 482
B 401.675 120 3.347
C 409.968 123
SDM A 2.313 3 771 .289 .833
B 320.429 120 2.670
C 322.742 123
Pemerintah A 40.004 3 13.335 3.446 .019
B 464.383 120 3.870
C 504.387 123

Keterangan: A= Between Groups ,B= Within Groups, dan C= Total

Berdasarkan analisis Tabel ANOVA, seperti yang dipaparkan pada Tabel
8.2 dapat diketahui bahwa perbedaan nyata terkait permasalahan antara
masyarakat HKm dan Non-HKm terdapat pada aspek pemerintah, sedangkan

214



8 - Apa Masalah Dan Kendala Petani HKm?

aspek yang lain tidak terdapat perbedaan nyata. Sedangkan perbedaan pada
aspek pemerintah adalah antara pemilik Lahan HKm dan masyarakat non
HKm, serta Pemilik Lahan HKm dengan pemilik lahan HKm Non-IUP.

9.29
Pemerintah
8.00
8.25
sbM 8.45
8.27
7.67
8.19
Infrastruktur 7.60
8.17
Ekologi
7.56
Sosial 7.20
7.35
8.21
8.28
Ekonomi 7.95
7.96
T 1 T 1 1
- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
® Non-Hkm © Hkm IUP & Non-lUP ® HKm Non IUP ® Hkm IUP

Gambar 8.2: Masalah dan Kendala yang dihadapi HKm Berdasarkan Status
HKm
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8.3 BENANG MERAH

Masalah dan kendala yang dihadapi masyarakat terkait dengan aspek
pemerintah, infrastrukeur, sumberdaya manusia, sosial, ekonomi, dan ekologi.
Aspek yang terkait dengan “pemerintah” menjadi masalah dan kendala
utama yang dihadapi masyarakat. Hal ini berhubungan dengan perizinan
pengelolaan lahan hutan, perizinan pemanfaatan HHK, dan fasilitasi dan
pembinaan pemerintah terhadap masyarakat.

Masalah terkait dengan aspek ekonomi umumnya berkaitan dengan
rendahnya harga HHBK dan panjangnya rantai pemasaran, dimana hal ini
terkait dengan masalah terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastrukeur jalan
usahatani.

Masalah SDM yang dihadapi masyarakat lebih terkait kemampuan
teknis budidaya HHK dan HHBK dan pengendalian hama penyakit yang
masih terbatas.

Di sisi lain, masalah sosial terjadi karena belum efektifnya pelaksanaan
“awiq-awiq” dan kerjasama antar kawasan, sehingga masih memunculkan
masalah jual-beli lahan HKm serta masih terjadinya pencurian HHBK petani
dan pembalakan liar.

8.4 PERTANYAAN LANJUTAN

Dari masalah dan kendala yang masih dihadapi petani, apakah intervensi
yang diharapkan petani HKm untuk penyelesaian masalah dan kendala
tersebut? Apa saja harapan petani HKm? Selanjutnya, mau dibawa ke mana
HKm ini?

Ly

7
L1E | erkekkokk

*********’_‘ III -

216



FUTARN KEMASYARAKATARN
ETDURANAWINVAYRETANI

AlSiik
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9.1

HARAPAN PETANI

WILAYAH SAMBELIA

Dari permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat HKm

Sambelia, mereka mengharapkan beberapa hal untuk perbaikan pelaksanaan
Program HKm, yakni:

1. Usulan “Areal Kerja HKm” kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan agar segera diterbitkan agar [UP-HKm.

2. Izin Pemanfaatan HHK bagi lahan ITUPHKm seluas 420 Ha segera
dikeluarkan.

3. Perlu rehabilitasi pinggir kali atau Daerah Aliran Sungai (DAS) dan
kegiatan patroli secara rutin (mitigasi).

4. Perlu dipertimbangkan adanya bantuan sosial atau subsidi bibit dan
pupuk bagi pengelolaan lahan hutan HKm.

5. Perlu dibangunnya embung sebagai penampung air untuk kegiatan
pengairan HHK dan HHBK.

6. DPerlunya peningkatan kualitas pendampingan dan Bimbingan teknis
(Bimtek) dari Pemerintah.

7. DPeningkatan kapasitas petani dalam teknis budidaya serta pengedalian
dan pemberantasan hama dan penyakit.

8. Perlu mengevaluasi keberadaan Perusahaan HTT oleh Pemerintah Pusat,
agar tidak berdampak negatif terhadap pengelolaan HKm.

9. Diperlukan standarisasi harga — harga HHBK dan peningkatan fungsi
koperasi sebagai penampung dan lembaga pemasaran hasil HHBK.

10. Perlu revisi Awiq — Awiq, agar mekanisme dan sistem kelembagaan HKm
dapat berjalan dengan baik untuk mensejahterkan masyarakat melalui
pengelolaan lahan hutan dan menjaga kelestarian hutan.

WILAYAH SANTONG

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat

Santong, mereka mengharapkan beberapa hal untuk perbaikan pelaksanaan
Program HKm, yakni:
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1. Peningkatan kapasitas petani HKm dalam hal pemberantasan penyakit
busuk batang dan adanya bantuan obat — obatan.

2. Pembuatan rabat jalan atau jalan usahatani untuk mempermudah akses
hal pengangkutan hasil-hasil produk HHBK HKm.

3. Perlu bantuan ahli primata untuk mempelajari perilaku monyet di
Kawasan HKm Santong

4. Adanya akses ke sumber-sumber permodalan, baik dari lembaga keuangan
perbankan maupun bantuan dari pemerintah

5. Pengembangan kerjasama atau jaringan usaha dengan lembaga-lembaga
untuk membantu pemasaran lokal.

6. Mempercepat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK),
karena awalnya hutan produksi.

7. Adanya penegakan hukum.
Adanya bantuan bibit unggul, baik HHK dan HHBK serta bimbingan
teknis budidaya tanaman HHK dan HHBK.

9. Pelatihan pengembangan industri rumah tangga dan bantuan peralatan
produksi.

10. Peningkatan kualitas dan kuantitas bimbingan teknis melalui model
demplot.

WILAYAH SESAOT

Dari permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, mereka

mengharapkan beberapa hal untuk perbaikan pelaksanaan Program HKm,

yakni:

1.

Percepatan dan kepastian untuk memperoleh ITUPHKm, bagi HKm
Non-IUP.

Penegakan hukum oleh pemerintah terkait illegal logging, terkait
pemindahtanganan lahan garapan HKm serta penguatan sistem
kelembagaan Awiq-Awiq.

Pendampingan untuk pengembangan jaringan pemasaran secara
kolektif termasuk memaksimalkan fungsi forum kawasan dan koperasi,
sebagaimana janji Disperindag yang masih menunggu realisasi.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

Penguatan kerjasama antar desa berbasis kawasan melalui peraturan
resmi.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya HHK dan
HHBK.

Pendampingan secara berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun
LSM.

Menjadikan Blok pengelolaan lahan HKm menjadi “KUBE (Koperasi
Usaha Bersama)”.

Adanya standarisasi harga di tingkat petani berdasarkan kesepakatan di
tingkat kawasan untuk produk — produk unggulan.

Peningkatan pengorganisasian masyarakat HKm, karena masih lemahnya
kapasitas kepemimpinan, komunikasi dan pengelolaan kelompok.

Peningkatan kualitas ‘input’, khususnya bibit unggul tanaman Hasil

Hutan Bukan Kayu/HHBK.

Diversifikasi produk pasca panen dengan pengembangan industri
pengolahan rumah tangga (home industry).

Penetapan aturan tentang retribusi HKm.

Pembuatan jalan usaha tani di pinggir kawasan, termasuk peningkatan
kualitas peningkatan jalan yang sudah ada.

Pengelolaan Jasa Lingkungan (Jasling) secara lebih optimal.

Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara regular terhadap
HKm.

Pembinaan dan bimbingan teknis dalam hal kelembagaan, budidaya dan
pengembangan usaha.

Fasilitasi pelaksanaan program pengelolaan HKm, baik perencaaan
jangka pendek yakni 1 sampai 5 tahun, hingga perencanaan jangka
panjang, yakni hingga 35 tahun Izin HKm berakhir.

Penambahan Izin HKm seluas 175 hektar.

Kesamaan pandangan tentang proporsi tanaman di HKm, untuk HHK
dan HHBK (70 : 30) dengan prioritas tanaman MPTs.

222



9 - Petani HKm Butuh Apa?

20. Adanya strategi bersama dengan pemerintah terkait masalah pemasaran
HHBK, agar dapat berkompetisi dengan pemodal besar, serta pembuatan
regulasi dalam kelembagaan bersama untuk pemasaran hasil — hasil
HKm, seperti kopi, kakao dan kemiri.

9.2 KEBUTUHAN INTERVENSI

Berdasarkan kebutuhan harapan-harapan yang dibutuhkan masyarakat,
pada Tabel 9.2 dipaparkan persepsi penilaian kebutuhan intervensi antara
masyarakat kelompok HKm dan masyarakat kelompok Non-HKm.

Tabel 9.1: Kebutuhan Intervensi HKm dan Non-HKm
Std, Std, Error

Intervensi Kategori Mean Deviation Mean

Izin Kelola HKm 5.3200  3.89737 .38974

Non HKm 6.9583  3.95055 .80640
Izin Pemanfataan HKm 8.4200  2.89262 .28926

Non HKm 9.0833  2.18526 44606
Perbaikan Harga HKK ~ HKm 2.9400  4.07213 40721

Non HKm 2.7917  4.07515 .83184
Pencegahan Perambahan HKm 4.4100  2.47450 24745

Non HKm 4.3333  2.58199 .52705
Perbaikan THKm HKm 8.2200  1.25995 .12600

Non HKm 7.7917 1.99955 40816
PenyuluhanHPT HKm 6.6500  1.57233 15723

Non HKm 6.1250 1.82525 .37258
Bantuan Penguatan HKm 7.0100  1.10550 11055
Kerjasama Antar Desa Non HKm 6.7083  1.68056 34304
Pengembangan Jaringan HKm 8.8900  2.04443 20444
Pasar Non HKm 8.7917  2.18650 44632
PelatihanBudidaya HHK HKm 6.7500  1.77738 17774
& HHBK Non HKm 6.8750 1.91816 39154
Pendampingan Teknis HKm 8.7700  1.85241 18524
Reuler Non HKm 8.7500  2.17196 44335
Pengelolaan Blok HKm 7.6300  1.73295 .17330
menjadi KUB Non HKm 79167  2.10417 42951
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Tabel 9.1: Kebutuhan Intervensi HKm dan Non-HKm (lanjutan)

Std, Std, Error

Intervensi Kategori Mean -

Deviation

Standarisasi Harga HKm 8.6000 1.71152
Non HKm 8.6667  2.20013

Jalan Pinggir Kawasan =~ HKm 8.2600  1.63682
Hutan Non HKm 7.9167  2.61960
Bibit Unggul HKm 7.0500  1.62912
Non HKm 6.7917 1.86452

Optimalisasi Jasling HKm 8.3400  2.32779
Non HKm 8.6250  2.14299

Pelatihan Pengelolaan HKm 7.7100  2.42168
Hasil Non HKm 8.4167  1.13890
Peraturan dan Retribusi  HKm 6.4900  2.05232
HKm Non HKm 6.0833  2.10417

Mean
17115
44910
.16368
.53472
16291
.38059
23278
43744
24217
23248
.20523
42951

Berdasarkan pembagian dua kelompok, diketahui bahwa pada

masyarakat HKm, kebutuhan intervensi yang memiliki nilai terbesar atau

dianggap penting adalah pengembangan jaringan pemasaran, diikuti

oleh pendampingan teknis regular, standarisasi harga ditingkat petani dan

optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan.

Tabel 9.2: Kebutuhan Intervensi Masyarakat HKm Menurut Stacus HKm

Intevensi/Kategori

Izin Usaha HKm IUP
HKm Non IUP
HKm IUP & Non IUP
Non-HKm
Total
Izin Pemanfataan HKm IUP
HKm Non IUP
HKm IUP & Non IUP
Non-HKm
Total

Mean

2.4583
9.2500
7.1563
6.9583
5.6371
7.7083
8.9000
9.1875
9.0833
8.5484

Std.
Deviation
3.14851
2.24488
2.06522
3.95055
3.94543
3.44537
3.05907
1.20315
2.18526
2.77432

Std.

Error

45445
.50197
.36508
.80640
35431
49730
.68403
21269
44606
24914

224



9 - Petani HKm Butuh Apa?

Tabel 9.2: Kebutuhan Intervensi Masyarakat HKm Menurut Status HKm

(lanjutan)
. . Std. Std.
Intevensi/Kategori Mean Deviation  Error
Perbaikan Harga HKm IUP 3.3125 4.12133 .59486
HKK HKm Non IUP 2.0000 3.59825 .80459
HKm IUP & Non IUP 29688 4.29917 .75999
Non-HKm 2.7917  4.07515 .83184
Total 29113  4.05654 .36429
Pencegahan HKm IUP 4.6042 2.46455 .35573
Perambahan HKm Non IUP 3.9000 2.55260 .57078
HKm IUP & Non IUP  4.4375 2.47487 .43750
Non-HKm 4.3333 2.58199 .52705
Total 43952 2.48514 .22317
Infrastruktur HKm IUP 8.1458 1.14835 .16575
HKm HKm Non IUP 8.1000 1.55259 .34717
HKm IUP & Non IUP  8.4063 1.24069 .21933
Non-HKm 7.7917  1.99955 .40816
Total 8.1371 1.43326 .12871
Pencegahan HPT HKm IUP 6.6875 1.59995 .23093
HKm Non IUP 6.7500 1.71295 .38303
HKm IUP & Non IUP  6.5313 1.48072 .26176
Non-HKm 6.1250 1.82525 37258
Total 6.5484 1.62978 .14636
Kerjasama Antar  HKm IUP 7.0625 1.01910 .14709
Desa HKm Non IUP 7.0500 99868 .22331
HKm IUP & Non IUP  6.9063 1.30407 .23053
Non-HKm 6.7083 1.68056 .34304
Total 6.9516 1.23535 .11094
Jaringan HKm [UP 8.9375 1.90639 .27516
Pemasaran HKm Non IUP 8.4500 3.03445 .67852
HKm IUP & Non IUP  9.0938 1.42239 .25144
Non-HKm 8.7917 2.18650 .44632
Total 8.8710 2.06389 .18534
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Tabel 9.2: Kebutuhan Intervensi Masyarakat HKm Menurut Status HKm

(lanjutan)
. . Std. Std.
Intevensi/Kategori Mean Deviation  Error
Pelatihan HKm IUP 6.8333 1.66738 .24066
Budidaya HHK ~ HKm Non IUP 6.0500 2.21181 .49458
& HHBK HKm IUP & Non IUP  7.0625 1.56447 .27656
Non-HKm 6.8750 1.91816 .39154
Total 6.7742 1.79810 .16147
Pendampingan HKm IUP 8.7708 1.51923 .21928
Teknis Regular ~ HKm Non [UP 8.5500 3.06894 .68624
HKm [UP & Non IUP  8.9063 1.27910 .22611
Non-HKm 8.7500 2.17196 .44335
Total 8.7661 1.90894 .17143
Pengelolaan Blok HKm IUP 7.9583 1.51529 .21871
menjadi KUB HKm Non IUP 6.5000 2.46021 .55012
HKm IUP & Non IUP  7.8438 1.16700 .20630
Non-HKm 7.9167 2.10417 .42951
Total 7.6855 1.80499 .16209
Standarisasi HKm IUP 8.8333 1.27719 .18435
Harga HKm Non IUP 8.1500 2.99605 .66994
HKm IUP & Non IUP  8.5313 1.07716 .19042
Non-HKm 8.6667 2.20013 .44910
Total 8.6129 1.80654 .16223
Jalan Pinggir HKm IUP 8.1042 1.50516 .21725
Kawasan Hutan ~ HKm Non IUP 8.2500 2.17340 .48599
HKm IUP & Non IUP  8.5000 1.45912 .25794
Non-HKm 7.9167 2.61960 .53472
Total 8.1935 1.85962 .16700
Bibit Unggul ~ HKm IUP 7.1458 171340 24731
HHK dan HKm Non IUP 6.8500 2.13431 .47725
HHBK HKm IUP & Non I[UP  7.0313 1.09203 .19305
Non-HKm 6.7917 1.86452 .38059
Total 7.0000 1.67235 .15018
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Tabel 9.2: Kebutuhan Intervensi Masyarakat HKm Menurut Status HKm

(lanjutan)

. . Std. Std.

Intevensi/Kategori Mean Deviation  Error
Pemanfaatan Jasa HKm IUP 8.1042 2.46023 .35510
Lingkungan HKm Non IUP 8.2000 3.08818 .69054
HKm IUP & Non IUP  8.7813  1.40814 .24893
Non-HKm 8.6250 2.14299 43744
Total 8.3952 2.28754 .20543
Pelatihan HKm IUP 7.0208 3.15210 .45497
Pengelolaan Hasil HKm Non IUP 8.3500 1.42441 .31851
HKm IUP & Non ITUP  8.3438 1.00352 .17740
Non-HKm 8.4167 1.13890 .23248
Total 7.8468 2.24530 .20163
Peraturan dan HKm IUP 6.7083 1.92363 .27765
Retribusi HKm ~ HKm Non IUP 5.5000 2.52357 .56429
HKm IUP & Non IUP  6.7813  1.77318 .31346
Non-HKm 6.0833  2.10417 .42951
Total 6.4113 2.06012 .18500

Berdasarkan Tabel 9.2 diketahui bahwa pemilik lahan HKm IUP memiliki
nilai paling besar persepsi kebutuhan intervensi pada aspek: [1] perbaikan
harga HHK, [2] pencegahan perambahan hutan, [3] bantuan kerjasama antar
desa kawasan, [4] pengembangan jaringan pemasaran, [5] pengelolaan blok
menjadi KUB, [6] standarisasi harga di tingkat petani, dan [7] bantuan bibit
unggul HHK dan HHBK.

Pada pemilik lahan HKm Non IUP penilaian terbesar kebutuhan
intervensi adalah pada aspek: [1] Izin usaha pengelolaan IUP HKm dan [2]
penyuluhan pencegahan hama dan penyakit.

Pada pemilik lahan HKm IUP & Non-IUP penilaian kebutuhan
intervensi terbesar adalah pada aspek: [1] Izin usaha pemanfaatan hasil hutan,
[2] perbaikan infrastruktur HKm, [3] Pelatihan peningkatan pengetahuan dan
keterampilan budidaya HHK & HHBK, [4] Pendampingan teknis regular,
[5] Pembuatan dan perbaikan jalan pinggir kawasan hutan, [6] Optimalisasi
pemanfaatan jasa lingkungan dan [7] Peraturan dan retribusi HKm.
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9.3 BENANG MERAH

Petani HKm membutuhkan beberapa intervensi kebijakan pemerintah
ataupun dukungan pendampingan dari LSM, terutama dalam hal:

1. Perbaikan harga HHK,

Pencegahan perambahan hutan,
Bantuan kerjasama antar desa kawasan,
Pengembangan jaringan pemasaran,
Pengelolaan blok menjadi KUB,
Standarisasi harga di tingkat petani,
Bantuan bibit unggul HHK dan HHBK.
Izin usaha pengelolaan ITUP HKm,

N A

Penyuluhan pencegahan hama dan penyakit,

—_
(=]

. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan, terutama HKm yang telah mendapat
IUP untuk Hutan Produksi,

. Perbaikan infrastruktur HKm,

—_ =
N =

. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya HHK
& HHBK,

13. Pendampingan teknis regular,
14. Pembuatan dan perbaikan jalan pinggir kawasan hutan,
15. Optimalisasi pemanfaatan Jasa lingkungan, dan

16. Peraturan dan retribusi HKm.

9.4 PERTANYAAN LANJUTAN

Potret kontribusi program HKm dalam aspek ekonomi ditunjukkan
oleh kontribusi pendapatan lahan HKm terhadap pendapatan rumah
tangga, sedangkan dalam aspek sosial, yakni kontribusi ditunjukkan dengan
kemampuan program dalam berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
dan peningkatan kesejahteraan. Untuk aspek ekologi ditunjukkan oleh
kontribusi program HKm terhadap perbaikan lingkungan dan kelestarian
hutan telah terpapar gamblang. Secara kuantitatif, manfaat aspek ekologis
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memberikan potensi Pendapatan Jasa Lingkungan (PJL) atau manfaat
ekonomi-ekologis. Demikian pula, persepsi manfaat dan dampak program
HKm pada aspek ekonomi, sosial dan ekologi lebih mempertegas lagi.

Setelah memapar masalah dan kendala, maka dapat diidentifikasi
kebutuhan intervensi program yang diinginkan masyarakat. Pertanyaan
selanjutnya adalah bagaimana program HKm ke depan agar lebih
mensejahterakan masyarakat dan mendorong pelestarian hutan? Apa
kebijakan, strategi dan program yang dibutuhkan oleh HKm?

|
U T R
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action on any level will only breed conflict. The understanding of relationship is infinitely
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10.1 FAKTA DAN KONDISI HKm

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pelaksanaan program HKm
terdapat beberapa catatan penting, yakni':

1. Program HKm memberikan kontribusi pendapatan yang cukup penting
terhadap strukeur pendapatan rumah tangga petani HKm, yakni mencapai
61 persen. Kontribusi pendapatan dari lahan HKm pada masyarakat
miskin justru meningkat sampai 75 persen pada masyarakat miskin. Hal
ini menunjukkan bahwa lahan HKm menjadi sumber pendapatan utama,
dan bahkan menjadi hidup-matinya petani HKm yang lebih miskin.

2. Masyarakat peserta HKm yang belum mendapatkan legalitas Izin
pengelolaan lahan HKm atau belum mendapatkan IUP mencapai 57,2
persen.

3. Masyarakat yang memperoleh akses luas lahan HKm terbesar justru
masyarakat yang memiliki “lahan sendiri” paling luas. Mereka pada
umumnya kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih
tinggi dan lebih “senior”.

4. Manfaat Program (total benefit) karena pengelolaan laham HKm mencapai
15 juta atau sekitar 62 persen dari total pendapatan, sedangkan manfaat
bersih atau ner benefit sebesar 9 juta atau 59 persen. Dampak Program
terhadap pendapatan masyarakat Non-HKm, mencapai 6,2 juta atau
sekitar 41 persen.

5. Populasi HKm umumnya terpusat pada Quadrat III, yakni masyarakat
dengan kepemilikan sempit atau dengan tingkat pendapatan rendah.

6. Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat hasil pendekatan “partisipatif”
lebih ditentukan oleh kepemilikan asset atau modal, baik modal ekonomi
(economic capital), modal sosial (social capital), modal sumberdaya
manusia (buman resources capital) ataupun modal sumberdaya alam
(natural resources capital).

7. Jumlah masyarakat HKm yang berada di atas Garis Kemiskinan sekitar
50,4 persen, sedangkan masyarakat Non-HKm hanya 37,5 persen.
Program HKm berperan dalam peningkatan kesejahteraan, yakni sekitar
12,9 persen.

! Bagian ini merupakan hasil ringkasan identifikasi dan analisis dari bab 1 hingga Bab 9.
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Jika pendapatan lahan HKm dikeluarkan, maka masyarakat HKm akan
masuk dalam kategori miskin mencapai 81,2 persen. Pendapatan dari
lahan HKm berkontribusi dalam penurunan kemiskinan sekitar 31,6
persen dari masyarakat. Manfaat bersih program HKm dalam penurunan
kemiskinan sebanyak 12,9 persen, sedangkan dampak program terhadap
penurunan kemiskinan sebesar 18,7 persen.

Tingkat pendidikan yang rendah dengan ketiadaan kepemilikan lahan
sawah dan kebun sendiri sebagai faktor penyebab kemiskinan masyarakat.
Hal ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan,
maka akses terhadap lahan (access to natural resources capital) dan tingkat
pendidikan atau kualitas sumberdaya manusia (access to human resources
capital) menjadi persyaratan utama.

Wilayah HKm umumnya mempunyai karakteristik dengan tingkat
ketimpangan pendapatan kategori “Ketimpangan Tinggi”, dan tingkat
ketimpangan pendapatan meningkat dengan adanya program HKm.
Peningkatan ketimpangan pendapatan ini terjadi karena penguasaan lahan
HKm IUP (yang cenderung merata) jauh lebih rendah dibandingkan
tingkat penguasaan lahan Non-IUP (tergantung kemampuan membuka

lahan).

Manfaat ekonomi pengelolaan sumberdaya hutan melalui skema hutan
kemasyarakatan dapat diperoleh melalui : [1] Usahatani HHBK dan/atau
Usahatani HHK, dan [2] Pendapatan Jasa Lingkungan (PJL). Potensi
pendapatan PJL untuk lahan dengan tutupan lahan yang memadai
berkisar 20-40 persen, bahkan untuk wilayah dengan kondisi lahan
terbuka justru sumbangan PJL bisa mencapai 60 persen. Total Manfaat
Ekonomi Sumberdaya Hutan rata-rata 22 hektar per tahun, baik dari
nilai “Usahatani” maupun “Nilai Jasa Lingkungan”. Potensi Pendapatan
Jasa Lingkungan (PJL) sendiri rata-rata mencapai 7,5 Juta per hektar per
tahun.

Pendapatan masyarakat HKm dari pengelolaan HKm yang hanya
mengandalkan dari  “Usahatani HHBK” umumnya mendekati
Pendapatan Garis Kemiskian (PGK).

Penilaian manfaat program HKm oleh kelompok HKm dan Non-HKm
memberikan “Kategori Tinggi” pada aspek sosial dan ekologi, sedangkan
pada aspek ekonomi penilaian dalam “Kategori Sedang”. Penilaian
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

persepsi manfaat aspek ekononi, sosial, dan ekologi pada kelompok
HKm lebih tinggi dibandingkan Non-HKm, namun demikian hanya
Aspek Ekonomi saja yang nilainya signifikan secara statistik.

Dari 12 indikator manfaat aspek ekonomi, terdapat 9 indikator yang
dinyatakan signifikan berbeda antara HKm dan Non-HKm yaitu: [1]
Pendapatan rumah tangga, [2] Akses Pasar, [3] Ketersediaan barang,
(4] Ketersediaan pasar, [5] Daya beli, [6] Sumber pembiayaan/modal,
[7] Keragaman sumber pendapatan, [8] Kepemilikan aset lahan, dan [9]
Kepemilikan aset rumah.

Dari 19 indikator manfaat aspek sosial terdapat 4 indikator yang
dinyatakan signifikan berbeda yaitu: [1] Kesetaraan peran, [2] Tingkat
kemanfaatan dan pemanfaatan hutan, [3] Keragaman tanaman dan
pola usaha, dan [4] Pemanfaatan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai
tempat berobat. Dengan demikian, persepsi pada 15 indikator sosial
lainnya tidak berbeda nyata antara kelompok masyarakat HKm dengan
masyarakat kelompok Non-HKm.

Dari 18 indikator manfaat aspek ekologi, tidak terdapat indikator yang
berbeda signifikan. Hal ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat
HKm dan non HKm terkait ekologi sumber daya hutan relatif sama.

Persepsi masyarakat HKm dan Non-HKm terhadap program HKm baik
aspek ekonomi, sosial dan ekologi umumnya “Berdampak Positif dan
Signiftkan”.

Persepsi masyarakat HKm dan Non-HKm terhadap program HKm,
untuk seluruh indikator aspek ekonomi dan sosial “Berdampak Positif
dan Signifikan”.

Persepsi masyarakat HKm dan Non-HKm terhadap program HKm,
untuk indikator aspek ekologi, terdiri dari 3 kelompok: [1] Berdampak
Positif dan Signifikan, dengan perbedaan nilainya besar [2] Berdampak
negatif dan signifikan, namun perbedaan nilainya kecil, dan [3]
Berdampak negatif dan tidak signifikan.

Masalah dan Kendala yang dihadapi masyarakat terkait dengan aspek
pemerintah, infrastruktur, Sumberdaya Manusia, Sosial, Ekonomi, dan
Ekologi. Aspek yang terkait dengan pemerintah menjadi masalah dan
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kendala utama yang dihadapi masyarakat. Hal ini berhubungan dengan
perizinan pengelolaan lahan hutan, perizinan pemanfaatan HHK,
fasilitasi dan pembinaan pemerintah terhadap masyarakat.

21. Masalah terkait dengan aspek ekonomi umumnya berkaitan dengan
rendahnya harga HHBK dan panjangnya rantai pemasaran. Dimana hal
ini terkait dengan masalah terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
jalan usahatani.

22. Masalah SDM yang dihadapi masyarakat lebih terkait kemampuan
teknis budidaya HHK dan HHBK serta pengendalian hama penyakit
yang masih terbatas.

23. Masalah sosial terjadi karena belum efektifnya pelaksanaan kelembagaan
atau “awiq-awiq” dan kerjasama antar kawasan, schingga masih
memunculkan masalah jual-beli lahan HKm serta masih terjadinya
pencurian HHBK petani serta masih munculnya pembalakan liar.

24. Petani HKm membutuhkan beberapa intervensi kebijakan pemerintah
ataupun dukungan pendampingan dari LSM, terutama dalam hal: [1]
Perbaikan harga HHK. [2] Pencegahan perambahan hutan, [3] Bantuan
kerjasama antar desa kawasan, [4] Pengembangan jaringan pemasaran, [5]
Pengelolaan blok menjadi KUB, [6] Standarisasi harga di tingkat petani,
[7] Bantuan bibit unggul HHK dan HHBK, [8] Izin usaha pengelolaan
IUP HKm, [9] Penyuluhan pencegahan hama dan penyakit, [10] Izin
usaha pemanfaatan hasil hutan, terutama HKm yang telah mendapat
IUP untuk Hutan Produksi, [11] Perbaikan infrastruktur HKm. [12]
Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya HHK
& HHBK, [13] Pendampingan teknis regular, [14] Pembuatan dan
perbaikan jalan pinggir kawasan hutan, [15] Optimalisasi pemanfaatan
Jasa lingkungan dan, [16] Peraturan dan retribusi HKm.

10.2 KESIAPAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL
ISI DAN SEJARAH KEBIJAKAN HKm

Berdasarkan dari historis dasar kebijakan Hutan Kemasyarakatan, pada
awalnya hanya didasarkan pada upaya pengelolaan hutan yang bersifat sektoral.
Namun pada era Jokowi, kebijakan ini lebih didasarkan pada pertimbangan

235



HUTAN KEMASYARAKATAN
Hidup-Matinya Petani Miskin

masalah nasional, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan
pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan melalui akses legal. Dari sisi azas
dan prinsip, peraturan baru lebih menekankan pada “kepastian hukum?”,
dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, namun konteks “transparansi”
tidak ada dalam peraturan ini, walaupun prinsip partisipasi dan keadilan
masih digunakan.

Dari sisi definisi, Hutan Kemasyarakatan merupakan Skema Perhutanan
Sosial untuk memberdayakan masyarakat. Namun demikian, dari kelima
peraturan, ternyata pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan
Sosial, terdapat kalimat yang hilang, yakni kalimat “memberdayakan
masyarakat setempat’ yang digunakan pada peratutan sebelumnya berubah
menjadi “memberdayakan masyarakat’. Pertanyaannya apakah program
HKm bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang jauh dari lokasi hutan atau
masyarakat yang tidak berada di dalam dan sekitar hutan? Jika bisa, terus
bagaimana mekanismenya dan bagaimana pola pengelolaan lahan HKm jika

sudah diperoleh?

Dari sisi maksud dan tujuan, maka kelima peraturan pada prinsip
menjelaskan  bahwa tujuan HKm adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pelestarian sumberdaya hutan. Dalam peraturan baru, tidak
hanya menyampaikan maksud dan tujuan, namun juga menjelaskan sasaran
program, yakni “menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi
masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau
di sekitar kawasan hutan”.

Di samping itu, dari sisi ruang lingkup peraturan, dipaparkan bahwa
peraturan sebelumnya mengatur masing-masing Skema Perhutanan Sosial,
namun demikian, saat ini Peraturan Program Perhutanan Sosial sudah
mengintegrasikan antar Skema Perhutanan Sosial, baik Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Kemitraan dan Hutan Adat. Di samping
itu, dalam konteks fasilitasi pemerintah, pada peraturan yang terakhir lebih
lengkap, baik mulai proses pengusulan dan perizinan, proses perencanaan,
proses pengelolaan usaha lahan HKm, kemitraan, pembiayaan hingga proses
pasca panen dan pemasaran.
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Tabel 10.2: Perdirjen Pendukung Program Perhutanan Sosial®

PerDitJen Jenis Pengaturan Ruang Lingkup
P1/PSKL/SET/  Tatacara Verifikasi ~ ** Pengajuan permohonan hutan
KUM.1/2/2016  dan Validasi hutan hak

hak +¢ Validasi Dokumen
permohonan hutan hak
% Verifikasi pemohon dan calon

hutan hak

P2/PSKL/SET/  Komunitas % Pembentukan dan Pengakuan
KUM.1/3/2016  Penyelamat % Gerakan Aksi Komunitas

Sumberdaya Alam

dalam Perlindungan

dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
P3/PSKL/SET/  Pedoman % Kelompok Perhutanan Sosial
KUM.1/4/2016  Pengembangan (KPS)

Usaha Perhutanan % Kelompok Usaha Perhutanan

Sosial Sosial (KUPS)

% Pengembangan Usaha
Perhutanan Sosial (PUPS)
sebagai upaya peningkatan
kapasitas kelembagaan dan
kewirausahaan KUPS melalui
[1] Identifikasi KPS, Fasilitasi
penguatan kelembagaan
KUPS, dan [3] Fasilitasi
Penguatan Kewirausahaan

¢ Identifikasi KPS dalam: [1]
Potensi Pengembangan Usaha,
[2] Lembaga Pendamping, [3]
Lembaga Pembiayaan, dan [4]

Potensi Pemasaran Hasil Usaha

3 Diadopsi dan Diadaptasi dari Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan, Tahun 20016 sebagai turunan Kebijakan Perhutanan Sosial, P.83/MENLHK/
SETJEND/ KUM.1/10/2016.
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Tabel 10.2: Perdirjen Pendukung Program Perhutanan Sosial (lanjutan)

PerDitJen
P4/PSKL/SET/
PSL.1/4/2016

P5/PSKL/
PSL/KELING/
PSL.3/4/2016

P.6/PSKL/Set/
PSL.1/5/2016

P7/PSKL/SET/
PSL.0/5/2016

P8/PSKL/SET/
LIT.3/6/2016

Jenis Pengaturan
Pedoman Mediasi
Penanganan
Konflik Tenurial
Kawasan Hutan
Tatacara Verifikasi
Penghargaan
Kalpataru

Pedoman Asesmen
Konflik Tenurian
Kawasan Hutan
Pelayanan Akes
Kelola Perhutanan
Sosial

Standard
Pengukuran
Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)
dan Indikator
Kinerja Program
(IKP), Dirjend
Perhutanan Sosial
dan Kemitraan
Lingkungan

Ruang Lingkup
Tatacara Mediasi Penanganan
Konfik Tenurial: Pra-mediasi,
Proses Mediasi dan Pasca Mediasi

Pengusulan calon penerima

penghargaan kalpataru, Verifikasi

adminsitrasi, Verifikasi lapangan,

dan Pembiayaan

Kriteria Assesor, Prinsip Dasar

Pedoman Assesmen, Metodologi,

Analisis, dan Pelaporan

¢ Permohonan Secara Elektronik

Verifikasi administrasi

Penetapan Areal Kerja (PAK)

Pencadangan Areal

» Indikator Kinerja dan
Pengukuran IKK dan IKP

7 7 7
0.0 0‘0 0'0

oo
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Tabel 10.2: Perdirjen Pendukung Program Perhutanan Sosial (lanjutan)

PerDitJen Jenis Pengaturan Ruang Lingkup
P9/PSKL/SET/  Perubahan atas % Kelompok Perhutanan Sosial
PSL.2/2016 P.3/PSKL/SET/ (KPS)

KUM.1/4/2016 % Kelompok Usaha Perhutanan
tentang Pedoman Sosial (KUPS)
Pengembangan % Pengembangan Usaha

Usaha Perhutanan Perhutanan Sosial (PUPs)
Sosial sebagai upaya peningkatan

kapasitas kelembagaan

dan kewirausahaan KUPS
melalui [1] Identifikasi KPS,
[2] Fasilitasi penguatan
kelembagaan KUPS, dan

(3] Fasilitasi Penguatan
Kewirausahaan

Identifikasi KPS dalam: [1]
Potensi Pengembangan Usaha,

7
.0

[2] Lembaga Pendamping, [3]
Lembaga Pembiayaan, dan [4]
Potensi Pemasaran Hasil Usaha
P11/PSKL/SET/ Pedoman Verifikasi %* Pengajuan permohonan
PSL.0/11/2016  Permohonan Hak HPHD;
Pengeloaam Hutan <+ Tata cara verifikasi
Desa (HPHD) administrasi; dan

Tata cara verifikasi teknis

-,

.0

7
°

R/
0.0

P12/PSKL/SET/ Pedoman Verifikasi

Pengajuan Permohonan

PSK1..0/11/2016 Permohonan Izin IUPHKm
Usaha Pemanfaatan +* Tatacara Verifikasi Administrasi
Hasil Hutan ¢ Tatacara Verifikasi Teknis
Kemasyarakatan
(IUPHKm)
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Tabel 10.2: Perdirjen Pendukung Program Perhutanan Sosial (lanjutan)

PerDitJen Jenis Pengaturan
P.13/PSKL/SET/ Pedoman Verifikasi
PSL.0/11/2016  Permohonan Izin

Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan

Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat
(IUPHHK-HTR)

K/
0’0

7
°

—

53

o4

—

Ruang Lingkup
Pengajuan Permohonan
IUPHHK-HTR
atacara Verifikasi Administrasi
atacara Verifikasi Teknis

P.14/PSKL/SET/ Pedoman Fasilitasi,
PSL.0/11/2016  Pembentukan
dan Tatacara
Kerja Kelompok
Kerja Percepatan
Perhutanan Sosial

(Pokja PPS)

7
R X4

7 R/ 7 7
0'0 0.0 0‘0 0'0

7
‘0

7
LX)

X3

<

Fasilitasi Pembentukan Pokja
PPS

Usulan Calon Pokja PPS
Keputusan Anggota Pokja PPS
Mendapatkan Kartu Register
Penetapan Pengurus Pokja PPS
Sosialisasi Program PS
Pencermatan PIAPS

Fasiltasi Permohonan
Masyarakat terkait PS
Verifikasi Permohonan
Masyarakat terkait PS

P15/PSKL/SET/ Pelayanan On-linel
PSL.0/11/2016  Daring Perhutanan

Sosial

7
0.0

/7
0’0

Persyaratan Pelayanan On-linel
Daring

Permohonan HPHD,
IUPHKm dan IUPHHK-
HTR

Verifikasi Permohonan

Verifikasi Teknis
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Tabel 10.2: Perdirjen Pendukung Program Perhutanan Sosial (lanjutan)

PerDitJen Jenis Pengaturan Ruang Lingkup
P16/PSKL/SET/ Pedoman Penyusunan RPHD, RKU-
PSL.0/12/2016  Penyusunan IUPHKm, dan RKU-ITUPHHK-

Rencana HTR: Penandaan Batas,

Pengelolaan Hutan Pembagian Blok atau Zonasi,
Desa, Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan;
Kerja Usaha Izin ~ dan Monitoting, Pelaporan dan
Pemanfaatan Hutan Evaluasi

Kemasyarakatan,

dan Rencana

Usaha Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan

Tanaman Rakyat

P17/PSKL/SET/ Pedoman % Kegiatan HTR
PSL.0/12/2016  Pelaksanaan % Kemitraan dengan Industri
Kegiatan Hutan Primer Hasil Hutan
Tanaman Rakyat % Monitoring, Pelaporan dan
Evaluasi
P18/PSKL/SET/ Pedoman % Sosialisasi Kemitraan
PSL.0/12/2016  Penyusunan Naskah ~ Kehutanan
Kesepakatan % Pembentukan dan Penguatan

Kerjasama (NKK) Kelembagaan Kelompok
% Tatacara Penyusunan NKK

7

O/

% Monitoring, Pelaporan dan
Evaluasi

» Pembentukan Kakom-PSKL
Bentuk Kegiatan

2o

P22/PSKL/SET/ Pembentukan
PSL.3/12/2016  Kanal Komunikasi
Perhutanan Sosial ¥

7
LX)

‘0

Monitoring, Pelaporan dan
dan Kemitraan Evaluasi

Lingkungan
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Tabel 10.2: Perdirjen Pendukung Program Perhutanan Sosial (lanjutan)

PerDitJen Jenis Pengaturan Ruang Lingkup
P23/PSKL/SET/ Pedoman Peranan  Peran Pelaku usaha (P2U) dalam
PSL.3/12/2016  Pelaku Usaha merealisasikan Corporate Social

dalam Pelaksanaan  Responsibiliy and Environment
Perindungan atau Tanggung Jawab Sosial
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Lingkungan Hidup Kehutanan (TJSLHK) dalam
dan Kehutanan Pembangunan Ekonomi

Kualitas kehidupan dan
Lingkungan yang Bermanfaat,
baik Perusahaan, Komunitas
Setempat dan masyarakat pada
Umumnya.

Berkelanjutan guna meningkatkan

ATURAN PENDUKUNG KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL

Kebijakan Program Perhutanan Sosial, ternyata secara teknis sudah

didukung dengen Kebijakan Operasional di tingkat Direktorat Jenderal.

Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Program Perhutanan Sosial sudah

siap dilaksanakan pada tingkat masyarakat. Terdapat 20 Peraturan Direktur

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjend PSKL), yang

mendukung Kebijakan Perhutanan Sosial, yakni:

1. P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tatacara Verifikasi dan Validasi

Hutan Hak.

2. DP.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2016  tentang Komunitas Penyelamat
Sumberdaya Alam dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

3. P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 tentang Pedoman Pengembangan

Usaha Perhutanan Sosial.

4. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan

Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

5. P.5/PSKL/PSL/KELING/PSL.3/4/2016 tentang Tatacara Verifikasi

Penghargaan Kalpataru.
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P.6/PSKL/Set/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik

Tenurian Kawasan Hutan.

P.7/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pelayanan Akes Kelola Perhutanan

Sosial.

P.8/PSKL/SET/LIT.3/6/2016, tentang Standard Pengukuran Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP), Dirjend
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

P.9/PSKL/SET/PSL.2/2016, tentang Perubahan atas P.3/PSKL/SET/
KUM.1/4/2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan
Sosial.

P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016,  tentang  Pedoman  Verifikasi
Permohonan Hak Pengeloaam Hutan Desa (HPHD).

P.12/PSKL/SET/PSKL.0/11/2016, tentang Pedoman  Verifikasi
Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan
(IUPHKm).

P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016,  tentang  Pedoman  Verifikasi
Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).

P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016,  tentang  Pedoman  Fasilitasi,
Pembentukan dan Tatacara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan

Sosial (Pokja PPS).
P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pelayanan On-line/Daring

Perhutanan Sosial.

P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016,tentangPedomanPenyusunanRencana
Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan, dan Rencana Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

P.17/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat.

P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Naskah
Kesepakatan Kerjasama (NKK).

P.22/PSKL/SET/PSL.3/12/2016,  tentang Pembentukan  Kanal
Komunikasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
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19. P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016, tentang Pedoman Peranan Pelaku
Usaha dalam Pelaksanaan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

10.3 PENGEMBANGAN WILAYAH PERHUTANAN
SOSIAL®

Pengembangan wilayah sebagai program yang menyeluruh dan
terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang
ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Dalam kerangka
pengembangan wilayah, maka Pengembangan Kawasan Strategis Perhutanan
Sosial dilaksanakan dengan pendekatan: [1] Program menyeluruh dan terpadu,
[2] Pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan kontribusinya kepada wilayah,
(3] Wilayah yang dikembangkan, dan [4] Teknologi yang digunakan.

PROGRAM MENYELURUH DAN TERPADU

Berbagai upaya dalam rangka pengembangan wilayah, dilaksanakan
secara menyeluruh dan terpadu. Dalam mengembangkan wilayah harus
mengintegrasikan dan mensinergikan dua pendekatan pembangunan,
yakni (i) pendekatan sektoral atau fungsional (yang dilaksanakan melalui
departemen atau instansi sektoral), dan (i) pendekatan regional atau
teritorial yang dilakukan oleh daerah atau masyarakat setempat. Dengan
kata lain program menyeluruh dan terpadu merupakan pendekatan sektoral
yang lebih mendukung program-program regional. Dengan pendekatan ini
berarti menyusun semua rencana sektoral dan regional dalam suatu rencana
induk pengembangan atau sering disebut master plan, yang disusun secara
bersama, menyeluruh dan terpadu, sehingga setiap instansi akan mematuhi
dan melaksanakan setiap rencana yang disepakati.

PEMANFAATAN SUMBERDAYA DAN KONTRIBUSI
TERHADAP WILAYAH

Dalam upaya pengembangan wilayah nasional, kemampuan
pengembangan wilayah akan sangat tergantung pada kemampuannya
mengerahkan tiga unsur pokok, yaitu (i) ketersediaan dan pemanfaatan SDA,
(ii) ketersediaan dan pemberdayaan SDM, dan (iii) pemanfaatan teknologi,

# Diadaptasi dari Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.
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yang kesemuanya ditujukan terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan
pendekatan tersebut, berarti berkembangnya suatu wilayah sangat ditentukan
oleh tingkat pemanfaatan dari ketiga sumberdaya tersebut, sehingga upaya
pengembangan yang harus dilakukan akan berbeda antara wilayah yang satu
dengan wilayah yang lain. Ada wilayah yang kaya akan SDA, tetapi kurang
mempunyai SDM dan teknologi. Sementara ada wilayah yang SDM cukup
besar, tetapi tidak memiliki SDA yang cukup.

PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam kerangka pengembangan wilayah, pelaksanaan pembangunan
tidak mungkin dilakukan secara serentak seluruhnya. Untuk itu harus
diprioritaskan kepada kawasan-kawasan tertentu yang memenuhi kriteria,
antara lain: (a) mempunyai potensi untuk cepat tumbuh; dan (b) mempunyai
sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi di daerah
sekitarnya. Acuan terhadap penetapan wilayah yang akan dikembangkan
mengacu kepada kebijakan yang sudah ditetapkan, baik kebijakan
pembangunan nasional dan daerah (RPJP/RPJM Nasional, RPJPD/RPJMD
Provinsi dan RPJPD/RPJMD Kabupaten) dan kebijakan penataan ruang
nasional (RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten).

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Teknologi mengandung dua dimensi, yaitu ilmu pengetahuan (science)
dan rekayasa (engineering), dimana keduanya saling berkaitan satu dengan
lainnya. Teknologi dapat berupa teknik, metode atau cara, serta peralatan
yang dipergunakan untuk menyelenggarakan suatu rancangan transformasi
input menjadi output, dengan sasaran tertentu yang didasarkan atas hasil
science dan engineering tercapai. Dalam kerangka pengembangan wilayah
terutama pedesaan, pengertian komponen teknologi terdiri dari: [1] perangkat
manusia, yakni perangkat teknologi yang terkandung dalam diri manusia
dalam bentuk ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, serta etos kerja.
(2] perangkat teknis: perangkat teknologi yang terkandung dalam peralatan
teknis antara lain mesin dan peralatan yang diciptakan/direncanakan untuk
peningkatan nilai tambah SDA dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
(3] perangkat organisasi: perangkat teknologi yang terkadung dalam sistem
kelembagaan (organisasi, manajemen, dan peraturan/perundangan), yang
memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja dan produktivitas terhadap
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organisasi pelaku tersebut, dan [4] perangkat informasi: perangkat teknologi
untuk penyebarluasan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan
teknologi yang akan diterapkan, antara lain menyangkut data dasar (database),
yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran
pemanfaatan teknologi.

KOMPONEN DAN PROSES PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan pendekatan diatas, maka komponen kegiatan pengembangan
wilayah Perhutanan Sosial, secara ringkas dipaparkan pada Tabel 10.3.

Tabel 10.3: Komponen dan Proses Pengembangan Wilayah Perhutanan

Sosial
KOMPONEN PROSES
Teknologi % Identifikasi tipe desa/wilayah;
Pendayagunaan g pdencifikasi potensi unggulan;
Potensi SDA dan o ) ' ]
SDM % Inventarisasi teknologi (dari tahap produksi bahan
baku sampai produksi hilir);
¢ Identifikasi kemungkinan pengembangan

diversifikasi produk unggulan;

% Identifikasi kemungkinan peningkatan kualitas

produksi;

¢ Identifikasi kebutuhan pengembangan teknologi,
baik untuk pengembangan diversifikasi maupun
peningkatan kualitas produk;

% Inventarisasi status tingkatan pengembangan
penguasaan teknologi oleh SDM;

¢ Identifikasi kebutuhan pengembangan penguasaan
teknologi oleh SDM baik untuk pengembangan

diversifikasi maupun peningkatan kualitas produk.
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Tabel 10.3: Komponen dan Proses Pengembangan Wilayah Perhutanan
Sosial (lanjutan)

KOMPONEN PROSES

Infrastrukeur ¢ Identifikasi tipe desa/wilayah;
Dasar % Inventarisasi infrastruktur dasar yang ada (jalan, air
bersih, listrik);
% Analisis rencana perkembangan kegiatan ekonomi
yang akan dilakukan;
¢ Identifikasi kebutuhan pengembangan infrastrukeur
dasar;
% Pembuatan proposal pengembangan; dan
% Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk
pembinaan dan pengembangan infrastruktur dasar.
Infrastruktur % Identifikasi tipe desa/wilayah;
Ekonomi % Inventarisasi infrastruktur ekonomi yang ada

(perbankan/lembaga permodalan, pasar, pertokoan,
sistem transportasi, telekomunikasi);

% Analisis rencana perkembangan kegiatan ekonomi
yang akan dilaksanakan;

% Identifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur
ekonomi yang diperlukan;

7
0'0

Pembuatan proposal pengembangan; dan

7
0'0

Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk

pengembangan infrastruktur ekonomi.
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Tabel 10.3: Komponen dan Proses Pengembangan Wilayah Perhutanan

Sosial (lanjutan)

KOMPONEN PROSES

Kelembagaan dan
Organisasi

R/
0’0

O
°e

O
£ X4

Rl
£ X4

Identifikasi tipe desa/wilayah;

Inventarisasi ~ program/rencana  pengembangan
teknologi dan/atau program/rencana pengembangan
infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang
akan dijalankan;

Identifikasi kebijakan (policy) dan peraturan/
perundangan yang perlu dikembangkan untuk
menunjang keterlaksanaan semua program/rencana
yang akan dilaksanakan termaksud pada butir (ii)

diatas;

Identifikasi  lembaga-lembaga  terkait  untuk
keterlaksanaan program/rencana tersebut, dengan
kemungkinan mengusulkan lembaga-lembaga baru;
dan

Merumuskan mekanisme kerja untuk setiap
program/rencana yang akan dilaksanakan di antara

lembaga-lembaga terkait diatas.

PRINSIP DAN KRITERIA

Prinsip pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perhutanan Sosial adalah:

[1] keberlanjutan; [2] konsistensi; [3] keterpaduan; [4] kepastian hukum; [5]

kemitraan; [6] pemerataan; [7] peran serta masyarakat; [8] keterbukaan; [9]

desentralisasi; [10] akuntabilitas; dan [11] keadilan. Mengacu pada Kawasan
Strategis Kabupaten/Kota, menurut Pasal 45 PP Nomor 15/2010, dipaparkan

pada Tabel 10.4.
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Tabel 10.4: Nilai dan Kriteria Kawasan Strategis Pengembangan Wilayah

Perhutanan Sosial

NILAI STRATEGIS KRITERIA

Pertahanan dan % Kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan
Keamanan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara
berdasarkan geostrategi nasional;

% Kawasan dengan peruntukan bagi basis militer,
daerah latihan militer, daerah pembuangan
amunisi dan peralatan pertahanan lainnya,
gudang amunisi, daerah uji coba sistem
persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem
pertahanan dan aset-aset pertahanan lainnya;
atau

% Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional
termasuk kawasan perbatasan negara dan pulau-
pulau kecil terluar yang berbatasan langsung
dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Pertumbuhan +* Potensi ekonomi cepat tumbuh;

Ekonomi % Sektor unggulan yang dapat menggerakkan

pertumbuhan ekonomi;

R/
0.0

Potensi ekspor;

0
0.0

Dukungan  kawasan  perumahan  dan
permukiman yang dilengkapi dengan jaringan
prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan
penunjang kegiatan ekonomi;

0
0.0

Kegiatan  ckonomi yang memanfaatkan
teknologi tinggi;
% Fungsi untuk mempertahankan  tingkat

produksi pangan dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan; atau

O
0’0

Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi
sumber energi dalam rangka mewujudkan

ketahanan energi.
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Tabel 10.4: Nilai dan Kriteria Kawasan Strategis Pengembangan Wilayah
Perhutanan Sosial (lanjutan)

NILAI STRATEGIS KRITERIA

Sosial dan Budaya % Tempat pelestarian dan pengembangan adat
istiadat atau budaya;

%* Prioritas peningkatan kualitas sosial dan
budaya;

¢ Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
% Tempat perlindungan peninggalan budaya;

% Tempat yang memberikan perlindungan
terhadap keanekaragaman budaya; atau

% Tempat yang memiliki potensi kerawanan

terhadap konflik sosial.
Pendayagunaan SDA % Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu
atau Teknologi Tinggi pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi
dan posisi geografis sumber daya alam strategis,
pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta

tenaga atom dan nuklir;

% Sumber daya alam strategis;

% Fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan
pengembangan  teknologi  kedirgantaraan
(militer);

% Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom

dan nuklir; atau

% Fungsi scbagai lokasi dan posisi geografis

penggunaan teknologi kedirgantaraan teknologi
tinggi strategis lainnya.
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Tabel 10.4: Nilai dan Kriteria Kawasan Strategis Pengembangan Wilayah
Perhutanan Sosial (lanjutan)

NILAI STRATEGIS KRITERIA

Fungsi dan Daya ¢ Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
Dukung Lingkungan ¢ Kawasan lindung yang ditetapkan bagi
Hidup perlindungan  ekosistem, flora, dan/atau

fauna yang hampir punah atau diperkirakan
akan punah yang harus dilindungi dan/ atau
dilestarikan;

% Kawasan yang memberikan perlindungan
keseimbangan tata guna air yang setiap tahun
berpeluang menimbulkan kerugian;

% Kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap keseimbangan iklim makro;

% Kawasan yang menuntut prioritas tinggi
peningkatan kualitas lingkungan hidup;

+ Kawasan rawan bencana alam; atau
% Kawasan yang sangat menentukan dalam
perubahan rona alam dan mempunyai dampak

luas terhadap kelangsungan kehidupan.

10.4 PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN
SOSIAL

PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD
Konsep Sustainable Rural Livelihood (SRL) atau ‘penghidupan pedesaan

yang berkelanjutan’ menjadi pendekatan penting dalam [1] pembangunan
pedesaan (rural development), [2] pengentasan kemiskinan (poverty reduction)
dan [3] manajemen lingkungan (environment management).®

Livelihood atau mata pencaharian atau penghidupan terdiri dari
kemampuan, aset dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup.
Sebuah penghidupan akan berkelanjutan bila dapat mengatasi tekanan dan
guncangan; serta meningkatkan kemampuannya dan aset agar tidak merusak
sumber daya alam.

> Diadopsi dari tulisan M.A. Kamal PhD, tentang “Sustainable Rural Livelihood”, 2011.
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Rumah tangga akan mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan
(sustainable livelihood), bila terdapat kemampuan untuk mengakses, mengelola
dan mengkontrol terhadap: [1] modal sumberdaya alam (natural resources
capital asser), [2] modal fisik (physical capital asser), [3] modal ekonomi
(economic capital asset), [4] modal sosial (social capital asset) dan [5] modal
sumberdaya manusia (human resource capital asset) cukup memadai. Keempat
modal tersebut merupakan komponen utama “kesejahteraaan masyarakat dan
keberlanjutan atau pelestarian sumberdaya alam”

Modal Sumberdaya Alam. Modal sumberdaya alam meliputi persediaan
sumber daya alam (tanah, air, udara, genetik, tanaman) dan jasa lingkungan
(siklus hidrologi, polusi) sebagai sumber dan penyediaan yang berguna untuk
mata pencaharian atau penghidupan.

Reuorca

‘ ? Capital (HE)

Gambar 10.1: Pentagonal Aset untuk Penghidupan yang Berkelanjutan

Modal Ekonomi. Modal ckonomi terdiri dari modal dasar seperti
uang tunai, kredit/hutang, tabungan, dan aset ekonomi lainnya, termasuk
infrastruktur dasar dan peralatan produksi dan teknologi yang penting untuk
mengejar strategi penghidupan.

Modal Sumberdaya Manusia. Modal sumberdaya manusia mencakup
keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja, kesehatan yang
baik dan serta kemampuan fisik yang berperan penting dalam mendukung
keberhasilan memperoleh mata pencaharian atau penghidupan yang lebih

baik.

Modal Sosial. Modal sosial mencakup sumber daya sosial, seperti
(jaringan, klaim sosial, hubungan sosial hubungan, afiliasi, dan asosiasi,
dimana sesorang akan menyusun strategi memperoleh penghidupan yang
berbeda-beda dengan menggunakan sistem dan mekanisme sosial orang yang
berbeda yang membutuhkan tindakan terkoordinasi.
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Modal Fisik. Modal fisik mencakup ketersediaan infrastrukeur fisik,
seperti penyediaan infrastruktur jalan dan usahatani, infrastruktur pasar dan
infrastruktur fisik lainnya.

Sustainable Livelihood atau Penghidupan yang Berkelanjutan (PL)
menjadi fungsi bagaimana rumah tangga menggunakan portofolio aset, baik
jangka pendek maupun jangka panjang. Penghidupan yang berkelanjutan
keterpaduan dalam:[1] hal-hal yang: mampu mengatasi dan memulihkan dari
guncangan dan tekanan melalui strategi yang adaptif; [2] efektifitas dalam
mencapai tujuan ekonomi; (3) sehat secara ekologis, yakni memastikan bahwa
kegiatan mata pencaharian atau penghidupan tidak menurunkan sumber daya
alam dalam ekosistem tertentu; dan (4) keadilan sosial, yang menunjukkan
bahwa promosi peluang mata pencaharian untuk satu kelompok tidak boleh
merugikan untuk kelompok lain, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Lima pilar kepemilikan dan akses terhadap aset modal sumberdaya alam,
infrastruktur, sosial, ekonomi dan sumberdaya manusia dalam kerangka
sustainable livelihood development tersebut, bila ditujukan sebagai sumber
mata pencaharian, maka akan bermanfaat dalam [1] penciptaan kesempatan
kerja; [2] penanggulangan kemiskinan; [3] peningkatan kesejahteraan dan
kemampuan; [4] adaptasi, kerentanan dan ketahanan; serta [5] keberlanjutan
sumberdaya alam® Hal ini sejalan dengan Kebijakan Perhutanan Sosial
maupun Kebijakan Pemerataan Ekonomi.

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
BERBASIS SUSTAINABLE LIVELIHOOD

Berdasarkan lima koponen Sustainable Livelihood Approach, yakni
Modal SDA, Modal SDM, Modal Ekonomi, Modal Sosial, dan Modal
Fisik, maka dapat diidentifikasi beberapa program, kegiatan dan fasiltasi
yang diperlukan untuk pengembangan Program Perhutanan Sosial yang
berbasis pada Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan (Sustainable livelihood
based Social Forestry Program Developemnet) dipaparkan pada Tabel 10.3.
Masing-masing modal aset dapat diidentifikasi komponen aspek, sehingga
kemudian diidentifikasi jenis program atau kegiatan serta jenis fasilitasi yang
diperlukan.

¢ Diadopsi dan diadatasi dari buku “7he Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction”,
Lasse Krantz, 2001.
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Program, kegiatan dan fasilitasi dapat diprakarsai oleh prakarsa lokal (/ocal
initiatives), Kelompok tani Hutan, Koperasi, Lembaga Desa, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi serta Pemerintah yang
mendorong kemampuan akses, pengelolaan dan pengendalian 5 modal dasar
penghidupan yang berkelanjutan. Diharapkan dengan pemanfaatan kelima
modal penghidupan yang berkelanjutan ini dapat menjamin tercapainya
tujuan Program Perhutanan Sosial, yakni kesejahteraan masyarakat yang
berkelanjutan dan pengeloaan sumberdaya hutan secara lestari.

SUSTAINABLE LOCAL GOVERNMENT
CAPACITY BUILDING

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program Perhutanan Sosial,
maka peranan pemerintah daerah menjadi krusial, terutama dalam konteks
fasilitasi masyarakat hutan. Dalam konteks sustainable local government
capacity building, maka fungsi pemerintah daerah harus dioptimalkan, yakni
dalam hal: [1] Regulation atau membuat peraturan yang positif kepada
kegiatan masyarakat, [2] Delivery, yakni memberikan kejelasan informasi
potensi lahan PS dan kemudahan perijinan, dan [3] Facilitation atau fasilitasi
program kepada masyarakat peserta program HKm, mulai dari pembuatan
usulan, perencanaa, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan
Perhutanan Sosial di masyarakat. Rincian proses pengembangan kapasitas
pemerintah daerah dan kelompok kerja, dipaparkan pada Gambar 10.2.”

PENGEMBANGAN AGROFORESTRY PS MELALUI PENGEMBANGAN
SISTEM AGRIBISNIS

Pengembangan Agroforestry atau Usahatani yang mengkombinasikan
pepohonan dengan tanaman pertanian, harus dikembangan melalui
Pendekatan Sistem Agribisnis, yang meliputi pengembangan 5 Sub-Sistem:
[1] Sub-Sistem Pengadaan Input, [2] Sub-Sistem Budidaya Usahatani (o7-
farming), [3] Sub-Sistem Pengolahan Hasil Pertanian (off-farming), [4] Sub-
Sistem Pemasaran, dan [5] Sub-Sistem Penunjang, yakni Pembiayaan, serta
Penelitian dan Pengembangan.

7 Diadaptasi dari tulisan Herman Supriyanto dan Sigit B. Sudjalmao, 2008, tentang Local
Government Capacity Building Process, dalam Community Water Sanitation and Health
Project (CWSHP). Cooperation between Ministry of Health and ADB.
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10.5 STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM
PERHUTANAN SOSIAL

LEGALITAS HKm NON-IUP

HKm Non-IUP mencapai 57,2 persen, sehingga untuk memberikan
kepastian hukum pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan dan peningkatan
kapasitas HKm, perlu segera menerbitkan legalitas perizinan HKm. Hal ini
juga untuk mencegah pemindah tanganan lahan HKm. Ini harus menjadi
prioritas utama dalam percepatan perhutanan Sosial. Pada HKm Non-IUP
ini sistem kelembagaan sudah terbentuk dan berjalan, tapal batas lahan HKm
per individu sudah ada, dan pola tanam dan usaha sudah berjalan.

LUAS KELOLA LAHAN

Luas kelola lahan HKm minimal 1,5 sampai 2 hektar per KK, agar
pendapatan dari lahan HKm memberikan pendapatan rumah tangga 30
persen di atas Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK). Di samping itu, dalam
pemberian lahan HKm harus mempertimbangkan [1] luas kepemilikan lahan
sendiri dan [2] jumlah anggota keluarga yang ditanggung peserta calon anggota
HKm. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketimpangan penguasaan lahan
serta mendorong efektifitas program dalam upaya penurunan kemiskinan
atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan, wilayah
dengan penduduk miskin, umumnya mempunyai jumlah anggota keluarga
yang lebih besar.

PENATAAN ULANG PENGUASAAN LAHAN
KAWASAN

Dengan adanya program HKm, ternyata mendorong ketimpangan
penguasaan lahan dan pendapatan. Ketimpangan tersebut bukan akibat dari
kesalahan rancangan program HKm, tetapi karena perbedaan kemampuan
akses antar warga dalam membuka kawasan hutan di awal-awal. Penataan
ulang penguasaan lahan kawasan hutan ini perlu dilakukan oleh pemerintah
agar distribusinya menunjukkan keadilan.
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INTENSIFIKASI BERBASIS PRODUK UNGGULAN

Agar mengoptimalkan pengelolaan lahan HKm, maka perlu
mengoptimalisasi pemanfaatan Usahatani atau Wanatani HHBK atau
agroforestry yang berbasis produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi
tinggi, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan.

PENGEMBANGAN PASCA PANEN DAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA

Untuk meningkatkan nilai tambah (value added) hasil beberapa Usahatani
HHBK dan HHK untuk beberapa jenis tanaman tertentu, perlu didorong
pengolahan hasil pasca panen, schingga memberikan nilai tambah (va/ue
added) yang tinggi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya pengembangan industri pengolahan singkong, ubi, talas, jagung
dan lainnya.

PENGEMBANGAN AGROFORETRY BERBASIS SISTEM
AGRIBISNIS

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan
usahatani hutan (agroforestry) yang kokoh, maka perlu dilakukan dengan
pendekatan pengembangan sistem agrisbisnis, mulai dari sub-sistem input,
usahatani (on-farm), industri pengolahan pertanian (off farm), pemasaran dan
sub-sistem penunjang. Hal ini agar agroforestry yang dikembangkan tidak
hanya meningkatkan pendapatan, namun dapat berkelanjutan.

OPTIMALISASI SISTEM KELEMBAGAAN LOKAL

Dalam rangka sinergisitas pengelolaan lahan HKm antar masyarakat
HKm, lembaga lokal, pemerintah dan LSM serta dalam rangka pengelolaan
dan pelestarian SDH, maka perlu mengoptimalkan sistem kelembagaan
lokal, “awiq-awiq’, misalnya. Sistem lokal ini harus disinergikan dan
diharmonisasikan dengan peraturan daerah.

PENGUATAN DAN OPTIMALISASI KOPERASI HKm

Dalam rangka penguatan bargaining position petani HKm ataupun
Kelompok Tani Hutan (KTH), maka perlu dilakukan restorasi Koperasi
HKm agar dapat mendukung kebutuhan petani atau KTH dalam hal
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pengadaaan bahan baku secara kolektif. Pemasaran produk HHBK dan HHK
secara kolektif dan sumber pembiayaan, sehingga nilai dan manfaat ekonomi
produk petani menjadi meningkat.

BANTUAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN

Rendahnya kualitas pendidikan dan kapasitas petani HKm, maka perlu
bantuan teknis dari pemerintah daerah dan LSM, mulai dari hulu sampai
hilir, yakni mulai dari kegiatan: [1] Usulan permohonan/perizinan, [2]
Penguatan Kelembagaan, [3] Peningkatan Kapasitas termasuk, Budidaya
HHK & HHBK dan Manajemen Usaha, [4] Pembentukan Koperasi, [5]
Tata Batas Areal Kerja, [6] Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, [7]
Rencana Kerja Usaha, [8] Rencana Kerja Tahunan, [9] Kegiatan Kemitraan,
[10] Pembiayaan, [11] Pasca panen, [12] Pengembangan Usaha, dan [13]
Akses Pasar.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TJSLHK

Pemerintah harus mendorong peningkatan Peran Pelaku Usaha (P2U)
dalam merealisasikan Corporate Social Responsibiliy and Environment atau
Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TJSLHK) dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat, baik perusahaan, komunitas stempat dan
masyarakat pada umumnya.

MENDORONG PENDAPATAN JASA LINGKUNGAN

Untuk mendorong pelestarian hutan, maka pemerintah mendorong
penerapan program Pendapatan Jasa Lingkungan. Selain petani HKm
mendapatkan manfaat ekonomi, mereka akan termotivasi untuk mengelola
hutan secara lestari. Di sisi lain, legalitas pengelolaan lahan HKm (HKm
Non-IUP) menjadi prasyarat kunci agar mekanisme akses dan kontrol
pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik
(good governance).

PEMANFAATAN DANA DESA (DD) PEMERINTAH DESA

Jumlah Dana Desa (DD) sebagaian dapat diperuntukkan untuk
pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Pelaksana Program
Perhutanan Sosial dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk
Pengembangan Usaha Pengelolaan Sumberdaya Hutan.
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STRATEGI POKOK KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

Program Perhutanan Sosial dapat mengambil peran ke depan untuk
mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan
hutan. Pengembangan Perhutanan Sosial dalam pengelolaan hutan harus
dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat rop down
menjadi bottom up atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi
masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan Perhutanan Sosial
untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada
masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efesiensi
dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi
dan menyerahkan kepemilikan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi.

Strategi Pokok Pengembangan Perhutanan Sosial adalah:

1. Kelola Kawasan merupakan rangkaian kegiatan pra-kondisi yang
dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.

2. Kelola Kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan Perhutanan Sosial melalui penguatan organisasi,
penetapan aturan, dan peningkatan kaspasitas SDM.

3. Kelola Usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh-
kembangnya usaha di areal kerja Perhutanan Sosial melalui kemitraan
dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab.®

10.6 PENGELOLAAN PROGRAM PERHUTANAN
SOSIAL YANG BERKELANJUTAN

Berdasarkan hasil: [1] Kajian Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm),
[2] Kajian Kebijakan Program Perhutanan Sosial, [3] Kebijakan Pemerataan
Ekonomi, [3] Pendekatan Pengembangan Wilayah Perhutanan Sosial, [4]
Pendekatan Pengembangan Program Perhutanan Sosial, dan [5] Strategi
Pengembangan Program Perhutanan Sosial, maka disusun Kerangka Kerja
Logis Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan (Logical Framework
Analysis of Sustainable Social Forestry Management).

8 Diadopsi dari Buku Sosial Forestry: Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan yang
Berkelenjutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan,
2010.
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Pengembangan Kawasan Strategis Perhutanan Sosial dilaksanakan
dengan pendekatan: [1] Program Menyeluruh dan Terpadu, [2] Pemanfaatan
Sumberdaya yang Tersedia dan Kontribusinya kepada Wilayah, [3]
Pengembangan Wilayah, dan [4] Pengembangan Teknologi. Oleh karena
itu, perlu menemukenali komponen dan proses pengembangan Perhutanan
Sosial, yang meliputi: [1] Teknologi Pendayagunaan Potensi SDA dan SDM,
[2] Infrastruktur Dasar, [3] Infrastruktur Ekonomi, dan [4] Kelembagaan dan
Organisasi.

Prinsip pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perhutanan Sosial adalah:
[1] keberlanjutan; [2] konsistensi; [3] keterpaduan; [4] kepastian hukum;
[5] kemitraan; [6] pemerataan; [7] peran serta masyarakat; [8] keterbukaan;
[9] desentralisasi; [10] akuntabilitas; dan [11] keadilan, sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 45 PP Nomor 15/2010.

Dalam tataran mendasar, pengeloaan Perhutanan Sosial harus
memperhatikan [1] Aspek Aset yang akan dikelola, [2] Konteks Program, [3]
Prinsip-Prinsip Pokok Perhutanan sosial, serta [4] Skema Perhutanan Sosial.
Khusus aspek konteks, selain terkait dengan konteks langsung dengan isu
kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, perlu juga dipertimbangkan
konteks kerentanan(vulnaribilty). Kerentanan tersebut meliputi kerentanan
yang dapat dipelajari #rend atau kecenderungannya, ataupun kerentanan yang
sifatnya kejutan. Kerentanan yang bersifat zrend, misalnya seperti penduduk,
migrasi, teknologi, harga, kebijakan makro, trend ekonomi dan lain-
lain. Sedangkan kerentanan yang bersifat kejutan, misalnya seperti banjir,
kekeringan, gempa, tsunami, hama dan penyakit, endemik, konflik perang,
konflik tenurial dan lainnya.

Dengan memanfaatkan tiga (3) komponen Pengembangan Kapasitas
Pemerintah (government capacity building) dalam Pengelolaan Program
Perhutanan Sosial, maka terdapat 3 fungsi pemerintah, yakni [1] regulasi, [2]
delivery dan [3] fasilitasi. Fungsi regulasi terkait dengan pembuatan kebijakan
dan peraturan yang mendukung berjalannya Program Perhutanan Sosial,
sedangkan sebagai fungsi delivery, maka pemerintah harus menyediakan
PIAPS dan Perizinan untuk mendorong aksesibiltas terhadap lahan, dengan
memperhatikan aspek relasi sosial masyarakat (umur, gender, pendidikan,
ras/etnis), kelembagaan (aturan, adat, kebiasaan, pasar, land tenure, dll),
dan organisasi (perkumpulan, organisasi, administrator, Pokja PPS, Assesor,
Pemerintah daerah, dll).

269



HUTAN KEMASYARAKATAN
Hidup-Matinya Petani Miskin

Dengan menerapkan beberapa Strategi Pengembangan Program
Perhutanan Sosial, minimal berpaku pada tiga (3) Strategi Pokok Kelola
Kawasan Perhutanan Sosial, yakni [1] Kelola Kawasan, (2] Kelola Kelembagaan,
dan [3] Kelola Usaha. Di samping itu, Pengembangan Agroforestry atau
Usahatani yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian,
harus dikembangan melalui pendekatan Sistem Agribisnis, yang meliputi
pengembangan 5 Sub-Sistem: [1] Sub-Sistem Pengadaan Input, Sub-Sistem
Budidaya Usahatani (on-farming), [3] Sub-Sistem Pengolahan Hasil Pertanian
(off-framing), [4] Sub-Sistem Pemasaran, dan [5] Sub-Sistem Penunjang.

Berdasarkan pada  Swtainable  Livelihood —Program  Development,
Sustainable Local Government Capacity Building, Strategi Pokok Kelola
Kawasan Perhutanan Sosial, serta Pengembangan Agroforestry berbasis Sistem
Agribisnis dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial, maka agar memberikan
dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan
dan mendorong dinamika sosial budaya, disusun model Pengelolaan
Program Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan.

ASET PENGHIDUPAN

<+ Social Capital < Kemiskinan % Keadilan <+ Hutan Desa
< Human Capital < Pengangguran < Keberlanjutan <+ Hutan Kemasyarakatan
< Economic Capital < Ketimpangan < Kepastian Hukum <+ Hutan Tanaman Rakyat
< Natural Capital < Kerentanan Lainnya Partisipatif < Hutan Adat

>

< Physical Capital (Trend atau Kejutan) Bertanggung Gugat % Kemitraan

o

KEBIJAKAN

* Kebijakan PS
«* Kebijakan Pemeraan
Ekonomi

AKSESIBILITAS/

DELIVERY  Usulan Permohonan < Rencana Kerja Tahunan
PIAPS <> Penguatan Kelemb_agaan 3 Kegiat_an Kemitraan,
< Peningkatan Kapasitas * Pembiayaan,
< Manajemen Usaha < Pasca Panen

2o o
o o

Perizinan

* 23 Perdiirjen PSKL % Relasi Sosial <+ Pembentukan Koperasi < Pengembangan Usaha
% Kelembagaan % Tata Batas Areal Kerja < Akses Pasar
< Organisasi < Rencana Pengelolaan Hutan “* Akses Modal
** Rencana Kerja Usaha < Akses Teknologi

a4

STRATEGI POKOK PERHUTANAN SOSIAL
[1] Kelola Kawasan, [2] Kelola Kelembagaan, dan [3] Kelola Usaha

PROGRAM AGROFORESTRY BERBASIS SISTEM AGRIBISNIS
[1] Sub-Sistem Pengadaan Input, [2] Sub-Sistem Budidaya (On-Farm),

[3] Sub-Sistem Pengolahan (Off-Farm), [4] Sub-Sistem Pemasaran,
dan [5] Sub-Sistem Penunjang

DAMPAK
KESEJAHTERAAN, KESEIMBANGAN, DAN DINAMIKA SOSIAL BUDAYA

Gambar 10.4: Pengelolaan Program Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan
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“Nothing and no one is perfect.
It just takes a good eye to find those hidden imperfections.”

Dhapne Delacorix
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LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KEMISKINAN BPS'

Definisi Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah

garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS).

Garis Kemiskinan. Dua cara mengukur garis kemisninan, yaki Garis

Kemiskinan (GK) dan Garis Kemiskinan Makanan (GKM).

1.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori
perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili
oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur
dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,

dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum
untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi
kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

GK = GKM + GKNM
GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik Penghitungan GKM. Tahap pertama adalah menentukan

kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang

berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi

! Pengukuran kemiskinan ini diadopsi dari Badan Pusat Statistik. 2017
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ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar
GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum Indeks Harga
Konsumen (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari
52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang
kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini
mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai
pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung
harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam
menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

52 5
GEM; = Z-PJ'J&-QJ* & Z‘ﬂ-x
ksl Feml

Dimana :

GKM;j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi

2100 kilokalori)
Pjk = Harga komoditi k di daerah j
Qjk = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j
Vjk = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j
j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan
mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j
dari penduduk referensi, sehingga :

HE, =+
Z £ F
=]
Dimana :
Kjk = Kalori dari komoditi k di daerah j
GKM = Harga rata-rata kalori di daerah j
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;= HE ;=< 2100

Dimana :

Fj = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan
energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari

Teknik Penghitungan GKNM. Garis Kemiskinan Non Makanan
(GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari
komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan,
sandang, pendidikan dan keschatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non
makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke
tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada
periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12
komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51
jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di
pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-
makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/
sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok
yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung
dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang
dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga
per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul
Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat
diformulasikan sebagai berikut :

NE, =X 5 xV,
i1

Dimana :

NFp = Pengeluaran minimun non-makanan atau garis kemiskinan non
makanan daerah p (GKNMp).

Vi = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah
p (dari Susenas modul konsumsi).

ri = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut
daerah (hasil SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).
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Persentase Penduduk Miskin. Head Count Index (HCI-P0), adalah
persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)

e =li|:z_-}?i:|“

25 z
Dimana :
a =0
z = garis kemiskinan

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada
dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi<z

Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
jumlah penduduk

q

n

LAMPIRAN 2. KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN
PENGUASAAN LAHAN

Gambar 1: Indeks Gini Pendapatan
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Gambar 2: Indeks Gini Pendapatan HKm

Gambar 3: Indeks Gini Pendapatan Non-HKm

278



KUMULATIF PROPORSI LAHAN

KUMULATIF PROPORSH LAHAN

Lampiran

0.8

0.6

0.4

02

Kuwaummsy .f(.ﬂ

o0
[-1-] ¥ | o4 0.6 os Lo
KUMULATIF PROPORS| RESPONDEN

Gambar 4: Indeks Gini Penguasaan Lahan
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Gambar 5: Indeks Gini Penguasaan Lahan Petani HKm
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Gambar 6: Indeks Gini Penguasaan Lahan Petani Non-HKm
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“Keinginanmu untuk lepas dari duniawi, padahal Alloh telah
menyediakan sarana-sarana penghidupan untukmu, termasuk syahwat
yang tersamar. Dan keinginanmu untuk mengupayakan sarana-sarana
penghidupan,padahal Alloh telah melepaskanmu dari wrusan duniawi,
sama saja dengan mundur dari tekad lubur.

[Al-Hikam-Ibnu Atho’illah Al-Iskandari]
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Kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, dan
kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu, menjadi

bukti butanya mata hatimu.”

[Al-Hikam-Ibnu Atho’illah Al-Iskandari]
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